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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 




































































































































































































































 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 




 ََفػْيػَك : kaifa 
 ََؿَْوػَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
































 fathah  dan ya’ 
 
ai a dan i ََْىػ 
 fathah dan wau 
 














fathah dan alif atau ya>’ 
 
ىَ ََ...َ|َاَ ََ... 
 






a dan garis di atas 
 kasrah dan ya’ 
 
ī i dan garis di atas 







ََتَاػم : māta 
ىػَمَر : ramā 
 ََلػْيِػق : qīla 
َُتُْوػمَػي : yamūtu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbut}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َلاَ َُةػَضْوَرَِؿاَفْط  : raudah al-atfāl 
ةَلػػِضَاػفْػَلاَ َُةَػنْػيِدػَمْػَلا : al-madīnah al-fādilah 
ةػػَمػْكػِحْػَلا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَػّػبَر : rabbanā 
ََانػػَْيػّجَػن : najjainā 
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َّقػَحْػػَلا  : al-haqq 
ََمِػػّعُػن : nu“ima 
 َوُدػَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
 َىِػلػَع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َىِػػبَرػَع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَؿا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
َُسػْمػَّشَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَػػَلزْػػلَّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةَفػَسْلػَفْػػَلا : al-falsafah 
َُدَلاِػػػبْػػَلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
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kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََْأػتََفْوُرػُم  : ta’murūna 
َُعْوػَّنػػَلا : al-nau‘ 
 َءْيػَش : syai’un 
َُتْرػُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fī Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafz al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِاللهَُْنػيِد dīnullāh  َِبَِلل  billāh   
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Adapun ta’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َُهػَِاللهَِةَمْػػػحَرَْفَِْم     hum fīrahmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muhammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān 
Nasīr al-Dīn al-Tūsī 
Abū Nasr al-Farābi 
Al-Gazāli 
Al-Munqiz min al-Dālāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 






B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subhānahūwa ta’ālā 
saw.   = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   = „alihi al-salām  
r.a.  = radiallāhu ‘anhu 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
QS. …/…: 4 = Quran, Surah…, ayat 4 
HR  = Hadis Riwayat 
RUU  = Rancangan Undang-undang 
UU  = Undang-undang 
UUD  = Undang-undang Dasar 
SDM  = Sumber Daya Manusia 
Cet.  = Cetakan 
 R.I  = Republik Indonesia 
KTP  = Kartu Tanda Penduduk 
t.th.  = Tanpa tahun 
tp.  = Tanpa penerbit 
t,tp.  = Tanpa tempat 
dkk.  = dan kawan-kawan 
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibnu) 
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, 
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NIM : 80100308085 
Judul : Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam 
Perspektif Hukum Islam 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi tradisi 
perkawinan masyarakat Bugis Parepare dalam perspektif hukum Islam. 
Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistametis, maka masalah pokok 
tersebut dikembangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
Bagaimana bentuk-bentuk tradisi Perkawinan masyarakat Bugis Parepare? 
2) Apa filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat Perkawinan 
Masyarakat Bugis Parepare?, dan 3) Bagaimana pandangan hukum ulama 
Kota Parepare mengenai Adat masyarakat Bugis dalam perkawinan? 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan filosofis, sosilogis, teologis, dan yuridis. Adapun Informan 
dalam penelitian ini terdiri dari; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh 
Adat dan Budaya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuruan refrensi. 
Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh pemahaman bahwa 
Bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis Parepare dari setiap 
tahap pelaksanaannya terdapa tujuh bentuk tradisi yang masih tetap 
dilaksanakan meskipun pada beberapa hal telah mengalami perubahan. 
Bentuk-bentuk tradisi yang dimaksud adalah; tradisi penyerahan pattenre’ 
āda, massarāpo, cemme passīling (mandi majang), tudangmpenni 
(Mappacci), madduppa botting, mappasikarāwa, dan penyerahan penne 
anreang.   
Filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat Perkawinan 
Masyarakat Bugis Parepare pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip 
yang terkandung di dalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu masih 
perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti; 1) tradisi lomba berdiri 
pada acara mappasikarāwa, dengan maksud siapa yang menginjak terlebih 
dahulu dialah berkuasa atas yang lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan 
tujuan perkawinan. 2) menabur beras pada tradisi madduppa botting dan 
tradisi mappacci, hal ini mengandung unsur mubazir. 
Pandangan hukum ulama Kota Parepare mengenai Adat masyarakat 
Bugis dalam perkawinan dapat dibedakan pada tiga kelompok, yaitu: 1) 
haram dengan alasan; (a) Mengandung unsur kemusyrikan, (b) 
Mengandung unsur bid’ah, (c) Mengandung unsur pemborosan, (d) 
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Mempersulit diri dan, (e) mengandung unsur taklid buta. 2) makruh dengan 
alasan bahwa upacara adat yang dilakukan masyarakat dalam perkawinan 
pada umumnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial 
kemasyarakatan saat ini, disamping itu sudah banyak yang melenceng dari 
makna yang sebenarnya, oleh karena itu sebaiknya perlu ditata ulang. 3) 
mubah dengan alasan bahwa upacara adat yang dilaksanakan dalam 
perkawina masyarakat telah disesuaikan dengan konsep dan nilai yang 
terkandung dalam ajaran Islam dan termasuk Al-‘urf al-sahīh, yaitu 
kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nāsh 
(ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa 
mudarat bagi pelakunya. Dilihat dari kemaslahatan berada pada tataran 
tahsīniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak 
mengancam eksistensi salah satu maqāshid al Syariyyah (tujuan hukum 
Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini secara umum 
diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran bagi pemerintah 
daerah khususnya Kota Parepare bahwa tradisi/adat dalam perkawinan 
memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam 
menghadapi realitas budaya yang beragam. Karena tradisi/adat dalam 
perkawinan dianggap sebagai simbol harga diri dan keluarga. 2) Hasil 
penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 
tradisi/adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik dalam 
kehidupan masyarakat Bugis memiliki nilai dan ajaran luhur yang sejalan 
dengan nilai dan ajaran Islam. 3) Hasil penelitian ini memperjelas eksistensi 
tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis. Karena tradisi/adat dalam 
perkawinan masyarakat Bugis sesungguhnya kedudukannya hanya sebatas 
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The main issue of this research is the existence of the marriage tradition of 
Bugis Parepare society in the perspective of Islamic law. For this research to be 
directed and systematic, the main problem is developed into several research 
questions, namely: 1) What are the forms of marriage tradition of Bugis Parepare 
community?, 2) What is the philosophy contained in the ritual symbols of the 
marriage of Bugis Parepare community?, 3) What is the view of the Parepare 
Islamic scholars about the marriage tradition of Bugis society. 
This type of research is a qualitative research with philosophical, social, 
theological, and juridical approaches. The informants in this study consist of the 
community leaders, religious leaders, traditional leaders and cultural leaders. The 
data collection methods used include observation, interview, documentation and 
literary study. The techniques of data processing and analysis are done through 
data reduction, data presentation, and conclusion. 
Based on the results of this study obtained the understanding that the 
forms of marriage tradition Bugis Parepare community from every stage of the 
implementation of seven forms of tradition that are still held even though in some 
cases have changed. The forms of tradition in question are; the tradition of the 
pattenre 'āda, massarāpo, cemme passīling, the tudangmpenni (mappacci), the 
madduppa botting, the mappasikarāwa, and the submission of the penne anreang. 
The philosophical meaning embodied in the traditional marriage symbols 
of the Bugis Parepare society is generally in line with the principles contained in 
the teachings of Islam. It is just that in mappasikarawa tradition, adjustments need 
to be made, such as in 1) ritual when parts of the body is touched with the aim to 
subdue and overcome the wife, 2) the competition to stand and to step on shortly 
after the mappasikarawa, which means whoever stepped on first, she will assume 
authority in the family. This is not in line with the essence of the marriage 
purpose.  
The legal of the Ulema or Islamic scholar of Parepare city on the marriage 
tradition of Bugis society can be distinguished in three groups, namely: 1) 
forbidden by reason, (a) contains elements of polytheism, (b) contains bid'ah 
element, (c) contains extravagant element, (d) complicates the self and (e) contain 
ideologue element. 2) makruh with the reason that the traditional ceremony 
conducted by the community in marriage in general is no longer relevant to social 
conditions today, in addition, there are many ofthem deviated from the actual 
meaning, therefore it should be reestablished. 3) mubah with the grounds that the 
traditional ceremony performed in the marriage has been adapted to the concepts 
and values contained in the teachings of Islam including Al-'urf al-sahih, which is 
the customs prevailing in society and not in contrary to the nash (verse and 
hadith); thus, it does not eliminate the benefit and does not bring harm to the doer. 
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Judging from the benefit, it is at the state of tahsiniyat which is the level of need 
that if it is not fulfilled, it does not either threaten the existence of one of the 
maqasid al Shariyyah (the purpose of Islamic law) or cause difficulties. 
The implications of this research are (1) This research in general can make 
it easier for local government especially Parepare city in the sense that marriage 
tradition/custom has a position in Bugis society in the context of diverse cultural 
reality. Because tradition/custom in marriage is considered as a symbol of self-
esteem in the family. (2) The results of this study provide understanding to 
traditional peoples/marriage tradition which is still well preserved in the life of 
Bugis society that the tradition has values and noble teachings which are in line 
with Islamic values and teachings. 3) the results of this study clarify the existence 
of marriage tradition/custom of Bugis society. It is because the tradition/custom in 
the marriage in Bugis community is only a complement and serves as tafaul or 



































  البحث تجريد
 محمد سوديرمان سيسى : اسم الطالب
 ٨٨۰٨۰٣۰۰۰۰٨ : رقم التسجيل
كيان تقاليد زواج مجتمع بارى بارى البوقيسي في منظور  : عنوان الأطروحة
 القانون الإسلامي
 
كيف كيان تقاليد زواج لرتمع   الدسألة الأساسية الدطروحة خلال ىذا البحث ىي
بارى بارى البوقيسي في منظور القانون الإسلامي. ولكي يكون البحث أكثر تركيزا 
ونسقا، فصلت الدسألة الدذكورة إلى ثلاثة أسئلة بحثية، أولذا: ما ىي أشكال تقاليد زواج 
عادات ضمن لرتمع بارى بارى البوقيسي، وثانيها: ما القيم الفلسفية الكامنة في رموز ال
زواج لرتمع بارى بارى البوقيسي، وثالثها: ما موقف علماء مدينة بارى بارى من عادات 
 المجتمع البوقيسي في الزواج؟
وىذا البحث يمثل ضربا من أضرب الدراسة النوعية ويجري بالددخل الفلسفي 
وأصحاب  والاجتماعي والقانوني. أما الدستجوبون فيو فهم زعماء المجتمع، ورجال الدين،
التقاليد، ووجهاء الثقافة. أما الطرق التي بها جمعت بيانات البحث فهي: الدلاحظة، 
والدقابلة، والتوثيق، ومتابعة الدراجع الدكتبية؛ فنظمت البيانات المجموعة وحللت مرورا 
 بثلاث مراحل، وىي: الاختصار، والعرض، والاستنتاج.
أن أشكال تقاليد الزواج بوجيس  وبناء على نتائج ىذه الدراسة حصل على فهم
باري المجتمع من كل مرحلة من مراحل تنفيذ سبعة أشكال من التقاليد التي لا تزال  باري
أشكال التقاليد الدعنية ىي؛  .لزتفظ بها حتى ولو كان في بعض الحالات قد تغيرت
، ماباسيكاراوا، التقليد من باتنر 'عدا، ماسارابو، سيم باسيلينغ، الوسطاء، مادوبوبا بوتينغ
 .وتقديم أنيل بين
وأن القيم الفلسفية الكامنة وراء رموز العادات ضمن زواج ىذا المجتمع عموما 
تساير الأصول أو الدبادئ الأساسية لتعاليم الإسلام بخلاف ما كان في تقاليد التماّس أو 
في تقليد الدسابقة يقف  )۰التلامس فإنها ما زالت بحاجة إلى إصلاحات، منها:
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وىذا لا يتماشى  .ماباسيكاراوا الحدث، مع نية الذي صعد أولا كان مسؤولا عن الآخر
 .زرع الأرز على مادوبوبا بوتينغ التقليد والتقاليد ماباتشي )٢  .مع الغرض من الزواج
على بوجيس الجمارك في الزواج يمكن  بارى بارىوجهة النظر القانونية لددينة 
يقول الفريق الأول بالحرام، وحججهم: (أ) أن فيها شيئا من إلى ثلاثة فرق؛ فتمييزىا 
الشرك، (بـ) وأن فيها شيئا من البدعة الدنكرة، (تـ) أن فيها شيئا من التبذير، (ثـ) أن فيها 
شيئا من الإعسار، (جـ) أن فيها شيئا من التقليد الأعمى، ويقول الفريق الثاني بالكراىة، 
لم تعد تتفق مع الظروف التي عاشها المجتمع حاليا، إضافة بحجة أنها قد بذاوزىا الزمان و 
إلى أنها قد مالت كثيرا عما وضعت لو من قبل، فهي إذن بحاجة إلى إعادة الصياغة 
والتنظيم، ويقول الفريق الثالث بالإباحة بحجج أنها قد تم موائمتها بدا يدعو إليو الإسلام 
الصحيح وىو العادة السائدة في المجتمع ولم من التعاليم الرفيعة ويمكن إلحاقها بالعرف 
تتعارض مع الدليل القطعي من القرآن والحديث، وأنها ما زالت بذلب لأصحابها الدصلحة 
لا الضرر؛ فباعتبار الدصلحة فهي تكون في منظوم التحسينات ولا تخل بدقاصد الشريعة 
 شيئا، ولا بذلب لأصحابها الدشقة. 
) أنو يرجى من ىذا البحث عموما أنو قد ساىم ۰: والدستفاد من البحث ما يأتي
إلى الحكومة المحلية وعلى الخصوص حكومة مدينة بارى بارى مساهمة فكرية بأن للتقاليد 
في الزواج مكانتها الخاصة لدى المجتمع البوقيسي بقياس الثقافات الدختلفة فإنها تعتبر رمزا 
ج البحث قد أعطت المجتمع مفهوما بأن ) أن نتائ٢من رموز السمعة النفسية والأسرية، 
للتقاليد الزواجية المحتفظ بها ضمن حياة المجتمع البوقيسي قيما تعليمية رفيعة مسايرة للقيم 
) أن نتائج البحث قد أثبت وجود التقاليد الزواجية ٣الإسلامية والتعاليم الإسلامية، 
ي تفيد التفاؤلات أو الأمنيات لدى ىذا المجتمع، فإن مكانتها فيو لا تكون إلا متممة وى





A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan mahluk yang diciptakan  Allah swt. dalam 
bentuk yang paling sempurna dibanding mahluk-mahluk yang lainnya. 
Manusia diberi akal budi dan hati nurani untuk mengembangkan  fungsi 
kekhalifaan yaitu mengatur kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran di 
muka bumi. 
Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan 
peradaban, kebudayaan dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia 
dalam memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup yang dihadapi dalam 
lingkungan masyarakat atau wilayah tertentu. Suatu bangsa atau suku 
membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan 
nilai-nilai sosial serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama 
atau faham yang dianut, budaya atau tradisi itu selalu mengalami perubahan 
baik berupa kemajuan maupun kemunduran yang semuanya ditentukan atas 
dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan. 
Setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang masih 
sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling 
berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai 
pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya 
pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya.1 Setiap 
masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter 
                                                          
1
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
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yang dimiliki oleh masyarakat lain yang merupakan pedoman atau pola 
tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam 
berbagai aktivitasnya sehari-hari.2 Perbedaan tersebut disebabkan oleh 
masyarakat dimana individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi. 
Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya 
yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai 
hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. 
Ketika Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nisa‟/04: 1  
                         
           … 
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…3 
Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua 
jenis manusia yang disebutkan dalam ayat di atas sangat mendambakan 
pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum 
dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena 
itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan 
perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk 
ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir 
mengatakan bahwa dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki 
dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai 
makhluk yang berkehormatan4. 
                                                          
2Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: PT.  Karya Thoha Putra, 
2002), h. 99 
4Ahmad, Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Jogyakarta:  UlI. 2010). h.1 
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Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang 
harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada 
para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin.5 
Menurut Rasulullah saw., kawin itu dapat menenangkan pandangan mata 
dan menjaga kehormatan diri. Bahkan di lain riwayat Rasulullah saw. 
berkata bahwa perkawinan itu adalah peraturannya. Barangsiapa yang tidak 
menyukai aturannya, maka ia tidak termasuk golangannya.6 
Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-
laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah 
pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing7. 
Perkawinan juga mengandung suatu aset untuk meraih kesempurnaan 
rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami-isteri hidup tenteram, cinta 
mencintai dan kasih mengasihi, yang dalam bahasa Alquran dikenal dengan 
sebutan mawaddah wa rahmah. 
M. Quraish Shihab mengartikan kata mawaddah sebagai 
kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah 
cinta plus. Seseorang suami atau isteri yang bersemai dalam hati 
mawaddah, tidak lagi akan berpikir untuk memutuskan hubungan, seperti 
yang terjadi pada orang bercinta.8 Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan 
kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk 
dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari 
pasangannya). Sedangkan kata rahmah adalah kondisi psikologis yang 
                                                          
5Hadits ini tercantum dalam Shahih Bukhari pada kitab al-Nikah, Jilid tiga, juz tujuh 
halaman tiga dan Shahih Muslim pada kitab al-Nikah, Juz 2, halaman 118-119. 
6
 Al-Shan‟any, Subul al-Salam, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya‟ al Turats al-Araby, 1980), h. 109 
7Soerojo Wingnjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung. 
2004), h. 122. 
8M. Quraish Syihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan.1996). h. 208. 
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muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga 
mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu 
dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan isteri akan 
bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan 
bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan 
mengeruhkannya. Begitulah salah satu gambaran tentang tujuan perkawinan 
yang selalu didambakan oleh setiap makhluk hidup yang bernama manusia. 
Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal 
yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan 
saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan 
kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk 
rukun keluarga yang lebih besar lagi. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan 
berikut; ”Naiya appabottingengnge ri tana ūgi”, taniyami bāwang 
riakkattai maelo-e pabbattangtaui anak rirojengetta. Naiyakiya, maserro 
decengpiha maelo-e passeddiwi dua-e (rumpun keluarga). 
Sarekkuwammengngi nawedding mancāji seuwa (rumpun keluarga) 
battowa. Madēceng atuwong rililona matti, mabbarakka siwolongpolong, 
sipakatau, sipakalebbi, sipakainge”9 
Maksudnya, Perkawinan di tanah Bugis bukan hanya bertujuan 
mengawinkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari pada itu yakni 
ingin mempersatukan kedua rumpun keluaga besar. Menjadikan 
kehidupannnya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, 
asuh dan saling asah antara satu dengan yang lain. 
                                                          
9Palippui, Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulsana Ugi Sulawesi Selatan  
(Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali,  2007),  h. 227 
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Kalangan masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip 
kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan 
merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskaan keturunan, 
mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, 
sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan 
cara yang berbeda. Ada kalanya upacara pernikahan hanya sekedar 
memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara 
pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan 
dampak negatif bagi masyarakat. 
Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat Bugis di Kota 
Parepare, yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan 
acara perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran 
agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta 
diyakini kebenarannya secara turun temurun. 
Menurut Geertz yang dikutip oleh Admiharja bahwa pengetahuan 
lokal adalah konsep-konsep yang bersumber dari fakta dan hukum-hukum 
sosial yang diwariskan secara kurtural membentuk perilaku. Pengetahuan 
lokal yang diperoleh dari pengalaman adaptasi secara aktif pada 
lingkungan, diwariskan secara turun-temurun menjadi sebuah kegiatan 
lingkungan yang terbukti efektif dalam pelestarian fungsi lingkungan 
menciptakan keserasian sosial. Kegiatan lingkungan tersebut diwujudkan 
dalam bentuk-bentuk ide (norma/nilai, mitologi, atau cerita rakyat), aktivasi 
sosial (interaksi sosial, upacara adat/keagamaan, pola teknologi pengelolaan 
lingkungan (peralatan)).10  
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Jurnal Ekologi dan Pembangunan (Ecology and Development). Industri Ecologi: Towards a 
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Bagi masyarakat Bugis, pengetahuan lokal tersebut tidaklah 
diterima begitu saja melainkan telah teruji kebenarannya dalam berbagai 
pengalaman hidup yang berulang-ulang dialami (di dengar, dilihat dan 
dirasakan) baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Mengacu pada 
berbagai pengalaman yang berulang-ulang dan menyodorkan berbagai fakta 
kebenaran dari dampak tradisi dalam perkawinan tersebut sehingga tidak 
sedikit masyarakat Bugis sejak dahulu hingga sekarang ini tetap kukuh 
memegang dan memelihara pengetahuan lokal tersebut untuk dijadikan 
sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan perkawinan. 
Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap 
orang yang hendak melaksanakan perkawinan harus patuh dan tunduk pada 
aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang bersumber dari ajaran agama 
maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena membangun keluarga 
dalam masyarakat Bugis adalah sebuah tanggungjawab yang besar, sesuatu 
yang harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Mungkin itulah 
sebabnya sehingga adat pernikahan menjadi sakral dan dirayakan dengan 
pesta yang semeriah-meriahnya. Tidak ada acara yang lebih sakral dan 
pesta yang lebih besar dari pesta pernikahan, termasuk kematian sekalipun. 
Kekerabatan (rumpun keluarga) yang masih kuat juga turut menjadikan 
pernikahan menjadi lebih kompleks, karena pernikahan bukan hanya 
pertalian dua sejoli tetapi adalah pertautan dua rumpun keluarga. 
Dalam adat masyarakat Bugis, persiapan seorang pemuda untuk 
memasuki jenjang pernikahan tidaklah ringan, digambarkan dalam filosofi 
Bugis ”mullepi mattuliliwi dapurenge wekka pitu”.11 Seorang pemuda yang 
mau menikah harus mampu mengelilingi dapur 7 kali. Mengelilingi dapur 
                                                          
11Muh. Sudirman Sesse, Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol 
Perkawinan Adat Bugis, Cet. I, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2011), h. 87 
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orang Bugis itu sangat tidak mudah, karena berada di atas rumah panggung 
dan selalu disudut menempel pada dinding rumah. Sebuah gambaran 
tentang pentingnya kematangan seorang laki-laki untuk memasuki jenjang 
pernikahan yang siap dengan berbagai masalah yang bakal dihadapinya. 
Syahid Arsyad sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Sudirman 
mengatakan bahwa seorang pemuda yang mau berumah tangga harus 
memiliki “4 aju”yaitu:12  
1. Aju (kayu) adalah kiasan untuk tempat tinggal. Rumah orang Bugis 90 
persen dari kayu. seorang yang siap menikah adalah yang punya 
tanggungjawab untuk memberikan naungan tempat tinggal buat 
keluarganya. Tempat tinggal secara lebih dalam berarti sebuah rumah 
tangga yang mandiri secara finansial, tidak bergantung lagi pada orang 
tuanya. 
2. Waju (pakaian), kiasan untuk harkat dan martabat keluarga. bahwa 
seorang pemimpin keluarga harus mampu menjaga harkat dan martabat 
keluarganya, menjaga siri‟ anggota keluarganya. 
3. Raungkaju (Pohon), bermakna keteduhan, seorang kepala keluarga harus 
bersikap arif dan bijaksana, mampu memberikan keteduhan dan 
kesejukan bagi keluarganya. Sebagai pemimpin mampu memberi solusi 
atas masalah yang timbul dalam bahtera keluarganya kelak. 
4. Aju-aju bermakna kemampuan seks. Kemampuan seks bagi seorang laki-
laki adalah syarat mutlak untuk terciptanya harmoni dalam rumah 
tangga. 
Keempat hal ini adalah kunci untuk kesuksesan dalam membina 
keluarga dalam pandangan budaya Bugis, sehingga seorang wali perempuan 
                                                          
12Muh. Sudirman Sesse, Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol 
Perkawinan Adat Bugis, Cet. I, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2011), h. 81 
8 
akan melihat aspek ini jika seorang pemuda datang melamar, untuk melihat 
kemampuan finansial yang cukup, mahar yang harus di berikan cukup 
tinggi sekaligus untuk membuktikan keseriusan pemuda yang akan 
melamar.  
Dalam proses pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis 
melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap mattiro-tiro, mappesek-
pesek, mammanu‟manu, maddūta, mappettuāda, mappacci, tudang 
botting dan marōla, yakni tahap lamaran, pertunangan, jenjang 
perkawinan, resepsi perkawinan, pertemuan keluarga setelah resepsi, dan 
seterusnya. 
Tahap lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis 
Parepare dimulai dari penjajakan yang disebut mammanu‟-manu. Hal ini 
tentu memiliki unsur sarak bila dikaitkan riwayat hadis Rasulullah saw. 
sebagai berikut: 
 ُهَتََأَف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِبَِّنلا َدْنِع ُتْنُك َلاَق ُوْنَع ُالله َيِضَر َةَر ْيَرُى ِبَِأ ْنَع 
 ُهَر َبْخَأَف ٌلُجَر  ِا َجَّوَز َت ُوََّنأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله الله ُلْوُسَر ُوَل َلاَق َف ِراَصْنَلأْا َنِم ًَةأَرْم
 ْبَىْذاَف َلَاق َلا َلاَق َتْرَظََنأ  اَه ْ يَلِإ ْرُظْنَاف )ملسم هاور( ...13 
Artinya: 
Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau 
didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendak menikahi 
seorang perempuan dari golongan Anshār, lalu Nabi saw bertanya, 
apakah engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. 
Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat 
perempuan yang akan dinikahinya … (HR. Muslim) 
Hadis tersebut sebagai dasar pentingnya mammanu‟-manu‟ atau 
chek and rechek pada tahap lamaran sebagaimana yang telah mentradisi 
                                                          
13Husain Muslaim bin Muhammad al-HajjājAbū al-H al-Nasysabūri, Shahih 
Muslim, jilid II (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h.172.  
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dalam adat masyarakat Bugis Parepare. Setelah itu dilanjutkan dengan 
acara pertemuan untuk lamaran yang disebut maddūta sebagai proses 
peminangan ini menunjukkan nilai keagamaan yang berdimensi 
silaturrahim dan memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan 
kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah 
kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan 
haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku meliputi norma 
adat, norma agama/syariat, dan aturan atau norma kenegaraan. 
Setelah lamaran diterima dilanjutkan dengan pertemuan 
berikutnya yang disebut mappettu āda, tujuannya adalah membicarakan 
langkah-langkah yang akan ditempuh pada tahap selanjutnya yakni, 
tahap pertunangan. Demikian ini, sejalan pula dengan unsur sarak karena 
ajaran Islam sangat mementingkan musyawarah dan negosiasi 
sebagaimana yang banyak dikemukakan dalam Alquran.14 Tahap 
pertunangan merupakan proses pemantapan yang disebut 
mappasiarēkeng, dan di sini dibuat kesepakatan antara pihak mempelai 
laki-laki dan perempuan tentang hari jadi perkawinan yang disebut 
mattanraesso. Dalam menentukan hari perkawinan, masyarakat Bugis 
Parepare pada umumnya masih percaya pada hari dan tanggal 
keberuntungan, dan waktu yang baik untuk melangsungkan akad nikah. 
Adapun waktu yang dimaksudkan adalah waktu lobbang 
(kosong), waktu ujū‟ (mati), waktu tuo (berisi), waktu pole bola (impas), 
dan waktu mallise‟ (penuh). Dari kelima istilah waktu tersebut, ada tiga 
waktu yang tidak baik melakukan perkawinan yaitu; waktu lobbang, 
                                                          
14Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 233 yang di dalamnya terdapat term tasyāwur;  Q.S. Ali 
Imrān/3: 159 yang di dalamnya terdapat term syāwir; dan Q.S. al-Syūra/2: 38 yang di 
dalamnya terdapat term syūra, dan lain-lain. 
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waktu ujū‟ dan waktu pole bola. Sementara waktu yang baik dalam 
melakukan perkawinan adalah waktu tuo dan waktu mallise‟. 15  
Tradisi penetapan waktu dalam persta perkawinan masyarakat 
Bugis Parepare secara sepintas kontradiktif dengan nilai ajaran Islam 
sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Imran/03: 191 yang berbunyi:  
                         
                       
Terjemahnya: 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah 
Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka 
peliharalah kami dari siksa neraka.16 
Setelah mengetahui hari pelaksanaan akad nikah (ménré botting) 
dengan sendirinya prosesi adat lainnya seperti mappacci, (tudampenni, 
wenni mappacci) serta marola sudah diketahui pula. Upacara mappacci, 
pada malam tudampenni, atau malam pacar baiasanya dilakukan sehari atau 
beberapa hari sebelum hari perkawinan. Sedangkan ma‟parola dilakukan 
sehari atau beberapa hari setelah hari perkawinan dilangsungkan. 
Tradisi tersebut sebagai nilai budaya yang terpola secara 
otomatis dan memiliki kekuatan legislasi dalam sistem pangngadērreng. 
Oleh karena itu, acapkali uang puluhan hingga ratusan juta dikeluarkan 
untuk membiayai prosesi pernikahan seperti mahar dan dui‟ menre (uang 
belanja), tak jarang pihak mempelai laki-laki mengeluarkan uang untuk 
mengangkat derajat dan strata sosial, pernikahan bukan lagi untuk tujuan 
                                                          
15H. Abdul Wahid, tokoh masyarakat (wawancara) tanggal 21 Juli 2013di Parepare 
16Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: PT.  Karya Thoha Putra, 
2002), h. 96  
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yang mulia membentuk keluarga tetapi untuk mencari pihak yang bersedia 
membayar mahar dan uang belanja paling tinggi, fenomena ini hampir 
merata di seluruh suku Bugis termasuk di Kota Parepare. 
Kondisi itu merupakan konsekuensi bergesernya pola pikir 
masyarakat mengenai apa yang dianggap berharga, demi pencitraan di 
masyarakat sebuah pesta pernikahan bisa diselenggarakan dengan 
memaksakan kondisi ekonomi dengan cara berhutang, kecenderungan 
tersebut sebagai sifat berkompetisi yang menjadi karakter suku Bugis, yang 
harus dilakukan adalah mengarahkan kompetisi untuk hal yang lebih 
penting dari pada kepemilikan materi, budaya pesta pernikahan perlu 
dilakukan untuk mempererat tali silahturahmi antar kerabat. 
Lain halnya di kalangan masyarakat Bugis Parepare pedesaan, 
terutama masyarakat Bacukiki dalam melaksanakan adat istiadat dan 
tradisi asli berbarengan dengan budaya spiritual keagamaan yang 
dianggapnya sebagai sarak. Hal ini terlihat pada acara pesta pernikahan 
tersebut diadakan rangkaian ritual keagamaan berupa pembacaan Kitab 
Barazanji. Di antara kegiatan tersebut adapula yang disebut dengan 
mappanre temmé, yakni prosesi khatam Alquran bagi calon pengantin. 
Demikian pula penggunaan baju bodo sebagai pakaian adat mereka, yang 
karena adanya sarak maka model pakaian tersebut dibarengkan dengan 
penggunaan jilbab bagi perempuan. 
Berangkat dari rasionalisasi kenyataan pelaksanaan keagamaan dan 
adat tersebut dapat dikemukakan bahwa telah terjadi suatu visi yang sama 
dalam upacara pernikahan di tengah masyarakat hanya saja pelaksanaan 
upacaranya yang berbeda-beda. Islam telah memberikan rambu-rambu agar 
pada upacara tersebut tidak terdapat penyimpangan yang dianggap keluar 
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dari jalur ajaran Islam. Tetapi ketika ketentuan dari upacara tersebut pada 
tatanan aktualisasi dalam masyarakat, terjadi perubahan yang tidak sama 
antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, hal ini tidak 
lain akibat pengaruh dan tuntunan tradisi atau adat yang dianut masyarakat. 
Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Bugis Parepare dalam 
melaksanakan pernikahan, mereka melakukan upacara sebagaimana tradisi 
yang diwarisi secara turun-temurun dari leluhurnya, padahal masyarakat 
Bugis Parepare mayoritas penganut agama Islam. Namun dalam 
pelaksanaan upacara pernikahan, masih dijumpai beberapa tradisi yang 
dianggap tidak relevan dengan ajaran Islam dan yang sering menjadi 
permasalahan adalah adat/tradisi lebih diutamakan dari pada syariat. 
Sebagai masyarakat yang relegius dan mayoritas penganut Agama Islam, 
maka seharusnya nilai-nilai yang mendominasi dalam prosesi upacara 
pernikahan adalah ajaran-ajaran Islam yang mereka anut. Konsep-konsep 
inilah yang akan diteliti kaitannya dengan tradisi masyarakat Bugis 
Parepare dengan ajaran Islam, khususnya tentang proses upacara adat dalam 
pernikahan. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul 
penelitian ini, dan upaya menghindari kesalahpahaman (misunderstanding) 
terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan, diperlukan batasan atau 
fokus penelitian dan matrik penetilian serta deskripsi fokus sebagaimana 
yang tercakup dalam judul penelitian. 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan deskripsi fokus yang telah dikemukakan dalam 
kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini, maka secara umum 
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disertasi ini akan berfokus pada upaya perumusan perspektif hukum Islam 
mengenai tradisi-tradisi masyarakat Bugis yang berkaitan dengan 
perkawinan, agar tradisi-tradisi yang sedang berlangsung di tengah-tengah 
masyarakat Kota Parepare dapat didudukan pada proporsinya sebagaimana 
yang diatur dalam syariat, dan secara khusus fokus penelitian yang 
dimaksud dapat digambarkan dalam matrik berikut: 
Tebel 1: Matriks Fokus Penelitian dan Uraian Masalah 
No Fokus Penelitian Uraian Masalah 
1 Bentuk-bentuk adat masyarakat Bugis 
yang berkaitan dengan Perkawinan 
- Adat yang terdapat pada 
pra perkawinan 
- Adat yang terdapat pada 
hari perkawinan 
- Adat yang dilakukan 
setelah perkawinan 
2 Filosofis yang terkandung pada 
simbol-simbol adat pada Perkawinan 
Masyarakat Bugis Kota Parepare 
-  bentuk-bentuk simbol-
simbol yang digunakan  
- keterkaitan simbol dengan 
yang disimbolkan 
- singkronisasi makna 
simbol-simbol tersebut 
nilai ajaran Islam 
3 Pandangan Hukum Ulama Kota 
Parepare Mengenai Adat Masyarakat 
Bugis dalam Perkawinan 
- Wajib 
- Sunnah 




2. Deskripsi Fokus 
Untuk memudahkan dalam memahami konsep-konsep yang 
dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa istilah 
sebagai pegangan dalam kajian selanjutnya, yakni: 
Istilah „eksistensi” yang mengawali judul penelitian ini dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “keberadaan, kehadiran yang 
mengandung unsur bertahan”.17 Jadi eksistensi merupakan proses dinamis 
yang tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan 
mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada 
kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. Dalam 
penelitian ini, kata eksistensi merujuk pada keberadaan adat perkawinan 
masyarakat Bugis Parepare menurut Hukum Islam. 
Eksistensi ini, juga berkaitan dengan strategi atau cara masyarakat 
Bugis Parepare mempertahankan adat perkawinannya dalam menghadapi 
tekanan modernisasi dan kemajuan zaman. Konsep pertahanan diri tersebut, 
adalah sesuatu hal yang penting untuk melihat bagaimana proses sosial 
yang terjalin antara masyarakat Bugis yang satu dengan masyarakat Bugis 
yang lain di Kota Parepare. 
Adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adat lokal yang 
mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat 
adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang 
kali secara turun-temurun.18 
Menurut khasanah Bahasa Indonesia, adat berarti segala sesuatu 
seperti tradisi, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari 
                                                          
17W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umus Bahasa Indonesia, (Cet. VII; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1984), h. 267 
18Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet. 3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21 
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nenek moyang. Ada pula mengatakan bahwa sama dengan tradisi, dan 
tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, 
diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.  
Dalam literature Islam, adat disebut al-„adah atau al-„urf yang 
berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf Urf adalah: 
 .ُةَداَعَْلا ى َّمَسُيَو ٍكْر َتَْوا ٍلْعِف َْوا ِلْو َق ْنِم اوَراَسَو ُساَّنلا َفَراَع َت اَمَو ُفْرُعَْلا
 ىِعْر َّشْلا ِناَسِل ِفَِو ِةَداَعْلِاو ِفْرُعْلا َْيْ َب ُقْر َف َلا19 
Artinya: 
Al-urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 
dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau 
sesuatu yang ditinggal. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam 
bahasa ahli Syara‟ tidak ada perbedaan antara al-„urf dan al-adah. 
Berdasarkan tiga sumber tersebut dapat dipahami bahwa adat 
intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan 
dipercaya hingga saat ini. Oleh karena itu adat yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah adat masyarakat Bugis Parepare yang telah dilakukan 
secara turun-temurun yang berkaitan dengan perkawinan. 
Sementara perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini, dalam 
fikhi disebut “nikah”. Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti 
persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.20 Rahman Hakim 
mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikāhun” yang 
merupakan masdar dari kata “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 
                                                          
19Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung: Risalah), h. 131 
20Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7 
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Kata nikah sering juga dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa 
Indonesia.21 
Adapun nikah menurut syara‟ para ahli fikih mengatakan nikah 
adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah 
atau tazwīj dan segala hal yang berkaitan dengannya. Hal ini sejalan dengan 
apa yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah atau Ziwāj 
ialah:       
 ا َمُه ُنَوا َع َتَو ِةأْرَمْلاَو ِلُجَّرلا َْيْ َب ِةَرْشُعْلا َّلَح ُدْي ُِفي ٌد ْقَع َوُى ُحاَكِّنَلا
 ِتاَبِجاَو ْنِم ِوْيَلَع َامَو ِقْوُقُح ْنِم اَم ِهْيَلِكِلاَم ُّدَُيَُو. 22 
Artinya: 
Nikah adah akad yang memberikan faedah hukum kebolahan 
mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita 
dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi 
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan 
merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya 
terutama manusia demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaannya, 
sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat 
dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. 
Masayarakat Bugis adalah kelompok etnis yang menempati 
bahagian tengah dan selatan pulau Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan 
tempat menetapnya. Keberadaan masyarakat Bugis diliputi sejumlah mitos. 
Sure‟ Lagaligo menceritakan mengenai awal mula dihuninya negeri Bugis, 
ketika Batara Guru dari Bottinglangi (dunia atas) bertemu di tanah Luwu 
                                                          
21Rahman Hakim,  Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. Lihat  
H. M. A. Tihami dkk., Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2009), h. 7 
22Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung: Risalah), h.132 
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dengan We‟Nyelli‟ Timo dari Buri‟liung (dunia bawah). Simpuru‟siang di 
Luwu, Sengiangridi di Bone, Petta Sekkanyilli di Soppeng. Semuanya 
adalah to manūrung yang membentuk masyarakat Bugis.23 
Populasi masyarakat Bugis merupakan penduduk mayoritas yang 
berdiam di Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Parepare, Pinrang, 
Barru, Pangkaje‟ne Kepulauan, Maros, Bulukumba, dan Parepare. Salah 
satu tempat yang disebutkan tersebut di atas yaitu Parepare merupakan 
lokasi penelitian yang dipilih. Oleh karena itu masyarakat Bugis yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Bugis yang berdiam di 
Kota Parepare. 
Istilah “perspektif” berasal dari bahasa Inggris, yaitu 
“perspective”24 yang berarti pemandangan atau cara melukiskan terhadap 
suatu obyek. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perspektif” 
berarti cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang 
mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 
(panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan.25 Jadi, 
perspektif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pandangan hukum 
Islam terhadap tradisi-tradisi masyarakat Bugis dalam perkawinan.  
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu disebut al-
Syari‟at al-Islamiy. istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut 
Islamic Law.  
                                                          
23A. Rahman Rahim, Nilai Kebudayaan Bugis dan Asal Usulnya, (Ujungpandang: 
Hasanuddin University Press, 1992), h. 24 
24John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dengan judul asli; English-
Indonesia Dictionary (Cet. XVIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 426 
25Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Edisi 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 864 
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Apabila istilah hukum Islam diasosiasikan sebagai fikih, maka 
dalam perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi 
didominasi oleh fikih. Akan tetapi, masih ada tiga produk hukum lainnya, 
yaitu: Pertama; fatwa ulama yang merupakan ijtihad seorang mufti 
sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa 
lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum.26 Kedua; 
yurisprudensi yaitu produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim 
pengadilan berdasarkan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis 
disebut dengan al-qada‟ atau al-hukm, yaitu ucapan (dan atau tulisan) 
penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang 
(al-wilayah al-qada‟). Adapula yang mengartikan sebagai ketetapan hukum 
syar‟i yang disampaikan melalui seorang qadi‟ atau hakim yang diangkat 
untuk itu.27 Ketiga; Undang-Undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat 
oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata 
lain peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada 
setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila 
dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-Undang sebagai hasil „ijtihad 
kolektif (jama‟iy) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk 
mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, persiapan, biaya yang 
tidak kecil. Produk pemikiran hukum jenis ini, memang tidak semua negara 
muslim memilikinya. 
Dengan melakukan penelahan terhadap produk-produk hukum yang 
berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah 
peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam 
                                                          
26Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh, (Qahirah: Dar al-Fikr al-„Azaly, t.th), h. 401 
27Muhammad salam Mazkur, al-Qada‟ fi al-Islam, diterjemahkan oleh Imron AM dengan 
judul “Peradilan dalam Islam”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 20  
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empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, yurisprudensi 
(keputusan pengadilan), dan undang-undang yang dipedomani diberlakukan 
bagi umat Islam di Indonesia.28 
Dari uraian pengertian kata tersebut di atas, dapat digambarkan 
bahwa penelitian ini akan menguraikan eksistensi tradisi/adat perkawinan 
masyarakat Bugis Parepare dalam perspektif hukum Islam. Tradisi-tradisi 
yang sesuai dengan hukum Islam supaya dilestarikan, sedangkan tradisi-
tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat diformulasi kembali 
atau bahkan dihilangkan saja. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti, 
yakni bagaimana presepsi Hukum Islam terhadap Adat Masyarakat Bugis 
berkaitan dengan Perkawinan. 
Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka masalah 
pokok yang telah ditetapkan dikembangkan dalam batasan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk Adat Perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare? 
2. Bagaimana filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat 
Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare ? 
3. Bagaimana pandangan hukum ulama Kota Parepare mengenai Adat 
masyarakat Bugis dalam perkawinan? 
                                                          
28Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2013), h. 7 
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D. Kajian Pustaka 
Dari hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, yang 
membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang 
berkaitan dengan hukum Islam baik secara umum maupun khusus, penulis 
temukan beberapa hasil penelitian yang kajiannya memiliki relevansi 
dengan masalah yang penulis teliti. Adapun hasil penelitian yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
Penelitian Nur Alam Saleh, “Appabottingeng Ri Tana Ugi” pada 
Bulletin triwulan Sawerigading (Media Informasi Sejarah dan Budaya 
Sulsel), tahun 1994. Penelitian ini menguraikan tentang proses perkawinan 
masyarakat Soppeng yang dimulai dari pra perkawinan, pelaksanaan 
perkawinan serta pasca perkawinan, tanpa mengaitkan penelitian tersebut 
dengan hukum Islam. Sehingga memberi ruang untuk mengkaji lebih 
spesifik pada aspek-aspek Adat-Adat yang terkait dengan perkawinan pada 
masyarakat Kota Parepare. 
Penelitian Hj. Andi Rasdiyanah, “Integrasi Sistem Pangngaderreng 
Dengan Sistem Syari‟at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam 
Lontara Latoa”, Disertasi tahun 1995. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Penelitian ini mengungkap terjadinya integrasi antara syari‟at Islam dengan 
pangngaderreng (adek, bicāra, rapang, warik dan sarak) dalam realitas 
masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam lontarak Latoa. Integrasi 
tersebut terjadi baik dalam bentuk integrasi subtansial maupun struktural. 
Oleh karena itu, penelitian tersebut secara garis besarnya mengutarakan 
mengenai integrasi hukum Islam dan pangngadērreng ditinjau dari segi 
hukum Islam. Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang adat 
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istiadat perkawinan masyarakat Bugis. Hanya menjelaskan landasan budaya 
perkawinan masyarakat Bugis berdasarkan pangngadērreng. 
Penelitian A. Nurnaga N, “Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat 
Bugis”, tahun 2001. Penelitian ini menjelaskan adat istiadat perkawinan 
masyarakat Bugis secara umum, tanpa mengkaitkan dengan hukum Islam 
dan tidak mencantumkan lokasi penelitian. Sehingga memberikan peluang 
penulis untuk membahas masalah tersebut dalam perspektif hukum Islam. 
Penelitian H. A. Syahrulyali R, “Pesan-Pesan Keagamaan Dalam 
Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Kabupaten Wajo”, Tesis tahun 2003. 
Penelitian ini hanya terbatas pada pelaksanaan upacara perkawinan 
masyarakat Wajo berdasarkan adat istiadat, kemudian mencari pesan-pesan 
keagamaan yang terdapat pada pelaksanaan upacara perkawinan tersebut 
dalam bentuk kata-kata, perilaku, dan benda-benda yang dirangkul dalam 
bentuk simbol dan aksesoris, tanpa mengkaji dari aspek hukum Islam. 
Tentu hal tersebut memberikan peluang bagi penulis untuk membahas 
masalah tersebut dari aspek Adat-Adatnya ditinjau dari hukum Islam. 
Penelitian abd. Kadir Ahmad dkk, “Sistem Perkawinan di Sulawesi 
Selatan dan Barat”, tahun 2006. Balitbang Makassar. Dalam penelitian 
tersebut pada dasarnya mengungkap prinsip dasar sistem perkawinan 
masyarakat Bugis Makassar, sistem perkawinan dan bentuk-bentuk 
keluarga sakinah di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat. Meskipun penelitian tersebut juga mengungkapkan tahapan-tahapan 
perkawinan masyarakat Bugis yang dimulai dengan pra nikah, yaitu 
mappese-pese, maddūta/massūro, mappettu āda, maddupa/mattampa, 
massarāpo dan diakhiri dengan acara tudang penni dan mappacci. 
Sedangkan pada pelaksanaan penikahan dimulai dengan madduppa botting, 
22 
mappenre botting, akad nikah dan diakhiri dengan mappasiluka atau 
mappasikarawa. Pada acara sesudah akad nikah, dimulai dengan marola, 
massiara kubburu dan diakhiri dengan acara mandi-mandi, tanpa dikaitkan 
dengan pandangan hukum Islam. Oleh karena itu memungkinkan untuk 
diadakan pembahasan lebih lanjut dengan tinjauan hukum Islam. 
Penelitian Syarifuddin Latif, “Budaya Perkawinan Masyarakat 
Bugis Tellumpoccoe Perspektif Hukum Islam”, Disertasi tahun 2009, UIN 
Alauddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tatacara dan 
sistem perkawinan masyarakat Bugis dalam wilayah tellumpoccoe, yakni; 
Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo. Dalam 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada masa lalu, sistem perkawinan 
pada tiga kabupaten tersebut sangat ketat pada nilai-nilai adat yang 
dilaksanakan secara turun temurun, hal ini dapat dilihat pada empat tahapan 
dalam pelaksanaan perkawinan (tahap peminangan, tahap persiapan, tahap 
akad nikah, dan tahap pasca akad nikah), namun untuk masa sekarang ini 
nilai-nilai adat tersebut telah banyak mengalami pergeseran, terkecuali di 
kabupaten Bone adat tersebut masih terpelihara dengan baik dengan 
diperkaya oleh sistem sarak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 
desertasi penulis karena sama-sama mengkaji masalah Adat perkawinan 
masyarakat Bugis, namun dilihat dari lokasi dan fokus penelitian yang 
penulis lakukan terdapat perbedaan, karena ini lebih terfokus pada aspek 
Adatnya. Dengan demikian, maka hasil penelitian yang dicapai akan 
berbeda. 
Penelitian H. M. Dahlan M, “Islam dan Budāya Lokal Kajian 
Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Disertasi tahun 2013. 
UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut mengungkapkan konsep 
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perkawinan perspektif budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai dan 
relevansinya dengan proses asimilasi antara ajaran Islam dengan budaya 
lokal dalam setiap tahapan-tahapan dalam perkawinan masyarakat yang 
relevan dengan tata nilai pangngadērreng. Penelitian tersebut lebih fokus 
pada proses Islamisasi budaya masyarakat melalui asimilasi antara budaya 
lokal dengan ajaran Islam, tanpa adanya penekanan pada bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap Adat-Adat dalam perkawinan masayarakat. 
Oleh karena itu, memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji masalah 
tersebut lebih spesifik lagi dengan berfokus pada Adat-Adat masyarakat 
dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam. 
Dengan memperhatikan semua penelitian yang dikemukakan 
sebelumnya, maka tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara 
khusus masalah Adat-Adat masyarakat Bugis dalam perkawinan di kota 
Parepare yang dikaitkan dengan hukum Islam, sehingga membuka peluang 
untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap semua Adat-Adat 
masyarakat Bugis kota Parepare yang berkaitan dengan perkawinan, mulai 
dari fase pra nikah, fase pernikahan, dan fase pasca nikah dalam perspektif 
hukum Islam. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi 
Adat perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare dalam perspektif 
hukum Islam. Sedangkan tujuan khususnya adalah: 
a. Untuk mengetahui bukti empirik dan gambaran secara rinci 
mengenai bentuk-bentuk Adat perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare.  
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b. Untuk mengamati bukti empirik dan gambaran secara rinci 
tentang filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat 
Perkawinan masyarakat Bugis Parepare.  
c. Untuk mengetahui secara empirik pandangan hukum ulama Kota 
Parepare mengenai Adat masyarakat Bugis dalam perkawinan  
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak, guna 
mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi realitas budaya 
yang beragam. Hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tidak terbawa 
ke dalam pola pikir yang sengaja mencoba memilah-milah budaya 
menurut etnis atau suku masing-masing, sehingga dapat mengakibatkan 
dampak negatif bagi integrasi bangsa. Kemudian manfaat khususnya 
adalah: 
a. Dapat menjadi bahan masukan dan informasi positif dalam 
membantu generasi penerus agar meresapi dan memahami arti dan 
makna serangkaian pelaksanaan Adat perkawinan masyarakat 
Bugis tersebut secara mendalam, sehingga menumbuhkan 
kepekaan terhadap masalah-masalah dan kenyataan-kenyataan 
sosial yang timbul dalam masyarakat. 
b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah setempat, 
khususnya masyarakat Bugis di Kota Parepare untuk melestarikan 
Adat-Adat dalam perkawinan yang memiliki ksesuaian dengan 
ajaran agama Islam secara berkesinambungan di kalangan 
masyarakat. 
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c. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang 
berminat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam 
rangka melestarikan kebudayaan dan memelihara pola hidup yang 
sesuai dengan identitas bangsa Indonesia pada umumnya dan 





A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan mahluk yang diciptakan  Allah swt. dalam 
bentuk yang paling sempurna dibanding mahluk-mahluk yang lainnya. 
Manusia diberi akal budi dan hati nurani untuk mengembangkan  fungsi 
kekhalifaan yaitu mengatur kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran di 
muka bumi. 
Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan 
peradaban, kebudayaan dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia 
dalam memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup yang dihadapi dalam 
lingkungan masyarakat atau wilayah tertentu. Suatu bangsa atau suku 
membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan 
nilai-nilai sosial serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama 
atau faham yang dianut, budaya atau tradisi itu selalu mengalami perubahan 
baik berupa kemajuan maupun kemunduran yang semuanya ditentukan atas 
dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan. 
Setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang masih 
sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling 
berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai 
pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya 
pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya.1 Setiap 
masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter 
                                                          
1
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
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yang dimiliki oleh masyarakat lain yang merupakan pedoman atau pola 
tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam 
berbagai aktivitasnya sehari-hari.2 Perbedaan tersebut disebabkan oleh 
masyarakat dimana individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi. 
Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya 
yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai 
hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. 
Ketika Allah swt. Berfirman dalam QS. al-Nisa‟/04: 1  
                         
           … 
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…3 
Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua 
jenis manusia yang disebutkan dalam ayat di atas sangat mendambakan 
pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum 
dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena 
itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan 
perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk 
ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir 
mengatakan bahwa dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki 
dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai 
makhluk yang berkehormatan4. 
                                                          
2Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: PT.  Karya Thoha Putra, 
2002), h. 99 
4Ahmad, Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Jogyakarta:  UlI. 2010). h.1 
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Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang 
harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada 
para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin.5 
Menurut Rasulullah saw., kawin itu dapat menenangkan pandangan mata 
dan menjaga kehormatan diri. Bahkan di lain riwayat Rasulullah saw. 
berkata bahwa perkawinan itu adalah peraturannya. Barangsiapa yang tidak 
menyukai aturannya, maka ia tidak termasuk golangannya.6 
Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-
laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah 
pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing7. 
Perkawinan juga mengandung suatu aset untuk meraih kesempurnaan 
rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami-isteri hidup tenteram, cinta 
mencintai dan kasih mengasihi, yang dalam bahasa Alquran dikenal dengan 
sebutan mawaddah wa rahmah. 
M. Quraish Shihab mengartikan kata mawaddah sebagai 
kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah 
cinta plus. Seseorang suami atau isteri yang bersemai dalam hati 
mawaddah, tidak lagi akan berpikir untuk memutuskan hubungan, seperti 
yang terjadi pada orang bercinta.8 Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan 
kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk 
dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari 
pasangannya). Sedangkan kata rahmah adalah kondisi psikologis yang 
                                                          
5Hadits ini tercantum dalam Shahih Bukhari pada kitab al-Nikah, Jilid tiga, juz tujuh 
halaman tiga dan Shahih Muslim pada kitab al-Nikah, Juz 2, halaman 118-119. 
6
 Al-Shan‟any, Subul al-Salam, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya‟ al Turats al-Araby, 1980), h. 109 
7Soerojo Wingnjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung. 
2004), h. 122. 
8M. Quraish Syihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan.1996). h. 208. 
4 
muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga 
mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu 
dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan isteri akan 
bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan 
bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan 
mengeruhkannya. Begitulah salah satu gambaran tentang tujuan perkawinan 
yang selalu didambakan oleh setiap makhluk hidup yang bernama manusia. 
Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal 
yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan 
saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan 
kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk 
rukun keluarga yang lebih besar lagi. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan 
berikut; ”Naiya appabottingengnge ri tana ūgi”, taniyami bāwang 
riakkattai maelo-e pabbattangtaui anak rirojengetta. Naiyakiya, maserro 
decengpiha maelo-e passeddiwi dua-e (rumpun keluarga). 
Sarekkuwammengngi nawedding mancāji seuwa (rumpun keluarga) 
battowa. Madēceng atuwong rililona matti, mabbarakka siwolongpolong, 
sipakatau, sipakalebbi, sipakainge”9 
Maksudnya, Perkawinan di tanah Bugis bukan hanya bertujuan 
mengawinkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari pada itu yakni 
ingin mempersatukan kedua rumpun keluaga besar. Menjadikan 
kehidupannnya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, 
asuh dan saling asah antara satu dengan yang lain. 
                                                          
9Palippui, Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulsana Ugi Sulawesi Selatan  
(Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali,  2007),  h. 227 
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Kalangan masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip 
kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan 
merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskaan keturunan, 
mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, 
sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan 
cara yang berbeda. Ada kalanya upacara pernikahan hanya sekedar 
memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara 
pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan 
dampak negatif bagi masyarakat. 
Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat Bugis di Kota 
Parepare, yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan 
acara perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran 
agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta 
diyakini kebenarannya secara turun temurun. 
Menurut Geertz yang dikutip oleh Admiharja bahwa pengetahuan 
lokal adalah konsep-konsep yang bersumber dari fakta dan hukum-hukum 
sosial yang diwariskan secara kurtural membentuk perilaku. Pengetahuan 
lokal yang diperoleh dari pengalaman adaptasi secara aktif pada 
lingkungan, diwariskan secara turun-temurun menjadi sebuah kegiatan 
lingkungan yang terbukti efektif dalam pelestarian fungsi lingkungan 
menciptakan keserasian sosial. Kegiatan lingkungan tersebut diwujudkan 
dalam bentuk-bentuk ide (norma/nilai, mitologi, atau cerita rakyat), aktivasi 
sosial (interaksi sosial, upacara adat/keagamaan, pola teknologi pengelolaan 
lingkungan (peralatan)).10  
                                                          
10Admiharja, Sistem Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia. 
Jurnal Ekologi dan Pembangunan (Ecology and Development). Industri Ecologi: Towards a 
Sustainable Economic Development). (Bandung: PPSDAL. 1999), h. 27 
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Bagi masyarakat Bugis, pengetahuan lokal tersebut tidaklah 
diterima begitu saja melainkan telah teruji kebenarannya dalam berbagai 
pengalaman hidup yang berulang-ulang dialami (di dengar, dilihat dan 
dirasakan) baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Mengacu pada 
berbagai pengalaman yang berulang-ulang dan menyodorkan berbagai fakta 
kebenaran dari dampak tradisi dalam perkawinan tersebut sehingga tidak 
sedikit masyarakat Bugis sejak dahulu hingga sekarang ini tetap kukuh 
memegang dan memelihara pengetahuan lokal tersebut untuk dijadikan 
sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan perkawinan. 
Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap 
orang yang hendak melaksanakan perkawinan harus patuh dan tunduk pada 
aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang bersumber dari ajaran agama 
maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena membangun keluarga 
dalam masyarakat Bugis adalah sebuah tanggungjawab yang besar, sesuatu 
yang harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Mungkin itulah 
sebabnya sehingga adat pernikahan menjadi sakral dan dirayakan dengan 
pesta yang semeriah-meriahnya. Tidak ada acara yang lebih sakral dan 
pesta yang lebih besar dari pesta pernikahan, termasuk kematian sekalipun. 
Kekerabatan (rumpun keluarga) yang masih kuat juga turut menjadikan 
pernikahan menjadi lebih kompleks, karena pernikahan bukan hanya 
pertalian dua sejoli tetapi adalah pertautan dua rumpun keluarga. 
Dalam adat masyarakat Bugis, persiapan seorang pemuda untuk 
memasuki jenjang pernikahan tidaklah ringan, digambarkan dalam filosofi 
Bugis ”mullepi mattuliliwi dapurenge wekka pitu”.11 Seorang pemuda yang 
mau menikah harus mampu mengelilingi dapur 7 kali. Mengelilingi dapur 
                                                          
11Muh. Sudirman Sesse, Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol 
Perkawinan Adat Bugis, Cet. I, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2011), h. 87 
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orang Bugis itu sangat tidak mudah, karena berada di atas rumah panggung 
dan selalu disudut menempel pada dinding rumah. Sebuah gambaran 
tentang pentingnya kematangan seorang laki-laki untuk memasuki jenjang 
pernikahan yang siap dengan berbagai masalah yang bakal dihadapinya. 
Syahid Arsyad sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Sudirman 
mengatakan bahwa seorang pemuda yang mau berumah tangga harus 
memiliki “4 aju”yaitu:12  
1. Aju (kayu) adalah kiasan untuk tempat tinggal. Rumah orang Bugis 90 
persen dari kayu. seorang yang siap menikah adalah yang punya 
tanggungjawab untuk memberikan naungan tempat tinggal buat 
keluarganya. Tempat tinggal secara lebih dalam berarti sebuah rumah 
tangga yang mandiri secara finansial, tidak bergantung lagi pada orang 
tuanya. 
2. Waju (pakaian), kiasan untuk harkat dan martabat keluarga. bahwa 
seorang pemimpin keluarga harus mampu menjaga harkat dan martabat 
keluarganya, menjaga siri‟ anggota keluarganya. 
3. Raungkaju (Pohon), bermakna keteduhan, seorang kepala keluarga harus 
bersikap arif dan bijaksana, mampu memberikan keteduhan dan 
kesejukan bagi keluarganya. Sebagai pemimpin mampu memberi solusi 
atas masalah yang timbul dalam bahtera keluarganya kelak. 
4. Aju-aju bermakna kemampuan seks. Kemampuan seks bagi seorang laki-
laki adalah syarat mutlak untuk terciptanya harmoni dalam rumah 
tangga. 
Keempat hal ini adalah kunci untuk kesuksesan dalam membina 
keluarga dalam pandangan budaya Bugis, sehingga seorang wali perempuan 
                                                          
12Muh. Sudirman Sesse, Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol 
Perkawinan Adat Bugis, Cet. I, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2011), h. 81 
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akan melihat aspek ini jika seorang pemuda datang melamar, untuk melihat 
kemampuan finansial yang cukup, mahar yang harus di berikan cukup 
tinggi sekaligus untuk membuktikan keseriusan pemuda yang akan 
melamar.  
Dalam proses pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis 
melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap mattiro-tiro, mappesek-
pesek, mammanu‟manu, maddūta, mappettuāda, mappacci, tudang 
botting dan marōla, yakni tahap lamaran, pertunangan, jenjang 
perkawinan, resepsi perkawinan, pertemuan keluarga setelah resepsi, dan 
seterusnya. 
Tahap lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis 
Parepare dimulai dari penjajakan yang disebut mammanu‟-manu. Hal ini 
tentu memiliki unsur sarak bila dikaitkan riwayat hadis Rasulullah saw. 
sebagai berikut: 
اَق ُوْنَع ُالله َيِضَر َةَر ْيَرُى ِبَِأ ْنَع ُهَتََأَف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِبَِّنلا َدْنِع ُتْنُك َل 
 ُهَر َبْخَأَف ٌلُجَر  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله الله ُلْوُسَر ُوَل َلاَق َف ِراَصْنَلأْا َنِم ًَةأَرْمِا َجَّوَز َت ُوََّنأ
 ْبَىْذاَف َلَاق َلا َلاَق َتْرَظََنأ  اَه ْ يَلِإ ْرُظْنَافسم هاور( ... )مل13 
Artinya: 
Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau 
didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendak menikahi 
seorang perempuan dari golongan Anshār, lalu Nabi saw bertanya, 
apakah engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. 
Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat 
perempuan yang akan dinikahinya … (HR. Muslim) 
Hadis tersebut sebagai dasar pentingnya mammanu‟-manu‟ atau 
chek and rechek pada tahap lamaran sebagaimana yang telah mentradisi 
                                                          
13Husain Muslaim bin Muhammad al-HajjājAbū al-H al-Nasysabūri, Shahih 
Muslim, jilid II (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h.172.  
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dalam adat masyarakat Bugis Parepare. Setelah itu dilanjutkan dengan 
acara pertemuan untuk lamaran yang disebut maddūta sebagai proses 
peminangan ini menunjukkan nilai keagamaan yang berdimensi 
silaturrahim dan memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan 
kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah 
kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan 
haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku meliputi norma 
adat, norma agama/syariat, dan aturan atau norma kenegaraan. 
Setelah lamaran diterima dilanjutkan dengan pertemuan 
berikutnya yang disebut mappettu āda, tujuannya adalah membicarakan 
langkah-langkah yang akan ditempuh pada tahap selanjutnya yakni, 
tahap pertunangan. Demikian ini, sejalan pula dengan unsur sarak karena 
ajaran Islam sangat mementingkan musyawarah dan negosiasi 
sebagaimana yang banyak dikemukakan dalam Alquran.14 Tahap 
pertunangan merupakan proses pemantapan yang disebut 
mappasiarēkeng, dan di sini dibuat kesepakatan antara pihak mempelai 
laki-laki dan perempuan tentang hari jadi perkawinan yang disebut 
mattanraesso. Dalam menentukan hari perkawinan, masyarakat Bugis 
Parepare pada umumnya masih percaya pada hari dan tanggal 
keberuntungan, dan waktu yang baik untuk melangsungkan akad nikah. 
Adapun waktu yang dimaksudkan adalah waktu lobbang 
(kosong), waktu ujū‟ (mati), waktu tuo (berisi), waktu pole bola (impas), 
dan waktu mallise‟ (penuh). Dari kelima istilah waktu tersebut, ada tiga 
waktu yang tidak baik melakukan perkawinan yaitu; waktu lobbang, 
                                                          
14Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 233 yang di dalamnya terdapat term tasyāwur;  Q.S. Ali 
Imrān/3: 159 yang di dalamnya terdapat term syāwir; dan Q.S. al-Syūra/2: 38 yang di 
dalamnya terdapat term syūra, dan lain-lain. 
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waktu ujū‟ dan waktu pole bola. Sementara waktu yang baik dalam 
melakukan perkawinan adalah waktu tuo dan waktu mallise‟. 15  
Tradisi penetapan waktu dalam persta perkawinan masyarakat 
Bugis Parepare secara sepintas kontradiktif dengan nilai ajaran Islam 
sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Imran/03: 191 yang berbunyi:  
                         
                       
Terjemahnya: 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah 
Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka 
peliharalah kami dari siksa neraka.16 
Setelah mengetahui hari pelaksanaan akad nikah (ménré botting) 
dengan sendirinya prosesi adat lainnya seperti mappacci, (tudampenni, 
wenni mappacci) serta marola sudah diketahui pula. Upacara mappacci, 
pada malam tudampenni, atau malam pacar baiasanya dilakukan sehari atau 
beberapa hari sebelum hari perkawinan. Sedangkan ma‟parola dilakukan 
sehari atau beberapa hari setelah hari perkawinan dilangsungkan. 
Tradisi tersebut sebagai nilai budaya yang terpola secara 
otomatis dan memiliki kekuatan legislasi dalam sistem pangngadērreng. 
Oleh karena itu, acapkali uang puluhan hingga ratusan juta dikeluarkan 
untuk membiayai prosesi pernikahan seperti mahar dan dui‟ menre (uang 
belanja), tak jarang pihak mempelai laki-laki mengeluarkan uang untuk 
mengangkat derajat dan strata sosial, pernikahan bukan lagi untuk tujuan 
                                                          
15H. Abdul Wahid, tokoh masyarakat (wawancara) tanggal 21 Juli 2013di Parepare 
16Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: PT.  Karya Thoha Putra, 
2002), h. 96  
11 
yang mulia membentuk keluarga tetapi untuk mencari pihak yang bersedia 
membayar mahar dan uang belanja paling tinggi, fenomena ini hampir 
merata di seluruh suku Bugis termasuk di Kota Parepare. 
Kondisi itu merupakan konsekuensi bergesernya pola pikir 
masyarakat mengenai apa yang dianggap berharga, demi pencitraan di 
masyarakat sebuah pesta pernikahan bisa diselenggarakan dengan 
memaksakan kondisi ekonomi dengan cara berhutang, kecenderungan 
tersebut sebagai sifat berkompetisi yang menjadi karakter suku Bugis, yang 
harus dilakukan adalah mengarahkan kompetisi untuk hal yang lebih 
penting dari pada kepemilikan materi, budaya pesta pernikahan perlu 
dilakukan untuk mempererat tali silahturahmi antar kerabat. 
Lain halnya di kalangan masyarakat Bugis Parepare pedesaan, 
terutama masyarakat Bacukiki dalam melaksanakan adat istiadat dan 
tradisi asli berbarengan dengan budaya spiritual keagamaan yang 
dianggapnya sebagai sarak. Hal ini terlihat pada acara pesta pernikahan 
tersebut diadakan rangkaian ritual keagamaan berupa pembacaan Kitab 
Barazanji. Di antara kegiatan tersebut adapula yang disebut dengan 
mappanre temmé, yakni prosesi khatam Alquran bagi calon pengantin. 
Demikian pula penggunaan baju bodo sebagai pakaian adat mereka, yang 
karena adanya sarak maka model pakaian tersebut dibarengkan dengan 
penggunaan jilbab bagi perempuan. 
Berangkat dari rasionalisasi kenyataan pelaksanaan keagamaan dan 
adat tersebut dapat dikemukakan bahwa telah terjadi suatu visi yang sama 
dalam upacara pernikahan di tengah masyarakat hanya saja pelaksanaan 
upacaranya yang berbeda-beda. Islam telah memberikan rambu-rambu agar 
pada upacara tersebut tidak terdapat penyimpangan yang dianggap keluar 
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dari jalur ajaran Islam. Tetapi ketika ketentuan dari upacara tersebut pada 
tatanan aktualisasi dalam masyarakat, terjadi perubahan yang tidak sama 
antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, hal ini tidak 
lain akibat pengaruh dan tuntunan tradisi atau adat yang dianut masyarakat. 
Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Bugis Parepare dalam 
melaksanakan pernikahan, mereka melakukan upacara sebagaimana tradisi 
yang diwarisi secara turun-temurun dari leluhurnya, padahal masyarakat 
Bugis Parepare mayoritas penganut agama Islam. Namun dalam 
pelaksanaan upacara pernikahan, masih dijumpai beberapa tradisi yang 
dianggap tidak relevan dengan ajaran Islam dan yang sering menjadi 
permasalahan adalah adat/tradisi lebih diutamakan dari pada syariat. 
Sebagai masyarakat yang relegius dan mayoritas penganut Agama Islam, 
maka seharusnya nilai-nilai yang mendominasi dalam prosesi upacara 
pernikahan adalah ajaran-ajaran Islam yang mereka anut. Konsep-konsep 
inilah yang akan diteliti kaitannya dengan tradisi masyarakat Bugis 
Parepare dengan ajaran Islam, khususnya tentang proses upacara adat dalam 
pernikahan. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul 
penelitian ini, dan upaya menghindari kesalahpahaman (misunderstanding) 
terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan, diperlukan batasan atau 
fokus penelitian dan matrik penetilian serta deskripsi fokus sebagaimana 
yang tercakup dalam judul penelitian. 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan deskripsi fokus yang telah dikemukakan dalam 
kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini, maka secara umum 
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disertasi ini akan berfokus pada upaya perumusan perspektif hukum Islam 
mengenai tradisi-tradisi masyarakat Bugis yang berkaitan dengan 
perkawinan, agar tradisi-tradisi yang sedang berlangsung di tengah-tengah 
masyarakat Kota Parepare dapat didudukan pada proporsinya sebagaimana 
yang diatur dalam syariat, dan secara khusus fokus penelitian yang 
dimaksud dapat digambarkan dalam matrik berikut: 
Tebel 1: Matriks Fokus Penelitian dan Uraian Masalah 
No Fokus Penelitian Uraian Masalah 
1 Bentuk-bentuk adat masyarakat Bugis 
yang berkaitan dengan Perkawinan 
- Adat yang terdapat pada 
pra perkawinan 
- Adat yang terdapat pada 
hari perkawinan 
- Adat yang dilakukan 
setelah perkawinan 
2 Filosofis yang terkandung pada 
simbol-simbol adat pada Perkawinan 
Masyarakat Bugis Kota Parepare 
-  bentuk-bentuk simbol-
simbol yang digunakan  
- keterkaitan simbol dengan 
yang disimbolkan 
- singkronisasi makna 
simbol-simbol tersebut 
nilai ajaran Islam 
3 Pandangan Hukum Ulama Kota 
Parepare Mengenai Adat Masyarakat 
Bugis dalam Perkawinan 
- Wajib 
- Sunnah 




2. Deskripsi Fokus 
Untuk memudahkan dalam memahami konsep-konsep yang 
dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa istilah 
sebagai pegangan dalam kajian selanjutnya, yakni: 
Istilah „eksistensi” yang mengawali judul penelitian ini dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “keberadaan, kehadiran yang 
mengandung unsur bertahan”.17 Jadi eksistensi merupakan proses dinamis 
yang tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan 
mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada 
kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. Dalam 
penelitian ini, kata eksistensi merujuk pada keberadaan adat perkawinan 
masyarakat Bugis Parepare menurut Hukum Islam. 
Eksistensi ini, juga berkaitan dengan strategi atau cara masyarakat 
Bugis Parepare mempertahankan adat perkawinannya dalam menghadapi 
tekanan modernisasi dan kemajuan zaman. Konsep pertahanan diri tersebut, 
adalah sesuatu hal yang penting untuk melihat bagaimana proses sosial 
yang terjalin antara masyarakat Bugis yang satu dengan masyarakat Bugis 
yang lain di Kota Parepare. 
Adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adat lokal yang 
mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat 
adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang 
kali secara turun-temurun.18 
Menurut khasanah Bahasa Indonesia, adat berarti segala sesuatu 
seperti tradisi, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari 
                                                          
17W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umus Bahasa Indonesia, (Cet. VII; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1984), h. 267 
18Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet. 3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21 
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nenek moyang. Ada pula mengatakan bahwa sama dengan tradisi, dan 
tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, 
diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.  
Dalam literature Islam, adat disebut al-„adah atau al-„urf yang 
berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf Urf adalah: 
 .ُةَداَعَْلا ى َّمَسُيَو ٍكْر َتَْوا ٍلْعِف َْوا ِلْو َق ْنِم اوَراَسَو ُساَّنلا َفَراَع َت اَمَو ُفْرُعَْلا
 ىِعْر َّشْلا ِناَسِل ِفَِو ِةَداَعْلِاو ِفْرُعْلا َْيْ َب ُقْر َف َلا19 
Artinya: 
Al-urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 
dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau 
sesuatu yang ditinggal. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam 
bahasa ahli Syara‟ tidak ada perbedaan antara al-„urf dan al-adah. 
Berdasarkan tiga sumber tersebut dapat dipahami bahwa adat 
intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan 
dipercaya hingga saat ini. Oleh karena itu adat yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah adat masyarakat Bugis Parepare yang telah dilakukan 
secara turun-temurun yang berkaitan dengan perkawinan. 
Sementara perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini, dalam 
fikhi disebut “nikah”. Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti 
persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.20 Rahman Hakim 
mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikāhun” yang 
merupakan masdar dari kata “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 
                                                          
19Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung: Risalah), h. 131 
20Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7 
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Kata nikah sering juga dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa 
Indonesia.21 
Adapun nikah menurut syara‟ para ahli fikih mengatakan nikah 
adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah 
atau tazwīj dan segala hal yang berkaitan dengannya. Hal ini sejalan dengan 
apa yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah atau Ziwāj 
ialah:       
 ا َمُه ُنَوا َع َتَو ِةأْرَمْلاَو ِلُجَّرلا َْيْ َب ِةَرْشُعْلا َّلَح ُدْي ُِفي ٌد ْقَع َوُى ُحاَكِّنَلا
 ِتاَبِجاَو ْنِم ِوْيَلَع َامَو ِقْوُقُح ْنِم اَم ِهْيَلِكِلاَم ُّدَُيَُو. 22 
Artinya: 
Nikah adah akad yang memberikan faedah hukum kebolahan 
mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita 
dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi 
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan 
merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya 
terutama manusia demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaannya, 
sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat 
dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. 
Masayarakat Bugis adalah kelompok etnis yang menempati 
bahagian tengah dan selatan pulau Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan 
tempat menetapnya. Keberadaan masyarakat Bugis diliputi sejumlah mitos. 
Sure‟ Lagaligo menceritakan mengenai awal mula dihuninya negeri Bugis, 
ketika Batara Guru dari Bottinglangi (dunia atas) bertemu di tanah Luwu 
                                                          
21Rahman Hakim,  Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. Lihat  
H. M. A. Tihami dkk., Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2009), h. 7 
22Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung: Risalah), h.132 
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dengan We‟Nyelli‟ Timo dari Buri‟liung (dunia bawah). Simpuru‟siang di 
Luwu, Sengiangridi di Bone, Petta Sekkanyilli di Soppeng. Semuanya 
adalah to manūrung yang membentuk masyarakat Bugis.23 
Populasi masyarakat Bugis merupakan penduduk mayoritas yang 
berdiam di Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Parepare, Pinrang, 
Barru, Pangkaje‟ne Kepulauan, Maros, Bulukumba, dan Parepare. Salah 
satu tempat yang disebutkan tersebut di atas yaitu Parepare merupakan 
lokasi penelitian yang dipilih. Oleh karena itu masyarakat Bugis yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Bugis yang berdiam di 
Kota Parepare. 
Istilah “perspektif” berasal dari bahasa Inggris, yaitu 
“perspective”24 yang berarti pemandangan atau cara melukiskan terhadap 
suatu obyek. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perspektif” 
berarti cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang 
mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 
(panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan.25 Jadi, 
perspektif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pandangan hukum 
Islam terhadap tradisi-tradisi masyarakat Bugis dalam perkawinan.  
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu disebut al-
Syari‟at al-Islamiy. istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut 
Islamic Law.  
                                                          
23A. Rahman Rahim, Nilai Kebudayaan Bugis dan Asal Usulnya, (Ujungpandang: 
Hasanuddin University Press, 1992), h. 24 
24John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dengan judul asli; English-
Indonesia Dictionary (Cet. XVIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 426 
25Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Edisi 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 864 
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Apabila istilah hukum Islam diasosiasikan sebagai fikih, maka 
dalam perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi 
didominasi oleh fikih. Akan tetapi, masih ada tiga produk hukum lainnya, 
yaitu: Pertama; fatwa ulama yang merupakan ijtihad seorang mufti 
sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa 
lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum.26 Kedua; 
yurisprudensi yaitu produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim 
pengadilan berdasarkan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis 
disebut dengan al-qada‟ atau al-hukm, yaitu ucapan (dan atau tulisan) 
penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang 
(al-wilayah al-qada‟). Adapula yang mengartikan sebagai ketetapan hukum 
syar‟i yang disampaikan melalui seorang qadi‟ atau hakim yang diangkat 
untuk itu.27 Ketiga; Undang-Undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat 
oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata 
lain peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada 
setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila 
dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-Undang sebagai hasil „ijtihad 
kolektif (jama‟iy) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk 
mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, persiapan, biaya yang 
tidak kecil. Produk pemikiran hukum jenis ini, memang tidak semua negara 
muslim memilikinya. 
Dengan melakukan penelahan terhadap produk-produk hukum yang 
berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah 
peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam 
                                                          
26Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh, (Qahirah: Dar al-Fikr al-„Azaly, t.th), h. 401 
27Muhammad salam Mazkur, al-Qada‟ fi al-Islam, diterjemahkan oleh Imron AM dengan 
judul “Peradilan dalam Islam”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 20  
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empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, yurisprudensi 
(keputusan pengadilan), dan undang-undang yang dipedomani diberlakukan 
bagi umat Islam di Indonesia.28 
Dari uraian pengertian kata tersebut di atas, dapat digambarkan 
bahwa penelitian ini akan menguraikan eksistensi tradisi/adat perkawinan 
masyarakat Bugis Parepare dalam perspektif hukum Islam. Tradisi-tradisi 
yang sesuai dengan hukum Islam supaya dilestarikan, sedangkan tradisi-
tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat diformulasi kembali 
atau bahkan dihilangkan saja. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti, 
yakni bagaimana presepsi Hukum Islam terhadap Adat Masyarakat Bugis 
berkaitan dengan Perkawinan. 
Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka masalah 
pokok yang telah ditetapkan dikembangkan dalam batasan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk Adat Perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare? 
2. Bagaimana filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat 
Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare ? 
3. Bagaimana pandangan hukum ulama Kota Parepare mengenai Adat 
masyarakat Bugis dalam perkawinan? 
                                                          
28Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2013), h. 7 
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D. Kajian Pustaka 
Dari hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, yang 
membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang 
berkaitan dengan hukum Islam baik secara umum maupun khusus, penulis 
temukan beberapa hasil penelitian yang kajiannya memiliki relevansi 
dengan masalah yang penulis teliti. Adapun hasil penelitian yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
Penelitian Nur Alam Saleh, “Appabottingeng Ri Tana Ugi” pada 
Bulletin triwulan Sawerigading (Media Informasi Sejarah dan Budaya 
Sulsel), tahun 1994. Penelitian ini menguraikan tentang proses perkawinan 
masyarakat Soppeng yang dimulai dari pra perkawinan, pelaksanaan 
perkawinan serta pasca perkawinan, tanpa mengaitkan penelitian tersebut 
dengan hukum Islam. Sehingga memberi ruang untuk mengkaji lebih 
spesifik pada aspek-aspek Adat-Adat yang terkait dengan perkawinan pada 
masyarakat Kota Parepare. 
Penelitian Hj. Andi Rasdiyanah, “Integrasi Sistem Pangngaderreng 
Dengan Sistem Syari‟at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam 
Lontara Latoa”, Disertasi tahun 1995. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Penelitian ini mengungkap terjadinya integrasi antara syari‟at Islam dengan 
pangngaderreng (adek, bicāra, rapang, warik dan sarak) dalam realitas 
masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam lontarak Latoa. Integrasi 
tersebut terjadi baik dalam bentuk integrasi subtansial maupun struktural. 
Oleh karena itu, penelitian tersebut secara garis besarnya mengutarakan 
mengenai integrasi hukum Islam dan pangngadērreng ditinjau dari segi 
hukum Islam. Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang adat 
21 
istiadat perkawinan masyarakat Bugis. Hanya menjelaskan landasan budaya 
perkawinan masyarakat Bugis berdasarkan pangngadērreng. 
Penelitian A. Nurnaga N, “Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat 
Bugis”, tahun 2001. Penelitian ini menjelaskan adat istiadat perkawinan 
masyarakat Bugis secara umum, tanpa mengkaitkan dengan hukum Islam 
dan tidak mencantumkan lokasi penelitian. Sehingga memberikan peluang 
penulis untuk membahas masalah tersebut dalam perspektif hukum Islam. 
Penelitian H. A. Syahrulyali R, “Pesan-Pesan Keagamaan Dalam 
Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Kabupaten Wajo”, Tesis tahun 2003. 
Penelitian ini hanya terbatas pada pelaksanaan upacara perkawinan 
masyarakat Wajo berdasarkan adat istiadat, kemudian mencari pesan-pesan 
keagamaan yang terdapat pada pelaksanaan upacara perkawinan tersebut 
dalam bentuk kata-kata, perilaku, dan benda-benda yang dirangkul dalam 
bentuk simbol dan aksesoris, tanpa mengkaji dari aspek hukum Islam. 
Tentu hal tersebut memberikan peluang bagi penulis untuk membahas 
masalah tersebut dari aspek Adat-Adatnya ditinjau dari hukum Islam. 
Penelitian abd. Kadir Ahmad dkk, “Sistem Perkawinan di Sulawesi 
Selatan dan Barat”, tahun 2006. Balitbang Makassar. Dalam penelitian 
tersebut pada dasarnya mengungkap prinsip dasar sistem perkawinan 
masyarakat Bugis Makassar, sistem perkawinan dan bentuk-bentuk 
keluarga sakinah di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat. Meskipun penelitian tersebut juga mengungkapkan tahapan-tahapan 
perkawinan masyarakat Bugis yang dimulai dengan pra nikah, yaitu 
mappese-pese, maddūta/massūro, mappettu āda, maddupa/mattampa, 
massarāpo dan diakhiri dengan acara tudang penni dan mappacci. 
Sedangkan pada pelaksanaan penikahan dimulai dengan madduppa botting, 
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mappenre botting, akad nikah dan diakhiri dengan mappasiluka atau 
mappasikarawa. Pada acara sesudah akad nikah, dimulai dengan marola, 
massiara kubburu dan diakhiri dengan acara mandi-mandi, tanpa dikaitkan 
dengan pandangan hukum Islam. Oleh karena itu memungkinkan untuk 
diadakan pembahasan lebih lanjut dengan tinjauan hukum Islam. 
Penelitian Syarifuddin Latif, “Budaya Perkawinan Masyarakat 
Bugis Tellumpoccoe Perspektif Hukum Islam”, Disertasi tahun 2009, UIN 
Alauddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tatacara dan 
sistem perkawinan masyarakat Bugis dalam wilayah tellumpoccoe, yakni; 
Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo. Dalam 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada masa lalu, sistem perkawinan 
pada tiga kabupaten tersebut sangat ketat pada nilai-nilai adat yang 
dilaksanakan secara turun temurun, hal ini dapat dilihat pada empat tahapan 
dalam pelaksanaan perkawinan (tahap peminangan, tahap persiapan, tahap 
akad nikah, dan tahap pasca akad nikah), namun untuk masa sekarang ini 
nilai-nilai adat tersebut telah banyak mengalami pergeseran, terkecuali di 
kabupaten Bone adat tersebut masih terpelihara dengan baik dengan 
diperkaya oleh sistem sarak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 
desertasi penulis karena sama-sama mengkaji masalah Adat perkawinan 
masyarakat Bugis, namun dilihat dari lokasi dan fokus penelitian yang 
penulis lakukan terdapat perbedaan, karena ini lebih terfokus pada aspek 
Adatnya. Dengan demikian, maka hasil penelitian yang dicapai akan 
berbeda. 
Penelitian H. M. Dahlan M, “Islam dan Budāya Lokal Kajian 
Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Disertasi tahun 2013. 
UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut mengungkapkan konsep 
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perkawinan perspektif budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai dan 
relevansinya dengan proses asimilasi antara ajaran Islam dengan budaya 
lokal dalam setiap tahapan-tahapan dalam perkawinan masyarakat yang 
relevan dengan tata nilai pangngadērreng. Penelitian tersebut lebih fokus 
pada proses Islamisasi budaya masyarakat melalui asimilasi antara budaya 
lokal dengan ajaran Islam, tanpa adanya penekanan pada bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap Adat-Adat dalam perkawinan masayarakat. 
Oleh karena itu, memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji masalah 
tersebut lebih spesifik lagi dengan berfokus pada Adat-Adat masyarakat 
dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam. 
Dengan memperhatikan semua penelitian yang dikemukakan 
sebelumnya, maka tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara 
khusus masalah Adat-Adat masyarakat Bugis dalam perkawinan di kota 
Parepare yang dikaitkan dengan hukum Islam, sehingga membuka peluang 
untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap semua Adat-Adat 
masyarakat Bugis kota Parepare yang berkaitan dengan perkawinan, mulai 
dari fase pra nikah, fase pernikahan, dan fase pasca nikah dalam perspektif 
hukum Islam. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi 
Adat perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare dalam perspektif 
hukum Islam. Sedangkan tujuan khususnya adalah: 
a. Untuk mengetahui bukti empirik dan gambaran secara rinci 
mengenai bentuk-bentuk Adat perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare.  
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b. Untuk mengamati bukti empirik dan gambaran secara rinci 
tentang filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat 
Perkawinan masyarakat Bugis Parepare.  
c. Untuk mengetahui secara empirik pandangan hukum ulama Kota 
Parepare mengenai Adat masyarakat Bugis dalam perkawinan  
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak, guna 
mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi realitas budaya 
yang beragam. Hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tidak terbawa 
ke dalam pola pikir yang sengaja mencoba memilah-milah budaya 
menurut etnis atau suku masing-masing, sehingga dapat mengakibatkan 
dampak negatif bagi integrasi bangsa. Kemudian manfaat khususnya 
adalah: 
a. Dapat menjadi bahan masukan dan informasi positif dalam 
membantu generasi penerus agar meresapi dan memahami arti dan 
makna serangkaian pelaksanaan Adat perkawinan masyarakat 
Bugis tersebut secara mendalam, sehingga menumbuhkan 
kepekaan terhadap masalah-masalah dan kenyataan-kenyataan 
sosial yang timbul dalam masyarakat. 
b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah setempat, 
khususnya masyarakat Bugis di Kota Parepare untuk melestarikan 
Adat-Adat dalam perkawinan yang memiliki ksesuaian dengan 
ajaran agama Islam secara berkesinambungan di kalangan 
masyarakat. 
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c. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang 
berminat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam 
rangka melestarikan kebudayaan dan memelihara pola hidup yang 
sesuai dengan identitas bangsa Indonesia pada umumnya dan 






A. Konsep Tradisi 
Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari 
bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “waratsa”. Kata ini berasal dari 
bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua 
orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.1  
Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun 
dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran 
kolektif sebuah masyarakat.2 Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah 
perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama3. 
Lebih lanjut menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang 
teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan 
yang berlaku pada sebuah komunitas.4 
Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana 
bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 
bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 
negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling 
mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi 
ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, 
suatu tradisi dapat punah. 
Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, 
                                                          
1Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007) h. 119 
2Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi, (Yogyakarta: Kanisius,1994), h. 12 
3Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.181 




kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk 
cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain 
juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan 
turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap 
tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga 
disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan 
bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.5 
Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih 
berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola 
perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, 
yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan 
kehidupan bermasyarakat. 
 Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah 
keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 
hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang 
diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan 
diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk 
sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk 
perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.6 
Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau 
dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan 
spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah 
laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep 
                                                          
5Anisatun Mutiah, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1 (Jakarta: Balai 
Penelitianan dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) h. 15 
6Ahmad Khalil, Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa, (Yogyakarta: UIN Malang 
Press, 2008) h. 130 
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Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang 
teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi 
tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. 
Pemikiran Barth7 tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa 
suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud 
atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.8 
Berdasar beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi 
baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan 
oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek 
moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan 
sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam 
kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, 
mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya 
acara “mappacci” dalam persta perkawinan, dapat digolongkan sebagai tradisi 
yang dilakukan masyarakat Bugis di Kota Parepare sejak zaman dahulu. 
B. Pembagian Tradisi dan Kemunculnya 
Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya Kebudayaan 
Mentalitas dan Pembangunan, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud 
ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus 
terbagi menjadi empat bagian, yaitu:9 
Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. 
Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling 
                                                          
7Barth merupakan ilmuwan yang mengakui pentingnya niat dalam tindakan manusia.  
8Anisatun Muti‟ah, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1 h. 17  
9Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2002) h. 11-12  
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bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya bersifat 
luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke 
dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut 
sebagai nilai budaya, dan jumlah dari nilai budaya yang tersebar dalam 
masyarakat relatif sedikit. 
Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam 
masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah 
apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa 
solidaritas yang besar.  
Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. 
Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan 
peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia 
dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga 
berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi 
pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah 
norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.  
Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni system 
hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan 
wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang 
dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak 
dibandingkan norma kebudayaan. 
Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur 
aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat.  
Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun. Dari pengertian 
tersebut tentunya kita akan berpikir mengenai awal kemunculan tradisi 
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tersebut. Dalam buku Sosiologi Perubahan Sosial, Piotr Sztompka membagi 
kemunculan tradisi melalui dua cara, yaitu:10 
Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta 
melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu 
menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, 
kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai 
cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari 
sikap takzim dan mengaggumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai 
bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu 
akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik 
bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya 
akan diagungkan.  
Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai 
tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu 
yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh 
seorang raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap 
diktatornya menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di 
masa lalu. 
C. Tujuan dan Manfaat Tradisi  
Setiap tradisi memiliki ciri khas yang memengaruhi perilaku warga  
setempat. Namun akibat dari perkembangan jaman serta pengaruh-pengaruh  
asing yang masuk, maka terjadi beberapa perubahan. Karena masyarakat 
sangat kuat dalam memegang teguh tradisi yang diwariskan pendahulunyi, 
                                                          
10Suharti, “Tradisi Kaboro Co‟I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif „urf di 
Kecamatan Monta Kabupaten Bima” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008) h. 20-21  
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sehingga tradisi tesebut masih terus berlanjut walaupun di sana sini telah 
disesuaikan dengan keadaan dan waktu tidak terkecuali masyarakat tertentu 
yang memiliki kekhasan tradisi.  
Jadi secara umum tujuan dan manfaat tradisi sebagai prosesi dari 
kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka, dan memegang 
peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi 
serta berinteraksi sosial antar sesama. 
Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu 
kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam kerangka pikir 
hukum Islam, hukum yang sakral (divine) haruslah mampu untuk menghadapi 
perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. 
D. Sistem Kekeluargaan dalam Masyarakat Adat 
Pernikahan yang dilaksanakan dalam masyarakat adat, tergantung 
kepada sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Dengan 
demikian aturan-aturan pernikahan adat pun berbeda pada setiap 
lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat dipenganuhi oleh sistem 
kekeluargaan yang ada dalam masyarakat tensebut. 
Sistem atau sifat kekeluargaan dalam masyarakat adat berpatokan 
pada garis keturunan yang menurut H.M. Ridwan Indra terbagi menjadi tiga 
macam sistem atau sifat kekeluargaan, yaitu: 
1. Golongan yang menganut garis bapak (patrilineal) 
Dalam keluarga yang menganut garis bapak, seorang wanita yang 
menikah, dilepaskan hubungan kekeluargaannya dengan orang tua, 
saudara kandung dan sanak keluanganya. Corak yang dominan dari 
pernikahan dalam keluarga yang menganut garis bapak ialah pernikahan 
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dengan jujuran. Artinya seorang wanita (isteri) seolah-olah “dibeli” oleh 
keluarga suaminya dengan sejumlah uang yang merupakan “harga 
pembelian”, yang ditanah Batak dinamakan parunjuk, antaran, tuhor 
boli, dan di tanah Gayo dinamakan onjog. Pemberian barang jujuran oleh 
pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tidaklah diartikan menurut 
pandangan Barat, yaitu sebagai pembayaran, tetapi hal itu 
melambangkan suatu pengertian hasrat atau keinginan secara hukum adat 
sebagai pengganti kedudukan wanita di dalam clannya. Dalam hal ini 
perempuan dilepaskan dari ikatan clannya dan dimasukkan ke dalam clan 
suaminya, selanjuntnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan 
suami.11 
Di Indonesia tendapat golongan atau keluarga yang menganut garis 
bapak ini dijumpai di beberapa daerah, antara lain di tanah Gayo, Batak, 
Ambon, Timor dan Bali. Golongan yang menganut garis bapak, biasanya 
isteri mengikuti dan bertempat tinggal di tempat suaminya. 
2. Golongan yang menganut garis ibu (matrilineal) 
Di Indone\sia keluarga yang menganut garis ibu hanya terdapat di 
satu daerah, yaitu daerah Minangkabau. Dalam hal ini setelah selesai 
pernikahan, maka suami akan tinggal bersama di rumah isteri atau 
keluanga isterinya. Dalam garis ibu ini, seorang ayah pada hakikatnya 
tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Semuanya di bawah 
kekuasaan isteri. Biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan rumah 
tangga biasanya diambil dari milik keluanga isteri. Benda-benda ini 
biasanya dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, 
                                                          
11Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita.1988). h. 21 
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yaitu seorang pria yang tertua dari keluarga isteri. 
3. Golongan yang menganut garis bapak dan ibu (bilateral) 
Keluarga yang menganut garis bapak dan ibu paling banyak 
terdapat di Indonesia, antara lain pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda, 
Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam sistem 
ini tidak ada perbedaan kedudukan antara suami dan isteri. Sebagai 
akibat dari pernikahan ini, seorang suami dengan sendirinya menjadi 
anggota keluanga isterinya, dan sebaliknya seorang isteri dengan 
sendirinya juga menjadi anggota keluarga suaminya. 
Dalam garis bapak dan ibu, seorang suami dan seorang isteri 
masing-masing mempunyai dua keluarga. Sedangkan dalam keluarga 
orang tua mereka, masing-masing juga mempunyai dua keluarga, yaitu 
satu dari pihak ayahnya dan satu dan pihak ibunya. Begitu juga dengan 
anak-anak, tidak ada perbedaan perlakuan di antana anak-anak mereka. 
Dengan ketiga bentuk sifat kekeluargaan di atas, maka dapat 
dijumpai bentuk-bentuk pernikahan seperti pernikahan jujur, pernikahan 
semendo, dan pernikahan bebas dengan berbagai variasinya 
Dengan begitu dapat dipahami bahwa suatu pernikahan disebut 
pernikahan jujur apabila dalam pernikahan tersebut pihak laki-laki 
memberikan “barang jujur” kepada pihak isteri atau keluanga 
perempuan. Dengan dijujurnya seorang perempuan maka lepaslah ia dari 
ikatan keluarganya dan masuk ke keluarga laki-laki yang menjujurnya. 
Bentuk pernikahan ini dijumpai pada masyarakat patrilineal. Sedangkan 
bentuk pernikahan semendo dijumpai baik pada masyarakat matrilineal, 
masyarakat patnilineal maupun masyarakat bilateral. Dalam pernikahan 
ini tidak ada pemberian berupa “barang jujur” sehingga si perempuan 
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tetap pada ikatan keluarganya dan ia tidak wajib mengikuti kediaman 
suaminya. Mengenai pernikahan bebas, pernikahan ini merupakan 
bentuk yang umum pada masyarakat bilateraI. Pernikahan bebas adalah 
di mana tempat kediaman suami isteri ditentukan atas dasar 
permufakatan bersama. Kemudian seorang anak yang lahir dari 
pernikahan bebas ini akan masuk dalam keluanga baik ayah maupun 
ibunya.12 Demikian pula dijumpai bentuk pernikahan di beberapa daerah, 
seperti pernikahan bertandang, pernikahan menetap, dan penkawinan 
exogami. 
E. Konsep Dasar Perkawinan 
1. Pengertian perkawinan 
Perkawinan menurut istilah ilmu fikih disebutkan dengan kalimat 
nikah atau kalimat ziwāj. Kata “nikah” sendiri sudah diserap ke dalam 
bahasa Indonesia. Arti nikah menurut bahasa Arab mempunyai arti 
sebenarnya (haqīqat) dan arti kiasan (majāz). Arti yang sebenarnya dari 
nikah, adalah al-jam‟u dan al-dhamu yang berarti berkumpul. Sedang 
arti kiasannya adalah wath‟u  zaūjah yang berarti menyetubuhi isteri.13 
Dalam pemakaian bahasa sehari-hari pernikahan “nikāh” lebih banyak 
dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan “nikāh” 
dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. 
Dalam masalah pernikahan, para ahli fiqh mengartikan “nikāh” 
menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang 
                                                          
12
 Asmin, Status perkawinan Antar Agama, (Jakarta: Dian Rakyat. 1986).  h. 14 
13Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan; Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, kata 
Mutiara. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5 
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mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti “setubuh”, sedangkan 
Imam Asy-Syafi‟i memakai arti “mengadakan perjanjian pernikahan”.14 
Menurut pengertian sebahagian fuqaha‟ pernikahan adalah: 
ٌٌدْقَعٌٌُنَّمَضَتَـيٌٌَةَحَبَِإٌٌٍئْطَوٌٌِبٌٍظْفَـلٌِحاَكِّنلاٌـلِاَوأٌَّـتٌِجْيِوْزٌاَمـُىاَنْعَمْوَأ.ٌ
Artinya: 
Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 
kelamin dengan lafadl nikah, tazwīj atau semakna keduanya.15 
Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja adalah 
kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan 
seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal 
setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun 
pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada 
umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, 
kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan 
penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan hubungan 
tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika kita menyadari 
hal itu maka pengertian pernikahan di atas harus diperluas sehingga 
lebih mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian 
seperti ini kita dapati para ahli hukum Islam modern seperti yang 
ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah atau Ziwāj adalah: 
ٌٌدْقَعٌٌُدْيُِفيٌٌَّلَحٌٌِةَرْشُعْلاٌٌَْيَـبٌٌِلُجَّرلاٌٌِةأْرَمْلاَوٌاَمُهُـنَواَعَـتَوٌ ٌدَُيَُوٌ
اَمِهْيلِكِلاَمٌٌْنِمٌٌِقْوُقُحٌٌَامَوٌٌِوْيَلَعٌٌْنِمٌٌِتاَبِجاَو.ٌ
                                                          
14Ibnul Human, Fathul Qadir, Jilid II, hal. 357; Fakhrur Razi, Tafsir Fakhrur Razi, Jilil II, 
hal. 189; Abdul Rahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqh „ala Madzaahibil Arba‟ah, Jilid IV, hal. 1-2. 
15Zakiyah Darajat dkk., Ilmu Fikih, Julid II, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1985), h.  48. 
Lihat juga Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani „l-San‟ani, Subul al-Salam, Juz III, (Mesir: 




Aqad yang memberikan faedah hukum kebolahan mengadakan 
hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan 
mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi 
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".16 
Dari pengertian yang kedua ini pernikahan mengandung aspek 
akibat hukum melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak 
dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi 
tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, 
maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan 
keridlaan Allah swt. 
Tegasnya, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk 
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 
rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 
ketenteraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. 
Undang-Undang Perkawinan, pasal 1 merumuskan pengertian 
perkawinan sebagai berikut: 
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumahtangga) yang sahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa". 
Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas 
dengan rumusan pasal l Undang-Undang Perkawinan mengenai 
pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil. 
Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia menyatakan 
bahwa Perkawinan harus dilihat dari tiga segi yaitu:17 
                                                          
16Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu 
Fiqhi, Jil. II, Cet. 2. ttp. h. 49. Lihat juga Sulaiman Rasyid, Fiqhi Islam, (Jakarta: At-Tahriyah, 
1954), h. 355 
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a. Perkawinan dilihat dari segi Hukum.  
Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu 
perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:21  
ٌ  ٌٌ ٌ ٌ ٌٌ  ٌٌ
  ٌٌٌٌ
Terjemahnya: 
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 
Perjanjian yang kuat.18  
Dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, 
disebutkan dengan kata-kata “mitsāqan ghālīzhan”.19 Alasan untuk 
mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:  
1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, 
rukun dan syarat tertentu.  
2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq, 
fasakh, syiqaq dan sebagainya.  
Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang 
khusus, yaitu:  
1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua 
belah pihak.  
2) Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling 
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan 
ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.  
                                                          
18Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya (Semarang: PT.  Karya Thoha Putra, 
2002), h. 105 
19Moh. Idris Ramulyo,  Hukum Perkawinan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 47 
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3) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak 
dan kewajiban masing-masing pihak.  
b. Perkawinan dilihat dari segi Sosial.  
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang 
umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan 
yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.  
Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa 
dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran 
Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi 
paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu. 
c. Perkawinan dilihat dari segi Agama.  
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi 
yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu 
lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, 
yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau 
saling meminta menjadi pasangan hidupnya.20  
2. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi 
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia 
dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan 
yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur oleh Syari'ah. 
Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat dirinci sebagai 
                                                          




a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan 
hajat tabiat kemanusiaan. 
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.  
c. Memperoleh keturunan yang Baik. 
Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi 
tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:  
a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 
keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.  
c. Memelihara manusia dari kejahalan dan kerusakan. 
d. Membentuk dan mengatur rumahtangga yang menjadi basis 
pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan 
kasih sayang. 
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 
penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung-
jawab.21   
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu dari kelima 
tujuan dan faedah perkawinan tersebut di atas. 
Tujuan pertama untuk memperoleh keturunan yang sah adalah 
merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. 
Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia 
mengandung dua segi kepentingan, yaitu; kepentingan untuk diri 
pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universil). Setiap 
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orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan 
untuk memperoleh keturunan. Bisa dirasakan bagaimana perasaan 
suami-isteri yang hidup berumah-tangga tanpa mempunyai anak, 
tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan 
rumahtangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan 
tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai 
keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya 
suami-isteri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan 
segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter 
dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu 
untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan. 
Dalam ajaran agama Islam, ada satu doa khusus untuk 
memohon kepada Illahi agar dikaruniai anak. Doa itu tercantum di 
dalam Q.S. al-Furqan/25:74  Allah swt menegaskan sebagai 
berikut: 
                                         
                  
Terjemahnya: 
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, 
anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertakwa22 
Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami, 
karena anak-anak itulah nanti yang diharapkan dapat membantu 
ibu bapanya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua 
                                                          
22Departemen Agama RI, Al-Qura‟an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 511 
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akan mengharapkan anak-anak yang shaleh dan tahu berbakti 
pada orang tua.  
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak itu 
merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di 
akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan. 
Sedang aspek yang umum atau universil yang berhubungan 
dengan keturunan/anak adalah karena anak-anak itulah yang menjadi 
penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu 
berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. 
Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan 
cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Kalau dipikir, makhluk-
makhluk yang lain, misalnya hewan dapat juga mengembangbiakkan 
keturunan tanpa melakukan perkawinan. Tetapi kita harus 
mengetahui bahwa antara hewan dan manusia itu mempunyai 
perbedaan yang essensial. Manusia mempunyai pikiran, perasaan, 
menghargai kesopanan dan kesusilaan, mempunyai hak dan 
kewajiban dan lain sebagainya, sedang kesemuanya itu tidak ada 
pada hewan. Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui 
perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukan keturunan, 
sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas dasar 
yang sah. Setiap orangtua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat 
bertanggungjawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya. 
Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan 
ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan 
yang telah tertentu. 
Tujuan kedua dari perkawinan untuk memenuhi tuntutan 
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naluriah/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia 
dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis laki-laki dan 
jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis 
itu Saling mengandung daya tarik. Dilihal dari sudut biologis 
daya tarik itu adalah keberahian atau seksuil. 
Sifat keberanian yang biasanya didapati pada diri manusia 
baik laki-laki maupun perempuan merupakan tabiat kemanusiaan 
(menschelijke natuur). Agama Islam pun juga mengakui bahwa ada 
rasa gairah antara perempuan dan pria secara timbal-batik. Karena 
perempuan itu pakaian bagi laki-laki dan laki-lakipun pakaian dari 
perempuan. 
Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu 
dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah 
itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila 
manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya 
dengan saluran yang tidak Sah dan dilakukan terhadap siapa saja, 
maka keadaan manusia saat itu bagikan binatang dan dengan 
sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur-aduk 
tidak karuan. 
Tujuan ketiga dari perkawinan menjaga manusia dari kejahalan 
dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia 
mudah terjerumus ke dalam kejahalan dan kerusakan adalah 
pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran 
yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia 
baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak 
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halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, 
sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana 
yang baik dan mana yang buruk. 
Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam 
keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu. Dalam 
menafsirkan ayat Q.S. An- Nisaa‟/ 4:28 yang berbunyi: 
                             
Terjmahnya: 
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 
manusia dijadikan bersifat lemah.23 
Lemah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kelemahan laki-
laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihal atau 
berhadapan dengan perempuan, demikian sebaliknya. Karena 
menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan 
hawa nafsu kebirahian maka untuk menghindari pemuasan dengan 
cara yang tidak sah, yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan 
dan kejahatan, satu-satunya jalan adalah melakukan perkawinan. 
Tujuan keempat dari perkawinan membentuk dan mengatur 
rumahtangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang 
besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan 
kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang 
biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan 
ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa 
terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya 
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 Depatemen Agama RI. Al-Qura‟an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002),  h. 107 
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antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan 
pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk 
memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih 
sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal-balik. Di atas 
dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang 
melakukan ikatan perkawinan itu berusaha menciptakan 
rumahtangga yang sahagia. Dari rumahtangga yang bahagia tadi 
lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumatangga, 
demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat. 
Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-
bangsa manusia, menyebabkan terciptanya peradaban yang 
hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa 
perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada 
pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia. Sebagai 
kelanjutannya tidak ada peradaban. Hanyalah dengan keluarga 
dapat tersusun bangsa-bangsa manusia dan dengan keluarga itu pula 
tercipta peradaban. 
Tujuan kelima dari perkawinan menumbuhkan aktifitas dalam 
berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa 
tanggungjawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya 
para pemuda ataupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. 
Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orangtua. Tetapi 
setelah berumah-tangga mereka mulai menyadari akan 
tanggungjawab di dalam mengemudikan rumahtangga. Suami 
sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara 
mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, 
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sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana 
mengatur kehidupan dalam rumahtangga. Hal ini akan 
mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami 
berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang si isteri 
lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan 
rumahtangga yang damai dan sahagia. Lebih-lebih kalau mereka 
sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, 
maka aktivitas mereka pun makin bertambah. 
Suami sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban 
untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Allah swt. 
menegaskan dalam Q.S. An-Nisaa'/4:34.  
    ٌ   ٌ  ٌ     ٌ  ٌ  ٌ ٌ    ٌ  ٌ  ٌ
   ٌ   ٌ ٌ      
Terjemahnya: 
Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, 
oleh karena Allah telah melebihkan sesahagian mereka (laki-
laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka 
(laki-laki) telah manafkahkan harta mereka.24  
Menyimak tujuan perkawinan sebagaimana yang diuraikan, 
maka dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan pada hakekatnya 
harus ditujukan pada penyempurnaan pribadi bagi psangan suami 
isteri. 
3. Perkawinan Sebagai Tradisi 
Dalam kamus bahasa Indonesia maupun kamus-kamus lainnya 
tidak ditemukan pengertian secara spesifik tentang tradisi perkawinan. 
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Justru yang ditemukan adalah pengertian secara terpisah, yakni arti 
perkawinan dan arti tradisi yang masing-masing memiliki pengertian 
sendiri-sendiri. 
Bila arti tersebut dijadikan sebagai dasar dalam memberikan 
pengertian, maka esensi yang dimaksud dalam perkawinan sebagai 
tradisi tersebut tidak terjawab. Bahkan bisa mengaburkan pemahaman 
tentang makna perkawinan sebagai tradisi itu sendiri. Oleh karenanya, 
perlu pemahaman secara empiris sehingga dapat mendekati unsur 
kebenaran dari makna yang dinginkan. 
Perkawinan sebagai tradisi harus dipahami sebagai suatu bentuk 
perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan kebiasaan maupun adat 
istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan 
tersebut merupakan suatu perewujudan kebudayaan yang terdiri dari 
nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah terrefleksi ke 
dalam perilaku dari suatu generasi ke genarasi berikutnya sebagai 
warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam 
berintegrasi dengan masyarakat disekitarnya. 
Perkawinan tradisi juga dipahami sebagai suatu upacara 
perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan sesuai aturan yang 
berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat hukum adat setempat. 
Hukum adat itu sendiri oleh Soerojo Wignjodipoero sebagaimana 
yang dikutip Abd. Kadir Ahmad dikatakan “sebagai suatu kompleks 
norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang 
selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia 
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dalam kehiudupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati oleh 
rakyat kerena mempunyai akibat hukum (sanksi)”25 
Dengan batasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum adat lebih 
luas daripada hukum hukum matril lainnya, karena terdapat peraturan-
peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai 
golongan tertentu dalam kehidupan masyarakat; seperti masalah 
pakaian dan pertunangan sehingga sebuah perkawinan yang telah 
melembaga dan telah menjadi sebuah tradisi bukan hanya merupakan 
peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi 
perkawinan juga sebagai suatu peristiwa yang sangat berarti serta 
sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para 
leluhur kedua belah pihak.  
Arwah-arwah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya 
mengharapkan juga restu bagi kedua mempelai, sehingga mereka 
setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia sebagai 
suami isteri. Itulah sebabnya dalam tradisi perkawinan masyarakat 
Bugis pada umumnya setelah selesai melakukan perkawinan ditutup 
dengan kegiatan ziarah kubur para leluhur. 
4. Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat Bugis 
Perbuatan memilih jodoh tidaklah mudah karena dilakukan oleh 
berbagai faktor dasar, yaitu agama, adat istiadat dari individual atau 
ego. Ketiga faktor dasar ini mewarnai pula masyarakat Bugis 
tempo dulu. Ketiga faktor inilah yang membedakan antara 
pernikahan yang ideal dan pernikahan yang tidak terpuji. Pernikahan 
                                                          
25H. Abd. Kadir Ahmad, System Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Basrat, 
(Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 26 
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yang ideal atau pernikahan terpuji adalah pernikahan yang 
sesuai dengan agama, adat istiadat dan individual yang 
disesuaikan dengan aspirasi keluarga. Sebaliknya, pernikahan 
yang tidak terpuji adalah pernikahar yang tidak sesuai dengan 
agama, adat istiadat, aspirasi keluarga, dan individual at au ego. 
Dalam ajaran Islam, ada beberapa orang yang dilarang 
dinikahi. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisaa‟/4:23 
                    
                      
                   
                      
                  
                     
Terjemahnya: 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan26; saudara-saudaramu yang perempuan, 
saudara-saudara bapak-mu yang perempuan; saudara-saudara 
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa 
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
                                                          
26Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak 
perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang 
lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, 
menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.  
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terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.27 
Bila batasan pernikahan ini dilanggar, misalnya, dengan 
menikahi salah seorang yang tersebut di atas, maka dalam 
hukum adat, hal ini disebut sapa tana (pantangan negeri). 
Dahulu kala, sangsi yang berlaku bagi pelanggaran perkawinan 
itu adalah dikenai hukuman adat yang disebut “ripaoppangi tana” 
yang anti harfiahnya ditutupi dengan tanah, dikuburkan atau 
diasingkan dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya atau 
diasingkan ke negeri lain. 
Selain itu, Allah swt. melarang menikahi atau dinikahi oleh 
orang musyrik. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/ 
2:221 
                                            
                                          
                                             
                                               
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 
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menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.28 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kehidupan masyaraka 
Bugis khusunya di Kota Parepare dikenal dua bentuk perkawinan, 
yaitu; perkawinan ideal/terpuji dan perkawinan tidak terpuji. 
a. Pernikahan yang ideal 
Pernikahan ideal pada masyarakat Bugis adalah pernikahan 
seorang lelaki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam 
lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak 
ayah. Pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat 
hubungan kekeluargaan (kekerabatan). Jenis pernikahan itu, yaitu 
siala massaposiseng, massapokadua, dan massapokatallu (bugis). 
1) Siala massapposiseng 
Siala massapposiseng adalah nikah antara sepupu sekali. 
Pernikahan ini juga disebut pernikahan assialang marola.29 
Pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh suku Bugis, yaitu 
pernikahan antara sepupu (keluarga dekat). Pernikahan ini 
banyak terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri yang 
berlangsung turun-temurun yang diwarisi sejak dari zaman 
purba (Sure Selleang, I Lagaligo) terutama dari golongan 
bangsawan. Pernikahan yang demikian ini bertujuan agar harta 
kekayaan tidak jatuh ke tangan orang lain. Khususnya pada 
golongan bangsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan 
                                                          
28Departemen Agama R.I. Al-Qura‟an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002),  h. 43  
29Andi Nurnaga N. Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis (Ujungpandang: CV. Telaga 
Zamzam, 2001), h. 11 
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bangsawan tidak akan berkurang atau hilang. Jadi, perjodohan 
yang diutamakan adalah perjodohan dalam lingkungan sendiri. 
Akan tetapi, dapat juga seseorang memilih jodoh dengan siapa saja, 
baik yang masih ada pertalian darah maupun dengan orang di luar 
lingkungan keluarga asal menganut agama yang sama. 
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang ideal 
adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam (bagi yang 
beragama Islam) dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak 
serta dilaksanakan upacara pernikahannya dangan nuansa adat yang 
sesuai. Jadi, berdasarkan hal-hal yang sangat membudaya pada 
masyarakat Bugis, ada yang disebutkan siala massapposiseng, 
maksudnya nikah antar sepupu sekali. Pernikahan ini sangat ideal 
bagi kaum bangsawan untuk menjaga kemurnian darah (keturunan). 
Namun sebagian masyarakat Bugis Parepare menganggap 
perkawinan dengan sepupu satu kali (sapposiseng) sebagai suatu 
perkawinan yang tidak lazim, karena itu jarang terjadi. Disamping itu 
masyarakat memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan cara 
terbaik untuk memasukkan seseorang yang sebelumnya bukan kerabat 
menjadi tania tau laing (bukan orang lain). 
2) Siala Massappokadua 
Siala massappokadua adalah nikah antar sepupu dua kali. 
Pernikahan ini biasa disebut assiparewekenna30, artinya, kembali ke 
kerabat. Siala Massapppokadua adalah pernikahan antar sepupu 
dua kali. Perjodohan semacam ini disebut siparewekenna 
                                                          
30Andi Nurnaga N. Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis (Ujungpandang: CV. 
Telaga Zamzam, 2001), h. 12  
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memenni. Artinya, wajar dihubungkan kembali. 
3) Siala Massappokatellu 
Siala Massappokatellu adalah nikah antar sepupu ketiga kali. 
Pernikahan ini disebut juga pernikahan ripasirewēkengngi atau 
ripaddeppē mabelae.31 Artinya, menghubungkan kembali 
kekerabatan yang agak jauh. 
Selain hubungan kekerabatan, bentuk perkawinan lain yang 
dianggap ideal oleh masyarakat Bugis Parepare adalah perkawinan 
hubungan kesejajaran atau kesetaraan yang dalam bahasa Bugis 
disebut assitongkokenna, maksudnya hubungan kesetaraan dalam 
kedudukan sosial. Tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukan 
melalui hubungan kekerabatan antara strata sosial yang sejajar. 
Yang dianggap paling ideal adalah apabila hubungan kekerabatan 
dan kesetaraan status sosial itu di lengkapi dengan kesamaan 
agama. 
Dewasa ini, pada masyarakat Bugis Parepare berdasarkan 
pengamatan peneliti hubungan kekerabatan dan kesetaraan status 
sosial (kebangsawanan) tampaknya kurang menjadi acuan utama 
dalam memilih jodoh. Tidak jarang terjadi perkawinan antara 
wanita turunan bangsawan dengan laki-laki turunan orang biasa 
yang memiliki kedudukan sosial yang patut diperhitungkan, 
misalanya karena tingkat pendidikan, jabatan dalam struktur 
pemerintahan, pengetahuan agama, serta kemampuan di bidang 
ekonomi (kaya). 
                                                          
31Andi Nurnaga N. Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis (Ujungpandang: CV. 
Telaga Zamzam, 2001), h. 13 
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b. Pernikahan tidak terpuji 
Pernikahan tidak terpuji itu disebut juga kawin tidak ideal. 
Kawin lari terjadi antara lain jika keluarga menolak pinangan 
pihak laki-laki. Tolakan pinangan itu biasanya terjadi karena 
keluarga pihak perempuan memandang calon pasangan anaknya 
tidak cocok atau tidak pantas. Hal itu disebutkan berbagai 
kemungkinan, antara lain sebagai berikut. (1) Laki-laki berasal dari 
keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah daripada 
perempuan, (2) Laki-laki itu dianggapnya sebagai orang yang kurang 
sopan, atau tidak mematuhi adat-istiadat sehingga laki-laki tersebut 
digolongkannya sebagai orang yang ceroboh. (3) Anak perempuan 
terlebih dahulu sudah ripasitāro (bugis). Artinya, sudah dipertunangkan 
lebih dahulu dengan remaja lain sesuai dengan pilihan orang tuanya. 
Biasanya lelaki itu dari kalangan kerabat sendiri. 
Kawin lari dapat dibedakan atas tiga jenis: 
1) Silariang 
Silariang merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan tidak 
berdasarkan peminangan akan tetapi kedua belah pihak melakukan 
mufakat untuk lari dari rumahnya ke penghulu atau kepala kampung 
untuk mendapatkan perlindungan dan selanjutnya diurus untuk 
dinikahkan. 
Dalam masyarakat bugis peristiwa silariang (melarikan diri untuk 
dinikahkan) adalah perbuatan yang mengakibatkan “siri” bagi 
keluarga perempuan. Pada masa lalu peristiwa semacam ini bagi 
pihak perempuan yang disebut “tomasīri” selalu berusaha untuk 
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menegakkan harga diri atau “siri” dengan cara membunuh laki-laki 
yang melarikan anak gadisnya (anaknya). Namun, sekarang ini 
menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada di rumah 
anggota adat atau penghulu (pemerintah) maka ia tidak bisa 
diganggu lagi. Penghulu atau anggota adat harus berusaha dan 
berkewajiban mengurus dan menikahkannya. 
Untuk maksud tersebut di atas diadakanlah komunikasi kepada 
orang tua perempuan (to masīri) untuk dimintai persetujuannya 
tetapi sering juga terjadi orang tua dan keluarga pihak perempuan 
tidak mau memberi persetujuannya, karena merasa dipermalukan (ri 
pakasīri). Bahkan orang tua yang dipermalukan (ri pakasīri) itu 
menganggap anaknya yang dilarikan itu telah meninggal dunia dan 
tidak lagi diakui sebagai anaknya (massakkarengngi ana‟na). apabila 
hal ini terjadi maka jalan lain yang ditempuh adalah pihak adat atau 
penghulu menikahkannya dengan istilah wali-hakim. 
Akan tetapi walaupun keduanya telah dinikahkan, hubungan 
antara keluarga laki-laki dan perempuan tetap berbahaya. Oleh 
karena itu, selama keduanya belum diterima kembali untuk rujuk 
yang disebut “madēceng” (meminta maaf) maka laki-laki yang 
membawa lari gadis tersebut tetap berhati-hati dan berupaya 
menghindar untuk bertemu orang tua dan keluarga pihak perempuan. 
Adapun sebab-sebab khusus terjadinya sialariang antara lain 
adalah: 
a. Karena si gadis telah mempunyai tambatan hati dengan seorang 
laki-laki, lalu ia akan dikawinankan dengan seseorang yang tidak 
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dicintainya yang merupakan suatu paksaan  baginya.   
b. Keduanya telah saling cinta-mencintai akan tetapi si lelaki tidak 
mampu untuk melaksanakan tuntutan pihak keluarga gadis dalam 
hal belanja perkawinan, yang ditentukan oleh keluarga si gadis 
terlalu tinggi. 
c. Karena perbedaan tingkatan atau derajat keduanya telah saling 
cinta-mencintai, menyadari  bahwa walaupun sang pemuda akan 
melamar tetapi lamarannya pasti tak akan diterima juga.32 
2) Rilariang 
Rilariang berarti dilarikan. Si laki-laki memaksa si perempuan ke rumah 
penghulu adat untuk minta dilindungi dan selanjutnya minta dinikahkan 
dengan perempuan lariannya. Adapun sebab-sebab khusus terjadinya 
rilariang  antara lain adalah:  
a. Pinangan ditolak33 oleh pihak keluarga perempuan sedang mereka dalam 
hubungan  berpacaran. Penolakan pinangan dianggap sebagai suatu 
penghinaan besar bagi yang meminang, sehingga si lelaki nekad dan 
memperlihatkan kekuatannya untuk dapat menutupi aib yang 
terjadi pada keluarganya.   
b. Penghinaan langsung dari gadis yang bersangkutan, misalnya si 
gadis meludah tanda benci sewaktu dipandang oleh si lelaki.34 
 
                                                          
32Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
33Penolakan pinangan  ini  biasa  terjadi  karena  keluarga  pihak  perempuan  memandang calon suami 
anaknya itu tidak sesuai, karena berbagai kemungkinan, antara lain: 1) Laki-laki berasal dari 
keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah. 2) Laki-laki itu dianggap kurang dalam 
kesopanan, adat istiadat dan sebagainya. 3) Anak perempuan sudah ripasitaro (dijodohkan) dengan 
seorang laki-laki lain pilihan orang tuanya (kemungkinan kerabatnya sendiri). 4) Tingginya 
tuntutan belanja perkawinan dari pihak gadis. 
34Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
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3) Elo riāle 
Elo riāle artinya melarikan diri. Pernikahan terjadi karena 
perempuan datang sendiri kepada pihak laki-laki untuk minta dinikahi 
dengan laki-laki tertentu yang telah dipilihnya. Adapun sebab-sebab 
khusus terjadinya pernikahan elo riāle antara lain adalah: 
a. Karena paddissēngeng (guna-guna), hal ini biasa terjadi bila laki-
laki itu dihina baik oleh si gadis itu sendiri maupun oleh keluarga 
si gadis itu dan laki-laki itu tak dapat melarikan gadis itu secara paksa, 
maka ia melakukannya secara ghaib dengan paddissēngeng. 
b. Karena si gadis telah mengadakan hubungan rahasia sehingga ia 
hamil atau dituduh mengadakan hubungan gelap dengan seorang lelaki, 
sehingga tak ada jalan lain baginya kecuali mendatangi si lelaki tadi 
untuk dikawini.  
c. Menghindari kawin paksa, sehingga si gadis mendatangi pemuda 
idamannya untuk minta dikawini. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya pernikahan tidak terpuji yang merupakan suatu 
masalah yang menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu 
pernikahan yang baik, adalah pernikahan yang disertai usaha keluarga 
dari kedua belah pihak, karena pelaksanaan suatu rangkaian upacara 
pesta perkawinan merupakan proses panjang dan penglibatan keluarga 
dari kedua belah pihak. Jadi, harus dilalui langkah-langkah yang tepat, 
bijak, agamis, dan kultural. 
Suatu pernikahan akan memberikan kesan yang baik dan 
memuaskan bagi masyarakat, khususnya keluarga kedua belah pihak 
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mempelai, bila rangkaian upacara itu dapat dilaksanakan dari awal 
sampai akhir, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat dan agama 
Bugis tempo dulu dengan baik. 
F. Simbol-Simbol dalam Upacara Adat Perkawinan 
“Simbol” berasal dari kata Yunani Simbolos artinya tanda atau ciri 
yang memberitahukan sesuatu hal kepada orang lain35. Liang Gie 
menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud 
kata-kata untuk mewakili atau menyingkat suatu artian apapun36. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, simbol berarti lambang yaitu tanda yang 
menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu37. Sedangkan 
makna mengandung arti atau maksud, suatu pengertian yang diberikan 
kepada sesuatu bentuk kebahasaan38. Jadi simbol merupakan bentuk 
lahiriah yang mengandung maksud, sedangkan makna adalah arti yang 
terkandung di dalam lambang tertentu. Dengan demikian simbol dan makna 
merupakan dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bahkan saling 
melengkapi. Kesatuan simbol dan makna akan menghasilkan suatu bentuk 
yang mengandung maksud.  
Lambang dan simbol juga merupakan manifestasi langsung yang 
bertumpu pada penghayatan terhadap jiwa dan raga yang mempunyai 
bentuk serta watak dengan unsurnya masing-masing, dan sebagai wujud 
manifestasi batin seseorang yang dapat berupa hasil karya 
seni. Kebudayaan manusia sangat erat hubungannya dengan simbol, 
                                                          
35Herusatoto, Simbolisme dalam Budaya Jawa (Yogyakarta: Hinindita,1984), h. 10  
36The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern (Yogyakarta: Liberty, 2000). 46 
37M. Moeliono Anton, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikibud Balai Pustaka, 
1990), h. 840 
38M. Moeliono Anton, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikibud Balai Pustaka, 
1990),  h.548 
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sehingga manusia disebut makhluk bersimbol.39 Turner mendefenisikan 
simbol sebagai sesuatu yang dianggap, dengan persetujuan bersama, 
sebagai sesuatu yang memberikan sifat alamiah atau mewakili atau 
mengingatkan kembali dengan memiliki kwalitas yang sama atau dengan 
membayangkan kenyataan atau pikiran.40 Charon berpendapat bahwa 
simbol merupakan obyek sosial yang dipakai untuk mempersentasikan atau 
menggantikan apa pun yang disetujui orang yang akan representasikan.41 
Lebih lanjut Charol mengatakan simbol merupakan aspek penting yang 
memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas yang 
dilakukan manusia. Karena simbol, manusia tidak memberikan respon 
secara pasif terhadap realitas yang memaksa dirinya sendiri, tetapi secara 
aktif menciptakan  dan mencipta ulang dunia tempat mereka melakoni 
kehidupan.42 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa simbol sebagai 
obyek sosial dalam suatu interaksi, ia digunakan sebagai perwakilan dan 
komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya orang 
tersebut memberi arti, menciptakan dan mengubah obyek fisik (benda-
benda), kata-kata (untuk mewakili obyek fisik, perasaan, ide-ide dan 
nilai-nilai) serta tindakan yang dilakukan orang untuk memberi arti 
dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya segala bentuk-
bentuk upacara yang dilaksanakan oleh manusia adalah sebuah bentuk 
                                                          
39Herusatoto, Simbolisme dalam Budaya Jawa (Yogyakarta: Hinindita,1984), h. 10 
40Victor Witter Turner, The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, (Cornell University 
Press,1967), h.9 
41Joel M. Charol, Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretatin, an Integration. 
(6th ed. Englewood Chilffs, N.J. Prentice-Hall, 1998), h. 47 
42Joel M. Charol, Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretatin, an Integration 
(6th ed. Englewood Chilffs, N.J. Prentice-Hall, 1998), h.69 
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simbolisme, maksud dan makna upacara itulah yang menjadi tujuan 
manusia untuk memperingatinya. 
Turner melihat begitu pentingnya peranan, simbol-simbol dalam 
masyarakat karena sistem simbol merupakan simbol dimana sipemilik 
kebudayaan menemukan dan mewariskan kebudayaan dari satu generasi 
ke generasi berikutnya43. Penggunaan simbol inilah yang membedakan 
proses belajar manusia dengan binatang karena manusia menciptakan dan 
memanfaatkan berbagai simbol dalam kehidupannya. 
Geertz menyebutkan bahwa sumber dari pada simbol-simbol pada 
upacara tradisional pada hakekatnya ada dua, yaitu simbol yang berasal dari 
kenyataan luar yang terwujud dalam kenyataan-kenyataan sosial dan simbol 
yang berasal dari dalam yang terwujud dalam konsepsi-konsepsi dan 
sturktur sosial masyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa simbol 
sangatlah berperan dalam suatu kebudayaan khususnya dalam upacara 
tradisional.44 Geertz juga menyatakan bahwa kebudayaan adalah 
pengorganisasian pengertian-pengertian yang tersimpul dalam simbol-
simbol yang berkaitan dengan eksistensi. 
Dalam ritus keagamaan yang periodik menurut Durkeimhkan, 
masyarakat dalam kelompok sosial mengukuhkan kembali dirinya dalam 
perbuatan simbolik yang merupakan sikapnya, yang dengan itu memperkuat 
masyarakat itu sendiri, selain itu ritus keagamaan juga merupakan 
transformasi simbolis dari pengalaman-pengalaman yang tidak dapat 
diungkapkan dengan tepat oleh media lain. Karena berasal dari kebutuhan 
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primer manusia, maka ritual keagamaan yang penuh dengan simbolisme 
tersebut merupakan kegiatan yang spontan dalam arti betapapun peliknya, 
ritus keagamaan betapapun peliknya, ritus keagamaan lahir tanpa ada niat, 
tanpa disesuaikan dengan suatu tujuan yang didasari pertumbuhannya tanpa 
rancangan, polanya benar-benar alamiah. 
Dalam menginterpretasi suatu simbol, Turner, mengungkapkan 
adanya tiga dimensi arti simbol45, yaitu: 
1. Tingkat dimensi eksegenetik, interpretasi masyarakat bumi pemakai 
simmbol. Tingkat ini dinamakan juga sebagai tingkat penafsiran 
makna. Penafsiran makna diperoleh dari informan-informan pemilik 
simbol tentang tingkah laku upacaranya. Disini harus dibedakan lagi 
antara informasi yang diberikan oleh mereka yang ahli dan orang 
awam, juga diperlukan kehati-hatian untuk memastikan apakah suatu 
penjelasan yang diberikan benar-benar bersifat mewakili atau hanya 
suatu pandangan personal saja. 
2. Tingkat makna operasional. 
Pada tingkat ini kita tidak boleh hanya mendengar apa yang 
dikatakan oleh sipemilik simbol tentang makna suatu simbol, tetapi 
mengamati apa yang sedang mereka lakukan. Peranan interpretasi dari 
pihak peneliti diperlukan hal ini dikarenakan ada hal-hal yang tidak 
diungkapkan secara benar, sebab kadang-kadang mereka tidak 
sungguh melakukannya, bisa saja orang memanipulasi simbol-simbol 
yang mereka ciptakan. Tingkat makna operasional ini berkaitan 
dengan problem-problem dinamika sosial. Pengamat tidak hanya 
                                                          
45Victor Witter Turner, The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, (Cornell University 
Press,1967), h. 50-51 
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mempertimbangkan simbol-simbol, tetapi juga struktur masyarakat 
yang diamati. Disini akan tampak bahwa simbol itu mengandung 
penggambaran atau penjelasan budaya  masyarakat pelaku masyarakat 
pemangku masyarakat tersebut. 
3. Tingkat makna posisional. 
 Pada tingkat ini makna suatu simbol upacara dilihat secara 
totalitas, berhubungan dengan simbol yang lain yang elemen-
elemennya memperoleh arti dari sistem sebagai suatu keseluruhan, ini 
berhubungan dengan sifat simbol yang polisemi atau multi vocal, 
yaitu bahwa suatu simbol mempunyai keanekaan makna, tetapi 
berdasarkan atas konteksnya mungkin penting untuk menekankan 
suatu atau beberapa makna saja. 
Ketiga tingkatan simbol ini dipakai semuanya, sebab ketiganya 
saling menunjang dan melengkapi. Pendekatan lain yang digunakan oleh 
Turner disebut sebagai “Procesual simbology”, yaitu kajian mengenai 
bagaimana simbol menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses yang 
bagaimana simbol memperoleh dan memberikan arti kepada masyarakat 
dan pribadi, lewat pendekatan ini kita melihat bagaimana masyarakat 
menjalankan, melanggarkan dan memanipulasi norma-norma dan nilai-nilai 
yang diunkapkan oleh simbol untuk kepentingan mereka46, pendekatan ini 
memungkinkan kita untuk mengungkapkan arti-arti simbol dan selanjutnya 
mengetahui pikiran atau ide-ide mereka. 
Ritzer mengemukakan bahwa simbol pada umunya dan bahasa 
pada khususnya, mempunyai sejumlah fungsi khusus bagi aktor.47 Pertama, 
                                                          
46Victor Witter Turner, The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, (Cornell University 
Press,1967), h.44 
47Giorge Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Edisi 7 (Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 
2014), h. 276-277 
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simbol memungkinkan orang menghadapi dunia material dan dunia sosial 
dan memungkinkan mereka untuk mengatakan, menggolongkan, dan 
mengingat objek yang mereka jumpai. Dengan cara ini manusia mampu 
menata kehidupan, agar tidak membingunkan. 
Kedua, simbol meningkatkan kemampuan mansia utnuk memahami 
lingkungan. Daripada dibanjiri oleh banyak stimuli yang tak dapat dibeda-
bedakan, aktor dapat berjaga-jaga terhadap lingkungan tertentu saja 
ketimbang terhadap bagian lingkungan yang lain. 
Ketiga, simbol meningkatkan kemampuan utnuk berpikir, jika 
sekumpulan simbol bergambar hanya dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir secara terbatas, maka bahasa akan dapat lebih meningkatkan 
kemampuan ini. Dalam artian ini, berpikir dapat dibayangkan sebagai 
berinteraksi secara simbolik dengan diri sendiri. 
Keempat, simbol meningkatkan kemampuan menyelesaikan 
berbagai masalah. Binatang harus menggunakan cara trial and error, tapi 
manusia dapat memikirkan dengan menyimbolkan berbagai alternative 
tindakan sebelum benar-benar melakukannya. 
Kelima, simbol memungkinkan aktor mendahului waktu, ruang, 
dan bahkan pribadi mereka sendiri. Melalui penggunaan simbol, aktor dapat 
membayangkan seperti apa kehidupan di masa yang lalu atau seperti apa 
kemungkinan hidup di masa depan. 
Keenam, simbol memungkinkan kita membayangkan realitas 
metafisik, seperti surge dan neraka. Ketujuh, simbol memungkinkan orang 
menghindar dari diperbudak oleh lingkungan mereka. Mereka dapat lebih 
aktif mengatur sendiri mengenai apa yang akan mereka kerjakan. 
Geertz mengemukakan bahwa benda-benda yang ditampilkan 
dalam upacara adalah sistem simbol yang berfungsi sebagai 
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wahana pengintegrasian antara etos dan pandangan hidup merupakan 
konsepsi warga masyarakat yang menyangkut dirinya, masyarakatnya, alam 
dan lingkungan sekitarnya.48 
Pendapat tersebut di atas mendedikasikan bahwa upacara 
mengandung makna-makna yang diinterprestasikan oleh pendukung suatu 
kebudayaan sebagai sesuatu yang berarti dalam hidup. Karena dianggap 
berarti hampir setiap suku bangsa diberbagai jenis upacara baik itu 
perkawinan ataupun peringatan lainnya masih dilaksanakan walaupun 
upacara-upacara itu kemudian mengalami berbagai perubahan tetapi makna 
yang terkandung sama. 
G. Pengertian Hukum Islam 
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu disebut al-
Syari‟at al-Islamiy. istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut 
Islamic Law.  
Apabila istilah hukum Islam diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam 
perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi 
oleh fikih. Akan tetapi, masih ada tiga produk hukum lainnya, yaitu: 
Pertama; fatwa ulama yang merupakan ijtihad seorang mufti sehubungan 
dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus 
dari pada fikih atau ijtihad secara umum.49 Kedua; yurisprudensi yaitu 
produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan 
perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan al-qada‟ 
atau al-hukm, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan 
                                                          
48Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya, 
1981), h.45 
49Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh (Qahirah: Dar al-Fikr al-„Azaly, t.th), h. 401 
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yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang (al-wilayah al-qada‟). 
Adapula yang mengartikan sebagai ketetapan hukum syar‟i yang 
disampaikan melalui seorang qadi‟ atau hakim yang diangkat untuk itu.50 
Ketiga; Undang-Undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh 
pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain 
peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada 
setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila 
dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-Undang sebagai hasil „ijtihad 
kolektif (jama‟iy) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk 
mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, persiapan, biaya yang 
tidak kecil. Produk pemikiran hukum jenis ini, memang tidak semua negara 
Muslim memilikinya. 
Dengan melakukan penelahan terhadap produk-produk hukum yang 
berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah 
seperangkat peraturan bedasarkan wahyu Allah swt dan sunah Rasulullah 
saw tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang 
diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.51 Tegasnya, 
hukum Islam merupakan hasil pertemuan dua unsur, manusia dan wahyu. 
Ulama, sebagai manusia yang mencoba menafsirkan wahyu Allah, 
sedikit atau banyak tentu dipengaruhi oleh kadar intelektualitas, lingkungan 
dan kepribadiannya sendiri, dan karena itu hasil pemahamannya sedikit atau 
banyaknya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Disamping itu, 
hasil pemahamannya juga tidak luput dari keterbatasan-ketrerbatasan 
manusiawi, baik dalam kedalaman maupun dalam luas cakupannya. 
                                                          
50Muhammad salam Mazkur, al-Qada‟ fi al-Islam, diterjemahkan oleh Imron AM dengan 
judul “Peradilan dalam Islam” (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 20  
51Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 
1993), h. 18.  
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Adapun wahyu, sebagai objek pemahaman dan penafsiran, yang 
tertuang dalam bentuk Alquran dan al-hadis, ia sesungguhnya merupakan 
perwujudan kehendak Allah yang telah bersentuhan dengan dunia 
kenyataan pada tempat dan kurun waktu tertentu. Wahyu tidaklah turun di 
tempat dan waktu yang hampa kultural. Oleh karena itu, dapat dimengerti 
jika ada yang berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan Alquran, yang 
merupakan hukum dengan jelas sekali menunjukkan sifatnya yang 
situasional. 
Akan tetapi, sekalipun diakui bahwa ada hubungan timbal-balik 
antara ajaran suatu agama dengan masyarakat di mana agama itu lahir, 
namun tidak sepenuhnya benar apa yang dikemukakan oleh Joachim Wach 
bahwa, “konsep-konsep, ritual-ritual dan pranata-pranata agama tergantung 
dari (dan sangat erat berhubungannya dengan) kebutuhan, keinginan dan 
cita-cita masyarakat tersebut”52. Paling tidak bagi Islam, walaupun untuk 
sebagian mungkin dapat dikatakan benar, tetapi tidaklah seluruhnya benar. 
H. Sumber Hukum Islam 
Kata sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti asal 
sesuatu.53 Dalam Kamus Bahasa Arab disebut al-mashdaru-mashādir54 
yang berarti pangkal sesuatu. Sementara dalam istilah hukum Islam kata 
Sumber Hukum Islam merupakan terjemahan dari lafazh Mashādir al-
Ahkām berarti asal (wadah pengambilan) hukum Islam.55 Maksudnya dalil-
dalil hukum syara‟ yang diambil (diistimbathkan) daripadanya untuk 
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menemukan hukum‟. Penggunaan mashādir al-Ahkām oleh ulama pada 
masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah al-
Adillah al-Syar‟iyyah. 
Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (muttafaq) para 
ulama dan ada yang masih dipersilisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber 
hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Alquran56, Sunnah57, 
Ijma‟58 dan Qiyas59. Para Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil 
tersebut di atas (Alquran, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas). Sedangkan sumber 
hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain 
sumber hukum yang empat di atas adalah istihsân, maslahah mursalah, 
istishâb, „„uruf, madzhab as-Shahâbi, syar‟u man qablana. 
Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah sepuluh, empat 
sumber hukum yang disepakati dan enam sumber hukum yang 
diperselisihkan. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan tujuh sumber hukum yang 
diperselisihkan, enam sumber yang telah disebutkan di atas dan yang 
ketujuh adalah ad-dzāra‟i. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber 
hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber 
hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ijtihad. 
                                                          
56Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, asli seperti yang 
disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit 
selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi 
pedoman bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini 
dan kebahagiaan kelak di akhirat. Lihat H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Cet. 18 (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.79 
57Sunnah adalah segala yang datang dari Rasulullah saw., baik perkataan, perbuatan atau 
pengakuan (takrir). Lihat Abd. Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), 
Cet. 2 (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), h. 47 
58Ijma‟ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah 
wafatnya Rasulullah saw. Atas sesuatu hukum syara‟ dalam suatu kasus. Lihat H. A. Djazuli dan I. 
Nurol Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Cet.I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2000), h. 109  
59Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum 
kasus lain yang dinashkan karena persamaan illat hukum. H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul 
Fiqh: Metodologi Hukum Islam, h. 121 
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Keempat sumber hukum yang disepakati jumhur ulama yakni 
Alquran, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Menurut Mukhtar Yahya, urutan 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang wajib diikuti oleh setiap Muslim60. 
Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa‟/4: 59 
                              
                         … 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. . . 61 
Dalil tersebut di atas, diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari 
Shahabat Nabi saw. Muadz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman. 
ٌْنَعٌٌِذاَعُمٌنبٌ،ٍلَبَجٌٌّنَأٌٌَِّبَّنلاٌىَّلَصٌٌَُّللَاٌٌِوْيَلَعٌٌَمَّلَسَوٌاَّمَلٌٌُوَثَعَـبٌٌَلِإٌ،ِنَمَيْلاٌٌَلَاقٌ
ٌُوَل: ٌَفْيَكٌٌـَتيِضْقٌٌْنِإٌٌَضَرَعٌٌَكَلٌ،؟ٌءاَضَقٌٌَلَاقٌ:يِضَْقأٌٌِباَتِكِبٌ، َِّللَاٌٌَلَاق: ٌْنَِإفٌ
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Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi saw ketika mengutusnya ke 
Yaman, Nabi bertanya: Bagaimana kamu jika dihadapkan 
permasalahan hukum? Ia berkata: Saya berhukum dengan kitab Allah. 
Nabi berkata: Jika tidak terdapat dalam kitab Allah swt. ?, ia berkata: 
Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw. Nabi berkata: Jika 
tidak terdapat dalam sunnah Rasul saw? ia berkata: Saya akan 
berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad). Maka Rasul saw 
memukul ke dada Muadz dan berkata: Segala puji bagi Allah yang 
telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai 
Rasulullah saw. 
Hal yang demikian juga dilakukan oleh Abu Bakar ra apabila 
terjadi kepada dirinya perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, 
jika ia temui hukumnya maka ia berhukum padanya. Jika tidak ditemui 
dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulullah saw, ia 
pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah 
Rasullah saw, ia kumpulkan para shahabat dan ia lakukan musyawarah. 
Kemudian ia sepakat dengan pendapat mereka lalu ia berhukum memutus 
permasalahan. 
Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa setiap Muslim 
wajib mentaati kehendak Allah, kehendak rasul dan kehendak ulil amri 
yakni orang mempunyai “kekuasaan”. Kehendak Allah yang berupa 
ketetapan kini tertulis dalam Alquran, kehendak rasul berupa sunnah 
terhimpun dalam kitab-kitab hadis, kehendak “penguasa” kini dimuat dalam 
peraturan perundang-undangan. 
I. Tujuan Hukum Islam 
Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah Ta‟ala. 
Ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman 
69 
 
hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat 
manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh 
umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan 
maqāshid as-syari‟ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. 
Maqāshid  al-Syari‟ah terdiri dari dua kata yaitu maqāshid dan asy-
syari‟ah. Sebelum menjelaskan pengertian maqāshid asy-syari‟ah secara 
istilah terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya secara bahasa (lughawi). 
Secara bahasa, maqāshid merupakan jama‟ dari kata maqshid yang 
berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar 
bahasa, maqāshid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qāshidun, 
yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. 63 Namun, 
dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada 
ilaihi).64 Sebagaimana firman Allah swt: “Wa‟alallahi Qashdussabili”, 
yang artinya, Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus.65 
Sedangkan kata asy-syari‟ah berasal dari kata syara‟a as-syai yang 
berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari asy-syar‟ah dan asy-syari‟ah 
dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang 
ke sana tidak memerlukan alat.66 Terkadang juga diartikan sumber air, di 
mana orang ramai mengambil air. Selain itu asy-syari‟ah berasal dari akar 
kata syara‟a, yasri‟u, syar‟an yang berarti memulai pelaksanaan suatu 
pekerjaan, dengan demikian asy-syari‟ah mempunyai pengertian pekerjaan 
yang baru mulai dilaksanakan. Syara‟a juga berarti menjelaskan, 
menerangkan dan menunjukkan jalan. Syar‟a lahum syar‟an berarti mereka 
                                                          
63Ahsan Lihasanah, al-Fiqh al-Maqāshid „Inda al-Imami al-Syatibi‟ (Mesir: Dar al-Salam, 
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telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti 
menunjukkan jalan atau peraturan. Jadi, secara bahasa syari‟ah 
menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan 
yang lurus dan terang dan juga awal dari pada pelaksanaan suatu 
pekerjaan.67 
Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya 
tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh 
Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal 
kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, 
beli, nikah, dan lain-lain). Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al- 
Jatsiyah/45:18 
                          
Terjemahnya: 
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan 
dari urusan agama itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak Mengetahui.68  
Dengan mengetahui pengertian maqāshid dan asy-syari‟ah secara 
bahasa, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian yang 
terkandung dalam istilah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang 
diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan 
pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurunkan syari‟at, 
dimana menurut al-Syatibi tujuan dari pada maqāshid asy-syari‟ah adalah 
untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.69 
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Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqāsid asy-syariah adalah 
nilai-nilai dan sasaran syara‟ yang tersirat dalam segenap atau bagian 
terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu 
dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari‟ 
dalam setiap ketentuan hukum.70 
Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqāshid asy-syari‟ah sebagai 
tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk 
direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan 
dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut 
dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik 
yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang 
disyari‟atkan Allah kepada hamba-Nya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan 
luhur yang ada di balik hukum.71 
Ulama Ushul Fikih mendefinisikan maqāshid asy-syari‟ah dengan 
makna dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam mensyari‟atkan suatu 
hukum bagi kemashlahatan umat manusia. Maqāshid asy-syari‟ah di 
kalangan ulama ushul fiqih disebut juga asrār al-syari‟ah, yaitu rahasia-
rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara‟, berupa 
kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, 
syara‟ mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk 
menegakkan agama Allah swt.72 Kemudian dalam perkembangan 
berikutnya, istilah maqāshid al-syari‟ah ini diidentikan dengan filsafat 
hukum Islam.73 
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Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad saw, dapat diketahui 
bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan manusia secara keseluruhan.74 Abu Ishaq al-Syatibi 
mengungkapkan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah 
untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut 
Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-
ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan 
Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia 
maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut 
al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharūriyat, 
kebutuhan hājiyat, dan kebutuhan tahsīniyat.75 
Kebutuhan dharūriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada 
atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak 
terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun 
di akhirat kelak. 
Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, 
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima 
pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan 
ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk 
memelihara lima pokok diatas. Misalanya, firman Allah dalam Q.S. Al- 
Baqarah/2: 193 
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 ٌ ٌٌٌ ٌ  ٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌ ٌ
  ٌٌٌ
Terjemahnya:  
Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 
(sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka 
berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), 
kecuali terhadap orang-orang yang zalim.76 
  Dan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 179 
                     
Terjemahnya: 
Dan dalam qishāsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.77 
Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang 
adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan 
mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua 
diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishāsh karena dengan itu ancaman 
terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan. 
Kebutuhan hājiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana 
tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan 
mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. 
Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab 
Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap 
kebutuhan ini. 
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Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum 
rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam 
menjalankan perintah-perintah taklīf. Misalnya, Islam membolehkan tidak 
berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat 
diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang 
sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hajiyat ini. 
Dalam lapangan mu‟āmalat disyariatkan banyak macam kontrak 
(akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) 
dan mudhārabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi 
laba) dan beberapa hukum rukhshah dalam mu‟āmalat. Dalam lapangan 
„uqūbat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi 
pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan 
atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya 
dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat 
Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Alquran juga. Misalnya, 
Firman Allah dalam Q.S. al-Ma‟idah/5: 6  
ٌَلِإٌ ْمُكَيِدَْيأَوٌ ْمُكَىوُجُوٌ اوُلِسْغَافٌ ِةَلََّصلاٌَلِإٌ ْمُتْمُقٌ اَذِإٌ اوُنَمَآٌ َنيِذَّلاٌ اَه ـَيأٌ َيَ
ٌاوُرَّهَّطاَفٌاًبُـنُجٌْمُت ْـنٌُك ْنِإَوٌ ِْيَـبْعَكْلاٌَلِإٌْمُكَلُجْرَأَوٌْمُكِسوُءُرِبٌاوُحَسْماَوٌِقِفاَرَمْلا
ٌَلَعٌْوَأٌىَضْرَمٌْمُت ْـنٌُك ْنِإَوٌُمُتْسَمَلاٌْوَأٌِطِئاَغْلاٌَنِمٌْمُكْنِمٌٌدَحَأٌَءاَجٌْوَأٌٍرَفَسٌى






Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak 
melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai 
ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh kedua) kakimu sampai ke 
dua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit 
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 
menyentuh (menyetubuhi) wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah 
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin 
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.78 
Kebutuhan tahsīniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan 
tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 
pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan 
kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak 
dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan 
moral dan akhlak. 
Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibādat, mu‟āmalat, dan 
„uqūbat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan 
kebutuhan tahsīniyat. Dalam lapangan ibadat, kata Abd. Wahhab Khallaf, 
umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik 
pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan 
berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah 
sunnah. 
Dalam lapangan mu‟āmalat Islam melarang boros, kikir, 
menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang „uqūbat Islam 
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mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, 
melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). 
J. Hubungan Hukum Islam dengan Tradisi Masyarakat 
Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia 
sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan 
apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. 
Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah 
dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke 
belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian 
tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, 
melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun 
tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan 
identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut 
telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan.  
Tetapi dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau 
menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum, karena kebiasaan dalam 
istilah hukum sering disebut sebagai „urf atau adat. 
Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang 
dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang 
dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat 
memperhatikan adat („urf)79 setempat. Adat atau „urf merupakan kebiasaan 
dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk 
ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan 
hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari‟at Islam sangat 
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 لْعفٌ َْواٌ لْوَـقٌ فىٌ مْوَـقٌ ُرْوُهُْجٌُ ُةَداَع Lihat Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-„Urf wa al-„Adab fi Ra‟yi al-
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memperhatikan adat („urf) masyarakat setempat.  
Peluang adat („urf) untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam 
menetapkan hukum secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat hukum 
dalam Alquran, antara lain firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233 
 …                    … 
Terjemahnya: 
. . .Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma‟rif, . . .80  
Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241 
                  
Terjemahnya: 
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberi oleh 
suaminya) mut‟ah menurut yang ma‟rūf 81  
Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai macam, jenis atau 
bentuk, dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh 
orangtua kepada anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Hal 
ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, dan 
adat („urf) masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syari‟at 
Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya 
sesuai adat („urf) setempat. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengenai 
kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orangtua yang ada dalam 
berbagai kitab fiqh (dari berbagai macam madzhab) berbeda-beda karena 
antara lain disebabkan perbedaan tradisi di mana ulama tersebut berada.  
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Berkaitan dengan itu, dalam qa‟idah fiqhiyah disebutkan: “Adat 
kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”82 Qaidah yang 
lain: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar („urf), seperti menetapkan 
(hukum) dengan dasar nash”83. Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat 
dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah 
berjalan. Sifat Alquran dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-
prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam (sebagaimana contoh 
ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal 
dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah tersebut, dalam 
bidang perdagangan (perekonomian), kaidah fiqhiyah memberikan 
keluasaan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja 
sama, yaitu dengan kaidah: “Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) 
di kalangan pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka”.84  
Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk 
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang 
menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan 
adat („urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu 
ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.85 Akan tetapi, tidak semua 
adat („urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat dijadikan 
dasar hukum adalah adat („urf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.  
                                                          
82Ahmad bin Muhammad al-Zarqa‟, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, Cet. Viii (Beirut: al-
Qalam, 1988), hal. 219. Lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), al-
Asybah wa al-Naqza‟ir (Beirut: Dar al Kutb al-Alamiah, 1985), h. 93.  
83Ahmad bin Muhammad al-Zarqa‟, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, h. 241 
84Ahmad bin Muhammad al-Zarqa‟, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, h. 239 
85Syaihabuddin Ahmad ibd Idris al-Qarrafi, al-Furuq fi Anwa‟il Buruq (Beirut: „Alam al-
Kutb. tt.), h. 49 
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Oleh karena itu, diskursus tentang pandangan hukum Islam 
mengenai tradisi perkawinan masyakarat Bugis Parepare ini erat kaitannya 
dengan „urf. „Urf yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan 
yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan 
atau meninggalkannya.86 
Pada awalnya masyarakat Bugis pada umumnya, hanya mengenal 
sistem nilai yang terangkum dalam pangngadērreng yaitu; ade‟87, bicara88, 
rapang89, warik90, dan sarak‟91, oleh karena itu perkawinan harus 
disesuaikan dengan keseluruhan nilai yang terkandung dalam 
pangngadēreng tersebut. 
Pangngadērreng dalam budaya Bugis tidak hanya dipandang 
sebagai kebudayaan masalalu, tetapi ia merupakan pengakuan atas suatu 
pandangan sebagai totalitas dari kehidupan masa sekarang dan masa yang 
                                                          
86
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh1,cet.1 (Jakarta: Logos, 1996), h. 138. 17 
87Ade merupakan komponen pangngadēren yang memuat aturan-aturan dalam kehidupan 
masyarakat. Ade‟ sebagai pranata sosial di dalamnya terkandung beberapa unsur antara lain; 
a. Ade pura onro, yaitu norma yang bersifat permanen atau menetap dengan sukar untuk diubah. 
b. Ade Abiasang, yaitu sistem kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dianggap 
tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. c. Ade Maraja, yaitu sistem norma baru yang 
muncul sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Ade‟ 
merupakan manifestasi sikap yang fleksibel terhadap berbagai jenis peraturan dalam masyarakat. 
Lihat Matulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 
(Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 342 dan 347 
88Bicara, mengatur segala hal-ikhwal yang berhubungan dengan peradilan, mengatur hak dan 
kewajiban warga negara dalam pelaksanaan hukum seperti penggugatan dan pembelaan di 
pengadilan. Namun bila dilihat materinya, mengarah pada wilayah penerapan hukum adat. Lihat 
Matulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 
(Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 358 
89Rapang lebih merujuk pada model tingkah laku yang baik yang hendaknya diikuti oleh 
masyarakat. Lihat Matulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang 
Bugis (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 357 
90Wari‟ adalah aturan mengenai keturunan dan hirarki masyarakat. Lihat Matulada, Latoa: 
Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Ujungpandang: Hasanuddin 
University Press, 1995), h. 357 
91Sara‟ yaitu aturan hukum yang bersumber dari syariat Islam. Lihat Matulada, Latoa: Satu 
Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Ujungpandang: Hasanuddin 
University Press, 1995), h. 344  
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akan datang. Oleh karena itu, konsepsi pangngadērreng dalam tata 
kehidupan masyarakat Bugis, harus dilakukan dengan penekanan bahwa 
kebenaran yang terkandung dalam pangngadērreng tidak terletak pada 
simbolnya, akan tetapi terletak pada pandangan, pikiran dan pemaknaan 
yang subtansial.92 Dengan demikian, pangngadērreng tidak hanya 
dipandang sebagai warisan masa lalu, akan tetapi ia harus dipandang 
sebagai bagian masa depan yang digunakan secara inovatif. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu redefinisi pemaknaan terhadap pangngadērreng, sehingga 
mampu melampaui masa lalunya secara kreatif, radikal, komprerehensif.  
Pengaruh adat istiadat atau budaya terhadap kehidupan keagamaan, 
bisa kita jumpai dari beragam ritual di masyarakat. Lebih-lebih di 
masyarakat Bugis, fenomena ini sangat kental sekali mewarnai kehidupan 
mereka terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Pada pelaksanaan 
perkawinan masyarakat Bugis pada umumnya dan masyarakat Bugis 
Parepare pada khususnya, sarat dengan berbagai ritual-ritual dan segala 
bentuk aksesorisnya yang merupakan simbol pada tradisi tersebut, mulai 
pada fase pra perkawinan, fase perkawinan, dan fase pasca perkawinan. 
Kesemua ritual-ritual tersebut telah menjadi tradisi yang diwarisi secara 
turun-menurun dari para leluhur dan diyakini sebagai perilaku yang baik 
dan memberikan kemaslahatan. Bahkan dalam tataran tertentu, orang yang 
tidak mengindahkan adat tersebut akan dianggap terbelakang dan hina oleh 
masyarakat. 
Masyarakat Bugis pada umunya merupakan penganut agama Islam. 
Kedatangan Islam dalam sebuah komunitas tidaklah serta-merta mengubah 
                                                          
92Rahmatunnair, Kontekstualisasi Pangadereng Dalam Penegakan Syariat Islam pada 
Masyarakat Bugis Bone, Al-Qalam, Volume 17 Nomor 1 Januari 2011, h. 93 
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totalitas seluruh tradisi yang ada dengan budaya yang bernuansa Islam. Hal 
ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 
اَمٌٌَُهَأرٌٌَنْوُمِلْسمُْلاٌاًنَسَحٌٌَوُهَـفٌٌَدْنِعٌاللهٌٌَنَسَح93ٌ
Artinya: 
Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik 
pula di sisi Allah 
Hadis tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan dasar) 
bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syari‟at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan 
hukum Islam.  
Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama wahyu yang 
mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak 
melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan 
lokal hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum 
dalam Alquran yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat 
praislam.  
S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat 
memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber 
bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-
batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad 
saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang 
tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap 
tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.94 
Persentuhan antara prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan 
tuntutan pranata sosial dan realita masyarakat di berbagai wilayah dalam 
                                                          
93Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jil.I, (Beirud: Dar al-Fikr, 1978), h. 379 
94S. Waqar Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.) Cet. I, (Bandung: 
Pustaka, 1983), h. 73-74. 
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sejarah perkembangan hukum Islam melahirkan antara lain fiqh Hijaz (fiqh 
yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural di Hijaz) dan fiqh Irak 
(fiqh yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural masyarakat Irak). 
Dalam perkembangan selanjutnya, fenomena tersebut memunculkan istilah 
dalam wacana pemikiran hukum Islam kelompok ahl ul-ra‟y dan ahl al-
Hadis. Ini semua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam 
dan ide dasar para Imam mujtahid yang memahami dan menjabarkan 
prinsip-prinsip dasar tersebut mempunyai kearifan lokal yang sangat tinggi. 
Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap 
baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak 
melaksanakan kebiasaan tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan. 
Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22:78 
  …                        
     … 
Terjemahnya: 
… Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 
kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu 
Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu sekalian orang-orang 
muslim sejak dahulu…95  




Sesungguhnya yang ditetapkan „urf, seperti yang ditetapkan dalil nash. 
                                                          
95Departemen Agama RI, Al-Qura‟an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 474 
96H. A. Djazuli dkk., Ushul Fiqh Metodologi Hukum  Islam, (Cet. I: Jakarta: PT. Grafindo 
Persada, 2000), h. 187 
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa segala yang 
ditetapkan oleh „adat kebiasaan adalah sama dengan apa yang ditetapkan 
oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat 
nash untuk menyelesaikannya. Dalam pandangan hukum, peristiwa ini 
sesuai dengan teori “Reception a Contrario”97, yang dibenarkan dalam 
Islam berdasarkan kaidah yang mengatakan “al-adat muhakamah” (adat-
istiadat berkekuatan hukum).98 Namun perlu ditegaskan bahwa yang 
dimaksud adat yang mempunyai kekuatan hukum adalah adat yang tidak 
bertentangan dengan syari‟ah.99 
Sehubungan dengan hal tersebut, Mushtafa Ahmad al-Zarqā‟ (guru 
besar fiqh Islam di Universitas ‟Amman, Jordania), mengatakan ‟urf 
merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‟urf. Suatu ‟urf 
menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan 
pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‟urf bukanlah kebiasaan alami 
sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari suatu 
pemikiran dan pengalaman.100 Para ulama fiqih membagi „urf di antaranya 
sebagai berikut:  
1. Dari segi cakupannya, „Urf dibagi dua:  
a. Al-„urf al-„ām (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan 
tertentu yang berlaku secara luas (umum) di seluruh masyarakat dan 
di seluruh daerah. Misalnya dalam hal perkawinan, segala persiapan 
yang dilakukan untuk melakukan perkawinan, seperti melamar, 
                                                          
97Reception a Contrario adalah teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat Sajuti Thalib, Reception A Contrario, (Jakarta: 
Bina Aksara, 1982), h. 65. Lihat juga Hasyim Aidid, Islam Nusantra Sinergitas Kearifan Lokal 
Bugis-Makassar, (Makassar: Alauddin University Press, 2017), h. 121 
98Mukhtar Yahya, Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Cet. IV; Bandung: 
PT. Al-Ma‟arif, 1997), h. 517 
99Muhammad Al-Baqir, “Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad” dalam Haidar Baqir dan 
Syafiq Basri (ed), Ijtihad dalam Sorotan, (Cet. IV; Bandung, Mizan, 1996), h. 165 
100Muhammad Al-Baqir, “Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad” dalam Haidar Baqir dan 
Syafiq Basri (ed), Ijtihad dalam Sorotan, h. 165 
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penentuan hari perkawinan, uang belanja, menyebar undangan dan 
lain sebagainya.  
b. Al-„urf al-khās (kebiasaan yang bersifat khusus) Yaitu kebiasaan yang 
berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya simbol-simbol 
yang dipergunakan dalam upacara adat dalam perkawinan. 
2. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „urf terbagi dua:  
a. Al-„urf al-sahīh, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak 
bertentangan dengan nāsh (ayat dan hadis), tidak menghilangkan 
kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. „Urf ini 
dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. 
Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan 
memberi hadiah kepada perempuan tetapi bukan sebagai mas kawin. 
b. Al-„urf al-fāsid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nās dan 
kaidah- kaidah dasar yang ada dalam syara‟, „Urf ini tidak dapat 
dijadikan sumber panetapan hukum. Misalnya adat kebiasaan 
masyarakat terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran 
anak dan mendatangi tempat-tempat tertentu dengan membawa 
sesajen setelah melakukan acara pesta perkawinan. 
3. Syarat-syarat „urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:  
a.‟Urf  tidak bertentangan dengan nās yang qat‟ī.  
b.„Urf harus berlaku secara umum. Artinya, ‟Urf itu berlaku dalam 
mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 
keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tidak 
dibenarkan „urf yang menyamai „urf lainnya karena adanya 




c. „Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan „urf yang datang 
kemudian.101 
Senada dengan pendapat di atas, Prof. Dr. Saiful Anam, M.A. dalam  
pidatonya mengatakan, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam  
menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:  
a. Mengandung kemaslahatan dan logis  
b. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di 
kalangan mayoritas masyarakatnya. 
c. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul 
kemudian. 
d. Tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada atau bertentangan 
dengan  prinsip-prinsip umum syariah Islam.102 
Pada pembahasan disestasi ini yang menjadi permasalahan apakah 
tradisi-tradisi dalam perkawinan yang dilakukan masyarakat Bugis di kota 
Parepare  termasuk dalam Al-„urf as- sahīh atau Al-„urf al-fāsid, maka 
dengan teori 'urf inilah penyusun akan menganalisis pandangan hukum 
Islam terhadap tradisi dalam perkawinan masyarakat Bugis kota Parepare. 
Dengan demikian, adat dalam pandangan Islam tidak terlepas dari 
tiga kemungkinan, yaitu adat yang diterima tanpa kritik, adat yang diterima 
dengan melakukan revitalisasi, dan adat ditolak karena betentangan syari‟at. 
Jika adat tersebut tidak bertentangan dengan syari‟at, maka tetap 
dipertahanakan dan dilestarikan sebagai sebuah budaya. Namun jika adat 
tersebut menyalahi ketentuan syara‟, maka dapat dicarikan alternatif lain 
dalam pelaksanaannya sebagai sebuah upaya revitalisasi agar dapat 
bersesuaian dengan syari‟at Islam. Akan tetapi jika tidak diperoleh 
                                                          
101Chaerul Uman, dkk, Ushul Fiqih, (Bandung: pustaka Setia, 2000), h.160-166. 
102Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat/‟Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pidato  




alternatif lain, maka adat tersebut harus dihilangkan sebagai konsekwensi 
terhadap Islam. 
Integrasi hasil pemikiran antara tetap melaksanakan dan harus 
direvitalisasi serta yang harus ditinggalkan di atas merupakan sebuah 
gagasan eksplorasi yang terangkum dalam “Budaya Perkawinan 
Masyarakat Bugis” 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam kategari studi lapangan (filed 
research),1 mengacu pada kumpulan data lapangan dari hasil observasi,2 
yang digunakan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan bahan kajian, 
maka secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Lokasi 
tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa masyatakat Kota Parepare 
dominan merupakan warga pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi 
Selatan, dan kawasan lain di luar Sulawesi Selatan. Dengan demikian, 
Parepare memiliki masyarakat yang majemuk, karena terdiri dari beberapa 
suku dan etnis. Suku yang terdapat di Parepare adalah suku Bugis, Mandar, 
Makassar serta Toraja. Selain itu, etnis yang juga terdapat di kota Parepare 
adalah etnis Cina dan Jawa. Suku Bugis merupakan suku yang dominan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekastan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teologis, filosofis, sosilogis, antropogis dan yuridis karena menggambarkan 
hubungan yang signifikan hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi-tradisi 
perkawinan masyarakat Bugis Kota Parepare.  
                                                          
1Sutrisno dkk, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 
UGM, 2004), h. 19.  
2Observasi adalah pengamatan dan mendengar, prilaku seseorang selama beberapa waktu 
tanpa ada manipulasi data Lihat James A. Black dan Dean J. Champion, Metode and Sosial 
Research, Alih Bahasa E. Koeswara, Metode dan Masalah Penlitian Sosial  (Bandung: Rifika 




Guna memahami pendekatan tersebut di atas, maka akan dipaparkan 
pengertiannya sebagai berikut: 
Pendekatan Filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata 
philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu 
filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan 
sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman 
manusia. Filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat atau 
hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek formalnya. Filsafat 
mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat dibalik yang 
bersifat lahiriah. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan 
terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni 
pengalaman agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, 
kosong tanpa arti. Mereka dapatkan dari pengamalan agama tersebut 
hanyalah pengakuan formalistik, mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai 
spiritual yang terkandung di dalamnya.3 Pendekatan ini diharapkan mampu 
mengungkap nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi-tradisi 
masyarakat Bugis Kota Parepare. 
Pendekatan sosiologis, yaitu melihat interaksi sosial masyarakat 
dalam rangka mempelajari kenyataan sosial, budaya dan tradisi dalam suatu 
komunitas tertentu, begitu juga terhadap masyarakat luas.4 Pendekatan ini 
diharapkan mampu mengungkap perubahan sosial yang terjadi pada 
masyarakat Bugis di Kota Parepare. 
Pendekatan antropologis digunakan dalam rangka mengadakan 
observasi terhadap kebudayaan, yakni meneliti tradisi lokal, berdasarkan 
                                                          
3James A. Black dan Dean J. Champion, Metode and Sosial Research, Alih Bahasa E. 
Koeswara, Metode dan Masalah Penlitian Sosial, h. 42-45  
4Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47.  
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ilmu antropologi budaya dengan melihat realitas interaksi sosial dalam 
masyarakat, dan menekankan pada proses akulturasi unsur kebudayaan 
dalam perkawinan masyaraka Bugis Kota Parepare. 
Hubungan antara Islam sebagai agama dengan adat dan tradisi lokal 
sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini 
bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya. Islam sebagai 
agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistim budaya suatu 
masyarakat muslim. Hal ini kemudian dikembangkan pada aspek ajaran 
Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi 
mendekati hukum Islam sebagai sebuah institusi kebuadayaan muslim. 
Pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologi dan antropologis saat ini 
sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib 
syariah. Mereka berpandangan jika syariah tidak didekati secara sosio 
historis maka yang terjadi adalah pembekuan terhadap norma syariah yang 
sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat. 
Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap hubungan antara tradisi-
tradisi perkawinan masyarakat Bugis Kota Parepare. 
Sedangkan pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah pendekatan 
yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan 
yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah 
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal 
pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 
peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan 
melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini 
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dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara 
langsung ke lapangan. 
Melalui beberapa pendekatan tersebut di atas, dapat mengungkap 
berbagi macam hal sesuai dengan obyek penelitian. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer (field research) yaitu data yang diperoleh secara langsung 
di lapangan yang dikumpulkan lewat informan yakni pemerintah 
setempat, tokoh adat dan budaya, tokoh agama, pelaku perkawinan 
adat dan ketua pengkajian dan pemerhati budaya. Sumber data 
ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian dengan teknik purposive 
sampling,5 sampai data dianggap cukup. Menggunakan teknik ini, 
karena penulis dalam hal data-data awal hanya mengetahui beberapa 
responden. Meskipun demikian, dari beberapa responden tersebut 
kemudian ditelusuri dan berkembang sehingga memudahkan informasi 
atau data-data yang lebih banyak lagi. Sehingga jumlah informan tidak 
dibatasi namun sesuai dengan cakupan penelitian dan pembahasan.6 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai kajian literatur 
pustaka yang disebut library research yang diperoleh dengan cara 
mencari kata kunci melalui katalog7 dan indeks.8 Selanjutnya mencari 
                                                          
5Purposive sampling adalah tekhnik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu 
(orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sampel. Tekhnik ini dipilih oleh penulis karena 
beberapa pertimbangan, yaitu alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat 
mengambil sampel yang besar dan jauh.   
6Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Ed. II (Cet. I; Jakarta; Granit, 2004), 
h. 112. 
7Katalog adalah sebuah panduan penulisan judul, isi, dan lokasi buku 
8Indeks adalah daftar istilah, topik.  
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data melalui bibliogarfi9 yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. 
Informan dalam sebuah penelitian merupakan sumber data yang 
akurat dari seluruh individu yang menjadi informan. Tujuan penentuan 
informan adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian 
dengan cara memberi pertanyaan melalui wawancara atau melalui angket. 
Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
masalah yang diteliti.10 Informan dalam penelitian ini terdiri dari; Tokoh 
Masyarakat 8 orang, Tokoh Agama 6 orang, Tokoh Adat/Budaya 5 orang. 
Meski demikian, dari beberapa informan tersebut kemudian ditelusuri dan 
berkembang sehingga memudahkan informasi atau data-data yang lebih 
banyak lagi, sehingga jumlah informan tidak dibatasi namun sesuai dengan 
cakupan penelitian dan pembahasan.11  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk 
mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Muhammad Arif Tiro 
menyatakan bahwa seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegitan 
pengumpulan data.12 Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 
bersumber dari lapangan (field Research) dan kajian pustaka (library 
reesearch) 
Metode pengumpulan data dalam penelitian field research 
merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di 
                                                          
9Bibliografi adalah sebuah kutipan yang ditambah dengan beberapa elemen lain. 
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cek.VIII; Bandung: 
Renika Cipta, 1993), h. 102. Bandingkan dengan Herman Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 49 
11Retno Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Ed. II (Cet.I; Granit, 2004), h. 112. 
12Muhammad Arif  Tiro, Statistikan Distribusi Bebas (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 
2002), h. 1 
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lapangan. Secara umum metode penelitian tersebut banyak sekali dan 
berbeda-beda modus oprandinya sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Suharsisimi Arikunto, yang dalam hal ini dapat berupa mengumpulkan 
tes/pengujian, observasi/pengamatan, kuesioner/angket, interviu atau 
wawancara, dan dokumentasi.13 Dari sekian banyak metode tersebut, maka 
yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi/Pengamatan 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan 
data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai tradisi-tradisi 
dalam setiap tahapan prosesi perkawinan masyarakat Bugis di Kota 
Parepare. 
Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang 
maksimal, maka dalam pelaksanaannya peneliti bukan hanya sekedar 
mencatat, tapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian melakukan 
penilaian ke dalam suatu skala peringkat. Dengan demikian, peneliti 
senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara terus 
menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipasi. 
Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terlibat secara langsung, 
sedangkan observasi non-partisipasi adalah observasi yang dilakukan di 
mana peneliti tidak menyatu dengan obyek yang diteliti, peneliti hanya 
sekedar pengamat. 
2. Wawancara/Interviw 
Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewancara dengan informan/orang yang diwawancarai, dengan atau 
                                                          
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cek.VIII; Bandung: 
Renika Cipta, 1993), h. 192 
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tanpa menggunakan pedoman wawancara. 14  
Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 
Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa 
informasi yang ingin digali dari informan sehingga daftar pertanyaannya 
sudah dibuat secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur adalah 
wawancara bebas15, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan 
hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informan. 
Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak berstruktur sebagai 
upaya untuk memahami perilaku yang kompleks anggota masyarakat 
tanpa mengenakan sejumlah kategori yang bisa membatasi ruang lingkup 
penelitian. Metode wawancara ini dilakukan secara mendalam16 dengan 
cara sebagai berikut: a) membuat garis-garis besar masalah penelitian, b) 
bertanya pada fokus penelitian, c) mengembangkan pertanyaan fokus 
penelitian, d) pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap, 
bagaimana, mengapa, untuk apa, dan apa maknanya. Dengan demikian, 
akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 
                                                          
14Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya:  Airlangga  University  Press, 
2001), h. 142. 
15Wawancara bebas yang dilakukan lebih terkesan sebagai perbincangan biasa walaupun 
diarahkan kepada topik penelitian, sehingga informan tidak menyadari bahwa ia sedang 
diwawancarai. Agar tetap menjaga estetika penelitian ini, peneliti tetap berpegang kepada kode etik 
bagi pewawancara yaitu jujur, cermat, objektif, netral, tidak mempengaruhi responden dalam 
menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya, jujur dalam mencatat, menulis jawaban 
responden selengkapnya persis yang diungkapkan, tulisan harus jelas, terbaca oleh siapapun, tidak 
menggunakan singkatan, menaruh perhatian dan penuh perhatian pada responden, sanggup membuat 
responden tenang dan berselera untuk menjawab, yang lebih penting adalah menghargai responden. 
16Wawancara mendalam yang dimaksudkan adalah suatu pertemuan berulang-ulang antara 
peneliti dan informan mengenai pokok bahasan tertentu sebagaiman yang diungkapkan dalam 
bahasanya sendiri. Wawancara mendalam adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan 
akrab dan informal  
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digunakan untuk menelusuri data historis.17 Penggunaan dokumen pribadi 
yaitu cacatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, 
pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah tradisi-tradisi dalam 
perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang 
kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar obyek penelitian,18 dan 
tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku-
buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan 
lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji. 
Setelah data-data ditemukan, penulis membuat kartu catatan. Pembuatan 
kartu catatan ini meliputi; kartu iktisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan,19 
dengan berpedoman pada satu ketentuan yang penulis gunakan sendiri.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini 
adalah pedoman wawancara.20 dan tape recorder. Pedoman wawancara, 
penulis gunakan sebagai panduan dalam mewawancarai beberapa informan 
untuk mengetahui hal-hal yang bersangkut paut dengan penelitian tentang 
tradisi perkawinan masyarakat Kota Parepare. Pedoman wawancara ini berisi 
sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan untuk 
mendapatkan data yang benar-benar akurat. Sedangkan tape recorder penulis 
pergunakan untuk mempermudah mengingat pokok permasalahan dan hasil 
wawancara yang telah dilakukan, baik di lokasi penelitian ataupun di tempat 
yang menjadi sumber data. 
                                                          
17Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya:  Airlangga  University  Press, 
2001),h. 152 
18Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Cet.XXI; Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2005) 2005), h. 164-169 
19
 Winarto Suracmad, Pengatar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1990), h. 257-258 
20Muh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 212. Lihat 
juga Winarto Suracmad, PengantaR Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1990), h. 257-258 
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F. Teknik Pengelalan dan Analisis Data 
Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh 
kemudian diola dengan metode sebagai berikut: 
1. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 
dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara 
satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata. 
2. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data 
yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 
sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 
sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah 
3. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. 
Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau katagori. 
Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada analisis, 
menjelaskan pola atau katagori, mencari hubungan antara berbagai 
konsep. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan 
diragukan, maka dengan bertambahnya data, kesimpulan itu menjadi lebih 
grounded. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus 
menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan akhir didapat setelah 
seluruh data yang diinginkan didapatkan. 
Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 
sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 
penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian 
melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan 
cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang samasekali baru 
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atau mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan eksistensi 
tradisi-tradisi Perkawinan masyarakat Bugis Parepare. 
Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik 
adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan 
dengan katagorisasi. Secara rinci  langkah-langkah analisis data dilakukan 
dengan cara reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. 
Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang 
pokok yang sesuai dengan dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai 
dengan eksistensi tradisi-tradisi Perkawinan masyarakat Bugis di Kota 
Parepare, sehingga dapat dianalisis dengan mudah. 
2. Display data ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah 
untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini akan dilakukan dengan cara 
membuat matrik, diagram, ataupun grafik.  
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam 
proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, 
hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada 
eksistensi tradisi-tradisi Perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare  
E. Pengujian Keabsahan Data 
Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting 
dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata dan tindakan (aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang 
merupakan data tambahan). Kesalahan data akan menghasilkan penarikan 
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kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan 
menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam 
Bachri menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada 
akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, 
benar dan beretika”. 21 
Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka 
keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. 
Pelaksanaan teknik pemeriksaaan data didasarkan atas sejumlah kriteria 
tertentu, seperti disarankan oleh Menurut Bachri yang meliputi: kredibilitas 
(credibility), transferabilitas (transferability), dependabilitas (dependability), 
konfirmabilitas (confirmability).22 
Adapun penerapannya dalam praktek adalah bahwa untuk memenuhi 
nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan adat perkawinan 
masyarakat Bugis kota Parepare, maka hasil penelitian ini harus dapat 
dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan secara 
kritis, maka paling tidak ada beberapa teknik yang diajukan, yaitu: 
Pertama, perpanjangan kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti 
mempergunakan waktu yang panjang di dalam mencari data di lapangan, 
mengadakan wawancara mendalam kepada Palemmui, Paung Ahmad, Nawir, 
dan A. Anwar Saenong sebagai tokoh adat dan budaya kota Parepare dan 
tokoh adat lainnya yang tidak hanya dilakukan satu kali tetapi peneliti 
lakukan berulang kali, berhari-hari, berminggu-minggu. Hal ini peneliti 
lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar, oleh karena itu 
                                                          
21Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian 
Kualitatif (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2010), h. 54 
22Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian 
Kualitatif (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2010), h. 55 
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perlu diadakan ceking data sampai mendapatkan data yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Selanjutnya harus dilakukan pengamatan secara terus-menerus 
termasuk kegiatan pengecekan data melalui informan lain untuk menanyakan 
kebenaran informasi dari Palemmui, Paung Ahmad, Nawir, dan A. Anwar 
Saenong tersebut dan data yang lain yang penting. Dan kemudian data yang 
benar tersebut dilakukan triangulasi. Kebenaran data juga bisa diuji melalui 
diskusi dengan teman-teman sejawat, diskusi ini di samping sebagai koreksi 
terhadap kebenaran data yang merupakan hasil dari interpretasi informan 
penelitian juga untuk mencari kebenaran bahasa ilmiah dalam interpretasi 
terhadap interpretasi tersebut. Kemudian dilakukan analisis kasus negatif, 
pengecekan atas cakupan referensi, dan pengecekan informan. 
Kriteria kedua, untuk memenuhi kriteria bahwa; hasil penelitian yang 
berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat Bugis kota Parepare yang 
dilihat sebagai realitas subjektif dari perspektif fenomenologi, dapat 
diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain yang memiliki 
tipologi yang sama.  
Kriteria ketiga, digunakan untuk menilai apakah proses penelitian 
kualitatif bermutu atau tidak, dengan melakukan evaluasi apakah si peneliti 
sudah cukup hati-hati dalam mencari data, terjadi bias atau tidak? apakah 
membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, 
pengumpulan datanya dan, penginterpretasiannya. 
Sedangkan kriteria keempat, untuk menilai mutu tidaknya hasil 
penelitian, jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses 
yang ditempuh oleh peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk menilai 
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kualitas hasil penelitian itu sendiri, dengan tekanan pertanyaan apakah data 
dan informasi, serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang 
cukup. Jadi menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang. 
Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. 
Menurut William Wiersma dalam Sugiyono23: “Triangulation is qualitative 
cross-validation. It assesses to a sufficiency of the data according to the 
convergence of multiple data collection procedurs”. Diartikan sebagai 
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, 
sehingga triangulasi dapat kelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi 
sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. 
Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih keabsahan data 
dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis 
masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis 
data menggunakan metode triangulation observers. Selanjutnya pendekatan 
triangulasi dilakukan menurut sudut pandang; tokoh adat, tokoh masyarakat, 
dan tokoh agama. 
                                                          
23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. 
(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 372 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Parepare termasuk kota teramai kedua dari ibu Kota Propinsi 
Sulawesi Selatan sehingga Parepare wajarlah menjadi tujuan dan tempat 
untuk berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan berbagai kegiatan 
di berbagai bidang khususnya perekonomian. Kondisi masyarakat Kota 
Parepare yang sangat heterogen ini tentu saja membuat Kota Parepare 
menjadi salah satu Kota di Sulawesi Selatan yang sangat strategis dalam 
pengembangan kota metropolitan. 
1. Kondisi Geografi dan Demografis 
Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan 
transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi 
Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat.Kota Parepare 
terletak antara 3o 57‟ 39” - 4o 04‟ 49” Lintang Selatan dan 119o 36‟24” - 
119o 43‟ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah 
WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat 
dari waktu ibu Kota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari 
Greenwich Mean Time (GMT). 
Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, Batas wilayah 
Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kota Pinrang; 
sebelah timur berbatasan dengan Kota Sidenreng Rappang; sebelah selatan 
berbatasan dengan Kota Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat 
Makassar dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 




Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro 
Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: 
LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan 
Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, 
Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh 
kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, 
Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.  
Dari sisi geografis, Kota Parepare tidak terlalu jauh dari ibukota 
Propinsi. Jaraknya kurang lebih 155 kilometer dari dan ke Makassar yang 
memisahkan atau memakan waktu sekitar 3-4 jam perjalan darat.Posisinya 
tepat di pesisir Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau 
Kalimantan sehingga arus lalu lintas antara pulau ini pun menjadi salah satu 
layanan yang tersedia di beberapa pelabuhan. 
Sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun sekitar 28,50C, dengan 
suhu minimal 25,6oC dan suhu maksimal 31,5oC. dan ketinggian kota 
Parepare bervariasi antara 0 sampai 500 meter diatas permukaan laut. 
Jumlah penduduk Kota Parepare setiap tahun mengalami 
peningkatan, baik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kota 
Parepare sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kota Parepare. Pada 
dasarnya tingkat perkembangan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk 
mengestimasi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi 
jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan 
matematis dengan pertimbanngan jumlah penduduk 5 tahun terakhir. 
2. Keadaan Penduduk 
Penduduk yang berdiam di Kota Parepare sebahagian besar adalah 
masyarakat pendatang yang berasal dari daerah-daerah  tetangga, seperti 
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Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Sidrap, 
Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, dll. Dan hanya 
sebahagian kecil penduduk asli. 
Adapun yang menjadi faktor pendorong kedatangan masyarakat 
Bugis di Kota Parepare sangat variatif sebagaimana yang dikemukakan oleh 
H. Abd. Halim K mengungkapkan bahwa masyarakat Bugisdatang ke 
Parepare dengan jalur kedinasan, jalur pendidikan, jalur ekonomi dan 
perdagangan, jalur perkawinan, dan keterpaksaan.1 
a. Jalur kedinasan. 
Kedinasan yang dimaksud adalah mereka yang datang dan tinggal 
di kota ini karena tuntutan tugas yang diberikan oleh negara, seperti 
pejabat negara yang dimutasikan dari suatu kabupaten ke Kota Parepare 
atau mereka yang diangkat oleh negara untuk menjadi pegawai negeri 
sipil dan ditempatkan di Kota Parepare. 
b. Jalur pendidikan 
Jalur pendidikan yang dimaksud di sini adalah mereka datang ke 
Parepare untuk menuntut ilmu pengetahuan/menjadi santri khususnya 
pada pesantren DDI kemudian menetap dan menjadi penduduk Kota 
Parepare.Seperti yang diungkapkan oleh Hj. St. Aminah “sebenarnya 
kampung asli saya adalah Kabupaten Pangkep, saya ke Parepare awalnya 
untuk menjadi santri di pesantren DDI lilbanat Ujunglare, akhirnya 
sampai saat ini tetap tinggal dan menjadi penduduk Kota Parepare”.2 
                                                          
1H. Abd. Halim K (54 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, tanggal 15 Agustus 2014 di 
Parepare 
2Hj. St. Aminah (53 tahun) Tokoh masyarakat, Wawancara, tanggal 19 Agustus 2014 di 
Parepare 
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Berdalsarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penduduk 
Kota Parepare melalui jalur pendidikan cukup siknifikan, mengingat 
Pondok Pesantren DDI Ujunglare pada masa kepemimpinan Anregurutta 
K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle merupakan salah satu pesanteren yang 
banyak diminati oleh masayarakat dari berbagai daerah di Sulawesi 
Selatan 
c. Jalur ekonomi dan perdagangan 
Jalur ekonomi dan perdagangan yang dimaksud adalah mereka 
yang datang ke Kota Parepare pada awalnya untuk mencari sumber 
penghidupan dengan berdagang berbagai komuditi yang dibawa dari 
daerah asalanya ke Parepare dan merasa ada kecocokan, lalu memilih 
tinggal di Parepare. H. Dg. Maggassing mengungkapkan; “pada tahun 
1983 saya pulang pergi dari Bone ke Parepare dengan membawa 
berbagai barang dagangan seperti; kalau saya dari Bone membawa gula 
merah ke Parepare untuk dijual dan setelah itu saya kembali ke Bone 
dengan membawa ikan kering, barang pecah belah, sarung sutra mandar 
dan lain sebagainya”3 
d. Jalur perkawinan 
Jalur perkawinan yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang 
tinggal di Parepare karena beristrikan/bersuamikan dengan orang 
Parepare, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suryani bahwa; 
“sebenarnya saya keturunan Bone, bapak saya orang berasaldari Salo 
Mekko Kabupaten Bone, Ibu saya orang Bacukiki asli Parepare, 
kemudian saya lahir di Parepare, kemudian suami saya juga orang 
                                                          
3H. Dg. Maggassing (62 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, tangal 19 Agustus 2014 di 
Parepare 
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Parepare akhirnya saya tinggal dan merasa orang Bugis Parepare”4. 
Senada yang dikemukakan oleh Abd. Gafur “tinggal di Kota Parepare 
karena isteri saya adalah orang Parepare Asli.”5 
e. Jalur keterpaksaan 
Jalur keterpaksaan yang dimaksud adalah terpaksa tinggal di 
Parepare karena keadaan yang memaksa, seperti penuturan Abdul Jabbar 
“saya tinggal di Parepare karena terpaksa. Sebenarnya saya berasal dari 
Kabupaten Bone, dulu saya berniat untuk merantau ke Malaysia melalui 
Kalimantan, akan tetapi di pelabuhan uang  saya dicopet, sehingga saya 
tidak jadi ke Malaysia dan saya juga malu pulang ke Bone. Akhirnya 
memutuskan untuk tinggal sementara di Parepare untuk mencari 
penghidupan, dan sampai saat ini kami menjadi warga masyarakat 
Parepare dan bahkan keluarga saya yang lain sudah banyak juga pindah 
ke Parepare”6. 
Melihat beberapa faktor pendorong kehadiran masyarkat Bugis di 
Parepare memberikan pemahaman bahwa masyarakat Bugis sangat 
familiar dan mudah beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka 
berada. Salah satu faktor pendorong keberadaan masyarakat Bugis di 
Parepare adalah jalur perkawinan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka jumlah penduduk Kota 
Parepare 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada Tahun 
2006 sebanyak 115.169 jiwa, yang terdiri dari 56.883 jiwa laki-laki serta 
58.286 jiwa perempuan, dan 27.464 kepala keluarga (KK) dan mengalami 
peningkatan menjadi 129.013 jiwa pada tahun 2010 yang terdiri dari 
                                                          
4Suryani, (42 tahun),Wawancara, tanggal 21 Agustus 2014 di Parepare 
5Abd. Gafur (43 tahun), Wawancara, tanggal 26 Agustus 2014 di Parapare 
6Abdul Jabbar (47 tahun) wiraswasta, Wawancara, tanggal 16 Agustus 2014 di Parepare 
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63.241 jiwa laki-laki serta 65.772 jiwa perempuan, dan 28.879 kepala 
keluarga (KK) dimana setiap keluarga rata-rata memiliki anggota keluarga 
sebanyak 4 sampai 5 orang. Hal tersebut memperlihatkan adanya 
perkembangan penduduk selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan 
rerata pertumbuhan 2,88 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk Kota 
Parepare berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk Kota 
Parepare pada setiap kecamatan selama kurun waktu 2009 hingga 2014 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Parepare 
Tahun 2009-2014 
No TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 2009 56.883 58.286 119.169 
2 2011 56.967 59.342 116.309 
3 2012 57.931 59132 117.063 
4 2013 57.032 61.810 118.842 
5 2014 63.241 65.772 129.013 
Sumber: Kota Parepare dalam Angka 2014 
Data pertumbuhan jumlah penduduk pada tabel di atas merupakan 
akumulasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 
di Kota Parepare. Data kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota 
parepare 5 tahun terakhir denagn tingkat pertumbuhan rerata 2,88 persen  
pertahun, maka dengan metode pendekatan matematis dapat dilakukan 
proyeksi atau perkiraan jumlah penduduk hingga tahun 2015. Hasil analisa 
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dilakukan menunjukkan perkiraan jumlah penduduk Kota Parepare hingga 
tahun 2015 mencapai 139.721 jiwa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2 
sebagai berikut: 
Tabel 3: Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Thn. 2011-2015  
No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Bacukiki 14.696 14.918 15.144 15.373 15.606 
2 Ujung 32.676 33.333 34.002 34.685 35.381 
3 Soreang 44.012 44.562 45.119 45.683 46.255 
4 Bacukiki 
Barata 39.701 40.378 41.066 41.767 42.479 
Jumlah 131.085 133.191 135.332 137.508 139.721 
Sumber:  Kota Parepare dalam Angka 2014 dan Hasil Estimasi Poja 
AMPL Tahun 2015  
Struktur penduduk menurut agama berdasarkan data yang ada (Kota 
Parepare Dalam Angka Tahun 2014) menunjukkan bahwa mayoritas 
penduduk di Kota Parepare adalah pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 
11.484 jiwa atau sekitar 86.70 persen dari total jumlah penduduk Kota 
Parepare. Sedangkan pemeluk agama lainnya terdiri atas pemeluk Agama 
Kristen Protestan dan Katolik masing-masing 8.104 jiwa dan 5.243 jiwa, 
pemeluk Agama Hindu dan Budha masing-masing sebanyak 1.826 jiwa 
dan 1.398 jiwa, selengkapnya diuraikan pada tabel 3, Distribusi penduduk 
pemeluk Agama Islam tersebar merata di seluruh kecamatan, begitu pula 
dengan pemeluk agama lainnya.  
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Tabel 4: Struktur Penduduk Menurut Agama di Kota Parepare Thn. 2014 
No Kecamatan 
Agama 
Total Islam Pro- testan Katolik Hindu Budha Konfhucu 
1 Bacukiki 38.601 702 725 882 126 21 41.057 
2 Ujung 35.146 1.109 1252 631 727 261 39.126 
3 Soreang 37.737 6.293 3266 313 545 252 48.406 
4 Bacukiki 
Barata 
* * * * * * * 
Jumlah 111.484 8.104 5.243 1.826 1.398 534 128.589 
Prosentase 86,70 6,30 4,08 1,42 1,09 0,42 100 
Sumber : Kota Parepare dalam Angka 2014 
Ket. * : Data Menyatu Dengan Kecamatan Induk 
Penduduk Kota Parepare adalah mayoritas pemeluk agama Islam 
disamping itu mereka hidup rukun dan damai bersama dengan pemeluk 
agama lainnya yakni Khatolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konfhucu. 
Masyarakat Parepare majemuk dari berbagai suku etnik dengan 
dominasi suku Bugis, Mandar, Makassar, serta Toraja selebihnya etnis 
Cina dan Jawa.Meskipun dari beragam suku, namun kehidupan sehari-
hari, masyarakatnya terkenal dengan rasa gotong royong dan kekerabatan 
yang tinggi. Hal ini sangat terlihat pada acara-acara perkawinan mereka 
berbaur secara bersama-sama tanpa ada perbedaan satu sama lain. Begitu 
pula pada acara mengantar calon haji, aqiqah, khatam Alquran dan 
kematian. 
Masyarakat Kota Parepare yang terkenal heterogen memiliki 
kebudayaan yang beragam, meski suku Bugis adalah suku yang 
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dominan. Tetapi dalam keseharian masyarakat Kota Parepare sangat 
terbuka dengan kebudayaan atau kebiasaan baru. Hal ini dikuatkan oleh 
keadaan kota yang relatif aman meski banyak komunitas yang berdiam di 
Kota Parepare, karena masyarakat telah menyadari akan pentingnya 
menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sosial. 
Sikap keterbukaan yang dimilki oleh masyarakat Parepare sangat 
dipengaruhi oleh kondisi Kota Parepare yang menupakan Kota transit 
dimana ada 2 pelabuhan besar yang mempunyai peran yang besar dalam 
mobilitas penduduk ke daerah lain khususnya Indonesia Timur dan 
Nusantara, sehingga atas dasar saling membutuhkan inilah yang 
mempunyai andil besar dalam menciptakan kebudayaan masyarakat 
untuk saling menghargai satu sama lain untuk menuju hidup yang lebih 
baik di masa yang akan datang. Secara khusus kebudayaan Bugis adalah 
gambaran masyarakat Kota Parepare meski tidak menutup adanya 
kebiasaan atau kebudayaan baru dari etnis dan komunitas lain, namun 
budaya sipakatau (Bahasa Bugis: saling menghormati) sangat dijunjung 
oleh masyarakat Kota Parepare dalam berbagai aspek kehidupan.  
Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Kota Parepare 
dan wilayah sekitarnya adalah bahasa Bugis karena penduduk yang 
mayoritas mendiami Kota Parepare adalah suku Bugis yang berasal dari 
berbagai daerah yang tersebar di Sulawesi Selatan seperti Suku Bugis 
Sidrap, Barru, Soppeng, Sengkang, Pinrang, Bone dan lainnya. Di 
samping itu Penduduk di Kota Parepare terdiri dari berbagai latar 
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belakang etnik maupun agamanya. Mayoritas penduduk berasal dari suku 
Bugis, menyusul suku Makassar, suku jawa, dan suku keturunan Cina 
Tionghoa.  
Agama yang dianut adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha 
dan Hindu. Mayoritas penduduk kota Parepare adalah pemeluk agama 
Islam . Hal itu jelas dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah berupa 
Masjid di seantero Kota Parepare. Meski begitu heterogennya, namun 
masyarakat Parepare sangat menghargai sikap hidup toleran, rukun, 
terbuka dan dinamis. Karenanya kota Parepare memiliki lingkungan 
sosial yang relatif kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang 
tingkat heterogenitas dan pluralitas masyarakatnya yang cukup tinggi 
selain ibukota propinsi yaitu kota Makassar.  
Dalam kaitannya dengan perkembangan pembangunan di bidang 
spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing 
agama pada tiga Kecamatan di Kota Parepare. Tempat peribadatan umat 
Islam yang berupa masjid, langgar dan mushollah pada tahun 2014 
berjumlah 257 buah terdiri dari Masjid 141 buah,  Mushollah sebanyak 
26 buah. Tempat peribadatan untuk agama Protestan sebanyak 15 buah 
gereja, dan gereja untuk agama Katolik sebanyak 2 buah, tempat 
peribadatan untuk  agama Buddha terdapat vihara 4 buah, sedangkan 
untuk tempat ibadah umat Hindu terdapat 1 sanggah, dan tidak 
ditemukan tempat ibadah untuk agama Konhucu. Dan untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5:  Jumlah Tempat Ibadah menurut Agama per Kecamatan Kota 
Parepare 
KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA KONHUCU 
Bacukiki 26 0 0 1 0 0 
Bacukiki Barat 45 1 0 0 0 0 
Ujung 36 4 1 0 2 0 
Soreang 60 10 1 0 2 0 
Jumlah 168 15 2 1 4 0 
Sumber: Data Keagamaan pada Kasi Urais Kemenag Kota Parepare 
Tahun  2014 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Bentuk-Bentuk Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis  
Pernikahan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki 
dan perempuan bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah 
pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing 
Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis di Kota 
Parepare yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan 
kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran 
agama juga berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini 
kebenarannya secara turun temurun. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah 
ungkapan “Narekko tomappabbotting sitongkkoi ade‟E sibawa  
gaukengnge, syāra‟ sanrē ade‟, ade‟ sanrē warī‟, warī‟ sanre tulīda”7 
Maksudnya: dalam melaksanakan prosesi pernikahan antara adat dan 
                                                          
7Abdul Wahid Ishak (61 tahun) Tokoh masyarakat, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2014 di 
Parepare 
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perbuatan sejalan seiring, syara‟ bergandengan dengan adat, adat 
bergandengan dengan tatanan sosial, Tatanan sosial yang baik diikuti dan 
dilaksanakan secara turun temurun dalam masyarakat. 
Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap 
rangkaian dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis sarat dengan 
pelaksanaan berbagai tradisi/adat yang orang Bugis istilahkan assennū-
sennūreng8. Ada lima tahapan utama dalam proses pernikahan masyarakat 
Bugis yaitu; pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta pernikahan, dan 
petemuan resmi berikutnya.9 
Tahapan proses pernikahan tersebut di atas dalam pelaksanaannya 
telah mengalami beberapa perubahan, namun nilai-nilai yang terkandung di 
dalam setiap upacara adat yang sifatnya prinsipil masih tetap dipertahankan. 
Untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan uraikan secara berturut-turut 
denga terlebih dahulu mengelompokkan kepada tiga tahap yaitu; pranikah, 
upacara pernikahan dan pasca pernikahan. 
a. Tahapan Pra nikah 
Tahapan pra nikah ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua 
bagian, yaitu; tahap peminangan dan persiapan akad nikah.  
1) Tahap Peminangan 
Masyarakat Bugis dalam melaksanakan perkawinan, banyak 
sekali tahapan-tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta 
perkawinan (Mappabotting) dilangsungkan. Jika laki-laki belum 
dijodohkan sejak kecil (atau sebelum dia lahir) maka keluarganya akan 
                                                          
8Assennu-sennureng merupakan harapan-harapan yang diingikan terjadi dalam kehidupan 
seseorang sebaigaimana yang disimbolkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Abdul Wahid Ishak 
(61 tahun) Tokoh masyarakat, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2014 di Parepare. 
9Susan Bolyard Millar, Perkawinan Bugis; Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknya, 
(Makassar: Ininnawa, 2009), h. 85. 
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mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. 
Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan 
diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan 
mereka sesuai atau tidak, jangan sampai tingkatan derajat sosial pelamar 
lebih rendah dari tingkat derajat sosial perempuan yang akan dilamar. 
Melamar atau maddūta (Bugis) adalah suatu proses perbuatan, 
cara meminang atau melamar, atau meminta seorang perempuan 
untuk dijadikan istri. Peminangan merupakan suatu proses awal dari 
suatu rangkaian kegiatan suatu pernikahan yang dilaksanakan secara 
normal, beradab, beradat, dan beragama. Peminangan itu terdiri atas 
kegiatan sistematis, beruntun atau berurutan. Kegiatan-kegiatan 
tersebut, yaitu; Mattiro, Mappesek-pesek, Mammanuk-manuk, Maddūta/ 
Massūro, dan Mappetu ada atau mappasiarekeng. 10 
Oleh karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang 
berurutan, maka tidak satu pun kegiatan dapat mendahului kegiatan 
lainnya, apalagi meniadakan salah satu kegiatan itu pada masyarakat 
Bugis tempo dulu. Namum, masyarakat Bugis modern sekarang ini 
sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran di kalangan 
masyarakat Bugis di Kota Parepare dan bahkan di daerah lain. Misalnya 
dahulu pada prosesi peminangan diawali dengan mattiro-tiro (Bugis) 
yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan dituakan di 
kalangan keluarga, tapi sekarang mattiro-tiro atau mencari calon istri 
dilakukan langsung oleh yang bersangkutan yang mau menikah. 
Menurut keterangan Andi Nawir (tokoh masyarakat) bahwa “mencari 
                                                          
10Andi Nurnaga N, Adat-Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis. (Ujungpandang: CV. Telaga 
Zamzam, 2001), h. 18  
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calon istri atau suami dipercayakan kepada anak yang mau menikah 
karena yang mau menjalani kehidupan rumahtangga ke depan adalah 
yang bersangkutan, kami orang tua hanya mendukung apa yang menjadi 
pilihannya”.11 Setelah anak yang bersangkutan telah menetukan 
calonnya, maka pikah keluarga melakukan penyelidikan yang dalam 
bahasa Bugis disebut mappesek-pesek. 
a) Mappesek-pesek (penjajakan) 
Mappesek-pesek merupakan langkah awal dari pihak laki-laki 
dahulu mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamarnya 
dengan menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih 
dahulu kepadanya. Dalam bahasa bugis dikatakan “De‟togaga Taroi”. 
Mappesek-pesek ini biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki 
yang terdiri dari satu orang atau lebih laki-laki atau perempuan dari 
keluarga dekat yang dapat menyimpan rahasia, dengan maksud 
manakala usaha ini gagal, maka tidak mudah diketahui oleh orang lain 
yang mungkin dapat mendatangkan perasaan malu (siri‟ dalam bahasa 
Bugis) bagi pihak laki-laki. 
Dalam kegiatan mappesek-pesek, utusan khusus pihak laki-laki 
ini menyembunyikan maksudnya bertamu, dia hanya bertanya tentang 
keluarga pihak perempuan, memperhatikan cara bicara dan bertutur 
keluarga perempuan terkhusus kepada anak gadis yang akan dilamar. 
Meskipun pada kenyataannya pihak keluarga perempuan pasti bisa 
menebak kedatangan tamu khusus tersebut ke rumahnya, apalagi 
dengan banyak bertanya tentang anak gadisnya. 
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Setelah orang tua pihak perempuan mengetahui maksud dari 
utusan pihak laki-laki, maka orang tua pihak perempuan tidak secara 
langsung menerima atau menolak tetapi biasanya meminta waktu 
untuk berunding dan bermusyawarah lebih dahulu dengan pihak 
keluarganya terutama kepada anak perempuannya. Biasanya orang tua 
pihak perempuan meminta waktu beberapa hari lagi kepada utusan 
pihak laki-laki datang kedua kalinya untuk mendengarkan hasil 
musyawarah pihak orang tua dan keluarga pihak perempuan. 
Kalau kunjungan kedua ini, oleh pihak orang tua pihak 
perempuan menyampaikan hasil musyawarah dengan keluarganya 
menyatakan menerima maksud baik tersebut, maka pihak laki-laki 
meminta waktu untuk mengirim duta secara resmi untuk 
membicarakan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 
perkawinan yang akan dilaksanakan. 
Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan tahapan mapesek-
pesek sudah jarang sekali dilakukan pada saat sekarang. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi adalah karena ruang komunkasi dan 
informasi serta pergaulan manusia sudah terbuka lebar. Akibatnya 
paradigma masyarakat terhadap perkawinan telah mengalami 
perubahan, sehingga penyelidikan terhadap calon istri/suami secara 
resmi tidak perlu lagi dilakukan oleh pihak keluarga karena sudah 
dilakukan pengenalan secara langsung melalui proses ”ta‟aruf” oleh 
pihak yang akan menikah.12 
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b) Maddūta/Massūro (Melamar) 
Maddūta atau melamar adalah kelanjutan dari pada tahap 
pertama (mapesek-pesek) dengan mengutus orang yang dituakan dari 
pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan 
amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi. 
Pada acara ini, pihak keluarga perempuan mengundang 
keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah dipanggil 
bermusyawarah pada waktu dilakukan pembicaraan mammanu-
manu, serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan 
hal-hal lamaran. Pada waktu pelamaran, keluarga wanita berkumpul 
di rumah orang tua atau wali wanita. 
Biasanya Perwakilan orang tua pihak perempuan terdiri dari 
beberapa orang tua berpakaian resmi/lengkap. Pakaian resmi laki-
laki, yaitu jas, sarung, songkok, dan wanita berpakalan kebaya, sarung 
sutera. Demikian pula orang-orang yang menjadi perwakilan 
orang tua pihak laki-laki juga berpakaian resmi, sebagaimana 
halnya keluarga pihak perempuan. 
Makanan yang disiapkan oleh pihak wanita mengikuti 
waktu makan. Bila pembicaraan diperkirakan sampai waktu 
makan siang, maka disiapkan makan siang. Akan tetapi, bila 
pembicaraan hanya berlangsung pada pagi hari atau sore hari, maka 
yang disediakan kue-kue tradisional disiapkan dalam bosara. 
Pada umunya masyarakat Bugis di Kota Parepare, pada 
upacara maddūta (lamaran) menyiapkan beberapa macam 
makanan ringan yang terdiri atas kue-kue tradisional Bugis, seperti; 
(1) sikaporo, (2) bolu peca, (3) katirisa‟lang, (4) bingka, (5) biji 
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nangka (6) sanggara, (7) doko-doko utti (8) lamé-lamé, (9) onde-onde, 
(10) cicuru tello, (11) jompo-jompo, (12) cicuru te'ne, dll. 
Lebih banyak kue yang dibuat lebih bagus, sesuai dengan pepatah 
Bugis yang mengatakan; “napatarompōsenngi makkunraiye narekko 
maccai mabbeppa”13 Artinya, bila wanita pandai membuat kue, menjadi 
kebanggaan baginya. Banyaknya jenis kue, yaitu dua belas jenis atau 
lebih. Kedua belas macam kue tersebut diatur masing-masing sembilan 
biji tiap piring yang disimpan di dalam bosara dan diatur memanjang 
sebanyak dua puluh empat buah atau dua lusin. 
Para tamu duduk bersila (duduk adat) pada tikar yang telah 
disediakan. Biasanya untuk bangsawan dalam pelaksanaan upacara 
"Maddūta", semuanya diatur oleh adat termasuk pakaian, tempat duduk, 
dan termasuk alu‟ kalu atau (accu‟-kanccu; dalam bahasa Bugis 
Parepare) yang pengaturannya seperti berikut: 
(1) Untuk orang yang dituakan/dipertuakan dalam kampung, seperti 
Arung (bangsawan), kepala kampung, imam kampung, dan juru 
bicara setiap pihak berpakaian jas, sarung, songkok. Ini dilakukan 
sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 
(2) Kurang lebih lima orang, di antara mereka itu, satu orang yang 
bertindak sebagai juru bicara. Semuanya berpakaian jas, sarung 
dan songkok. 
(3) Tiga atau empat wanita berpakaian kebaya dan sarung sutera. Ini 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 
(4) Seorang laki-laki membawa accu-kaccu atau aluk kalu, seperti; 
(a) beras satu gantang (empat liter); (b) manu siallebineng (ayam 
                                                          
13Palemmui (53) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 03 Agustus 2014 di Parepare 
117 
satu pasang); (c) kaluku tuo (kelapa yang sudah tumbuh); (d) gula 
merah dua biji; (e) daun sirih satu ikat, setiap ikat tiga lembar 
disertai dengar gambir, kapur, dan pinang. 
Kesemuanya disimpan dalam bakul, yang terbuat dari daun 
lontara yang berbulu yang disebut baku mabbulu-bulu (Bugis). 
Bahan-bahan tersebut di atas mengandung makna sebagai 
berikut, Ripakkalipuni allaibinengenna, maumare cenninna gollae, 
nalunrana kalukue.14 Artinya, mudah-mudahan kedua mempelai 
hidup tenteram, bahagia dengan memperoleh keturunan. 
Setelah rombongan tomaddūta (utusan) datang, kemudian 
dijemput dan dipersilakan duduk pada tempat yang sudah disediakan 
oleh penjemput yang mengenal tamu yang datang itu. Setelah 
bersalam-salaman menerima tamu to maddūta, saling duduk dan 
melempar senyum, akhirnya juru bicara dari pihak to maddūta 
memulai pembicaraan dengan kalimat “Duami kuala sappo, Unganna 
panasae, belo-belo kanukue. iyyaro bunga rositta, Tepu tabbakka 
toni, Engkana ga sappona”, tanyanya. (Artinya: Dengan hati yang 
jujur dan murni, kami datang membawa berita bahagia, 
menyampaikan niat suci. Bunga mawar itu tampaknya sudah mekar, 
apakah sudah ada yang menyimpannya?). 
Mendengar maksud kedatangan To Maddūta yang diungkapkan 
dengan sangat baik tersebut, to riaddutai menjawabnya dengan balik 
bertanya, “Dekgaga pasa‟ riliputta, balanca ri kappongta, mulinco 
mabela?” (Artinya: Apakah tak ada gadis di negeri tuan, sehingga 
jauh mencari?). to madduta menjawab lagi dalam ungkapan 
                                                          
14Nawir (46) Tokoh Adat dan Tokok Masyarakat, Wawancara,  tanggal 16 Agustus 2014di 
Parepare 
118 
“Engkana pasak ri liputta, balanca ri kampongta, naekiya nyawani 
kusappa”, (Artinya: Ada juga gadis cantik di negeri kami, tetapi 
bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik). 
Lalu To riaddutai kembali bertanya, “Iganaro elo ri bungata, 
bunga temmadaunnge, bunga temattakkewe”. (Artinya: Siapakah 
yang akan memetik anak kami, anak yang belum tahu apa-apa?). 
Pertanyaan itu dijawab oleh To Maddūta, “Tāroni temmadaung, 
taroni temmatakke, belo-belo temmate”.(Artinya: Biarlah tidak tahu 
apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan 
pelita dalam hidupku). 
Proses pelamaran berjalan dengan baik. Maksud baik To 
Maddūta tersebut untuk menjalin dan menyatukan dua keluarga 
akhirnya To Riaddutai sanggupi dan mengunci maksud 
kedatangannya tersebut dengan jawaban, “Ko makkoitu adatta, 
sorokni tangngakka, nakutangnga tokki”. (Artinya: Bila tekad tuan 
demikian, kembalilah tuan, pelajarilah kami dan kami akan 
mempelajari tuan). Pembicaraan selanjutnya setelah maksud To 
maddūta diterima adalah pembicaraan yang ringan-ringan saja 
tentang kondisi keluarga masing-masing, pihak keluarga to-riaddutai 
menerima antaran sirih, pinang dari pihak keluarga to madduta. 
Jika sudah tercapai kesepakatan, tahapan proses „maddūta‟ 
sudah selesai, proses selanjutnya disebut Mappettu Ada atau 
mappasiarekeng (Bugis), biasanya langsung dilanjutkan pembicaraan 
dari Maddūta ke proses Mappettu Ada, maksudnya supaya lebih 
ringkas, namun lebih banyak yang menyepakatinya di hari lain saja, 
di waktu yang berbeda, dengan mengabarkannya kepada seluruh 
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keluarga bahwa proses menuju perkawinan sudah benar-benar serius 
dari kedua pihak keluarga.  
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh 
data bahwa jika acara madduta terpisah dengan acara mappettu āda, 
maka pihak to maddūta dengan to riaddutai telah melakukan 
kesepakatan-kesepatan awal, seperti; mahar atau Sompa (Bugis), 
Uang belanja atau doi balanca (Bugis) hari pernikahan dan lain 
sebagainya yang akan dikukuhkan pada acara mappasiarekeng. 
c) Mappasiarekeng  
Kata mapasiarekeng, artinya mengikat dengan kuat. Upacara ini 
biasa pula disebut mappettu āda maksudnya pada waktu ini antara 
kedua belah pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki) bersama 
mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis 
sebelumnya. 
Untuk melaksanakan suatu perkawinan, selalu ada upacara 
mappasiarēkeng karena upacara maddūta masih dianggap belum 
resmi sebagai suatu ikatan dari kesepakatan kedua belah pihak. 
Adapun acara maddūta tersebut diibaratkan suatu benda belum diikat, 
belum disimpul atau masih bersifat benda yang dibalut “nappai 
ribalebbe Bugis” (Bugis), masih dapat terbuka. Oleh karena itu, 
dalam upacara mappasiarēkeng, diadakan janji yang kuat antara 
kedua belah pihak.15 
Tradisi masyarakat Bugis Parepare pada acara mappettu āda 
atau mappasiarekeng  (Bugis), pihak laki-laki ketika datang ke rumah 
pihak perempuan untuk acara mappettu āda dipersyaratkan membawa 
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perlengkapan sebagai berikut; Beras 4 Liter, Buah Pinang, Gula 
Merah, Daun Sirih atau Daung ota (Bugis), Kayu Manis atau Buah 
Pala, lilin atau Pelleng, Telur Ayam 1 Butir atau Siddi Tello Manu 
(Bugis), Ayam 1 Pasang atau Manu Mallibinengeng (Bugis), Sokko‟ 
na Pallise‟.16 
Setelah perlengkapan tersebut diserahkan kepada pihak 
perempuan dan seserahan tersebut diterima, barulah acara mappetu 
āda dimulai dengan dipandu oleh pembawa acara yang telah 
ditentukan, sebab sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Bugis pada 
acara mappettu āda dilangsungkan dialog antara pihak laki-laki dan 
pihak perempuan.  
Dialog tersebut biasanya dimulai oleh pihak perempuan sebagai 
tuan rumah dan dibalas oleh pihak laki-laki. Salah satu contoh dialog 
hasil wawancara dengan Puang Ahmad sebagai berikut;17 
Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan selanjutnya Tomalebbikkeng 
iyya kialebbirié nennia kitanréangngi alebbirenna, padamui topapoléi 
nennia toripoléi. Naiya riolo pappuji nennia bereselleng, ripatarakkai 
tanrang asyukkurukeng téenrigangkata riséseé arajanna Puang 
séuwaé, namuka éloullé simatanna, nawérékki kuaromai ajjapa-
jappang, apainringeng, kuwaétopa asagénang, natopada engka siuju 
rupa, sipakario-sipakarennu, siwollompolong, natosiraga-raga, rijiji‟ 
tudang pangngadereng ribola atudangenna tomalebbikkeng......(nama 
tuan rumah) massilise bola. Kuwaétopa tenriallupai massalawa 
nennia mappasalama mannennungeng masse lao ri Nabitta 
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Muhammad saw, Nabi iyya tirowangekki assalamakeng nennia 
asalewangeng rilino kuwaétopa ri akhérata matti. Insaya Allah. 
Sining to malebbikki nennia ritanreangnge alebbirenna ritu. 
Narimakkuananaro ikkengmaiyye dipawakkangi amanah maelo 
pappolo ada marilaleng temmagangka, makkéwari mattuppu ade‟ 
pappakaraja,dengan ucapan selamat datang ikkeng pole ritana 
asalamakenna tanae riasengnge (...............) sokku pattetteng sokku 
pattinro tuttung salompe uddani, nattekkana sepe‟-sepe‟ menasa mola 
aleteng paddennuang nakketenni riwelareng tempettu asalakenna 
tanae ri (daerah asal) nato engka lettu temmassangkalangeng 
mallabu sengereng naripataddadda risumpangminanga 
pangadērengnna alena  tomalebbikki (nama tuan rumah) ilise bola‟ 
naripattinja risalangkanna  ripattuttu risapana majjulekka appang-
appang samalebba narimatteru tudang rikadera amaupekengnge 
mammuare‟i engkangetta rionrongnge engkaki tiwi biritta madeceng 
palettu selleng pappakaraja tampu‟ akkatta maraja marilaleng 
temmagangka 
Narimakkuannanaritu rigau engkaku palolangngi nyilikku giling 
massaile riatau na riabio nakulaga madecengnni rilaleng ati 
makkedae ”tomatoa malebbiki engkae pole, tentuni engka akkatta 
nennia hajja maraja nawawa pole ri tana asalamakenna tanae ri 
(nama daerah asal), narimakkoannanaro tomatoa malebbikki engkae 
tompe adatongeng natomattangnga rirapangnge naripattarattei 
riwarie nariala toppogau riabiasangnge namukka sagala 
sagalamemeng iyyapa nasagala engkapi talle majjajareng. Makkoniro 
riolo riala ada-ada pappaddiolo riolo alebbiretta maneng. 
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Kemudian dijawab oleh perwakilanpihak laki-laki ”Sining to 
malebbiki, topole sibawa toripolei iyya rialebbirie nennia 
ritanreangnge alebbirena. Naiyya rimonri pappoji nennia 
beresellengnge ripatarakkai tanra asukkuruketta lao ri puang Alla‟ 
taala puang simata passokkuengngi pammasena lao riidimmaneng 
iyya mancaji saba‟ natopada engka siwolongmpolong, siuju rupa, 
sipakari sipakarennu siraga-raga ri bola acokkongenna alena 
tomalebbiki (nama tuan rumah)massilire bola. Makkotoparo paimeng 
salawa nennia appasalama‟e ripalattui lao risese alebbirenna Nabitta 
Muhammad saw. Nabi iyya tiwi‟e apatiroan malemmpu lao ri ikkeng 
maneng rupatauwe. 
Narimunrina ritu, tapakarajayyangnga addampeng kupappolo 
ada-ada paddawa-dawa bicara, appabati ada-ada pa‟pakatuna ale, 
uwalai paddagaraga toana passalesse ge‟no tomalebbii pappakesse 
padduppa bajuponco, mappasanre riade‟ pabbaju bolong. Ikkeng 
maiyye engkae pole ritana asalamekenna tanae riasengnge (asal 
daerah) tarakka mabba‟ssang ribola acokkongenna tomatoa 
malebbiki bapak (............) tuttung salompe uddani, mattekka risepe‟-
sepe‟ menasa, mola leteng paddennuang, makketenni riwelareng 
teppettunna, barakkuammengngi engkai ritangke ripatadadda ricappa 
salima. Iyyanaro minasa paddennuang iyya engkae riwawa pole ri 
(kampungasala), iyyanaritu palettukangngi selleng malebbina alena 
tomatoa malebbikki (nama orang tua laki-laki)massilise bola, lao ri 
tomatoa malebbitta (orang tuang perempuan)massilise bola. Ana‟ 
riwakkang pattolana riasengnge (nama laki-laki) punnaiwi minasa 
nennia addennuang naelo‟i nasedding pasilorong wilareng, 
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mappagenne‟ bilangan cummpaling, mappasseddi parekkuseng 
kuetopa mappalebba teddung patteppangeng lao ribeloja‟jarenna 
ana‟ riwakka pattolana to malebbiki (orang tua perempuan) 
riasengnge ..........iyyanaro menasa akkatta nennia addennung engkae 
ritiwi pole, tomacawe tomabela massenge‟ maneng, iyyanaro naola 
ada makkedae ”namoni silise kampong silise wanua pacca‟ca 
temmalara tona, narekko teaki melle‟ tarona lette bola mallimbang 
rimajeng, cokkomoa menasae nakkelo dewatae na iyya maddupa”. 
Nasaba iyyaro riasengnge Jodoh parellui ripahang, nasaba makkedai 
toriolota ”mauni narenring bulu‟ matanre, nalawang tasi‟ maloang, 
nalimbang tanete malampe uki‟ pura siputanroe silolonge 
paggangkanna, mauni mattaung mattimo menasae tettemoi jaji jama-
jamangnge. Insya Allah narekko engkai matti ritarima minasa 
akkattana, ripomenasai pannessai cora‟na patallei balona, aga 
engkka pura nasau-sau natennu natepu balo. 
Kemudian dijawab lagi oleh pihak perempuan ”Sining 
pangadereng tomalebbiki iyya engkae ritanreang alebbirenna. 
Rimukka purarana riengkalinga nennia ritomaningi sibawa madeceng 
minasa hajja akkatta paddennuanna alena tomalebbi‟ta  engkae pole 
massibawa massirombongeng pole ritana asalamakenna tanae 
riassengnge (asala daerah) mammenasa palattu selleng pappakaraja 
tampu akkata maraja temmagang pole riale malebbinaa Bapak (orang 
tua laki-laki) lao ri tomatoa malebbiki Bapak (orang tua perempuan) 
aga lise‟ sellenna ritu ”napomenasai nasedding mappasilorongeng 
welareng, mappagenne bilang cumpaling, mappaseddi parekkuseng 
mabbatang belojajareng nennia pallebba teddung patteppangeng 
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enrengnge mappajjali appang ranga-ranga. Macinnai nasedding 
millau addeppereng, naripancaji lise‟bola, naripancaji lise‟lipu 
mattetteng baja-baja majjampa temmangingi rigau engkana buana 
atinna ceyyana matanna intang mabborong mporongnge rahasiana 
belo ja‟jareng ana‟ riwakkanna Bapak (orang tua laki-laki) 
riasengnge (nama laki-laki) lao ri ana‟ malebbina bapak (orang tua 
peremnpuan) riasengnge (nama perempuan) Alhamdulillah rilaleng 
ajokkangenna takko taddakkai pakkitanna, ricinna matanna,eru‟ 
matanna, ile‟ matanna, duppa matanna, eru‟ matanna, mata 
madduppa rimatanna (nama perempuan) sehingga (perempuan) 
makkelongtoi makkeda ”ranrunni ri bunga lain, umekko ri matammu 
teani mappinra, sangaddi duapi menre btanna tikkae usala olo, 
sangaddi kakkepannipi bo‟bo‟ luttu menre‟ pada lepo upaja 
massenge. Alhamdulillah 
Sining pangadereng tomalebbiki iyya engkae ritanreang 
alebbirenna. Upe‟paha napunnai alena (nama laki-laki) nasaba engka 
lolongengi makkunrai riasengnge (nama perempuan) nasaba iyyaro 
................ makkunrai makessing de‟to umelo gantiwi, tapi melokka 
makkeda ”iyyaro.............matanre tenricongari, mapance‟ tenricukuki, 
ma‟benreng tenrijeling, welua ma‟gatta tellu sampo geno, inge‟ 
mabbulo-bulo, minca‟bulu mata ellong maggere tellu, apalagi 
iyyaro......... siap di tiga tempa; siap di sumur, siap di dapur, dan siap 
di kasur. 
Sining pangadereng tomalebbiki iyya engkae ritanreang 
alebbirenna. Alhamdulillah, narimunrina rituaga engkka pura nasau-
sau natennu tepu balo pole riduae duta nariala assamaturuseng 
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rilalenna iyyae essoe, yanaritu: Balanca pattaro ade‟, sompa pattaro 
syara‟, leko‟ passikki biritta nennia rilainnae. Iyya purae 
nasipakennu-kennukeng ininnawa nasiabbelureng cinna lahereng 
akkatta, sipatte‟ppui tampu‟ kalawiati naoppoi kalawi tangnga. Oleh 
karena itu, dengan ini disilahkan. 
Kemudian dijawab lagi oleh pihak laki-laki ”Alhamdulillah wa 
syukrililla Talleni majjajareng deceng cinna ripominasae, tabbakkani 
uki lawona ana‟ malebbiki kedua belah pihak, nasaba tepu tangkeni 
bicarae ritarimani sibawa madeceng. Narimakkuananaro De‟nagaga 
ada nennia pangkaukeng wedding ripuada nennia ripogau 
sangaddina alhamdulillah wasyukri lillah. Rijujung ribotto ulu 
alebbirenna, ritanreang ritengnga bitara, naripacokkong diulengtepu, 
nateddungi ellung-kellung, natarana wettoing. Ulaweng riala geno, 
intang paramata muttiara riala paramata mattappa, salaka riala lolo 
rekko mellei ripomenasae. Narimakkoananari iyya mancaji 
assamaturuseng dari kedua belah pihak adalah: 
Balanca pattaro ade‟ :......................................... 
Sompa pattaro syara‟ :......................................... 
Leko pattaro biritta :.........................................Dan seterusnya. 
Dari hasil pengamatan peneliti, dialog seperti di atas sudah 
jarang lagi ditemukan pada acara mappettu āda di kalangan 
masyarakat Bugis Kota Parepare, khususnya pada masyarakat 
perkotaan, disebabkan karena kurangnya orang tua atau tokoh 
masyarakat yang menguasai dialog seperti itu. Namun inti dari dialog 
tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia. 
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Pada acara mappetu āda, akan dibicarakan dan membahas hal-
hal tertentu yang akan dilakukan dalam proses perkawinan nanti, hal 
yang dibicarakan tersebut antara lain adalah: 
(1) Sompa 
Sompa artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya 
suatu perkawinan. Besarnya sompa (Bugis) telah ditentukan menurut 
golongan atau tingkatan derajat gadis. Penggolongan sompa tidaklah 
selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam bentuk mata uang 
“real” dan ada pula dalam bentuk “kati” tetapi dalam penelitian ini 
secara umum dapat dikemukakan sebagi berikut: 
(a) Bangsawan tinggi 88 real 
(b) Bangsawan menengah 44 real 
(c) Arung palili 28 real 
(d) Golongan tau maradeka 20 real 
(e) Golongan ata (budak) 10 real.18 
Pada akhir abad ke-19 besarnya mas kawin (sompa) ditetapkan 
berdasarkan status sosial seseorang. Setiap satuan maskawin disebut 
kati (mata uang kuno) satu kati senilai dengan 66 ringgit, atau sama 
dengan 88 real, 8 uang (8/20 rial) dan 8 uang (8/12 uang) dan setiap 
kati akan harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 real dan 
seekor kerbau yang bernilai 25 real. Sompa bagi kalangan perempuan 
bangsawan kelas tinggi Sompa bocco‟ atau sompa puncak bisa 
mencapai 14 kati. Sedangkan bagi perempuan bangsawan terendah 
hanya 1 kati, dan orang baik-baik atau tau deceng setengah kati, dan 
kalangan biasa hanya seperempat kati19. Sompa ini sangat penting 
                                                          
18Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
19Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
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artinya, khususnya bagi keluarga bangsawan karena hadiah-hadiah 
tambahannya, termasuk di dalamnya hadiah simbolis. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pada 
umumnya masyarakat Bugis Parepare mahar disimbolkan dalam 
bentuk cincin dan ditambah dengan mushaf alquran serta seperangkat 
alat shalat, jumlah maharnya tergantung dari persetujuan kedua belah 
pihak. 
Disamping mahar sebagaimana disebutkan di atas, pada 
masyarakat Bugis Parepare juga dipersyaratkan Sompa Sarat 
(Pangolong sompa) atau Mahar adat yaitu pemberian pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan yang telah ditetapkan oleh adat dalam tradisi 
perkawinan Bugis. Biasanya Sompa Sarat atau mahar adat tersebut 
terdiri atas; Tanah, Beras, Buah pinang, Kayu manis, Gula merah, 
Kunyit, Telur 1 biji, Tempat/Bakul lontar, Piring tanah, Piring putih 
sebagai alas bakul lontar, jarum dengan benang, Kain putih 1 meter. 
(jenis-jenis perlengkapan tersebut disesuaikan dengan kebiasaannya)20 
(2)  Doi‟ menre‟/Doi balanca (uang belanja) 
Secara sederhana, uang naik dapat diartikan sebagai uang 
belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai 
laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang belanja ini ditujukan 
untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Besar kecilnya uang 
belanja, ditentukan oleh pihak perempuan dan disepakati oleh pihak 
laki-laki. Selain itu, status sosial juga seringkali jadi penentu besar 
kecilnya uang belanja ini. 
                                                          
20Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan Indo Botting, Wawancara, tanggal 11 Agustus 
2014 di Bacukiki Parepare 
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Dui‟ menre‟ (Bugis) ini merupakan salah satu bagian penting 
dalam perkawinan selain sompa yang secara harfiah berarti 
„persembahan‟. Sompa ini sendiri berbeda dengan mahar dalam 
konsepsi hukum Islam yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah 
uang real (rella‟). Rella‟ ditetapkan sesuai status sosial perempuan dan 
akan menjadi hak miliknya.21 Besar kecilnya uang belanja dalam 
tradisi masyarakat Bugis Parepare ditentukan berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak. 
Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti penjelasan 
tersebut kurang lengkap, karena ketika peneliti menghadiri acara 
mappettu āda atau mappasiarekeng di lokasi penelitian uang belanja 
yang diistilahkan orang Bugis dengan doi‟balanca ini memang benar 
pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
Akan tetapi, pihak keluarga perempuan sebelumnya sudah 
„memasang‟ nominal yang nantinya akan dinegosiasikan lebih lanjut. 
Jadi tidak murni berdasarkam mufakat kedua pihak mempelai. 
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial calon 
mempelai perempuan menentukan besar kecilnya uang belanja. Status 
sosial ini meliputi keturunan, jenjang pendidikan dan pekerjaannya. 
Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, 
uangbelanjanya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika sarjana dan sudah 
menduduki suatu jabatan prestisius misalnya di suatu instansi 
pemerintah atau swasta, maka uang belanjanya pun akan besar. Hj. 
Nurhasnah, mengemukakan “saat ini nominal uang belanja yang 
termasuk rata-rata (standar) berkisar antara Rp.25.000.000,- 
                                                          
21Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
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Rp.50.000.000 juta rupiah. “Bahkan untuk golongan bangsawan bisa 
sampai 100 juta”.22 
Di samping dari status sosial, indikator besar kecilnya uang 
belanja bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit 
Bugis Parepare yang biasanya dari golongan wiraswasta (pengusaha) 
dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi di 
tiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, 
dan di gedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya 
resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga 
yang mengadakan pesta tersebut. Jika resepsinya di hotel mewah, 
maka sudah pasti ia orang kaya, dan uang belanjanya tanpa perlu 
orang lain tahu berapa tepatnya nominalnya, sudah tentu besar. 
Uang belanja memang adalah gengsi sosial demi menjaga 
martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi “orang 
lain”23 di luar keluarga kedua mempelai. Jika ada pernikahan, maka 
yang seringkali jadi buah bibir utama adalah „berapa uang naiknya?. 
Bahkan, tidak jarang ada fenomena seperti ini; uang belanja dari 
pernikahan keluarga A menjadi patokan keluarga B jika kelak ada 
sanak saudaranya yang menikah. “Mereka saja pasang segitu, jadi 
kira-kira kita pasang sigini saja”. 
Meskipun uang belanja merupakan tradisi yang sudah lama 
berlangsung dalam kebudayaan masyarakat Bugis, namun seiring 
dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Bugis yang sudah 
tidak sepakat dengan tradisi ini, khususnya anak muda usia 20 sampai 
                                                          
22Hj. Nurhasnah (39) Pegawai Negeri Sipil, wawancara, tanggal 06 Nopember 2014 di 
Parepare 
23
 Orang lain adalah tetangga, teman ayah, teman ibu, dan lain sebagainya. 
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30-an tahun. Persentuhan dan perkenalan dengan budaya lain serta 
tingkat pendidikan yang semakin tinggi bisa jadi mendorong 
timbulnya sikap ini. Bagi mereka, tradisi ini sudah usang sehingga 
tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. 
Akan tetapi, Muh. Shodiq, seorang tokoh masyarakat Bugis 
Parepare asal Sidrap mengatakan “Perlu dibedakan uang belanja 
dengan mahar. Kalau uang belanja sebagai pengganti biaya 
pernikahan, saya kira wajar selama itu sepadan dengan biaya yang 
dibutuhkan”. Lebih lanjut Muh. Shodiq mengatakan,”yang biasa dan 
bisa membuat mahal uang belanja itu karena ada korelasi antara 
besaran pesta dengan status sosial keluarga mempelai. Semakin tinggi 
status sosial seseorang tentu akan berupaya membuat pesta sebesar 
dan semewah mungkin. Itu pemikiran dasarnya”.24 
Kalau kita berpikir secara global, sebenarnya praktek uang 
belanja ini tidak hanya berlaku dalam kultur masyarakat Bugis, tapi 
juga semua etnis, apa pun etnisnya. Betapa tidak, sebab uang belanja 
itu sesungguhnya adalah uang antaran (untuk keperluan pesta 
pernikahan) yang merupakan tradisi, bukan hukum Islam ataupun 
hukum formal negara. Bedanya, orang Bugis khususnya yang 
tergolong orang tua dan tinggal di pedesaan masih menganut konsepsi 
yang kaku dalam kesadaran mereka perihal uang belanja (doi‟ menre) 
ini. Selain itu, pada etnis Bugis lah praktek uang belanja masih banyak 
terjadi dan seringkali datang membonceng konflik serta masalah-
masalah lainnya. Banyak kasus kandasnya rencana pernikahan bahkan 
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 Muh. Shodiq (46 tahun) Tokoh Masyarakat, wawancara, tanggal 07 September 2014 di 
Parepare 
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sampai bunuh diri karena tidak bisa menyanggupi uang naik yang 
diminta keluarga mempelai perempuan. 
Persoalan doi‟menre‟ dalam hukum Islam termasuk dalam hal 
tahsiniyyah walaupun menurut adat doi‟ menre‟ masuk dalam kategori 
syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah 
hukum syar‟i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal 
dalam syar‟i tidak diterima. Oleh karena itu, hukum doi‟ menre‟ 
menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya 
sebagai hibah. 
Adapun teknik dan waktu penyerahan uang belanja (doi menre‟) 
bervariasi, ada yang menyerakhan pada saat acara mappettu āda sesaat 
setelah terjadi kesepakatan bersama, dan ada pula yang menyerahkan 
pada hari pernikahan. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan kedua 
belah pihak. 
Menurut Nawir uang belanja pada acara perkawinan masyarakat 
Bugis Parepare tidak ada dasar secara baku yang dapat dijadikan 
patokan dalam penentuan besarnya uang belanja atau doi menre‟, 
karena kekuasaan politik tradisional semakin memudar disamping itu 
kebutuhan masyarakat semakin hari semakin mahal. Jadi uang belanja 
atau doi menre‟ disesuaikan dengan kebutuhan.25 
(3)  Aluk-kalu atau accuk-kaccu‟ 
Aluk-kalu atau accuk-kaccu‟ yaitu pemberian pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan diluar mahar dan doi menré yang diberikan 
pada saat mappenré botting, berupa perlengkapan sehari-hari pihak 
                                                          
25Nawir (46) Tokoh Adat dan Tokok Masyarakat, Wawancara, tanggal 16 Agustus 2014di 
Parepare 
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perempuan seperti: Pakaian, Perhiasan, Kosmetik. Jenis Aluk-kalu 
atau accuk-kaccu‟ yang diberikan tergantung dari permintaan pihak 
perempuan atau kesepakatan kedua belah pihak. 
(4)  Tanra Esso 
Tanra esso yaitu penentuan hari pernikahan. Ada beberapa 
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan esso 
akawingeng, antara lain waktu yang dianggap luang bagi keluarga 
pada umumnya. Bila keluarga berstatus petani, maka biasanya mereka 
memilih sesudah panen. Jika lamaran itu terjadi pada saat musim 
tanam padi, biasanya hari yang dipilih adalah sesudah tanam padi atau 
panen. Akan tetapi jika keluarga berstatus pegawai dan semacamnya, 
penentuan hari pernikahan (esso akawīngeng) sangat pleksibel dan 
pada umumnya memilih hari libur kerja seperti hari sabtu atau hari 
ahad. 
Namun demikian, pada sebagian masyarakat Bugis Parepare 
dalam menentukan hari pernikahan (esso akawīngeng), ada beberapa 
waktu yang selalu dihindari seperti; uleng taccīpi dan waktu nakas 
(nakkase‟dalam bahasa Bugis) terutama nakas yang disebut nakas hari 
tanggal 1 Muharram tepat pada hari rabu, maka setiap hari rabu pada 
tahun itu dianggap nahas.26 Bahkan ada yang berfaham bahwa setiap 
hari memiliki waktu baik dan waktu nahas, oleh sebab itu hari dan jam 
selalu mereka pertimbangkan tentang waktu nahas tersebut. Hari dan 
waktu nahas tersebut, antara lain: 
 
                                                          
26H. Abd. Rahim Arsyad (64 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, 
tanggal 03 Agustus 2014 di Parepare 
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Tabel 6: Waktu-Waktu baik dan waktu Nakas 
Hari 
Waktu baik dan waktu Nahas 
Kosong 





Ahad 06.00-08.00 08.00-11.00 11.00-12.00 12.00-15.00 15.00-18.00 
Senin 08.00-11.00 15.00-18.00 12.00-15.00 11.00-12.00 06.00-08.00 
Selasa 15.00-18.00 11.00-12.00 08.00-11.00 06.00-08.00 12.00-15.00 
Rabu 06.00-08.00 08.00-11.00 15.00-18.00 12.00-15.00 11.00-12.00 
Kamis 08.00-11.00 12.00-15.00 11.00-12.00 06.00-08.00 15.00-18.00 
Jum‟at 12.00-15.00 08.00-11.00 06.00-08.00 15.00-18.00 11.00-12.00 
Sabtu 08.00-11.00 12.00-15.00 11.00-12.00 06.00-08.00 15.00-18.00 
Sumber: Hasil Wawancara responden27 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka semua hari dapat 
ditetapkan sebagai hari pernikahan (esso akawīngeng), hanya saja 
waktu pelaksanaannya harus dihindari waktu-waktu nakasnya. 
Adapun waktu-waktu nakas dalam tabel tersebut adalah waktu kosong 
atau lobbang (bugis) dan waktu mati atau ujū‟(bugis). 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi 
bahwa masyarakat Bugis Parepare dalam menentukan hari pernikahan 
atau esso akawīngeng didasarkan pada tiga hal, yaitu; 1) berdasarkan 
siklus haidnya calon pengantin perempuan, 2) berdasarkan tabel hari 
dan waktu nakas, dan 3) berdasarkan hari kejadian segala sesuatu 
yang ada di alam ini. 
Penetuan hari berdasarkan siklus haidnya pengantin perempuan 
agar supaya penetuan hari pernikahan disesuaikan dengan masa subur 
                                                          
27Abdul Wahid Ishak (61 tahun) Tokoh masyarakat, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2014 di 
Parepare 
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dengan harapan setelah terjadinya pernikahan agar segera 
mendapatkan keturunan. Sedangkan penentuan hari pernikahan 
berdasarkan dengan tabel hari dan waktu nakas, agar di dalam 
menjalani kehidupan kelak senantiasa mendapatkan berbagai kebaikan 
dan dimudahkan rezkinya. 
Adapun penentuan hari pernikahan atau esso akawīngeng 
berdasarkan hari kejadian segala sesuatu yang ada di alam ini. Hal ini 
didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang nerbunyi:  
 
ْْنَعِْْبَأْ،َةَر ْيَرُىَْْلاَقْ :َْذَخَأُْْلوُسَرِْْاللْىَّلَصُْْاللِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوْيِدَِيبْ
َْلاَق َف«ْ :َْقَلَخُْْاللَّْْزَعَّْْلَجَوََْْةبْرُّ تلاَْْمْو َيْ،ِتْبَّسلاَْْقَلَخَوْاَهيِفَْْلاَِبْلْاْ





Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam memegang tanganku dan bersabda: "Allah 'azza 
wa jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung 
pada hari Ahad, menciptakan pepohonan (tumbuhan) pada hari 
Senin, menciptakan yang dibenci (keburukan) pada hari Selasa, 
menciptakan cahaya pada hari Rabu, memperkembang-biakkan 
hewan-hewan pada hari Kamis, menciptakan Adam 'alaihissalam 
setelah Ashar hari Jum'at pada akhir ciptaan, di saat akhir hari 
Jum'at antara Ashar sampai malam". 
                                                          
28Imam Ahmad Bin Hambal, Al-Musnad, Juz.III. (Kairo: Darul al-Fiqr lil al-thabaa wa al-
Nasyar,1993),h. 214. Lihat juga Imam Muslimdalam kitab Shahih-nya 4/2149 no.2789, Ibnu 
Khuzaimah (311H) dalam kitabnya Shahih-nya 3/117 no.1731, dan Ibnu Hibban (354H) dalam 
kitab Shahih-nya 14/30 no.6161: 
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Berdasarkan hadis di atas, maka masyarakat Bugis dalam 
menetapkan hari pernikahan atau esso akawīngeng didasarkan pada 
hari kejadiannya segala sesuatu. Misalnya, jika mengharapkan 
kehidupan pasangan yang akan dinikahkan mendapatkan kedamaian, 
mendapatkan sumber penghidupan yang layak, mendapatkan rezki 
yang melimpah dan lain sebagainya, maka hari pernikahannya 
ditetapkan pada hari sabtu. Kalau mengharapkan kehidupan pasangan 
yang akan dinikahkan tersebut mendapatkan ketangguhan dan 
kesuksesan dalam berbagai hal, maka hari pernikahannya ditetapkan 
pada hari ahad. Kalau menghendaki pasangan yang akan dinikahkan 
mendapatkan rezki yang melimpah, maka hari pernikahannya di 
tetapkan pada hari senin. Kalau menghendaki pasangan kelak 
mendapatkan petunjuk dan hidayah di dalam mengarungi kehidupan 
rumah tanggalanya, maka hari pernikahannya ditetapkan pada hari 
rabu. Kalau diharapkan pasangan yang akan dinikahkan memperoleh 
keturunan yang banyak maka hari pernikahannya ditetapkan pada hari 
kamis. Kalau menghendaki pasangan yang akan dinikahkan nanti 
mendapatkan keturunan yang banyak dan umur yang panjang, maka 
hari pernikahannya ditetapkan pada hari jum‟at. Karena Adam as 
diciptakan pada hari jum‟at dan memiliki anak yang banyak dan umur 
yang panjang.Semua harapan-harapan yang telah dikemukakan di atas 
menurut masyarakat Bugis Parepare adalah assennū-sennūreng. 
Sedangkan hari yang selalu dihindari dalam penentuan hari 
pernikahan atau esso akawīngeng adalah hari selasa, karena Allah swt 
menciptakan segala sesuatu yang dibenci pada hari selasa. Hal ini juga 
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oleh masyarakat Bugis Parepare disebut sala-salang atau massala-
salang (bugis).29 
Setelah mengetahui hari pelaksanaan akad nikah (ménré botting) 
dengan sendirinya prosesi adat lainnya seperti mandi majang, 
mappacci,(tudampenni, wenni mappacci) serta marola sudah diketahui 
pula. Upacara mappacci, pada malam tudampenni, atau malam pacar 
biasanya dilakukan sehari atau beberapa hari sebelum hari 
perkawinan. Sedangkan ma‟parola dilakukan sehari atau beberapa 
hari setelah hari perkawinan dilangsungkan. 
Jika pembicaraan tersebut telah mencapai kesepakatan, maka 
hasil kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kertas kemudian 
ditanda  tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan 
yang akan dijalani oleh kedua belah pihak sampai proses perkawinan 
selesai.30 Kemudian hasil kesepakatan yang sudah ditanda tangani 
diumumkan kepada halayak ramai dan ditutup dengan kata-kata ikrar 
sebagai berikut; "Mappammūlani iyyae essoe, tewweddinni 
maringkalīnga ada-ada menre, ada pole-pole, timukkupa 
nadaungcuitta, daungcillikupa natimutta pole makkada-ada, natosi-
ateppereng. Sangadi dewata teya, totopa massampeyang 
natopadassalai janci". Artinya, mulai hari ini, tidak akan ada lagi di 
antara kita berdua mendengarkan berita yang datang dari orang lain, 
kecuali berita dari mulut saya sendiri dan didengarkan oleh telinga 
                                                          
29H. Abd. Halim K (53 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, tanggal 29 Juli 2014 di Parepare 
30Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan Indo Botting, Wawancara, tanggal 11 Agustus 
2014 di Bacukiki Parepare 
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saudara (pihak laki-laki) yang mendengarkannya atau telinga saya 
mendengarkan berita dari mulut saudara baru sama-sama kita percaya, 
hanya Tuhanlah tidak menghendaki rencana kita bersamamu yang 
tampak menyebabkan perjanjian itu kita ingkari dibatalkan. Demikian 
bunyi kata ikrar sebagai penutup perjanjian pada upacara 
"Mappasiarekeng." 
Disusul dengan penyerahan beberapa benda dari pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan sebagai pattenre‟ āda atau passio 
(“pengikat”) berupa cincin, beserta sejumlah benda simbolis31 lainnya, 
seperti: (1) Satu lembar bahan waju tokko, (2) Satu lembar sarung 
sutera atau lipa‟ sabbé, (3) Satu piring besar nasi ketan (sokko), (4) 
Satu mangkok besar palopo‟ (air gula merah yang dimasak dengan 
santan dan diberi telur ayam secukupnya), dan (5) Dua sisir pisang 
raja. 
2) Tahap persiapan perkawinan atau esso akawingeng 
Tahap persiapan akad nikah atau esso kawingeng meliputi empat 
tahap, yaitu: Massarapo, madduppa, Mandi majang, dan Tudang 
penni. 
a) Mappaisseng atau memberi kabar 
Setelah prosesi peminangan telah selesai dan menghasilkan 
kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan 
menyampaikan kabar mengenai perkawinan ini. Biasanya yang diberi 
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tahu adalah tokoh masyarakat (ketua RT/RW, kepala Desa/Lurah dan 
kepala KUA), keluarga yang sangat dekat, serta tetangga-tetangga 
dekat berhubung mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap 
kesuksesan semua rangkaian upacara perkawinan ini. 
b) Mattampa/Mappalettu selleng (mengundang) 
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu 
mappaisseng, dan biasanya pihak keluarga calon mempelai akan 
mengundang seluruh sanak saudara dan handai taulan. Undangan 
tertulis ini dilaksanakan kira-kira 15 atau 2 minggu sebelum resepsi 
perkawinan berlangsung. 
Kegiatan ini disebut juga mappalettu selleng  (Bugis) karena 
diharapkan pihak yang diundang akan merasa dihargai bila para 
pembawa undangan ini menyampaikan salam dan harapan dari pihak 
yang mengundang kiranya bersedia datang untuk memberi restu. 
c) Mappatettong sarapo/Baruga 
Untuk menampung undangan keluarga dan undangan resmi, 
sebelum pesta pernikahan berlangsung, dibuatlah bangunan tambahan 
di samping, di muka, atau di belakang rumah. Kegiatan itu disebut 
massompung bola atau massarapo (Bugis). Bahkan ada yang 
membangun tenda tersendiri di halaman rumahnya. Gedung itu 
disebut baruga. Bangunan itu diberi pagar bambu yang oleh orang 
bugis disebut walasuji. Di tengah-tengah bangunan itu didirikan 
lamming yang merupakan tempat duduk pengantin bersama 
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pengiringnya. Tempat itu penuh dengan hiasan yang beraneka bentuk 
dan warnanya. 
d) Ma‟dio Majang atau Cemmé Passiling‟ 
Ma‟dio Majang (mandi kembang), merupakan ritual yang 
dilakukan oleh pihak perempuan pada pagi atau sore hari sehari 
sebelum akad nikah dilangsungkan, biasanya Ma‟dio Majang 
dilakukan dengan menggunakan gumbang yang terbuat dari tanah liat 
berisi air yang telah dicampurkan beberapa bahan, adapun bahan yang 
digunakan dalam Ma‟dio Majang adalah sebagai berikut; Bunga 
pinang (najang) atau Bunga kelapa, Daun sirih, Kayu manis, Buah 
kemiri dan, Tunas kelapa 1 buah, sebagai simbol agar kedua belah 
pihak memiliki umur yang panjang.32 
Air yang telah dicampur beberapa bahan tersebut kemudian 
didoakan oleh pemuka adat atau orang tertentu yang ahli dalam 
melakukan ritual tersebut kemudian air yang telah dicampur beberapa 
bahan dan telah didoakan diambil dan disiram diatas kepala calon 
pengantin perempuan sebanyak 3 kali, setelah pemuka adat atau orang 
tersebut selesai menyiram kepala calon pengantin perempuan, barulah 
kemudian pihak keluarga dan orang tertentu ikut menyiram secara 
bergantian, semakin tinggi derajat dan keturunanya maka semakin 
banyak pula jumlah orang yang menyiram calon pengantin perempuan 
tersebut. Dalam tradisi perkawinan Bugis ritual ini bertujuan untuk 
membersihkan jasmani dan rohani calon pengantin perempuan. 
Ma‟dio Mājang pada masyarakat Bugis Parepare memiliki 
ragam dalam pelaksanaannya, namun pada hakekatnya memiliki 
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kesamaan yaitu agar calon pengantin terhindar dari berbagai bala‟ dan 
musibah, baik pada saat pelaksanaan perkawinan maupun dalam 
menjalani kehidupan rumah tangganya kelak. 
Disebut juga cemmé tula‟ bala atau Cemmé Passiling‟ yaitu 
permohonan kepada Allah swt. agar kiranya dijauhkan dari segala 
macam bahaya atau bala‟ yang dapat menimpa khususnya bagi calon 
mempelai. Prosesi ini dilaksanakan di depan pintu rumah dengan 
maksud agar kiranya bala‟ atau bencana dari luar tidak masuk ke 
dalam rumah dan bala' yang berasal dari dalam rumah bisa keluar. 
Upacara ini biasanya dilaksanakan pada jam 10.00 (sedang 
naiknya matahri), Calom mempelai perempuan atau laki-laki memakai 
baju biasa dan sarung yang tidak terlalu lusuh (tua), karena baju ini 
nantinya akan diserahkan kepada indo‟ botting yang melaksanakan 
cemmé passili‟ ini. 
Calon mempelai duduk di atas kelapa yang masih utuh yang 
diletakkan di atas sebuah loyang besar, disamping itu diletakkan 
sebuah ja‟jakang yaitu sebuah bakul yang berisi: 1) satu gantang 
beras, 2) pesse‟ pelleng (lilin) 2 buah,  3) kelapa yang masih utuh, 4) 
gula merah, 5) buah pala (sepasang), 6) kayu manis, 7) sirih segar, dan 
8) buah pinang beberapa biji. 
Dalam upacara mappassīli‟ dilakukan kedua lilin atau pesse 
pelleng harus dinyalakan. Kemudian disiapkan berbagai macam bahan 
yang akan digunakan sebagai ramuan dan dicampurkan ke dalam air 
dalam gentong yang terbuat dari tanah liat.  
Adapun bahan-bahan yang akan digunakan adalah; 1) daun sirih 
simbol harga diri, 2) daun serikaja simbol kekayaan, 3) daun waru 
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simbol kesuburan, 4) daun tebu simbol kenikmatan, 5) daun bunga 
ta‟baliang simbol penangkis bala‟, 6) bunga cabbéru simbol 
keceriaan, 7) daun cangadori simbol penonjolan, 8) majang alosi atau 
mayang pinang simbol manfaat dan harapan. 
Kedelapan bahan tersebut dimasukkan ke dalam gentong atau 
loyang terbuat dari tanah liat sebagai simbol lekat atau saling 
melengket yang telah dialasi dengan semacam tikar yang disebut 
okkong/appēreng  (Bugis) sebagai simbol jalinan kebersamaan. 
Setelah semuanya siap maka dilakukanlah penyiraman pertama 
yang dilakukan oleh indo‟ botting dengan membaca Basmalah 
kemudian dilanjutkan dengan membaca beberapa doa kiranya Allah 
swt. senantiasa memberikan berkah-Nya kepada calon mempelai. 
Berikut ini lafal doa klasik yang biasa diucapkan oleh indo‟ botting; 
”Bismillāhi Rahmāni Rahīm Ulāweng ri Nabi Hēlleré, Upaenré ri 
rupamm, Namaccayyā ri rupammu, Nacculé Nabié ri olōmu. Ia 
maneng padammu ripancaji Ri Puang Allah Taala makkita, Mappūji 
maneng Barakka‟na Nabi Muhammad Cayyana Nabi Yusufu cayyamu 
Musiannennūngeng bidadari ri Laleng suruga barakka lā ilāha 
illallah.33 
Penyiraman dimulai dengan kepala 3x, kemudian selangkah/ 
bahu kanan 3x, bahu kiri 3x, punggung dan seluruh badan sebanyak 
3x. Sesudah Indo‟ botting mempersilahkan kepada sesepuh/keluarga 
lainnya untuk melakukan hal yang sama. Setelah selesai maka air itu 
pun dipercikkan ke arah luar pintu rumah dengan maksud agar semua 
yang tidak baik keluar pula melalui pintu. 
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Sesudah cemme passili‟ atau mappassili‟ selesai maka calon 
mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan disilakan mandi 
seperti biasa. Calon mempelai perempuan kemudian memakai; Waju, 
Lipa‟ sabbé dan perhiasan sekedarnya. Dan calon mempelai laki-laki 
bisa memakai; Waju belladada,  Lipa‟ sabbé yang serasi, Songkok‟ 
pamīring. 
Sesudah acara mappassili‟ atau cemme passili‟ selesai maka 
calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki 
didudukkan di lamming untuk mengikuti upacara lainnya 
e) Tudang penni atau Mappacci  
Upacara adat mappacci dilaksanakan pada waktu tudang penni, 
menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara 
mappacci adalah salah satu upacara adat Bugis Parepare yang dalam 
pelaksanaannya menggunakan daun pacar (Lawsania alba), atau 
Pacci. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu 
dengan mappanré temme (khatam Alquran) dan barazanji. Daun pacci 
ini dikaitkan dengan kata paccing yang maknanya adalah kebersihan 
dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan mappacci mengandung 
makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. Sebagaimana yang 
tertera dalam ungkapan bahasa Bugis yang mengatakan bahwa: 
”Mappacci iyanaritu gau‟ ripakkéonroi nallari ade‟, mancaji gau‟ 
mabbiasa, tampu‟ sennū-sennūang, ri nia‟ akkatta madécéng 
mammuaréi naiyya nalétéi pammasé Déwata Séuwaé.34 Ungkapan ini 
mengandung makna bahwa; Mappaci merupakan perbuatan yang 
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sudah membudaya yang mengandung harapan baik mudah-mudahan 
mejadi sebab-musabab turunnya Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 
Adapun urutan dan tata cara mappacci adalah sebagai berikut: 
Sebelum acara mappacci dimulai, biasanya dilakukan padduppa 
(penjemputan) mempelai. Calon mempelai dipersilakan oleh protokol 
atau juru bicara keluarga dalam kalimat bahasa bugis sebagai berikut: 
”Patarakkai mai bélo tudangeng Naripatudang siapi siata Tauwé 
silélé uttu patudangeng. Padattudang mappacci siléo-leo Riwenni 
tudang penni kuaritu Paccingi sia datu bélo tudangeng. Ripatajang 
mai bottingngé Naripattéru cokkong ri lamming lakko ulaweng35. 
Ungkapan ini berarti; Calon mempelai dipersilakan menuju 
pelaminan. Di Pelaminan calon mempelai duduk di sisi para 
pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk 
bersuka ria di malam tudampenni, mappacci pada sang raja/ratu 
mempelai nan rupawan. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu 
menuju pelaminan yang bertahtakan emas. 
Bahan-bahan yang dipersipakan pada upacara mappacci adalah 
sebagai berikut; Bantal, Daun pacci (daun pacar), Beras 4 liter, Kelapa 
1 buah, Gula merah, Daun nangka, Pucuk pisang 1 lembar, Sarung 
sutra/palēka 7 lembar, bekkeng.36 
Orang-orang yang diminta untuk meletakkan pacci pada calon 
mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan 
sosial yang baik atau tau malebbi (Bugis) dan punya kehidupan rumah 
tangga yang bahagia. Tau malebbi dapat dilihat dari empat kriteria, 
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yaitu; karena ilmunya (panritai), karena jabatannya (Mapparentai), 
karena keturunannya (akkarungeng), dan karena kekayaannya 
(asugireng).37 
Jumlah orang yang meletakkan pacci ke tangan calon mempelai 
adalah biasanya disesuaikan dengan stratifikasi sosial calon mempelai 
itu sendiri. Untuk golongan bangsawan tertinggi jumlahnya 2 x 9 
orang atau dalam istilah Bugis “duakkaséra”. Untuk golongan 
bangsawan menengah sebanyak 2 x 7 orang atau “duappitu”. 
Sedangkan untuk golongan di bawahnya bisa 1 x 9 atau 1 x 7 orang. 
Namun realitasnya di lapangan saat ini pada umumnya, tidak lagi 
dipersoalkan berapa jumlah orang yang memberi pacci kepada calon 
pengantin yang penting mewakili empat unsur tau malebbi atau tau 
deceng sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. 
Cara memberi pacci kepada calon mempelai adalah sebagai 
berikut; Diambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan (telah 
dibentuk bulat supaya praktis), lalu diletakkan daun dan diusap ke 
tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, kemudian 
telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa semoga calon mempelai 
kelak dapat hidup dengan bahagia. Kemudian kepada orang yang telah 
memberikan pacci diserahkan rokok sebagai penghormatan. Dahulu 
disuguhi sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. 
Tetapi karena sekarang ini sudah jarang orang yang memakan sirih 
maka diganti dengan rokok. Sekali-kali indo‟ botting menghamburkan 
beras kepada calon memepelai atau mereka yang meletakkan daun 
pacar tadi dapat pula menghamburkan beras yang disertai dengan doa. 
Biasanya upacara mappacci didahului dengan pembacaan Barzanji 
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sebagai pernyataan syukur kepada Allah swt. dan sanjungan kepada 
Nabi Muhammad saw. atas nikmat Islam. Setelah semua selesai 
meletakkan pacci ke telapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu 
disuguhi dengan kue-kue tradisional yang diletakkan dalam bosara.  
b. Akad Nikah atau Esso akawingeng 
Acara inti dari perkawinan itu adalah acara akad nikah, yakni 
pengucapan ijab-kabul atau penyerahan dan penerimaan. Jadi suatu acara 
pengucapan penyerahan tanggung jawab (pengurusan dan pelayanan 
seorang perempuan) dari walinya kepada seorang laki-laki yang 
menikahinya dengan disaksikan dua orang saksi. Sesudah acara akad 
nikah maka kedua pengantin (suami-isteri) dipersandingkan dengan pesta 
besar-besaran (sesuai kemampuan masing-masing pihak) yang maksud 
utamanya ialah sebagai pemberitahuan kepada umum bahwa keduanya 
sudah menjadi suami isteri dalam bahasa Bigis disebut (makkalepu). 
Karena itu hari akad nikah atau esso abottingeng (Bugis) merupakan 
puncak acara dari seluruh proses kegiatan perkawinan. 
Upacara akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang 
tidak kalah pentingnya, yaitu; madduppa botting, mappenre botting, akad 
nikah, dan mappasikarawa. Untuk lebih jelasnya, setiap tahap tersebut 
akan diuraikan sebagai berikut: 
1) Mappenre Botting 
Mappenre Botting adalah mengantar pengantin laki-laki ke 
pengantin wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah. 
Pengantin laki-laki diusahakan berangkat dari rumah menuju ke tempat 
wanita pada waktu masih pagi. Hal ini dilakukan agar akad nikah dapat 
dilaksankan sebelum matahari condong ke barat. Waktu yang paling baik 
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untuk melakukan akad nikah ialah sekitar jam 10:00, sampai dengan jam 
12:00. Hal ini mengandung niat dan harapan atau sennū-sennūreng, 
agar kedua mempelai mendapat kehidupan yang baik dan semakin hari 
semakin meningkat. 
Dalam rombongan iring-iringan pengantin terdiri dari beberapa 
komponen. Pada baris terdepan seorang laki-laki tua berpakaian 
adat dan membawa keris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja 
yang masing-masing berpakaian pengantin. Lalu Pengantin laki-laki 
pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang passeppi dan satu 
bali botting. 
Untuk pembawa sompa syara‟ atau ulu sompa memakai Jas biasa, 
Lipa‟ sabbe, Songkokk hitam. Peralatan ulusompa meliputi; kompu-
kompu yang terbuat dari tembaga atau perak yang diisi dengan beras 4 
liter (1 gantang), pala, kayu manis, kemiri, gula merah dll., disertai 
dengan mas kawin yang telah disepakati dan dibungkus dengan kain 
putih kemudian diletakkan dalam sarung yang disebut tope warna putih 
atau kuning untuk golongan bangsawan. Tope ini digantungkan pada 
leher pembawa sompa. 
Di belakang pengantin berturut-turut berjalan dengan teratur 
antara lain; sekelompok wanita berpakaian baju bodo yang 
membawa tiwi-tiwi atau accuk-kaccuk yang dikemas indah dan 
transparan terdisi dari; mushaf Alquran, pakaian shalat, 
seperangkat perhiasan, baju, sarung sepatu, tas pesta, berbagai jenis 
alat kosmetik dan lain-lain. Setelah itu ada pula yang membawa sejenis 
buah-buahan yang ditempatkan dalam walasoji. Buah-buahan itu 
terdiri atas, kelapa, nangka, tebu, buah talas, pisang, dan lain-lain. 
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Selain itu, terdapat pula sekelompok wanita yang berpakaian baju bodo 
yang membawa kue-kue adat. Setiap orang membawa jenis kue yang 
berbeda dengan orang yang lain. 
Dahulu, sebelum pengantin laki-laki meninggalkan rumah 
bersama pengiringnya terlebih dahulu beberapa orang terdiri dari laki-laki 
dan perempuan lengkap berpakaian adat dari pihak calon pengantin 
perempuan datang menjemput calon pengantin laki-laki. Maka 
berangkatlah rombongan calon pengantin laki-laki dengan pakaian 
kebesaran dan perlengkapan yang diperlukan menuju rumah calon 
pengantin perempuan. Pakaian adat dan peralatan serta kelengkapan dan 
pengiring yang menyertainya bervariasi kualitas dan kelengkapannya 
menurut tingkatan/strata sosial dan derajat kebangsawanan masing-
masing. 
Dewasa ini, rombongan calon pengantin laki-laki yang terdiri 
dari laki-laki dan perempuan dengan berbagai macam tugas dan fungsinya 
kadang tidak lagi dijemput melainkan cukup dengan saling menghubungi 
lewat sarana komunikasi yang tersedia (misalnya lewat telepon dan 
hendpon). 
Sebelum rombongan laki-laki tiba, iring-iringan penjemput 
dari pihak perempuan pun telah siap yang jumlahnya sekitar sama 
dengan jumlah rombongan laki-laki. Namun sebelum menaiki/memasuki 
rumah calon pengantin perempuan, biasanya terjadi soal-jawab dengan 
bahasa puitis (pantun) yang dalam istilah masyarakat Bugis 
Parepare disebut "Paseng Akkatta Bereselleng". Intinya, pihak laki-
laki menyatakan kesiapan sebagaimana adanya dan mohon diterima 
dengan baik, sedangkan pihak perempuan menyatakan kesyukuran dan 
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terima kasih atas kesediaan bergabung dalam lingkungan keluarga dan 
mengharapkan keluarga baru yang terbina dapat bahagia, murah 
rezki, banyak keturunan, dan mengabdi kepada Allah swt38) 
Ketika pengantin laki-laki akan naik/masuk rumah pengantin 
perempaun, bagi golongan bangsawan, biasanya melalui: 
a) Diangkat dengan alat/kursi yang telah disiapkan; 
b) Menginjak periuk tanah atau belanga yang berisi telur, sirih, pinang 
dan memecahkan telur; 
c) Menginjak tangga yang dialas kain widong yang disebut taluttuk; 
d) Sementara naik tangga, dihamburi dengan beras oleh seorang 
perempuan tua yang berdiri. 
Setibanya di atas atau di dalam rumah, menginjak baki dan piring 
berisi beras, daun sirih, pinang, dan telur, telur dipecahkan di atas 
baki, kemudian kakinya dicuci oleh orang tua yang telah menunggu 
dengan cerek emas. Setelah acara-acara tersebut dilalui, pengantin laki-
laki dijemput oleh orang yang ditentukan yang membawa kain erode berjalin 
kaci dan kedua ujungnya diikatkan gelang yang ujung satunya dipegang 
penjemput, kemudian pengantin dituntun menuju pelaminan. 
Kalau pengantin laki-laki dari kalangan masyarakat biasa (to deceng 
atau to maradeka) maka urutan-urutan penjemputan lebih kurang sebagai 
berikut; 
a) Disambut/dijemput sebelum turun dari kendaraan; 
b) Diantar sampai masuk rumah pengantin perempuan;  
c) Dihamburi beras dan air dingin ketika masuk rumah;  
d) Dituntun untuk berpegang pada tiang pusat rumah; 
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e) Kemudian sang pengantin laki-laki dituntun oleh orang tertentu 
menuju pelaminan. 
2) Akad Nikah 
Acara inti akad nikah adalah pengucapan ijab dan kabul atau 
penyerahan dan penerimaan, yakni penyerahan tanggung jawab 
untuk mengurus, melayani, menjaga, memimpin, dan melindungi 
seorang perempuan yang masih bujangan dari walinya kepada seorang laki-
laki yang menikahinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi pada 
dasarnya yang menikahkan ialah wali perempuan seperti ayahnya, 
kakeknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya sesuai yang diatur 
dalan ajaran Islam. 
Prosesi akad nikah berdasarkan hasil pemantauan peneliti, disusun lebih 
kurang sebagai berikut: (1) Pembukaan oleh pengantar acara; (2) Pembacaan 
ayat suci Alquran oleh salah seorang qari'/qariah yang telah dipersiapkan; 
(3) Pemeriksaan kelengkapan surat-surat yang diperlukan39 oleh 
petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang pada umumnya 
dilakukan oleh Imam desa/Kelurahan yang merangkap sebagai 
pembantu PPN; (4) Penanda tanganan surat-surat yang diperlukan, oleh 
calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali yang 
menikahkan atau wakilnya, dan dua orang saksi;40 (5) Pidato/Khutbah 
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seperti Imam Desa/Kelurahan, imam Kampung, Pembantu PPN, dan petugas PPN sendiri, 
sekalipun wali nasab turut hadir dalam acara akad nikah. Sebelum bertindak mengawinkan, wakil wali 
lebih dahulu menerima pernyataaa persetujuan perwakilan (sebagai wakil wali) dari wali nasab. 
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nikah, lazim disampaikan oleh Imam Desa/Kelurahan merangkap 
Pembantu PPN yang dipersiapkan sebelumnya, acara ini sering 
dirangkaikan dengan nasihat perkawinan; (6) Pelaksanaan akad nikah 
yakni pengucapan ijab atau pernyataan penyerahan dari wali/wakilnya 
dan disambut dengan pengucapan kabul atau pernyataan penerimaan 
dari calon suami; (7) Setelah acara ijab-kabul41 terlaksana dengan baik 
dan benar sesuai penyaksian para saksi maka acara dilanjutkan dengan 
Pembacaan doa yang biasanya dipimpin oleh pegawai syara' yang bertugas 
atau oleh seorang ulama; (8) Pembacaan naskah taklik-talak yang telah 
disiapkan, oleh pengantin laki-laki; (9) Pengantin laki-laki dituntun 
oleh orang yang ditentukan menjemput pengantin perempuan di 
sebuah kamar tertentu. Di dalam kamar tersebut kedua pengantin 
ripassikarāwa42(Bugis), biasa juga dilakukan tukar cincin, 
kemudian keduanya dituntun ke tempat pelaminan untuk diper-
                                                          
41Beberapa  bacaan yang diucapkan oleh imam yang harus diikuti oleh pengantin laki-laki, 
antara lain: istigfar, syahadatain, shalawat, lalu ijab kabul.Imam kampung mengatakan 
:"Saudara Ahmad bin Abdullah saya menikahkan engkau atas perwalihan orang tau/walinya 
kepada saya dengan Amina bitni Umar dengan mahar 88 real karma Allah" Jawaban penganti laki-
laki: "Saya terima nikahnya Aminah binti Umar dengan mahar 88 real karma Allah".Ucapan balasan 
pengatin laki-laki harus di segera diucapkan seusai imam mengucapkan "karma Allah" hal ini 
merupakan persyaratan.Menurut imam kampung jawaban diucapkan segera karma dihawatirkan 
jawaban tersebut didahului oleh setan. Proses ijab kabul biasanya diulangi sampai dua kali untuk 
lebih memperjelas ketepatan jawaban pengantin laki-laki. Setelah itu pengantin laki-laki membaca 
shigat ta'lik talak. 
42Ripasikarāwa (Bahasa Bugis) artinya saling meraba, yaitu suami memegang atau menyentuh 
salah satu anggota tubuh isterinyabiasanya yang dipegang ialah buah dada si isteri sebagai 
simbolseperti gunung dengan harapan kiranya kelak rezki mereka "menggunung" atau karena 
anggapan bahwa buah dada adalah bagian tubuh terpenting sebagai sumber makanan pertama dan 
utama jika manusia baru dilahirkan. Ada pula yang memegang pertama ubun-ubun isterinya atau leher 
bagian belakang dengan harapan semoga isterinya kelak mudah diatur atau tunduk kepada 
suainya.Cara ini sering ditolak oleh pihak isteri (yang memahami makna simbolis dari rabaan itu) 
untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dari suaminya.Ada pula yang pertama-tama 
memegang tangan atau menjabat erat-erat tangan isterinya dengan harapan agar hubungan 
keduanya kelak dapat kekal.Ada pula yang meraba bagian perut degan makna/ harapan agar 
keduanya kelak tidak mengalami kelaparan.Keragaman rabaan tersebut bergantung pada 
kepercayaan masing-masing tentang makna simbolis dari apa yang dilakukan. Namun pada 
umumnya beranggapan bahwa keberhasilan kedua pengantin baru melayarkan bahtera rumah 
tangga kelak banyak tergantung pada sentuhan pertama ketika diadakan acara mappasikarawa. 
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sandingkan; (10) Nasehat perkawinan, biasanya disampaiakan oleh 
seorang ulama atau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang biasa 
melakukannya; acara nasihat perkawinan ini sering pula digabung 
dengan acara nomor 5 yakni acara Khutbah Nikah; (11) Kata-kata 
sambutan dari wakil keluarga pengantin perempuan; (12) Kedua pasangan 
suami isteri bersimpuh kepada ayah dan ibu si isteri serta bersalaman 
dengan kerabat lainnya yang hadir. Kemudian keduanya menerima 
ucapan selamat dari undangan. 
3) Mappasikārawa 
Mappasikarawa adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam 
prosesi perkawinan masyarakat Bugis Parepare dengan cara 
mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya (isterinya) 
dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku  
(gaū-gaūkeng khusus) oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar 
pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, 
keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah 
tangga.  
Adapun proses kegiatan mappasikārawa ini diawali dengan 
mempelai laki-laki menjemput  isterinya. Dalam penjemputan tersebut 
sering terjadi pintu kamar pemgantin perempuan ditutup dan dijaga oleh 
seseorang, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai 
dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang 
mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setelah pengantin 
laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di samping 
mempelai wanita untuk mengikuti prosesi mappasikārawa yang 
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didampingioleh seorang  yang diatuakan untuk menuntun pengantin laki-
laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan. 
Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun penganti 
laki-laki untuk menyentuh bagain tertentu tubuh pengantin wanita. 
Ada beberapa variasi bagian tubuh yang disentuh tergantung dari 
niatnya, antara lain: (1) Ubun-ubun, bahkan menciumnya, (2) Bagian 
atas dada, (3) Jabat tangan atau ibu jari, (4) Ada yang memegang 
talinga, (5) Ada pula yang langsung mencium bau harum isterinya dan 
lain sebagainya. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa, setelah acara 
mappasikarāwa selesai pasangan pengantin berlomba berdiri. Mitos 
yang terkandung di dalamnya adalah ”siapa paling dulu berdiri dan 
menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam hidupan 
rumah tangganya ke depan”. Mitos ini perlu diluruskan, karena tidak 
bersesuaian makna dengan acara malloangeng43 sesudah acara 
mappasikarāwa. Malloangeng memiliki makna agar nantinya pasangan 
ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh kehidupan rumah 
tangganya di kemudian hari. 
Setelah prosesi mappasikarāwa maka dilanjutkan dengan acara 
memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan 
seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. 
Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan 
                                                          
43Prosesi acara Malloangeng, pengantin laki-laki duduk disamping istrinya kemudian Indo 
botting atau orang tua yang ahli dalam hal itu ditunjuk melilitkan kain widang, sehingga kedua pengantin 
berada di dalam satu sarung, kemudian kedua pinggirnya dipertemukan lalu dijahit tiga kali dengan 
benang emas atau benang biasa yang tidak ada pinggirnya.Upacara ini mempunyai makna agar kedua 
mempelai dapat hidup seia-sekata, bersatu padu dalam membina rumah tangga kelak dan hati mereka 
bagaikan runcingnya jarum hidup bersatu dan berusaha dalam mengarungi bahtera hidupnya. Hj. Hafsah 
(51 tahun) Indo Botting, Wawancara, tanggal 02 Agustus 2014 di Parepare 
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untuk bersanding guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari 
segenap tamu dan keluarga yang hadir.  
c. Upacara Sesudah Akad Nikah 
Setelah seluruh rangkaian akad nikah dilaksanakan, maka prosesi 
selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah: 
1) Mapparola 
Acara ini juga merupakan prosesi penting dalam rangkaian adat 
perkawinan masyarakat Bugis Parepare, yaitu kunjungan balasan dari 
pihak perempuan kepada pihak lak-laki. Jadi dianggap sebagai sebuah 
kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke 
rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini dahulu dilaksanakan 
sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan, akan 
tetapi sudah mengalami banyak perubahan dalam hal waktu 
pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan diperoleh 
data bahwa acara mapparōla saat ini dilakukan pada hari itu juga, 
beberapa saat setelah akad nikah dilaksanakan, namun hal ini sesuai 
dengan kesepakatan ke dua belah pihak.  
Proses pelaksanaan mapparōla/marōla (mammatoa) kedua belah 
pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk 
hadir dan meramaikan upacara mapparōla. Keluarga pihak perempuan 
mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai 
ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki 
mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut 
kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali tetap dalam 
berpakaian pengantin sebagaimana pada waktu akad nikah, lengkap pula 
dengan semua pengringnya.  
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Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba di hadapan 
rumah orang tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian wāju 
tokko hitam dengan menghamburkan wennō (beras), sebagai pakkuru 
sumānge‟ (ucapan selamat datang). 
Dalam acara mapparōla ini biasanya dilakukan juga 
makkasiwiang atau mammatua yaitu mempelai perempuan membawakan 
sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudar-saudaranya. Hal 
ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar 
oleh indo‟ botting untuk memberikan sarung sutera kepada orang tua dan 
saudara pengantin laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini 
akan dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai 
laki-laki sesuai dengan kemampuan. 
Disamping seserahan tersebut di atas, pada sebahagian masyarakat 
Bugis Parepare ditambah dengan acara penyerahan ”Penne‟ Anreang” 
yaitu penyerahan beberapa alat dapur beserta isinya. Adapun bahan-
bahan yang harus dipersiapkan dalam tradisi penyerahan penne anreang 
yaitu: pihak mempelai pria menyiapkan penne anreang dengan jumlah 
piring 7 buah, 1 piring besar sebagai piring makanan dan 6 piring kecil 
sebagai tempat lauk-pauknya, kobokan (tempat cuci tangan), gelas dan 
sung appe (potongan tikar). Masing-masing piring diisi dengan bumbu 
dapur diantaranya: beras, telur, kacang ijo, asam, garam, kunyit, bawang, 
kopi/teh dan gula.  
Sehubungan dengan jumlah penne anreang ada yang memakai 7 
buah adapula yang memakai 5. Pada saat dulu yang memakai 7 hanya 
orang yang berketurunan bangsawan, arung/puang sedangkan yang 
memakai 5 itu rakyat biasa. Akan tetapi seiring perkembangan zaman 
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dan faktor materi mayoritas masyarakat Bugis Parepare memakai yang 7 
piring tanpa membedakan keturunan bangsawan dan tau sama (Bugis). 
Sementara jumlah sarung yang dibawa pihak perempuan digunakan 
hitungan ganjil ada yang membawa 5, 7 dan 9.Tetapi yang sering 
dilakukan masyarakat 9 lembar. 
2) Marola wekka dua/Mabbekkadua 
Pada marola wekka dua ini, mempelai perempuan biasanya hanya 
bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai 
kembali ke rumah mempelai perempuan. 
3) Ziarah kubur 
Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur 
bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan, namun 
sampai saat ini kegiatan tersebut masih sangat sering dilakukan karena 
merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis, yaitu lima 
hari atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara 
perkawinan. 
Pesan yang ingin disampaikan pada kegiatan ziarah kubur ini 
adalah pasangan pengantin baru dalam menjalani bahtera rumah 
tangganya dan apabila kelak mendapatkan kesuksesan agar senantiasa 
mengingat leluhurnya dan ujung dari segala perjuangan adalah kematian.  
4) Cemmé-cemmé atau mandi-mandi 
Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis bahwa setelah 
upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran maka 
rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi atau rekreasi di 
suatu tempat untuk menghilangkan kelelahan. 
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Berdasarkan uraian ketiga tahapan dalam prosesi perkawinan 
masyarakat Bugis Kota Parepare terdapa tujuh bentuk tradisi yang masih 
tetap dilaksanakan terutama di kalangan bangsawan. Meskipun pada 
beberapa hal telah mengalami perubahan. Bentuk-bentuk tradisi yang 
dimaksud adalah; tradisi penyerahan pattenre‟ ada, massarapo, cemme 
passiling (mandi majang), tudangmpenni (Mappacci), madduppa botting, 
mappasikarāwa, dan penyerahan penne anreang.   
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ada beberapa faktor yang 
menyebabkan perubahan tatanan sosial yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat sekarang ini, di antaranya: 1) Perubahan lingkungan alam 
fisik, 2) Perkembahan teknologi, 3) Masuknya budaya asing, 4) 
Kurangnya pemahaman terhadap makna yang terkandung pada tradisi 
masyarakat dalam perkawinan, dan 5) Kurangnya pembelajaran budaya.  
2. Makna filosofis simbol-simbol adat Perkawinan Masyarakat Bugis  
Makna menurut kamus adalah mengandung arti yang penting,44 
yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama pada tataran kata-
kata. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar merupakan 
kesepakatan para pemiliknya sehingga terkadang sulit dimengerti oleh 
orang lain. Makna adalah sebuah “produk sosial”, yang artinya, dengan 
melakukan interaksi dengan individu lainnya, kita akan mendapatkan 
kesepahaman dengan individu yang lainnya, sehingga kita dapat 
memperoleh sebuah makna dari sebuah simbol tertentu. 
Tradisi/adat perkawinan masyarakat Bugis dalam prosesnya sarat 
dengan makna dan simbol-simbol. Hal itu terjadi karena masyarakat Bugis 
                                                          
44S.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 
624 
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menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dan sankral. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya diupayakan semaksimal mungkin 
sesuai dengan kemampuan. 
Prosesi adat yang menyertai perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare, bukan sekedar kebiasaan semata, akan tetapi banyak sekali 
simbol-simbol atau sennū-sennūreng yang terkandung di dalamnya, baik 
yang tersirat dalam prosesnya maupun yang terkandung dalam 
peralatan/perlengkapan yang digunakan. Hal ini menggambarkan betapa 
nenek moyang kita telah mewariskan nilai-nilai luhur yang senantiasa harus 
dilestarikan.  
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Bugis dalam 
mempertahankan kegiatan adat dalam perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare antara lain faktor; Pertama faktor Arolang; Bagi masyarakat 
Bugis Parepare yang memiliki komitmen tradisional, dalam melakukan 
berbagai aktivitas senantiasa berpatokan pada apa yang telah dialakukan 
dan dianjurkan oleh panutannya (arolang), baik berupa anreguru (kyai 
yang dijadikan panutannya), tomatowanna (orang tuanya), nala tomatowa  
(yang dituakan). Dalam melaksanakan perkawinan misalnya dengan 
terlebih dahulu mendatangi arolangnna (panutannya) untuk meminta 
petunjuk kemudian dibicarakan atau dirundingkan bersama keluarga dekat, 
kerabat untuk ditindaklanjuti dengan menyusun perencanaan yang berisi 
hari dan bulan baik, gaūkeng dan sennū-sennūreng yang dianjurkan. 
Kedua faktor keluarga dekat (significant others) dan orang lain 
yang ada di sekeliling aktor (generalis others). Menurut pandangan dalam 
teori interaksionisme simbolik, signifikan other dan generalis other 
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merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu atau 
masyarakat. 
Ketiga faktor keyakinan secara turun temurun. Keyakinan individu 
atau masyarakat yang memiliki komitmen tradisional terhadap apa yang 
telah dilakukan leluhurnya secara turun temurun, merupakan salah satu 
faktor yang meneyebabkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh 
masyarakat tetap dilanggengkan dan dilaksanakan sesuai dengan 
peruntukannya. Masyarakat tetap bertahan melakukan suatu tradisi tersebut, 
karena leluhur mereka telah melakukannya dan telah banyak memberikan 
bukti-bukti empirik kebenarannya baik pada diri sendiri, keluarga maupun 
orang lain. Faktor ini yang paling banyak mempengaruhi masih 
terlaksananya berbagai adat dalam perkawinan masyarakat Bugis Parepare. 
Keempat faktor norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. 
Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap adat perkawinan tampaknya tidak 
terlepas dari roh kegiatan ritual. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua 
kegiatan tersebut sarat dengan kegiatan ritual, gaūkeng dan sennūng-
sennūreng yang memiliki makna dan simbol tersendiri. Adapun makna dan 
simbol dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak 
pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa 
transpormasi makna dan simbol ritual bagi masyarakat Bugis Parepare yang 
memiliki komitmen tradisional dari generasi ke generasi masih tetap utuh 
dan terjaga hingga sekarang. Hal ini memberikan indikasi bagaimana 
kuatnya jaringan pelestarian simbol tersebut. 
Adapun makna filosofit yang terkandung dalam berbagai tradisi 
yang dilakukan dalam perkawinan antara lain sebagai berikut: 
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a. Tradisi penyerahan Pantenre‟ āda sesaat setelah acara mappettu ada.  
Merupakan kebiasaan masyarakat Bugis Parepare pada acara 
lamaran selesai atau mappettu āda selesai menyerahkan seserahan 
kepada pihak perempuan sesaat sesudah terjadinya kesepakatan antara 
kedua belah pihak. Seserahan tersebut  dinamakan pattenre‟ āda atau 
passio (“pengikat”) berupa cincin, beserta sejumlah benda simbolis 
lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka 
(Panāsa) yang mengibaratkan harapan (mināsa); dan lain sebagainya. 
Apabila waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, 
maka passio ini diiringi passūromita (tanda mata) yang diserahkan 
setelah pembicaraan telah disepakati, yaitu; 1) satu lembar bahan waju 
tokko, 2) satu lembar sarung sutera atau lipa‟ sabbé, juga disertai 
dengan, 3) satu piring besar nasi ketan (sokko), 4) satu mangkok besar 
palopo‟ (air gula merah yang dimasak dengan santan dan diberi telur 
ayam secukupnya), 5) dua sisir pisang raja. 
Seserahan di atas merupakan simbol adat yang mengandung makna, 
seperti; baju tokko‟ simbol ade‟, lipa sabbe simbol kemuliaan, sokko‟ 
simbol kebersamaan, palopo‟ simbol keharmonisan, pisang raja simbol 
kesinambungan. Makna simbol tersebut bila disusun berdasarkan 
urutannya, maka menghasilkan makna ”mammināsaka tāro ada lempu 
namacenning, mammuarei naweddikki sipakkiade rialebbirengnge, 
natosipammase-mase ricenning malunrra‟e na tomannennūngeng 
ridecengnge” artinya: kami berkeinginan menyimpan kesan yang baik, 
mudah-mudahan dengan kesan tersebut kita semua dapat saling hormat 
menghormati dalam menjunjung tinggi kemuliaan dan saling menjaga 
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keharmonisan di antara kita semua selama-lamanya.45 Lebih lanjut Hj. 
Hafsah menjelasnkan bahwa, penyerahan beberapa benda pada saat acara 
mappasiarēkeng merupakan simbol dan patenre‟āda setelah terjadinya 
kesepakatan kedua belah pihak didasarkan pada firman Allah dalam QS. 
al-Baqarah/2:282 yang berbunyi: 
                          
       
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar.46 
Berdasarkan ayat tersebut di atas memberikahn pemahaman bahwa 
jika diantara dua orang atau lebih melakukan suatu kesepakatan, maka 
diperintahkan untuk menulisnya sebagai alat bukti dan dipersaksaikan 
kepada dua orang saksi. Karena pada masa itu masih berada dalam 
keterbatasan maka, untuk menguatkan suatu perjanjian/kesepakatan 
diserahkanlah sejumlah barang sebagai jaminan, termasuk dalam hal 
kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. 
Tradisi/adat penyerahan pattenre āda masih tetap dipertahankan 
sampai saat ini meskipun kemajuan teknoligi dan media tulis menulis 
sudah banyak tersedia, karena masyarakat memandang bahwa tradisi ini 
memiliki kedudukan yang sangat kuat dan dipegang teguh oleh 
masyarakat Bugis pada umumnya dan masyarakat Bugis Parepare pada 
                                                          
45Hj. Hafsah (51 tahun) Indo Botting, Wawancara, tanggal 02 Agustus 2014 di Parepare 
46Deparetemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 70 
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khususnya. Adat tersebut sejalan dengan prinsip orang Bugis yang 
mengatakan ”iyyamitu riāseng tau tongeng-tongeng, tau mulle engngi 
monroi adanna sibawa pasilennerengngngi janjinna”47 artinya; manusia 
yang sesungguhnya adalah orang yang mampu mempertahankan 
kebenaran ucapan dan menepati janji yang pernah diucapkan.  
Inti dari tradisi penyesahan pattenre āda ini adalah barang jaminan 
atas perjanjian yang telah disepakati antara pihak calon pengantin laki-
laki dan calon pengantin perempuan. 
Perjanjian dalam prespektif hukum Islam harus dipenuhi sesuai 
dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:1 
                … 
 
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad48 
(perjanjian) itu.49 
Dengan demikian sangat wajar dan amat sesuai bila dengan 
tuntunan kepada orang beriman untuk memenuhi akad (perjanjian). 
Menurut M. Quraish Shihab, akad (perjanjian) ada empat; 1) Perjanjian 
dengan Allah.swt; 2) Perjanjian dengan sesame manusia; 3) Perjanjian 
dengan diri sendiri; 4) Perjanjian yang halal.50 
Kalimat awal pada surat al-Maidah/5:1 (اىنما نيذلا اهيءاي) merupakan 
panggilan yang mesra. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa sahabat 
                                                          
47H. A. Anwar Zaenong (54 tahun) tokoh adat, Wawancara, Parepare tangga 29 Juli 2014 
48Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat 
oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-
Suyuhti, Tafsir Jalalain, terj. Bahrun Abu Bakar, Cet. 10 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2004), I. 445. 
49Departemen Agama R.I. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 141 
50M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, jilid 3 
(Jakarta: Lentera Hati, 2004), III. 6. 
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Nabi saw. Ibn Mas‟ud berkata: “jika anda mendengar panggilan Allah ya 
ayyuha alladzina amanu, maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, 
karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintah atau keburukan 
yang Dia larang.51 
Kata “al-uqud” adalah jamak dari kata “akad” yang pada mulanya 
berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi baginya 
dan tidak terpisah dengannya. 
Dalam ayat al-Maidah: 1 ada lafadz ىفوأ yang artinya “penuhilah” 
dimana dalam bahasa Arab disebut fi‟il amr (kata-kata perintah) yang 
implikasinya jika lafadz yang khusus dalam suatu nash yang di dalamnya 
mengandung arti perintah maka menunjukan hukumnya adalah wajib;  
ُْلْصَْلَِاِْْفِْْرْمَلِْاِْْبْوُجُوِْللَْْلَِوُّْْلُدَتْىَلَعِِْْهْيَْغَّْلِِاِْْةَن ِْيرَقِب52ْ
Artinya: 
Pokok dari perintah itu adalah wajib dan tidak menujuk selain dari 
padanya. 
Perintah ayat ini menunjukan betapa alquran sangat menekankan 
perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dan 
pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, 
serta mengecam orang-orang yang menyiayiakanya. 
Selain itu perjanjian tersebut wajib ditepati jika tidak mempunyai 
cacat pada perjanjiannya.53 Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika 
sesuai dengan syari‟at (bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat). 
                                                          
51M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‟an, Jilid 3, 
(Jakarta: Lentera Hari, 2000), h. 7 
52Abdul Wahab al-Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: 
Toha Putra Group, 1994), h. 305. 
53Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-undang 
Perdata dalam pasal 1320 yang berbunyi: “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: 1. 
Sepakat mereka mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal 
tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.” 
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Sesuai dengan definisi perjanjian dimana yang berarti akad yang secara 
harfiah berarti ikatan atau kewajiban yang dimaksudkan oleh kata lain 
adalah “mengadakan ikatan persetujuan”. Pada saat dua kelompok 
mengadakan perjanjian, yakni ikatan untuk memberi dan menerima 
bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat 
perjanjian itu disebut al-uqud.54 Disamping itu, dalam syari‟ah perjanjian 
yang dibuat hanya ketika satu kelompok memindahkan sesuatu pada 
kelompok ia berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan 
kelompok yang lain menerima perpindahan harta tersebut. Memberi dan 
menerima harus dibuat dalam keadaan bebas merdeka tanpa tekanan. 
Pertimbangan itu harus sah menurut hukum. Kelompok-kelompok itu 
harus juga diakui atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. 
Konsekuwensi dari perjanjian itu adalah Penyerahan. Penyerahan 
adalah langkah pertama dalam pembuatan perjanjian. Penyerahan ini 
dibuat dalam berbagai cara diantaranya: 
1) Disampaikan secara verbal (bi al-kalam). Bentuk penyerahan ini 
dilakukan dalam pertemuan langsung. 
2) Disampaikan secara tertulis (bi al-Kitabah). Bentuk penyerahan ini 
menjadi efektif segera setelah surat yang dibuat itu menunjukan 
bahwa orang tersebut menyerahkan dan tetap akan menerima sampai 
diterima oleh penerima. Penyerahan ini harus dilakukan secara 
langsung. 
3) Dapat dilakukan dengan pesan yang dikirim dengan seseorang. 
Orang yang jujur dan terpercaya, dan penyerahan itu diterima dengan 
penerimaan yang baik. Para ulama Maliki, Syafi‟i, Hanbali, 
                                                          
54Abdur Rahman I.Doi, Syari‟ah The Islamic Law, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 16. Bandingkan Rachamat Syafei, Fiqh Muamalah 
(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 46-49. 
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berpendapat bahwa penyerahan itu harus dilakukan oleh pemilik 
harta dalam mengembalikan konsiderasi. Namun para ulama Hanafi 
mengatakan bahwa penyerahan itu berasal dari satu kelompok. 
4) Dibuat melalui tanda-tanda dan terutama lewat isyarat pada semua 
kasus di mana orang yang menyerahkan itu adalah tuli atau bisu atau 
ketika penerima tidak memahami bahasa orang yang menyerahkan 
Mazhab Maliki berpandangan sebagai sahih tanda-tanda yang 
diketahui yang dibuat seseorang yang normal sekalipun karena ide 
yang penting adalah bahwa orang yang menyerahkan itu harus 
mengkomnikasikan penyerahanya. 
5) Dibuat dengan perbuatan (fi‟il). Penyerahan yang dibuat lewat 
perantara barang adalah sahih menurut Mazhab Maliki, namun 
penyerahan itu tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis memahami bahwa 
penyerahan beberapa benda sebagai pattenre āda setelah terjadinya 
kesepakatan dalam acara mappettu āda, merupakan adat yang 
bersesuaian dengan hukum Islam. 
b. Tradisi Massarāpo 
Sarāpo atau baruga adalah bangunan tambahan yang didirikan di 
samping kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad 
nikah. Kenapa dikatakan sarāpo?, menurut A. Palemmui kata sarāpo itu 
merupakan singkatan dari ”asarko nakkappo”55, maksudnya dalam 
kegitan perkawinan banyak sekali rangkaian kegiatan-kegiatan dilakukan 
dalam rangka mensukseskan acara perkawinan. Dan setelah acara selesai, 
maka disebutlah dalam bahasa Bugis dengan istilah ”makkapponi 
sarae”. Sedangkan baruga adalah bangunan terpisah dari rumah yang 
                                                          
55Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
165 
ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu 
yang dianyam yang disebut “walasuji”. 
Di dalam sarāpo atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus 
bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut “lamming”. 
Tetapi akhir-akhir ini di kalangan masyarakat Bugis perkotaan sudah 
jarang lagi mendirikan sarāpo oleh karena sudah ada beberapa gedung 
atau tenda yang dipersewakan lengkap dengan peralatannya, namun 
kadang pula masih ada yang melaksanakan terutama bagi kalangan 
bangsawan dan orang berada. Namun masyarakat Bugis pedesaan masih 
tetap mendirikan sarāpo. 
Walasūji bentuknya seperti gapura tetapi menyerupai bagian depan 
rumah panggung suku Bugis-Makassar. Atapnya berbentuk segitiga dan 
disangga rangkaian anyaman bambu sebagai penghias dan tak lupa diberi 
janur kuning.56 Bentuk walasūji ini hampir tidak berbeda bagi Suku 
Bugis-Makassar. Walasūji atau baruga bermotif segi empat belah ketupat 
ini sudah tidak asing lagi dalam khasanah peradaban masyarakat Bugis-
Makassar. Hal ini terlihat pada setiap pembuatan baruga, serta pallāwa 
atau pagar pada acara perkawinan atau pesta adat.  
Konsep segi empat pada walasūji ini, berpangkal pada kebudayaan 
orang Bugis-Makassar yang memandang alam raya sebagai sulapa‟ 
eppa‟ walasūji (segi empat belah ketupat). Konsep tersebut ditempatkan 
                                                          
56Bentuk anyaman bambu pada walasuji merupakan simbol yang mengandung makna. 
Misalnya; bila anyaman bambu pada walasuji berjumlah empat, menunjukkan bahwa yang 
menikah adalah bangsawan. Bila anyaman berjumlah tiga, menunjukkan bahwa yang menikah 
adakah keturunan bangsawan. Dan bila anyamannya hanya dua, menunjukkan bahwa yang 
menikah adalah tausama (orang biasa). Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 
Nopember 2014 di Parepare. 
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secara horizontal dengan dunia tengah. Dengan pandangan ini, 
masyarakat Bugis memandang dunia sebagai sebuah kesempurnaan.57 
Kesempurnaan yang dimaksud meliputi empat persegi penjuru mata 
angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Secara makro, alam semesta 
adalah satu kesatuan yang tertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis- 
Makassar, yaitu „sa‟ (   ) yang berarti seuwa, artinya tunggal atau esa. 
Begitu pula secara mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang 
diwujudkan dalam sulapa‟ eppa‟. Berawal dari mulut manusia segala 
sesuatu dinyatakan, bunyi ke kata, kata ke perbuatan, dan perbuatan 
mewujudkan jati diri manusia. Dengan demikian, Wala Sūji dalam dunia 
ini, dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang 
dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah 
Awaranīngeng (keberanian), akkarungeng (kebang-sawanan), asugīreng 
(kekayaan), dan akkessingeng (ketampanan/kecantikan). 
Huruf (   ) di atas juga melambangkan “empat unsur alam” yang 
menjadi sifat manusia, yakni air, api, tanah dan angin. Keempat unsur 
alam ini bertalian dengan warna, yaitu kuning, putih, merah dan hitam. 
Lebih jauh, simbol “sa” di atas melambangkan “empat sisi tubuh 
manusia”. Paling atas adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua 
tangan, dan paling bawah adalah kaki. Orang Bugis mengidealisasikan 
manusia sulapa eppa‟, manusia yang menjaga prinsip keseimbangan 
atas-bawah (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan). Dengan alam, 
manusia sulapa eppa‟ mengemban tanggungjawab untuk merawat 
                                                          
57Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 
(Ujungpandang, Hasanuddin University Press, 1995), h. 8  
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kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya. Dengan demikian, 
konsep  Sulapa' Eppa' (juga dilafalkan Sulapa' Appa') dalam dunia ini, 
dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang 
dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah 
awaranīngeng (keberanian), akkarūngeng (kebangsawanan), asugīreng 
(kekayaan), dan akkessīngeng (ketampanan/kecantikan). 
Lebih lanjut sulapa' eppa' diproyeksikan terhadap asas kehidupan 
manusia yang  terdiri atas empat azas, yakni:1) Azas kehidupan tentang 
eksistensi kelahiran manusia, 2) Azas kehidupan tentang eksistensi 
kehadiran manusia, 3) Azas kehidupan tentang eksistensi pengabdian 
manusia dalam makrokosmos dan, 4) Azas kehidupan tentang kematian 
manusia. 
Manusia menjadi khalifah bagi alam raya harus memenuhi syarat 
nilai-nilai sulapa' eppa' yang terkandung dalam kearifan dan ajaran 
tradisi lokal manusia. Manifestasi nyata harmonisasi humanosphere 
tersebut dapat dilihat pada perilaku, perayaan, upacara maupun bentuk 
arsitektur. Pada perilaku manusia Bugis ada kebiasaan; "taro ada taro 
gau, sipatuo-sipatokkong" (adat menunjukkan perbuatan, saling 
menghidupi-saling menolong). 
Walasūji ini terbuat dari anyaman bambu. Mengapa Walasūji harus 
menggunakan pohon bambu, karena pohon bambu dipercaya memiliki 
makna filosofi. Pohon bambu adalah sejenis tumbuhan yang sangat 
berguna bagi kehidupan manusia. Ada satu sisi dari pohon bambu dapat 
dijadikan bahan pembelajaran bermakna, yakni pada saat proses 
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pertumbuhannya. Pohon bambu ketika awal pertumbuhannya atau 
sebelum memunculkan tunas dan daunnya terlebih dahulu 
menyempurnakan struktur akarnya. Akar yang menunjang ke dasar bumi 
membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dan 
tidak patah sekalipun ditiup angin kencang. Metafora tersebut 
mengajarkan kepada manusia agar tumbuh, berkembang dan mencapai 
kesempurnaan bergerak dari dalam ke luar, bukan sebaliknya. Lebih jauh 
memahami filosofi pohon bambu tersebut, bahwa menjadi apa 
sesungguhnya kita ini sangat tergantung pada pemahaman, penghayatan, 
dan pengamalan kita tentang “Keimanan kepada Allah swt” yang 
terdapat dalam hati (qalbu) kita masing-masing. 
Filosofi bambu dalam pertumbuhannya juga memberikan 
pembelajaran yang sangat berharga. Bambu dalam pertumbuhannya 
meskipun tumbuh di hutan belantara yang dikelilingi berbagai tumbuhan 
pohon yang mengelilinginya, tapi bambu tetap tumbuh sesuai dengan 
polanya sendiri. Artinya tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan 
sekitarnya. Hal ini juga diharapkan tertanam pada diri manusia terutama 
pada pasangan pengantin baru, agar di dalam mengarungi kehidupan 
kelak tidak mudah terpengaruh dan terpedaya oleh hiruk pikuknya 
kehidupan dunia. 
Melihat dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol adat 
dalam tradisi massarapo serta tujuan pelaksanaannya tidaka bertentangan 
dengan hukum Islam, dan bahkan Islam memerintahkan kepada 
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penganutnya untuk memuliakan tamunya. Sebagimana yang ditegaskan 
dalam hadis Rasulullah saw. Sebagai berikut: 
ْاللْلوسرْنأْرضي الله عنهْةريرىْبأْنعلاقْصلى الله عليه وسلم : ْمويلاوْللهباْنمؤيْناْك نم
ْرخلِامويلاوْ للهباْ نمويْ ناْك نموْ ،ْ تمصيلْ وأْ ًايْخْ لقيلفْ رخلِا
مويلاوْللهباْنمؤيْناْكنموْ،ْهراجْمركيلف وفيضْمركيلفْرخلِا  58  
Artinya: 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah saw. 
telah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia 
memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. 
Hadits ini mengandung hukum, hendaklah kita berkeyakinan 
bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi 
nilai ibadahnya, apakah tamunya itu orang kaya atau yang lain. Juga 
anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya 
walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera 
menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan 
menghidangkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang 
mudah dilakukannya tanpa memaksakan diri.  
c. Tradisi Cemme Mājang atau cemme mappasīling 
Cemme passīli merupakan permohonan kepada Allah swt. agar 
kiranya senantiasa memberikan perlindungan dari hal-hal jelek, baik itu 
yang berasal dari dalam rumah maupun dari luar rumah. Upaya ini 
mengandung hikmah bahwa diharapkan calon pengantin senantiasa 
menjaga diri. 
                                                          
58Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-mughirah bin bardizbah al Ju‟fi 
al-Bukhori, Matanu Masykul Hadits, Jus 5 (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 85  
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Mengenai bahan yang digunakan telah disinggung pada bagian 
sebelumnya namun untuk penjelasan mengenai makna dari penggunaan 
bahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Daun sirih merupakan simbol harga diri. Penggunaan bahan ini selain 
fungsinya sebagai anti septik tetapi juga mengandung arti siri‟ yaitu 
harga diri atau rasa malu. Dengan harapan di masa yang akan datang 
mempelai dapat mempertahankan harga dirinya dalam melakoni 
kehidupan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada masyarakat Bugis siri‟ 
merupakan nilai yang paling diagungkan, seperti pada ungkapan 
Bugis yang menyatakan: “siri‟emi riaseng tau” yang artinya hanya 
karena kita mempunyai rasa malu maka disebut manusia. Ungkapan 
ini menunjukkan bahwa salah satu nilai kemanusiaan seseorang adalah 
rasa malu.  
Dalam tuntunan agama Islam juga memerintahkan keharusan 
mempertahankan rasa malu sebagai perisai hidup. Hal ini 
sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. Bersabda: 




Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata bahwa 
Rasulullah saw. Lewat dihadapan seorang Ansar yang sedang 
mencela saudaranya karena saudaranya pemalu. Maka Rasulullah 
saw bersabda “Biarlah dia! sesunbgguhnya rasa malu sebagian dari 
iman. (HR. Bukhari dan Muslim) 
                                                          
59Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhariy, Shahih Bukhari, Juz I. (Bandung, PT. 






Dari Abu Mas‟ud Al-Badri r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: 
“sesungguhnya diantara kata-kata kenabian terdahulu yang masih 
teringat oleh masyarakat adalah: „jika kamu sudah tidak memiliki 
rasa malu maka kamu akan berbuat semaumu”. (HR. Bukhari) 
Berdasarkan kedua hadis di atas memberikan pemahaman bahwa 
betapa pentingnya rasa malu itu dimiliki oleh setiap orang, sehingga 
Rasulullah saw menegaskan bahwa jika seseorang itu memiliki rasa 
malu, maka ia telah melaksanakan separuh dari keimanannya karena 
ia mampu mengendalikan dirinya dari segala hal yang dapat merusak 
diri dan reputasi serta keluarganya. 
b. Daun serikaya simbol kekayaan. Daun serikaya dalam ilmu 
pengobatan tradisional juga berfungsi sebagai anti septik. Dari 
penyebutannya serikaya “kaya” hikmahnya adalah pengharapan 
manusia untuk dicukupkan rezekinya oleh Allah swt. Kekayaan di sini 
tidak dilihat dari sudut kuantitas namun lebih kepada kualitas. 
Sehingga keberkahan dan kecukupan senantiasa mengiringi kehidupan 
mempelai dalam menempuh hidup dalam bahtera rumah tangganya. 
c. Daun waru simbol kesuburan. Hal ini menyiratkan harapan semoga 
nantinya kedua mempelai dianugerahi keturunan yang banyak dan 
berkualitas sehingga mampu meneruskan kehidupan ini. Daun waru 
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merupakan juga simbol kekuatan dan ketahanan menghadapi hidup, 
pohon waru dimanapun hidup akan tetap rimbun daunnya. 
d. Daun tebu simbol kenikmatan. Tebuh merupakan tanaman penghasil 
gula. Oleh karena gula memberikan rasa manis, maka diharapkan 
kedua mempelai senantiasa dapat mereguk manisnya kehidupan, dan 
terhindar dari kendala-kendala yang dapat merusak keidupan rumah 
tangganya kelak. 
e. Daun ta‟baliang simbol penangkis bala. Daun ta‟baliang ini mewakili 
simbol penangkis bala oleh karena permukaan dari daun ini 
mempunyai warna yang berbeda dengan warna bagian bawahnya. 
Pemaknaan yang ingin diambil dari penggunaan bunga ta‟baliang 
adalah agar kiranya kehidupan calon mempelai senantiasa terhindar 
dari bala bencana, sehingga dapat menunaikan tanggungjawab sebagai 
suami istri dengan tentram dan senantiasa diridhoi Allah swt. 
f. Bunga Cabbēru simbol keceriaan. Cabbēru berarti senyum dan 
keceriaan. Penggunaan bunga ini memberikan makna bahwa dalam 
menempuh kehidupan rumah tangga yang sangat berat tantangannya, 
kedua pasangan suami istri diharapkan mampu tetap berbaik sangka, 
ceria dan tersenyum menghadapinya. 
g. Daun cangngadūri simbol penonjolan. Cangngaduri merupakan 
simbol penonjolan oleh karena walaupun bunganya kecil namun akan 
tetap menonjol baik dari segi warna maupun bentuknya. Hikmahnya 
adalah bahwa kehidupan suami istri haruslah dilandasi oleh rasa 
percaya diri, optimis dalam menempuh kehidupan rumah tangganya. 
Rasa optimis dan percaya diri inilah yang kemudian akan melahirkan 
generasi-generasi yang tangguh, cerdas dalam melanjutkan eksistensi 
manusia di muka bumi. Selain itu diharapkan pasangan ini nantinya 
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menjadi tonggak utama kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa dan 
tanah air. 
h. Majang alōsi simbol serba guna. Majang alōsi atau mayang pinang 
adalah simbol serba guna. Seluruh bagian dari pohon pinang ini dapat 
digunakan mulai dari akar sampai buahnya. Pemaknaan ini berarti 
pasangan ini diharapkan mampu memberikan dan menciptakan karya, 
termasuk keturunan yang dapat bermafaat bagi keluarga dan 
lingkungannya sebagaimana layaknya pohon pinang tersebut. 
Majang adalah bunga pinang yang baru mekar yang dalam bahasa 
Bugis disebut ”tabbakkā”. Hal ini memberikan simbol kepada sang 
gadis yang baru saja mendapatkan jodoh yang dalam masyarakat 
Bugis disebut ”tabbukkā” artinya jodohnya telah terbuka. Majang 
yang sedang terbuka akan menghasilkan buah yang banyak, demikian 
halnya sang gadis yang sudah terbuka jodohnya akan diharapkan 
menghasilkan banyak rezki, banyak keturunan, banyak kebaikan dan 
lain sebagainya. 
Cemme passīling pada awalnya merupakan ritual yang dilakukan 
untuk menghilangkan aurah-aurah negatif yang ada dalam diri calon 
pengantin, sebab pada zaman dulu untuk mendapatkan atau 
mempersunting seorang gadis butuh perjuangan dan persaingan yang 
sangat ketat sehingga tidak jarang laki-laki pada waktu itu beradu ilmu 
dan kekuatan. Untuk menghilangkan pengaruh negatif tersebut 
sekaligus untuk membentengi calon pengantin dari berbagai sihir dan 
kiriman ilmu-ilmu negatif maka dilakukan cemme pasīling.61 
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Memohon perlindungan dari ilmu sihir sebagaimana tujuan utama 
pelaksanaan cemme passīling ditegaskan dalam QS. al-Falaq/113: 1-5.  
Allah swt berfirman: 
                          
                       
Terjemahnya: 
Katakanlah, „Aku berlindung kepada Rab yang menguasai  subuh, 
dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir 
yang menghembus ke buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang 
dengki apabila ia dengki.62 
Dalam ayat keempat surat al-Falaq disebutkan perintah untuk 
berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, hal ini secara 
jelas menunjukkan adanya sihir dan bahayanya, jika sihir itu tidak ada 
tentu tidak ada esensi perintah untuk berlindung darinya. 
Dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatlan oleh Aisyah 
radhiyallahu „anhaa yang berbunyi: 
َْرَحَسَْْلوُسَرَِّْْللَاْىَّلَصَُّْْللَاِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوْ ْيِدوُه َيْْْنِمِْْدوُه َيِْْنَبٍْْقَْيرُزُْْلاَق ُيُْْوَلْ
ُْديَِبلُْْنْبِْْمَصْعَْلْاْْْتَلَاقَّْْتََحَْْناَكُْْلوُسَرَِّْْللَاْىَّلَصَُّْْللَاِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوَُْْنُْٓلَّيْ
ِْوَْيلِإُْْوََّنأُْْلَعْف َيَْْءْيَّشلا اَمَوُْْوُلَعْف َيَّْْْتََحْاَذِإَْْناَكَْْتاَذٍْْمْو َيَْْْوأَْْتاَذٍْْةَل ْ َيلْاَعَدْ
ُْلوُسَرَِّْْللَاْىَّلَصَُّْْللَاِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوَُّْثْاَعَدَُّْثْاَعَدَُّْثَْْلَاقَْْيُْْةَشِئاَعِْْتْرَعَشَأْ
َّْنَأََّْْللَاِْْناَت َْفأْاَميِفُْْوُت ْ ي َتْف َتْساِْْويِفِْْنَءاَج ِْنَلَُجَرَْْدَعَق َفَْاُنُِدَحَأَْْدْنِعْيِسَْأرْ
ُْرَخْلْاَوَْْدْنِعَّْْيَلِْجرَْْلاَق َفْيِذَّلاَْْدْنِعْيِسَْأرْيِذَِّللَْْدْنِعَّْْيَلِْجرَْْْوأْيِذَّلاَْْدْنِعْ
َّْيَلِْجرْيِذَِّللَْْدْنِعْيِسَْأرْاَمُْْعَجَوِْْلُجَّرلاَْْلَاقُْْبْطَمٌْبوَْْلَاقُْْوََّبطْنَمَْْلَاقُْْدِيَبلْ
                                                          








ْْتَنِفُدَفْ .اَن َث َّدَحُْوَبأٍْْبَْيرُكْاَن َث َّدَحُْوَبأَْْةَماَسُأْاَن َث َّدَحٌْْماَشِىْْْنَعِْْوِيَبأْْْنَعْ
َْةَشِئاَعْْْتَلَاقَْْرِحُسُْْلوُسَرَِّْْللَاْىَّلَصَُّْْللَاِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوَْْقاَسَوُْوَبأُْْكٍْبْيَرْ
َْثيَِدْلْاِْْوِتَّصِِقبَْْوَْنَِْْثيِدَحِْْنْباٍْْْيُْنَُْْلَاقَوِْْويِفَْْبَىَذَفُْْلوُسَرَِّْْللَاْىَّلَصَُّْْللَاْ
ِْوْيَلَعَْْمَّلَسَوَْْلِإِْْرْئِبْلاَْْرَظَن َفْاَه ْ َيلِإْاَه ْ يَلَعَوٌْْلَْنَْْْتَلَاقَوُْْتْل ُقَْْيَْْلوُسَرَِّْْللَاْ
ُْوِْجرْخََأفَْْْلَِوْْْلُق َيَْْلَََفأُْْوَت ْقَرْحَأَْْْلَِوْْْرُكْذَيُْْتْرَمََأفَْاِبِْْْتَنِفُدَف63ْ
Artinya: 
“Seorang Yahudi Bani Zuraiq yang bernama Labied bin Al- A'sham 
pernah menyihir Rasulullah saw. Ia berkata: Sehingga Rasulullah 
saw membayangkan seolah-olah melakukan sesuatu padahal beliau 
tidak melakukannya. Sampai pada   suatu hari atau suatu malam, 
Rasulullah saw berdoa dan terus berdoa, kemudian berkata, „Hai 
Aisyah, apakah engkau merasa bahwa Allah memberiku petunjuk 
mengenai apa yang aku tanyakan kepada-Nya? Dua malaikat telah 
datang kepadaku. Salah satu di antaranya duduk di samping 
kepalaku, sedangkan yang lain di dekat kakiku. Malaikat yang 
berada di samping kepalaku berkata kepada malaikat yang berada 
di dekat kakiku atau sebaliknya: Sakit apa orang ini? Yang ditanya 
menjawab: Tersihir. Yang satu bertanya lagi: Siapakah yang 
menyihirnya? Yang lain menjawab: Labied bin Al-A'sham. Yang 
satunya bertanya: Di mana sihir itu ditempatkan? Yang lain 
menjawab: Pada sisir dan rontokan rambut yang berada di sisir itu 
serta kantong mayang kurma jantan. Yang satu bertanya: Di mana 
benda itu diletakkan? Yang lain menjawab: Di dalam sumur 
Dzu Arwan.‟” Aisyah melanjutkan: “Lalu Rasulullah saw datang ke 
sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau kemudian 
beliau bersabda: „Hai Aisyah, demi Allah, air sumur itu 
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laksana perasan inai (yakni berwarna kuning kemerah-merahan 
sedangkan pohon kurma yang ada di sana bagaikan kepala-kepala 
setan‟. Aku (Aisyah) bertanya: „Ya Rasulullah, apakah engkau 
tidak membakar saja benda itu?‟ Rasulullah saw menjawab: „Tidak. 
Mengenai diriku, Allah telah berkenan menyembuhkanku. Dan 
aku tidak suka membuat masyarakat menjadi resah. Karena itu, aku 
menyuruh memendamnya.” 
Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas, maka masyarakat 
Bugis Parepare sampai saat ini masih tetap mempertahankan tradisi 
cemme mājang atau cemme passīling pada setiap melakukan acara 
perkawinan. Adapaun waktu pelaksanaannya ada dua versi. Versi 
pertama dilaksanakan pada waktu pagi antara jam 09.00 hingga jam 
11.00. dengan harapan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh 
calon pengantin dalam membina keluarga kelak senantiasa naik terus 
sebagaimana naiknya mata hari di waktu pagi. Adapun versi yang 
kedua dilaksanakan di waktu sore antara jam 15.00 – 17.00. dengan 
harapan bahwa segala keburukan dan pengaruh-pengaruh negatif yang 
ada pada dirinya dikuburkan dan ditenggelamkan ke bumi bersama 
dengan turun dan tenggelamnya mata hari di waktu sore. Waktu yang 
dipilih tersebut sangat ditentukan niat dan harapan yang ingin dicapai 
dalam pelaksanaannya atau dalam istilah Bugisnya tergantung assenū-
sennūrenna. 
d. Tradisi tudangmpenni 
Tudangmpenni adalah duduk bersama pada malam hari menjelang 
pernikahan. Pengertian sesungguhnya adalah duduk bermusyawarah di 
malam hari bersama dengan handaitaulan, tudang sipitangngari 
(Bugis), dalam rangka pelaksanaan pernikahan.64 
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Pada malam tudang penni itu pada umumnya keluarga-keluarga dari 
jauh datang berkumpul untuk memenuhi undangan. Pertemuan antar 
keluarga tersebut berlangsung dangan mesra sekali terutama bagi yang 
telah berpisah karena berada di tempat yang jauh. Upacara pernikahan 
merupakan suatu acara yang mempertemukan kembali keluarga. Sering 
pula pada pertemuan itu terjadi pembicaraan, terselubung setelah hal 
pokok selesai dibicarakan yangberkaitan dengan penjodohan antar 
keluarga mereka yang hadir. 
Setelah upacara tudangmpenni, yang dihadiri oleh keluarga, pada 
masyarakat Bugis Parepare dilaksanakan tiga rangkaian acara lagi, yaitu; 
Khataman alquran (mappanre temme‟), pembacaan barazanji, dan acara 
mappacci. 
Khataman alquran dipimpin oleh seorang imam atau ustadz kemudian 
diikuti oleh pengantin dan sesekali pendamping menaburi beras ke arah 
pengantin. Adapun surah yang dibaca dimulai dari QS. ad-Duha sampai QS. 
an-Nas kemudian dilanjutkan QS. al-fatiha, QS. al-Baqarah: 2/1-5, 
kemudian ayat 255-256, kemudian ayat 284-286 dan ditutup dengan doa 
khatam alquran. 
Tradisi pembacaan kitab Barzanji sebenarnya bukanlah hal yang 
wajib dilakukan oleh umat Islam atau pun sebuah ritual yang harus 
dilakukan di setiap hajatan. Barzanji hanya dilakukan untuk mengambil 
hikmah dan meningkatkan kecintaan umat terhadap Nabinya, 
menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi 
Barzanji di kalangan masyarakat Bugis Parepare sudah merupakan hal 
yang lazim dilakukan. Tujuannya memohon berkah kepada Allah agar 
apa yang dihajatkan terkabul. 
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Walaupun Barzanji sudah menjadi tradisi umum yang dilakukan 
oleh masyarakat Bugis Parepare, namun sebagian masyarakat Bugis 
memahami Barzanji sebagai sesuatu yang sakral dan “wajib” dilakukan 
ketika melaksanakan suatu upacara adat. Tanpa Barzanji suatu upacara 
adat dikatakan belum sempurna. Bagi mereka, Barzanji merupakan 
penyempurna dari upacara adat yang mereka lakukan. Sebagian besar 
masyarakat juga percaya, bahwa orang yang melakukan hajatan tanpa 
melaksanakan Barzanji seperti tidak sempurna. 
Tradisi Barzanji masyarakat Bugis memang unik dibanding tradisi 
Barzanji yang dilakukan oleh masyarakat di daerah lain yang ada di 
Indonesia. Keunikannya terletak pada Barzanji yang dianggap sakral 
oleh masyarakat setempat, yang harus dilaksanakan di setiap upacara 
adat mereka, serta adanya akulturasi Islam dan pra-Islam pada tradisi 
tersebut. Dari penjelasan tersebut peneliti memahami, bahwa kesakralan 
dari Barzanji bukan terletak pada buku Barzanjinya, siapa yang 
membacanya atau siapa yang mengadakannya, tapi letak kesakralannya 
pada tradisi atau acara Barzanji itu sendiri.  
Setelah pembacaan barazanji selesai dilanjutkan acara makan 
malam dan setelah itu acara mappacci. Namun ada sebagian masyarakat 
Bugis Parepare menggabungkan acara pembacaan barazanji dan acara 
mappacci. 
Mappacci yang dilaksanakan pada saat tudampenni/wenni 
mappacci merupakan upacara yang sangat kental dengan nuansa batin. 
Dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan 
mensucikan diri dari hal yang tidak baik. Dengan keyakinan bahwa 
segala tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik 
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pula.  
Karena perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan dirahmati 
Allah, maka segenap keluarga termasuk calon mempelai diharapkan 
untuk mengikhlaskan segenap hati dalam menempuh kehidupan ini. 
Karena bagi calon mempelai, perkawinan merupakan awal dari 
kehidupan baru sebagai suami istri. Jadi hendaklah segala sesuatunya 
betul-betul dipersiapkan dan didasari dengan niat yang suci. 
Mappacci merupakan kegiatan dimana kerabat dan keluarga 
memberikan restu dan ridhanya kepada calon mempelai sehingga terukir 
kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh 
kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta mendapatkan ridha dan 
keberkahan dari Allah swt. 
Makna simbolis dari peralatan yang dipergunakan dalam upacara 
mappacci adalah: 
1) Bantal 
Bantal terbuat dari kapuk dan kapas sebagai perlambangan 
kemakmuran, yang dalam bahasa Bugis adalah ‟asaléwāngeng‟. 
Bantal sesuai dengan peruntukannya merupakan pengalas atau 
penopang kepala, yang mana kepala merupakan organ tubuh manusia 
yang paling mulia (alebbīreng). Dengan demikian diharapkan calon 
mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling 
hormat menghormati. Dalam bahasa Bugisnya mappakalebbi‟ 
2) Sarung 7 lembar 
Sarung merupakan penutup/pelindung tubuh. Sarung merupakan 
simbol dari upaya manusia menjaga harga dirinya. Sehingga kelak 
mempelai senantiasa dapat menjaga harga diri dan kehormatan 
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keluarganya, dalam bahasa Bugis dinyatakan dengan nalitutuai siri‟na 
(sini‟ nalitutuiwi siri‟na‟). Pembuatan sarung memerlukan 
keterampilan, ketelatenan, dan ketekunan. Ini memberikan pesan 
bahwa dalam menempuh kehidupan berumah tangga dibutuhkan 
keterampilam, ketelatenan, dan ketekunan sehingga rahmat Allah swt. 
dapat dicapai.  
Makna simbolis tujuh lembar ini, adalah bahwa tujuh lembar 
dalam bahasa Bugis pitullampā. Angka tujuh ini dikaitkan dengan 
filosofi orang Bugis yang menyatakan: ‟iyapa muabbatang tau rekko 
mulléni mattulili dapurengé wékka pitu‟65, yang artinya bahwa 
persyaratan untuk menikah adalah kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup selama 7 hari dalam seminggu baik itu kebutuhan 
lahiriah maupun kebutuhan rohani. Hikmahnya kemudian semakin 
dalam jika merujuk perumpamaan dapur yang digambarkan oleh 
ungkapan tersebut.  
Dapur bagi masyarakat Bugis merupakan pusat dari seluruh 
sumber kehidupan rumah tangga. Bentuk dapur yang segi empat 
terkait lagi dengan konsep sulapa‟ eppa. Sulapa‟ eppa merupakan 
konsep kehidupan manusia Bugis yaitu empat sisi kehidupan yang 
senantiasa harus ditunaikan oleh kedua mempelai. Sisi pertama adalah 
mengenai kebutuhan akan pangan, sisi kedua mengenai kebutuhan 
akan papan (rumah) dan sisi ketiga mengenai kebutuhan akan sandang 
dan sisi yang keempat adalah kebutuhan akan harmonisasi kehidupan 
rumah tangga (kemampuan saling menjaga perasaan).  
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Jadi pemaknaan ini mengandung hikmah tentang bagaimana 
sebuah perkawinan yang sangat sakral menuntut kemampuan calon 
mempelai untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik baru 
kemudian melangkah ke arah perkawinan. 
Jumlah sarung tujuh lembar juga bermakna dalam bahasa Bugis 
tuju. Ini sangat erta kaitannya dengan kata patujui atau tujui yang 
artinya benar atau bermanfaat. Pemaknaan ini diharapkan memberikan 
insprirasi untuk senantiasa melakukan atau mengerjakan sesuatu yang 
benar atau bermanfaat sini tujui (sini‟tujui). 
3) Pucuk daun pisang. 
Kita mengetahui bahwa daun pisang yang telah tua, belum 
kering, sudah muncul lagi daun mudanya untuk meneruskan 
kehidupannya, dalam bahasa Bugis dikatakan”maccolli maddau” 
melambangkan kehidupan yang sambung menyambung 
(berkesinambungan) seperti yang diungkapkan dalam lagu/syair Bugis 
yang berbunyi: ‟tennapodo maccoli maddaung, cajiang wija pattola 
palallo, naenre mallongi-longi, naiya sikki biritta madeceng‟. yang 
artinya: semoga medapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna 
bagi bangsa, tanah air dan agama serta kepada kedua orang tua. 
Pemaknaan ini menjelaskan kepada kita bahwa perkawinan 
merupakan proses untuk melanjutkan kehidupan sehingga kehidupan 
di dunia dapat terus berlanjut sampai pada akhirnya kita tinggalkan. 
4) Daun nangka (daung panāsa) 
Kata ‟panāsa‟ mirip dengan sebutan ‟ménasa‟ yang berarti 
harapan mulia dan cita-cita luhur. Dalam ungkapan Bugis dikenal 
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‟mammināsa ridecengnge‟ artinya senantiasa bercita-cita kepada 
kebaikan. Sedangkan bunga nangka dalam bahasa Bugis disebut 
lempū, yang dikaitkan dengan kata ‟lempū‟ 66 yang berarti jujur. Salah 
satu syair Bugis menjelaskan tentang kejujuran ini yaitu ‟duami riala 
sappo, unganna panasae belōna kanukue‟. Hal ini bermaksud bahwa 
dalam kehidupan ini ada dua hal yang patut dijadikan perisai hidup 
yaitu unganna panasaé (lempu) kejujuran, dan belōna kanukue 
(paccing) kebersihan dan kesucian jiwa. Dengan demikian diharapkan 
kiranya kelak kedua mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan hati 
dalam menempuh hidup sebagai suami istri.  
Konsep kejujuran ini dahulu pernah diutarakan melalui dialog 
antara Raja Bone La Tenrirawe Bongkangngé dengan cendekiawan 
Bone Kajao Laliddong67 sebagai berikut: 
+  Kajao Laliddong: Aga sio Arunmpone muaseng tettaroi nrebba 
alebbiremmu, patokkong pulanai alebbireng mubakurie, aja 
natatterei-tere tau tebbemu, aja napada wenno pangampo 
waramparang mubakurie. Artinya; Apakah gerangan wahai Raja 
Bone yang engkau sebut tidak membiarkan rebah kemuliaanmu, 
senantiasa menegakkan kemuliaan yang engkau miliki, tidak 
bercerai berai rakyatmu, tidak seperti penabur harta benda milikmu. 
- Dijawab oleh Arungmpone: Lempue Kajao enrengnge accae, 
artinya; Kejujuran Kajao beserta kepintaran/kecerdasan. 
                                                          
66Sabbinna  lembpu‟e limai; narekko salai naengauwi asalanna, narekko rionroisala 
naddampengangngi tau ripassalana, narekko risanrekiwi de napabelleang, narekko majjanciwi 
narupaiwi jancinna. Lihat Hasyim Aidid, Islam Nusantara Sinergitas Kearifan Lokal Bugis 
Makassar, (Makassar: Alauddin University Press, 2017), h. 130 
67Petta Panrita (61 tahun), Tokoh adat, wawancara, tanggal 04 Agustus 2014 di Parepare 
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e. Beras Melati (wennō) 
Beras yang digoreng tanpa minyak/disangrai hingga mekar 
mengembang. Dalam bahasa Bugisnya “mpennō rialei” mekar 
dengan sendirinya. Sehingga kedua mempelai dapat mandiri dalam 
membina bahtera rumah tangganya, dan senantiasa mampu 
mengembangkan dan menurunkan sifat-sifat yang baik kepada anak 
cucunya di kemudian hari. 
f. Lilin (tai bani, patti) 
Taibani/patti berasal dari lebah yang dijadikan lilin sebagai 
suluh/pelita yang dapat menerangi kegelapan yang berati panutan atau 
suri tauladan. Penggunaan lilin memberikan arti bahwa kedua 
mempelai senantiasa dapat menjadi suluh penerang bagi keluarganya, 
suri tauladan bagi anak-anaknya, dan keluarga. Pemaknaan lain dari 
kehidupan lebah yang senantiasa hidup rukun dan damai, rajin dan 
tidak saling mengganggu satu sama lain, kita juga diharapkan dapat 
mengambil hikmahnya, yaitu kedua mempelai haruslah dapat bekerja 
sama berkarya dalam mengisi hidup. 
Selain daripada itu lebah juga menghasilkan madu. Madu ini 
sangat berguna bagi manusia, dalam bahasa Bugis madu berati “cani” 
yang dikaitkan dengan kata (cenning), dengan harapan bahwa calon 
mempelai senantiasa memiliki hati yang manis, sifat perilaku, tutur 
kata dan perbuatan yang manis laksana madu untuk menjalin 
kebersamaan dan keharmonisan seperti kehidupan lebah. 
g. Daun pacar atau pacci 
Daun pacar atau pacci sebagai simbol dari kebersihan dan 
kesucian. Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai 
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telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan 
harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri 
hingga ajal menjemput. 
h. Tempat pacci yang terbuat dari logam (bekkeng) 
Perpaduan antara ca‟paru dan pacci melambangkan dua insan 
yang saling mengisi, menyatu dalam ikatan yang kokoh, semoga 
pasangan suami istri tetap menyatu, bersama mereguk nikmatnya cinta 
dan kasih sayang. 
Terlepas makna simbol-simbol yang dipergunakan dalam tradisi 
mappacci pada acara tudang penni. Inti dari pelaksanaan tradisi 
mappacci adalah saling memaafkan satu sama lain yang dalam istilah 
masyarakat Bugis ”sipaccingi” artinya saling memaafkan antara 
sanak keluarga terutama kepada kedua orang tua pengantin. Karena 
tidak menutup kemungkinan bahwa selama dalam pengasuhan orang 
tua pernah terjadi kesalah pahaman antara anak dan orang tua. Oleh 
karena itu, harapan yang diinginkan semoga sang anak benar-benar 
suci lahir dan batinnya dalam mempersiapkan diri memasuki biduk 
rumah tangganya. 
Dengan melihat tujuan utama pelaksanaan tradisi tudang penni 
yang dirangkaikan dengan acara mappacci, maka dapat ditegaskan 
bahwa tradisi tersebut bersesuaian dengan ajaran Islam tentang saling 
maaf memaafkan satu sama lain. Hal ini sebagaimana firman Allah 
dalam QS. Ali Imran: 4/134 
                       
       
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Terjemahnya: 
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan.68 
e. Esso Akawīngeng atau hari pernikahan 
Esso Akawīngeng merupakan bagian paling utama atau ulu 
aggaukeng (Bugis), dan acara kunci dalam pernikahan. Pada intinya akad 
nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan 
manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang 
saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan di hadapan manusia 
dan Tuhan. 
Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah 
pelaminan. Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. 
Dengan dua kalimat yang sederhana ijab dan qabul terjadilah perubahan 
besar, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian 
menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka 
nafsupun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Begitu besarnya 
perubahan ini sehingga Alquran menyebut akad nikah sebagai Mitsaqan 
Ghalidzha (perjanjian yang berat). Hanya 3 kali kata ini disebut dalam 
Alquran. Pertama, ketika cinta dua insan disatukan dalam ikatan 
perkawinan69. Kedua ketika Allah membuat perjanjian dengan Nabi dan 
Rasul Ulul-Azmi70. Ketiga, ketika Allah mengangkat bukit Tsur di atas 
                                                          
68
 Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 84 
69Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul 
(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil 
dari kamu perjanjian yang kuat (QS.4/21). Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan 
Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 105 
70Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) 
dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian 
yang teguh (QS 33/7). Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. 
Karya Toha Putra, 2002), h.592 
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kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan 
Allah71. 
Akad nikah bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut 
laki-laki, atau sekedar formalitas untuk mensahkan hubungan suami istri, 
atau bahkan adat yang menjadi kebiasaan dalam pernikahan. Akad nikah 
adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat. 
Akad nikah telah mengikatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian 
syariah, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya. Perjanjian 
agung menghalalkan kehormatan diri untuk dinikmati pihak lainnya. 
Perjanjian kokoh yang tidak boleh dicederai dengan ucapan dan 
perbuatan yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri. Allah 
berfirman dalam QS. An-Nisaa: 4/21 yang berbunyi: 
                     
    
Terjemahnya:  
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat.72 
Pemaknaan lain dari perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan 
adalah akad yang menghalalkan kedua belah pihak, laki-laki dan 
perempuan untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Sehingga 
                                                          
71Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian 
(yang Telah kami ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu 
gerbang itu sambil bersujud", dan kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu 
melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian 
yang kokoh (QS 4/154). Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: 
PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 135 
72Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 105 
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pernikahan bisa dipahami sebagai; akad untuk beribadah kepada Allah, 
akad untuk menegakkan syariah Allah, akad untuk membangun rumah 
tangga sakinah mawaddah warahmah. 
Pernikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk 
saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa 
adanya, akad untuk saling mengautkan keimananan, akad untuk saling 
membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, akad 
untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran 
dan kekayaan, dalam sakit dan sehat. 
Pernikahan berarti akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, 
akad untuk saling melindungi, akad untuk saling memberi rasa aman, 
akad untuk saling mempercayai, akad untuk saling menutupi aib, akad 
untuksaling mencurahkan perasaan, akad untuk berlomba menunaikan 
kewajiban, akad untuk saling memaafkan kesalahan, akad untuk tidak 
menyimpan dendan dan kemarahan, akad untuk tidak mengungkit-ungkit 
kelemahan, kekurangan dan kesalahan. 
Pernikahan adalah akad untuk tidak melakukan pelanggaran, akad 
untuk tidak saling menyakiti hati dan perasaan, akad untuk tidak saling 
menyakiti badan, akad untuk lembut dalam perkataan, santun dalam 
pergaulan, akad untuk indah dalam penampilan, akad untuk mesra dalam 
mengungkapkan keinginan, akad untuk saling mengembangkan potensi 
diri, akad untuk adanya keterbukaan yang melegakan, akad untuk saling 
menumpahkan kasih sayang, akad untuk saling merindukan, akad untuk 
tidak adanya pemaksaan kehendak, akad untuk tidak saling membiarkan, 
akad untuk tidak saling meninggalkan. Pernikahan juga bermakna akad 
untuk menebarkan kewajiban, akad untuk mencetak generasi berkualitas, 
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akad untuk siap menjadi bapak dan ibu bagi anak-anak, akad untuk 
membangun peradaban, akad untuk segala yang bernama kebaikan. 
Mengingat betapa pentingnya akad nikah pada esso akawīngeng, 
maka masyarakat Bugis Parepare memaksimalkan pelaksanaannya 
dengan menggunakan prangkat-prangkat yang ada, baik yang bersumber 
dari syari‟at maupun yang bersumber dari adat kebiasaan. Rangkaian 
upacara inti itu, didahului dan diakhiri beberapa upacara seperti berikut; 
madduppa dan mappenre botting, mengucapkan akad nikah, dan 
mappasikarāwa. 
Walaupun upacara-upacara ini pada dasarnya terpisah-pisah, 
namun dalam kenyataan pelaksanaannya terlalu sukar dibedakan dan 
dipisahkan oleh masyarakat awam. Akibatnya, kesalahan pelaksanaan 
suatu upacara pasca nikah akan merusak upacara inti, yaitu akad nikah. 
Pada upacara pernikahan, terdapat beberapa upacara adat yang 
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Upacara 
tersebut adalah mappenre botting, akad nikah, dan mappasikarawa. 
1) Mappenre Botting 
Maappenre Botting pada dasarnya ada dua rangkaian tradisi yang 
digabung, yaitu madduppa botting dan mappenre botting. Pada kegitan 
mappenre botting diusahakan agar pengantin pria berangkat dari 
rumahnya menuju ke tempat wanita pada waktu masih pagi. Hal ini 
dikerjakan agar nikah dapat dilaksanakan sebelum matahari condong ke 
barat. Waktu yang paling baik untuk menikah ialah sekitar jam 
10:00, sampai dengan jam 12:00. Hal ini mengandung niat dan 
harapan, atau sennu-senureng, agar kedua mempelai mendapat rezeki 
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yang baik. 
Sebelum rombongan pengantin laki-laki berangkat menuju 
kerumah pengantin perempuan terlebih dahulu menunggu jemputan 
dari pihak pengantin perempuan (biasanya dibicarakan terlebih dahulu 
sebagai suatu perjanjian). Pada zaman dahulu  rombongan penjemput 
dari pihak wanita umumnya terdiri atas sepasang remaja berpakaian 
pengantin, sekelompok wanita dewasa berpakaian baju bodo dan 
sarung sutara, dan sekolompok pria berpakaian jas tertutup, lipa qarusu, 
dan pamiring ulāweng. Rombongan penjemput tersebut hanya 
menyampaikan berita bahwa pihak wanita sudah siap menerima 
rombongan pengantin laki-laki. Setelah menyampaikan maksudnya, 
rombongan tersebut langsung berangkat pulang. 
Namun demikian, seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi tradisi madduppa botting dengan 
beberapa rombongan sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak 
dijumpai lagi pada masyarakat Bugis Parepare. Penyampaian kesiapan 
menerima tamu dari pihak pengantin perempuan cukup disampaikan 
melalui telpon sellular kepada pihak pengantin laki-laki. 
Setelah itu, iring-iringan rombongan pengantar pengantin laki-
laki berjalan menuju ke rumah pengantin perempuan dengan 
membawa beberapa barang bawaan sebagaimana yang diatur dalam 
adat/tradisi masyarakat Bugis Parepare. Barang bawaan yang 
dimaksudkan antara lain; sompa atau mahar, accuk-kaccu‟ atau erang-
erang (Makassar), dan walasūji yang berisi buah-buahan. 
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a) Sompa atau mahar 
Mahar di dalam Islam dianggap sebagai ungkapan kasih sayang. 
Mahar juga merupakan isyarat atau tanda kemuliaan seorang 
perempuan. Allah mensyariatkan mahar seperti sebuah hadiah dari 
pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang di lamarnya ketika telah 
mencapai kesepakatan diantara keduanya (untuk menikah). Mahar 
juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan dan 
kemuliaan perempuan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 4 
                           
  
Terjemahnya: 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan73. Kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.74 
Mahar merupakan pemberian yang dapat melanggengkan rasa 
cinta, mengokohkan bangunan keharmonisan rumah tangga dan juga 
dapat menyokong tuntutan nafkah kehidupan rumah tangga. Oleh 
karena itu perkawinan harus dilangsungkan dengan adanya mahar 
(sompa). 
Sompa atau mahar pada perkawinan masyarakat Bugis Parepare 
terdiri dari dua bagian yaitu; sompa sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh syara‟ dan sompa yang telah ditetapkan oleh adat 
                                                          
73Pemberian itu ialah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, 
Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 
74Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 100 
191 
(Bugis Ade‟75) yang disebut pangolong sompa. Kedua bentuk sompa 
ini ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial pengantin perempuan 
dan disepakati oleh pihak pengantin laki-laki. 
Pada masyarakat Bugis Parepare pada umumnya mahar 
diberikan dalam bentuk emas satu stel ditambah dengan mushaf 
alquran dan seperangkat alat sholat. Emas sebagai simbol kemuliaan, 
alquran disimbolkan sebagai pedoman hidup, dan seperangkat alat 
sholat disimbolkan sebagai pengabdian kepada Allah swt. 
Simbol tersebut mengandung makna dan pesan bahwa kalau 
pasangan pengantin baru tersebut ingin mendapatkan kemuliaan di 
mata masyarakat dan kemuliaah di mata Allah swt. maka hendaklah 
senantiasa berpedoman kepada alquran dan taat melaksanakan ibadah 
sholat.76 
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang 
atau barang berharga lainnya. Namun Syari‟at Islam memungkinkan 
mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat 
yang dipegang oleh Jumhur Ulama‟.77 Mahar dalam bentuk jasa ini 
ada landasannya dalam alquran dan demikian pula dalam hadis Nabi. 
hadis yang menyatakan diperbolehkannya menggunakan mahar 
berupa bacaan ayat–ayat alquran, sebagaimana sabda Rasulullah saw, 
sebagai berikut: 
                                                          
75Ade‟ yanaritu bicara malempu, gau patuju, pangkaukeng tongeng, winru sitinan, 
pabbatang massei deceng mallebbangnge, Naiyya pabbatang addakkarena tau madodongnge na 
malemmpu, atabbutturenna tau mawatangnge namaceko, iyyatona sappona wanuae ritau 
maggaubawangnge. Pada tanekki ade‟ na tuo nallimpo bunga pute namaselle lolang. Petta Panrita 
(61 tahun), Tokoh adat, wawancara, tanggal 04 Agustus 2014 di Parepare 
76Petta Panrita (61 tahun), Tokoh adat, wawancara, tanggal 04 Agustus 2014 di Parepare 
77Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 91 
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ٍْدْعَسْ ِنْبْ ِلْهَسْ ْنَعًَْْةأَرْمِإْ ُوَْتأَجْ مَّلَسَوْ وْيَلَعْ اللْ ىَّلَصْ َّبَِّنلاْ َّنَأ
َْلاَق َفْْتاللَْلْوُسَرَيْ:ْْْتَماَق َفْ.َكَلْيِسْف َنُْتْبَىَوْدَقْ ِّنِإْ.ًلَْيِوَطْاًماَيِق
اللَْلْوُسَرَيْ:َلاَق َفٌْلُجَرَْماَق َفَْْْلِْْنِإْاَه ْ يِنُجِّوَزْْْنُكَيْْ.َةَجاَحَْاِبَِْكَلَْلاَق َفْ
اللَْلْوُسَرَيْمَّلَسَوْوْيَلَعْاللْىَّلَصْيَشْْنِمَْكَدِنِعِْلَىْئْ؟ُه َّيِإْاَه ُقِدْصُت
اَذَىْ ِْيراَزِإْ َّلِِإْ ْيِدْنِعاَمْ :َلاَق َفَْكَراَزِإْ اَه َتَيطْعَأْ ْنِإْ ُّبَِّنلاْ َلاَق َفْ .
َْكَلْ َراَزِإْ َلَِْتْسَلَجَْْْئيَشْْسِمَتَْلَأفْ:َلاَق َفْ.اًئ ْ يَشْ ُدِجَاْ اَمْ:َلاَق َفْ.
ْْسِمَتْلِإُْْوَلاَق َفْ.اًئ ْ يَشُْد َِنّْْمَل َفَْسِمَتَْلَأفْ.ٍدْيِدَحْْنِمًْاَتَاَخْوَلَوْْلَىْ:ُّبَِّنلا
ْ َنِمْ َكَعَمْرُقْلاِْنآْْ اَذَْك ُةَرْوُسَوْ اَذَْك َُةرْوُسْ .ْمَع َنْ :َلاَقْ ْ ؟ٌئيَشٍْرَوُسِل
ْ ُّبَِّنلاْ ُوَلْ َلاَق َفْ زاَه ْ ي ِّمَسُيْْجَّوَزْ ْدَقْ :ُْتاَهَكْْ .ِنآرُقْلاْ َنِمْ َكَعَمْ َابٌِْقَفَّ تُم
.ِوِيَلَع78ْ
Artinya: 
Dari Sahal Ibnu Sa‟ad bahwa sesungguhnya Nabi saw. Pernah 
didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata: ya 
Rosulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu 
perempuan itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki 
lalu ia berkata: ya Rosulullah, kawinkannlah aku dengannya jika 
Engkau sendiri tidak berhajat kepadannya, kemudian Rosulullah 
saw. bertanya, “apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat 
engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?” Ia menjawab: aku 
tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini lalu nabi bersabda, 
jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak 
berpakaian lagi, Maka carilah sesuatu yang lain. Kemudian Nabi 
saw. Bersabda: “carilah meskipun cincin besi”. lalu laki-laki itu 
mencari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kemudian nabi saw 
bertanya kepadanya, Apakah engkau memiliki hafalan ayat 
alquran?” Laki-laki itu menjawab, „Surat ini dan surat ini.‟ Nabi 
saw bersabda, „Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu 
dengan Alquran yang ada padamu.(HR. Bukhari dan Muslim) 
Hadis di atas menunjukan bolehnya menjadikan jasa (manfaat) 
sebagai mahar walaupun jasa itu berupa mengajarkan alquran, 
                                                          
78
 Syehk Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarok, Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Haditshadits 
Hukum, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2002), h. 2234-2236. 
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demikian menurut pendapat Syafi‟i, Ishaq, Hasan bin Shaleh dan 
ulama‟ ahli bait. Dan Qodhi „Iyadh mengutip pendapat para Ulama‟ 
selain golongan Hanafiyah yang menyatakan bolehnya minta upah 
dalam mengajar alquran. Mahar dalam bentuk jasa dalam alquran 
ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar 
perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam QS. 
al-Qashash: 28/27 
                              
                       
         
Terjemahnya: 
Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikah-
kan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 
bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 
kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya 
Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".79 
Para ulama‟ madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal 
dalam pemberian mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang 
batas minimalnya. Syafi‟i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat 
bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala 
sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan 
mahar sekalipun hanya satu qirsy. Sementara itu Hanafi mengatakan 
jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau satu akad 
dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan 
                                                          
79Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h.547 
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wajib membayar sepuluh dirham80. Satu dirham berdasarkan 
keterangan dari kitab Fiqhul Islami sama dengan 2,675 gram perak. 
Sedangkan kitab Fathul Qodir menyebutkan bahwa 1 dirham menurut 
Abu Hanifah sama dengan 3,770 gram, menurut Maliki, Syafi‟i dan 
Hambali sama dengan 2,715 gram. Maliki mengatakan, bahwa jumlah 
minimal mahar adalah tiga dirham kalau akad dilakukan dengan 
mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, 
maka suami harus membayar tiga dirham.Tetapi bila belum 
mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan 
melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar 
separuh mahar musamma.81 
Disamping sompa yang telah ditetapkan oleh syara‟ sebagaimana 
yang telah disebutkan di atas, pada masyarakat Bugis Parepare juga 
menyerahkan sompa yang ditetapkan oleh adat yang disebut 
”pangolong sompa”. Pangolong sompa merupakan ”pallawa bicara” 
pengantin laki-laki kepada mertua atau isterinya, sebab terkadang sang 
mertua atau isteri ketika marah mengungkapkan kata-kata“agammuto 
muengka téng tāna sicippemuto, téng jārum ceppimmuto, māgi naiko 
maelo maddacco-dacco na agaga mupolei (bugis). Maksudnya kenapa 
engkau seenaknya mau mengatur semuanya pada hal kedatanganmu 
disini tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, orang tua dulu  
mengambil pembelajaran kejadian seperti itu untuk tidak terulang lagi 
di kemudian hari pada dirinya dan keturunannya yang oleh orang 
Bugis disebut ”pemmali” yaitu suatu peristiwa masa lampau yang 
                                                          
80Dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak, berasal dari bahasa Persi. 
81Muhammad Jawad Mughniyah,al-Fiqh ‟ala al-madzahib al-Khomsah, terj. Masykur, Afif 
Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Madzhab, cet. 7, (Jakarta: Lentera 2001), h. 364-365. 
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mengandung keburukan dan kejadian tersebut jangan sampai kejadian 
lagi pada anak cucunya. 
Adapun isi dari pangolong sompa adalah piring yang terbuat dari 
tanah, beras, boneka anak-anak 1 pasang, bunga parenreng, jarum 
dangan benang, aju cenning. Pesan yang terkandung pada simbol 
tersebut adalah ”Penne tānah atoppokenna were‟ asesāwe, pabbedda 
to malolo, pappanre manu‟-manu‟ parekkuseng, na magala muni 
manu parekkusengnge na tabbukka okīna to mabbeddae. 
Mammenāsani bottingnge renreng ana‟ oroane namakkunrai engkāna 
ana‟-kana siallebineng namaciru atinna pada janungnge, 
namacenning atinna pada aju cenningnge. Maksudnya adalah tanah 
tempat tumbuhnya padi mengasilkan beras yang merupakan 
kebutuhan pokok pasangan pengantin baru dengan harapan semoga 
diberikan keturunan yang baik dan memiliki ketajaman hati dan 
kebaikan budi pekerti yang mulia. 
Isi dan makna pangolongan sompa pada masyarakat Bugis 
Parepare sangat variatif tergantung niat dan pesan yang ingin 
disampaikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti juga 
diperoleh data bahwa isi pengolong sompa adalah; Tanah, Beras, 
Buah pinang, Kayu manis, Kunyit (onyyi massulekka), Telur 1 biji, 
Piring tanah, Tempat/Bakul lontar, Piring putih sebagai alas bakul 
lontar, jarum dengan benang, Kain putih 1 meter.  
Tanah simbol kesuburan. Di atas tanah manusia mendirikan 
bangunan rumah sebagai tempat tinggal, di tanah manusia bercocok 
tanam; padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, yang semuanya di 
konsumsi manusia. Disamping itu, tanah memiliki prinsip kejujuran, 
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teguh menyimpan rahasia, tidak sombong dan pendendam. Hikmah 
yang diharapkan pada simbol tanah adalah agar pasangan suami isteri 
dalam menjalani kehidupan keluarga nantinya memiliki kesuburan, 
memiliki kejujuran, teguh menyimpan rahasia memiliki sifat pemaaf 
dan tidak pendendam. 
Filosofi beras adalah jangan digenggam terlalu keras, jika 
digenggam terlalu keras akan keluar dari selah-selah jemari tangan. 
Penganglah beras dengan lembut maka ia tidak akan pergi dari 
genggamanmu. Filosofi beras diharapkan dapat diterapkan pada 
hidupmu suami isteri, jika beras merasa nyaman ditangan ketika ia 
tidak digenggam terlalu keras begitu juga manusia tidak suka 
dikekang dan digenggam begitu keras. Oleh karena itu perlakukan 
orang yang engkau sayangi dengan baik, dengan begitu ia akan 
nyaman di genggamanmu, dalam pelukanmu. 
Sirih melambangkan sifat rendah hati, memberi, serta senantiasa 
memuliakan orang lain. Makna ini ditafsirkan dari cara tumbuh sirih 
yang memanjat pada para-para, batang pohon sakat, atau batang 
pohon api-api yang digemarinya, tanpa merusakkan batang atau 
apapun tempat ia hidup. Daun sirih yang lebat dan rimbun memberi 
keteduhan di sekitarnya. Artinya ke bawah ia mengakar, kesamping ia 
merambah, dan ke atas ia berpucuk. Makna tersebut juga diharapkan 
terpatri pada diri pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan di 
masa yang akan datang. 
Kapur melambangkan hati yang putih bersih serta tulus, tetapi 
jika keadaan memaksa, ia akan berubah menjadi lebih agresif dan 
marah. Kapur diperoleh dari hasil pemrosesan cangkang kerang atau 
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pembakaran batu kapur. Secara fisik, warnanya putih bersih, tetapi 
reaksi kimianya bisa menghancurkan. 
Gambir memiliki rasa sedikit pahit, melambangkan kecekalan 
atau keteguhan hati. Makna ini diperoleh dari warna daun gambir 
yang kekuning-kuningan serta memerlukan suatu pemrosesan tertentu 
untuk memperoleh sarinya, sebelum bisa dimakan bersama sirih. 
Dimaknai bahwa sebelum mencapai sesuatu, kita harus sabar 
melakukan proses untuk mencapai suatu keberhasilan. 
Pinang merupakan lambang keturunan orang yang baik budi 
pekerti, jujur, serta memiliki derajat tinggi. Bersedia melakukan suatu 
pekerjaan dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. Makna ini 
ditarik dari sifat pohon pinang yang tinggi lurus ke atas serta 
mempunyai buah yang lebat dalam setandan. 
Telur simbol kebulatan tekad untuk menjalani kehidupan suami 
isteri dengan sebagai mana filosofi telur. Telur bila dierami oleh 
induknya akan mengelupas cangkangnya, keluarlah pitik yang tumbuh 
menjadi seekor ayam. Tidak ada ayam yang mengecil tubuhnya lalu 
menyusut, melingkar masuk ke cangkang jadi telur. Hikmah yang 
diharapkan dari simbol ini adalah agar ke-hidupan suami isteri di masa 
yang akan datang tumbuh dan berkembang sebagaimana halnya anak 
ayam, ketika pertama kali menetas ia tidak memiliki sayap, tapi 
seiring dengan perkembangan waktu bulu-bulunya tumbuh satu 
persatu menjadi sempurna dan akhirnya bisa terbang. 
Jarum dan benang disimbolkan sebagai perekat dan pemersatu 
dari dua rumpun keluarga. Artinya bila disuatu waktu terjadi suatu 
permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga 
198 
besarnya, maka diharapkan diantara mereka tampil sebagai jurum 
untuk merajut kembali kesalah pahaman diantara mereka sebagaimana 
layaknya jarum dan benang, jika terdapat pakaian yang robek dirajut 
kembali dengan memakai jarum dan benang. 
Kesemua benda sebagaimana yang telah dikemukakan di atas 
disatukan dalam suatu wadah atau bakul yang terbuat dari daun lontar 
yang orang Bugis menyebutnya ”bakū sitoppo” dengan harapan 
”ripasitongkonni parekkusengnge namammuare‟i sifa‟-sifa‟ engkae 
rilalenna ritu mabbinrui pangkaukeng lao ribotting mparue”.82 
Makasudnya jodoh sudah dipertemukan mudah-mudahan sifat-sifat 
yang terkandung pada benda-benda yang disimbolkan terpatri pada 
diri calon pengantin dan membuahkan perilaku-perilaku yang baik 
dalam kehidupannya di masa yang akan datang. 
Kemudian bakul kecil tersebut dimasukkan ke dalam wadah 
yang terbuat dari logam yang disebut ”kempuh” dengan harapan 
bahwa tekat dan niat tersebut harus tetap terpelihara dan terjaga agar 
tidak mudah terkoyak oleh hiruk-pikuknya kehidupan dunia. Setelah 
itu benda tersebut dibungkus kain putih yang melambangkan kesucian 
niat dan kebulatan tekad dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah 
tangga. 
Uraian tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa 
”pangolong sompa” dalam tradisi masyarakat Bugis memiliki 
kedudukan penting karena merupakan inti dan hakikat perkawinan, 
karena disitulah penyatuan jiwa pasangan suami isteri. Oleh karena 
itu, tidak sembarang orang yang dapat mempersipkan isi dan 
                                                          
82Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare  
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perlengkapan pangolong sompa tersebut.83 Hakikat perkawinan yang 
dimaksud sebagaimana yang tergambar dalam makna yang 
disimbolkan isi pangolong sompa tersebut. 
b) Accuk-kaccu‟ atau erang-erang 
Accuk-kaccu‟ yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan diluar mahar dan Doi Menre yang diberikan pada saat 
Mappenre Botting, berupa perlengkapan sehari-hari pihak perempuan 
seperti: Pakaian, Perhiasan, Kosmetik dan lain sebagainya merupakan 
simbol kesanggupan seorang suami akan memenuhi kebutuhan 
sandang isterinya kelak. Jenis Aluk-kalu atau accuk-kaccu‟ yang 
diberikan tergantung dari permintaan pihak perempuan atau 
kesepakatan kedua belah pihak. Adapun barang bawaan dalam 
kelompok accuk-kaccuk ini pada masyarakat Bugis Parepare pada 
umumnya berjumlah 12 pasang atau semuanya 24 buah. 
c) Walasūji 
Walasūji yang dimaksudkan di sini adalah tempat buah 
berbentuk persegi empat yang terbuat dari anyaman bambu. Persegi 
empat dalam tradisi Bugis disebut “sulapa emppa” yang 
menyimbolkan susunan alam semesta, api, air, angin, dan tanah. 
Dengan pandangan ini, masyarakat Bugis memandang dunia sebagai 
sebuah kesempurnaan. Secara makro, alam semesta adalah satu 
kesatuan yang tertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis-Makassar, 
yaitu „sa‟ (   ) yang berarti seua, artinya tunggal atau esa. Begitu pula 
secara mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan 
dalam sulapa eppa. Berawal dari mulut manusia segala sesuatu 
                                                          
83Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
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dinyatakan, bunyi ke kata, kata ke perbuatan, dan perbuatan 
mewujudkan jati diri manusia. Orang tua dulu mengatakan “iyya ana 
tau bongngoma de‟ wissengngi mappuada, de‟to wissengi 
mappaketajang, naikkiya narekko maelokki minatai atikku tangngai 
kedoku.84 Maksudnya saya orang yang tidak berilmu, tidak tahu 
menyusun kata-kata yang baik, tidak tahu juga memberi penjelasan, 
akan tetapi kalau anda mau mengetahui jati diriku sebenarnya lihatlah 
perilaku keseharianku. 
Adapun isi walasūji adalah Nangka (Panasa), Pisang 1 tandan 
(loka mattunrung), Nenas (buah pandang), salak, tebbu, kelapa 1 
tandan (kaluku mattunrung), buah lontar (buah ta‟), maka tersusunlah 
sebuah kalimat dalam bahasa Bugis “mamminasa walokka 
mattunrung, pada cenni‟nna tebbue nalunranna kalukue, engkana 
buah salak bennengnge bajae sangadie engkka atassalanna botting 
burane, rilawa-lawai nasaba lasawa-lawa papoji naengka tang pada 
tanna buah taE engkae natiwi botting buranewe.85 Maksudnya aku 
menyerahkan diri seutuhnya dengan senang hati, jika seandainya 
disutu waktu terdapat kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan, maka 
diusahakan diperbaiki dan dinasehati agar tetap bertahan sebagai 
suami isteri. 
Semua seserahan yang dibawa oleh rombongan pengantin laki-
laki oleh masyarakat Bugis disebut “poleang botting” menurut 
Palemmui posisinya harus berada di depan pengantin. Karena semua 
itu diibaratkan penghasilan pengantin laki-laki kelak.86 Penempatan 
                                                          
84Petta Panrita, Tokoh adat, wawancara, tanggal 04 Agustus 2014di Parepare 
85Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
86Palemmui (53) Tokoh Adat, wawancara, tanggal 03 Nopember 2014 di Parepare 
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barang bawaan didepan pengantin laki-laki diharapkan agar semua 
penghasilan yang diperoleh oleh suami nantinya sampai ke rumah dan 
dinikmati keluarganya. Akan tetapi, jika barang bawaan tersebut 
berada dibelakang pengantin laki-laki dikawatirkan habis dalam 
perjalan diambil satu-persatu oleh orang lain dan tidak sampai kepada 
yang berhak.  
2) Akad Nikah dan Mappalettu Nikkah 
Prosesi akad nikah masyarakat Bugis pada umumnya pengantin 
laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang 
terpisah. Pengantin laki-laki duduk pada tempat yang telah disediakan 
dan pengantin perempuan berada pada kamar yang telah disediakan 
pula.  
Puang Ahmad mengatakan bahwa; ”pemisahan tempat antara 
pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak terlepas dari 
sejarah masa lalu, dimana pada waktu itu perempuan (gadis) 
terkadang menjadi ajang persaingan dikalangan pemuda-pemuda 
untuk mempersuntingnya, sehingga seorang gadis manakala telah 
dilamar oleh seorang laki-laki dan lamarannya diterima, maka 
perempuan tersebut disembunyi (dipingit) sampai selesainya akad 
nikah”.87 Puang Ahmad lebih lanjut mengatakan bahwa; ”setelah acara 
mengucapkan akad nikah (ijab qabul), maka pengantin laki-laki 
dengan pakain kebesarannya dituntun oleh seorang seorang laki-laki 
yang dituakan dan berpengalaman menuju kamar yang ditempati 
                                                          
87Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan Indo Botting, Wawancara, tanggal 11 Agustus 
2014 di Bacukiki Parepare  
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mempelai perempuan untuk acara mappasikarāwa sebagai tanda 
bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan dalam bahasa Bugis 
dikatan mappalettu nikkah”.  
Menurut kebiasaan pada masyarakat Bugis, ketika pengantin 
laki-laki diantar ke kamar pengantin perempuan, pintu kamar 
pengantin perempuan telah dijaga oleh beberapa perempuan untuk 
meminta sesuatu dari pihak pengantin laki-laki, setelah diberikan 
sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka 
pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan 
sejumlah materi (uang logam, gula-gula dan semacamnya) yang 
dihamburkan di depan pintu. Kalau pihak penjaga pintu masih tarik 
menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga 
mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. 
Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya 
didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi 
mappasikarāwa. 
Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai 
wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-
laki, tergantung pada niat dari ”pappasikarāwa”. Kalau niatnya jelek, 
maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh 
mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk 
disentuh. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian 
tengah leher paling bawah, dan kepala dahi paling atas perbatasan 
kepala paling depan (ubun-ubun). 
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Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis bahwa sedapat 
mungkin tidak disentuh bagianbagian tengah leher paling bawah, dan 
kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (ubun-ubun) 
karena dapat menyebabkan salah satu diantara mereka berumur 
pendek. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh 
tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka 
pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar 
dapat dipercaya untuk melakukan ”mappasikarāwa” ini, sebab sangat 
menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah 
tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut. 
Ada beberapa versi dalam pelaksanaan acara mappasikarāwa 
berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di antaranya; acara 
mappasikarāwa diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian 
tubuh yang baik mempelai wanita yang disesuaikan dengan 
peruntukannya. Misalnya, jika mempelai perempuan dikawinkan 
paksa alias bukan kemauannya melainkan hanya kemauan orang tua, 
dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau tidak 
menyukai suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik disentuh 
mempelai laki-laki adalah bagian bawah daun telinga (teddona) atau 
hidung mempelai perempuan. ”riteddoi” artinya ditundukkan, dibuat 
patuh kepada suaminya. Analogi dengan kerbau, jika kerbau diteddo 
hidungnya, maka apapun yang dilakukan padanya ia akan tetap tunduk 
dan mengikuti segala perlakuan tuannya. Jika kedua pasangan suami 
isteri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah 
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merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh 
pangkal lengan atas (sossorenna).  
Ada juga menyatakan bahwa ketika mempelai laki-laki dan 
perempuan sudah berhadap-hadapan di dalam kamar pengantin, maka 
pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyentuhkan ibu jari 
tangan kanannya ke langit-langitnya, kemudian mengambil ibu jari 
tangan kanan masing-masing kedua mempelai dan kedua ibu jari 
dimaksud dipertemukan dengan menjepit kedua ibu jari kedua 
mempelai tersebut.Adapun rincian perilaku dimaksud sebagai berikut: 
a) Ibu jari (jempol) tangan laki dan perempuan di pertemukan 
(bersentuhan); 
b) Pappasikarawa memegang kedua ibu jari tersebut; 
c) Pappasikarāwa memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan 
pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing 
(tidak saling menekan); 
d) Pappasikarāwa memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan 
kiri sedangkan ibu jari tangan kanan pappasikarāwa menyentuh  
langi-langit di mulutnya guna mengambil sedikit (air kalkautzar) 
sambil mengucapkan dalam hati pappasikarawa“ Allah taala 
makkarāāwa, Fatimah ri karawa, Muhammad mappenedding, 
Barakka Lailaha Illallah. Jika masih ada salah satu pihak yang 
tetap bersikukuh menekan ibu jari lawannya (baik mempelai laki-
laki maupun mempelai perempuan). Biasanya, dalam prosesi ini, 
kadang-kadang ada salah satu pihak yang berusaha mengalahkan 
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lawannya, karena menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis 
bahwa jika pada saat ibu jari dipertemukan lalu ada salah satu pihak 
yang berhasil mengalahkan lawannya, maka kelak dia pun akan 
menguasai. Misalnya, mempelai perempuan mengalahkan laki-laki, 
maka kelak dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, isteri 
akan menguasai suami demikian sebaliknya”. Biasanya, pihak 
mempelai perempuanlah yang selalu berjuang dan berusaha 
mengalahkan lawannya, dengan harapan nantinya dirinya tidak 
terlalu dikuasai dan diperintah oleh suaminya. 
Puang Ahmad pengalaman terhadap beberapa pasangan 
pengantin yang telah dipercayakan kepadanya untuk ”ripasikarāwa”, 
menunjukkan bahwa berkat bacaan tersebut telah menyebabkan 
pasangan pengantin baru tidak bertahan lama-lama atau tidak 
menunggu dua sampai tiga malam baru menikmati malam 
pertamanya, melainkan kadang-kadang tamu masih berkumpul dan 
belum beranjak dari rumah hajatan, namun pengantin wanita kadang-
kadang sudah tidak sabaran menantikan suaminya masuk ke kamar 
pengantin, atau naik ke peraduan.88 
Ada yang mengatakan; Pertama yang dilakukan adalah 
mempertemukan antara ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan 
perempuan saling berhadapan. Kedua, Pappasikarāwa memegang 
kedua ibu jari tersebut kemudian memerintahkan kepada pengantin 
laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-
                                                          
88Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan Indo Botting, Wawancara, Bacukiki Parepare 
tanggal 11 Agustus 2014 
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masing dan tidak saling menekan. Selanjutnya Pappasikarāwa 
mengambil ibu jari pengantin laki-laki kemudian dilekatkan di sekitar 
samping kiri kening (dekat telinga kiri) dan kemudian Pappasikarāwa 
membaca ayat Alquran ”Qul In Kuntum Tuhibbūnallah”. Kemudian, 
Papapasikarāwa menyuruh pengantin laki-laki melanjutkan ayat 
tersebut dengan membaca ”Pattabiūnī Yuhbib Kumullah”. Dan 
terakhir, Pappasikarāwa menyerahkan kembali pengantin laki-laki 
dan wanita kepada indo‟ botting untuk acara selanjutnya duduk di 
pelaminan89. 
Kesemua versi pappasikarāwa tersebut, meskipun berbeda-beda 
bacaan dan caranya namun maksud dan tujuannya sama, yaitu agar 
kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan 
kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 
Setelah upacara ini pengantin laki-laki duduk di sisi istrinya 
untuk mengikuti kegiatan malloāngeng. Orang tua atau orang yang 
telah ahli dalam hal ini ditunjuk melilitkan kain/sarung sehingga 
kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian kedua 
pinggirnya dikaitkan dan dijahit tiga kali dengan benang emas atau 
benang biasa yang tidak ada pinggirnya.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pada saat 
acara malloāngeng akan dilakukan, kedua pasangan saling berlomba 
untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Mitos yang 
terkandung di dalamnya adalah ”siapa paling dulu berdiri dan 
                                                          
89Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan Indo Botting, Wawancara, tanggal 11 Agustus 
2014 di Bacukiki Parepare 
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menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam kehidupan 
rumah tangganya ke depan”. Mitos ini perlu diluruskan, karena  tidak 
sejalan dengan tujuan perkawinan dan makna dan harapan yang ingin 
dicapai pada acara malloāngeng (bugis) yang memiliki makna agar 
nantinya pasangan ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh 
kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. 
3) Millau addampeng (memohon maaf dan restu) 
Setelah acara mappasikarāwa selesai, maka kedua mempelai 
keluar dari kamarnya lalu dituntun, ke kedua orang tua pengantin 
perempuan untuk memohon maaf “millau dampeng” dan mohon restu 
kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga 
yang sempat hadir atas hidup baru kedua mempelai. Selanjutnya 
kedua pengantin diantar menuju ke pelaminan untuk bersanding 
menerima ucapan selamat dan doa restu dari tamu dan keluarga yang 
hadir.  
4) Tradisi Mapparōla 
Mapparōla merupakan kegiatan kunjungan balasan pihak 
keluarga pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. 
Pengantin perempuan menuju rumah orang tua pengantin laki-laki 
untuk melakukan perkenalan dan doa restu kepada orang tuan dan 
keluarga suminya.  
Dewasa ini, acara mapparōla pada masyarakat Bugis Parepare 
dilakukan hari itu juga sesudah acara akad nikah. Kedua suami isteri 
diantar oleh kerabat, anggota keluarga, dan handai taulan menuju 
kediaman orang tua pengantin laki-laki. Ketika kedua suami isteri 
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dan pengantar tiba di hadapan rumah orang tua pengantin laki-laki, 
keduanya lalu ditaburi beras (Bugis: benno) diiringi ucapan “kurru 
sumānge” yang artinya sama dengan ucapan selamat datang. Dalam 
acara penerimaan menantu baru ini, orang tua pengantin laki-laki 
(mertua) biasanya memberi hadiah-hadiah kepada menantunya berupa 
pakaian atau perhiasan emas dan lain-lain (yang disebut padduppa 
manettu) disusul dengan pemberian dari kerabat dan undangan (disebut 
“passōlo”). 
Disamping pemberian berupa pakaian dan perhiasan, masyarakat 
Bugis Parepare terdapat tradisi penyerahan berupa penne anreang 
dengan jumlah piring 7 buah, 1 buah piring besar sebagai piring 
makanan dan 6 buah piring kecil sebagai tempat lauk-pauknya, 
kobokan(tempat cuci tangan), gelas dan sung appe (potongan tikar). 
Masing-masing piring ini diisi dengan bumbu dapur diantaranya: 
beras, telur, kacang ijo, asam, garam, kunyit, bawang, kopi/teh dan 
gula.Jumlah penne anreang melambangkan strata sosial. Penyerahan 
penne anreang 7 buah melambangkan keturunan bangsawan, 
arung/puang.Sedangkanyang menyerahkan5 buah rakyat biasa.Akan 
tetapi seiring perkembangan zaman dan faktor materi, mayoritas 
masyarakat Bugis Parepare memakai bilangan 7 piring baik yang 
keturunan bangsawan maupun masyarakat biasa. 
Setelah acara penyerahan penne anreang selesai, kedua suami-
isteri mohon diri untuk kembali ke rumah orang tua pengantin 
perempuan dengan menyerahkan beberapa lembar sarung dalam 
jumlah ganjil kepada orang tua suami, sebagai simbol  parillau 
assimang. Pada zaman dahulu jumlah 9 dipergunakan oleh 
209 
bangsawan, jumlah 7 dipergunakan oleh keturunan bangsawan dan 
jumlah 5 dipergunakan oleh masyarakat biasa.Namun dewasa ini 
masyarakat Bugis Parepare pada umumnya mempergunakan bilangan 
9 lembar. 
Penyerahan penne anreang merupakan pallawa bicara (Bugis) 
bagi pengantin laki-laki, karena konon katanya pada zaman dahulu 
seorang isteri pada saat marah kepada suaminya terkadang 
mengeluarkan ungkapan seperti “agato mu engkangeng ribolaku 
teppenne sicippemmuto teppejjému teppacukkamu muengkangeng”90. 
Dengan adanya pemberian penne anreang ini, maka seorang suami 
bisa memperlihatkan barang bawaannya pada saat menikah yaitu 
penne anreang, dengan kata lain istri tidak lagi mengeluarkan 
ungkapan seperti itu yang kesannya merendahkan seorang suami. 
Makna lain yang dapat dipetik dari tradisi penyerahan penne 
anreang bahwasanya seorang suami sudah menyerahkan dengan hati 
yang lapang dengan penuh keikhlasan dalam artian suami memiliki 
kewajiban dengan penuh tanggungjawab menafkahi istrinya. Segala 
apa yang dihasilkan suaminya diserahkan kepada isteri, sementara istri 
diharapkan agar bisa mengolah bahan itu dengan racikannya sendiri 
sesuai selera suaminya. Oleh karena itu lahirlak sebuah ungkapan 
“lamappurepō asenna buranewe lamapparāka asenna makkunraiye”. 
Artinya suamilah yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan istri bertugas 
mengelola dan mengatur apa yang telah dihasilkan oleh suaminya.91 
                                                          
90Hj. Hafsah (51 tahun) Indo Botting, Wawancara, tanggal 02 Agustus 2014 di Parepare 
91Hj. Hafsah (51 tahun) Indo Botting, Wawancara, tanggal 02 Agustus 2014 di Parepare 
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Dalam konsep islam seorang laki- laki jika menikahi seorang 
wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah, hal ini didasarpada 
Allah berfirman swt dalam QS. Al-Baqarah/ 2:228 
ِْفوُرْعَمْلِباْ َّنِهْيَلَعْيِذَّلاُْلْثِمْ َُّنَلََو. 
Terjemahnya: 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya dengan cara yang ma‟ruf.92 
Ibnu Katsir berkata,‟‟maksudnya, para istri mempunyai hak 
diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang 
diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan 
kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup 
kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak 
lainnya .‟‟93  
Rasulullah bersabda; 
ِْفوُرْعَمْلِباْ َّنُه ُتَوْسَِكوَّْنُه ُقِْزرْْمُكْيَلَعْ َُّنَلََو94ْ 
Artinya:  
Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian 
(nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).  
Makna filosofis dari tradisi penyerahan penne anreang, menurut 
Hj. Hafsah adalah: 
a) Beras yang berasal dari padi memilki simbol bahwa semakin berisi 
padi itu semakin menunduk, oleh karna itu pesan yang dapat 
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 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 45 
93Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir , jilid 1, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafii, 2015), h.272 
94Imam  Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al Qusyair an Naesabury, Shahih Muslim, 
Juz. 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, 1992), h. 867. hadis ke 2137 
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diambil kelak pasangan suami istri ini tidak boleh memiliki sifat 
sombong dengan apa yang dimilikinya. 
b) Telur. Filosofi telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh 
kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan 
tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka 
kehidupan baru akan dimulai, demikain juga halnya kehidupan 
manusia, segala kesuksesan yang diperoleh dalam kehidupan ini 
sangat ditentukan oleh semangat dan motivasi yang bersumber dari 
dalam diri kita. Dengan begitu, diharapkan agar suami istri tetap 
semangat dalam menjalani kehidupannya dan tidak menyerah 
dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Selain dari pada itu 
telur terdiri dari 3 komponen yang berkaitan dalam diri manusia 
yaitu: kulit telur disimbolkan sebagai jasad manusia, kulit putih 
disimbolkan jiwa pada manusia dan kuning telur melambangkan 
daya akal pada manusia yang dalam alquran adalah qalbu. Tiga 
aspek ini ada dalam diri manusia yaitu fisik, jiwa dan ruh. 
c) Kacang ijo, makna yang akan disampaikan kepada pengantin agar 
kelak bisa seperti kacang ijo yang selalu berkumpul banyak, artinya 
rejeki pasangan suami isteri ini dalam membina rumah tangga bisa 
jauh lebih sejahtera, banyak rejeki (si enrekeng dalle) dan punya 
keturunan. Jadi ada 2 yang diharapkan dari simbol kacang ijo yaitu 
diharapkan dapat rejeki yang banyak dan bisa memiliki buah hati 
sebagai kesempurnaan cintanya. 
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d) Bawang adalah salah satu bumbu dapur yang memiliki peran besar 
dalam memberikan rasa terhadap masakan lauk-pauk, dan sudah 
menjadi rahasia umum kalau mengupas bawang merah pasti keluar 
air mata. Dan kalau bawang merah  itu dikupas terus dan terus 
kulitnya sampai habis kita tidak menemukan apapun sebagai inti 
bawang merah dan hanya air mata yang menetes sebagai efek 
sampingnya. Itulah gambaran kehidupan di dunia, kita selama 
hidup dituntut terus mencari dan mencari hingga badan ini tidak 
bisa mencari lagi tetapi tidak ada yang dibawa ketika  kita 
menghadap yang kuasa. Mencari ketika masih hidup, mencari uang, 
mencari kedudukan, mencari istri atau suami dan masih banyak 
yang dicari lainnya, seperti helaian-helaian kulit bawang. Hanya 
rasa yang dapat kita nikmati  dalam pencarian tersebut.  Seperti  
rasa ketika kita mengupas kulit bawang yang menyebabkan air 
mata kita menetes seperti itu pulalah rasa kehidupan. Air mata akan 
menetes dikala kita merasa  bahagia dan ketika kita merasakan 
sedih. Rasa kehidupan tergambar lewat curahan hati yang keluar 
lewat tetesan air mata. 
e) Kunyit, filosofi kunyit sebagai penawar masakan alangkah tidak 
indahnya masakan ikan tanpa kunyit, demikian pula dalam 
menjalani kehidupan kita diharapkan agar tetap jadi penawar dalam 
mengahadapi suatu masalah. 
f) Asam dan Garam merupakan bumbu dapur yang sangat dibutuhkan 
dalam masakan.Tanpa rasa asam dan garam, masakan terasa 
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hambar. Begitupun dalam kehidupan diartikan sebagai bumbu 
kehidupan karna dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada 
banyak problematika kehidupan yang dirasakan sehingga kita 
diharapkan bisa menerima masalah-masalah yang ada dengan hati 
yang lapan. Agar sebesar apapun masalah yang dihadapi dapat 
diselesaikan dengan biak. 
g) Angka 7 yang menjadi simbol dalam penyerahan penne anreang 
pada acara mammatoa dimaknai “patuju” (Bugis) harapannya 
adalah agar dalam setiap usaha dan langkah yang dilalui nanti 
pasangan suami isteri selalu benar dan berhasil. 
Terlepas dari makna simbol-simbol yang dipergunakan dalam 
tradisi penyerahan penne anreang pesan inti yang ingin disampaikan 
bahwa jika kelak suami mendapatkan rezki berupa bahan makan 
sebagaimana yang disimbolkan tersebut, raciklah bahan tersebut sesuai 
dengan selera suami. 
f. Marola wekka dua/Mabbekkadua 
Pada marola wekka dua ini, mempelai perempuan biasanya hanya 
bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai 
kembali ke rumah mempelai perempuan. 
g. Ziarah kubur 
Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur 
bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan masyarakat 
Bugis Parepare, namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sering 
dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat 
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Bugis Parepare, yaitu lima hari atau seminggu setelah kedua belah pihak 
melaksanakan upacara perkawinan. Pesan yang ingin disampaikan pada 
kegiatan ini adalah kelak suami-isteri ini ketika merasakan nikmatnya 
kehidupan jangan lupa akan kematian. 
h. Cemmé-cemmé atau mandi-mandi 
Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis Parepare bahwa 
setelah upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran 
maka rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi di suatu 
tempat untuk menghilangkan kelelahan. 
Dari berbagai tradisi perkawinan masyarakat Bugis Parepare yang 
telah diuraikan, bila dilihat dari aspek pelaksanaan dan makna-makna yang 
terkandung di dalam simbol-simbol yang dipergunakan hampir semuanya 
mengandung kebaikan dan memberikan sifat optimisme kepada Allah swt. 
yang oleh masyarakat Bugis disebut assennū-sennūreng. Assennū-
sennūreng dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah Tafa‟ul (optimis). 
Tafa‟ul akar katanya adalah fa‟l. Menurut Kamus Mahmud Yunus,  
makna fa‟l adalah tanda akan baik. Sedangkan tafa‟ul adalah menenungi 
tanda akan baik, optimis.95 Dalam Kamus Idris Marbawy Fa‟l berarti 
sempena. Sedangkan tafa‟ul diartikan mengambil sempena atau lawan 
tasya-um (menganggap sial)96. Sempena (bahasa melayu) artinya  tanda 
baik. Dalam Kamus Mukhtar al-Shihah, fa‟l: Seseorang yang sakit 
mendengar orang lain berkata: “Hai salim (yang selamat) atau seseorang 
yang membutuhkan sesuatu, mendengar orang lain berkata: “Hai wajid 
(mendapatkan sesuatu).97 Lalu orang sakit atau yang membutuhkan sesuatu 
                                                          
95Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta:Hidakarya, t.tn), h. 306 
96Idris Marbawy, Qamus Idris Marbawy, Juz. II (Surabaya: Bangkul Indah, t.tn), h. 75 
97Ar-Razy, Mukhtar al-Shihah, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h.  447 
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itu terbersit dalam hatinya mengharapkan kesembuhan atau mendapatkan 
harapannya, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah 
Muslim.98 Berdasarkan penelusuran dalam berbagai kitab fikhi, ditemukan 
beberapa contoh tafa‟ul dalam Islam, antara lain: 
1.  Memalingkan rida‟ dalam khutbah shalat minta hujan sebagai tafa‟ul 
berobah keadaan. Berikut keterangan para ulama mengenai ini, antara 
lain: 
a. Al-Bakri al-Damyathi mengatakan;  “Khatib memalingkan rida‟nya 
pada saat ini (pada saat khutbah shalat minta hujan) untuk tafa‟ul 
berobah keadaan, demikian yang telah dilakukan oleh Rasulullah 
saw.”99 An-Nawawi mengatakan bahwa:“Hikmah memalingkan rida‟ 
pada khutbah shalat minta hujan adalah tafa‟ul berobah keadaan 
kepada keadaan subur dan kelapangan.”100 
b. Keterangan ulama ini sesuai dengan hadis Nabi saw sebagai berikut:  
ْْنَعِْْداَّبَعِْْنْبٍْْمِيَتَْْْنَعِْْو ِّمَعَْْلَاقَْْخََْجرُِّْْبَِّنلاْىَّلَصْاللِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوْيَقْسَتْسَي 
َْلَّوَحَو ُْهَءاَِدر101 
Artinya:   
Dari „Abad ibn Tamim dari pamannya, beliau berkata: Nabi saw. 
suatu hari keluar untuk shalat istisqa. Kemudian Nabi saw 
membelakangkan manusia dan menghadap kiblat sambil berdoa. 
Dan memalingkan rida‟nya. 
2. Menengadahkan tangan dengan belakang tangan menghadap ke atas 
dalam berdoa setelah shalat minta hujan sebagai tafa‟ul berobah dari 
                                                          
98An-Nawawi, Syarah Muslim, Juz. XIV (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, t.th), h. 219 
99Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, 
Juz. II (Semarang: Maktabaa‟ wa Matbaah, t.th), h. 31, No Hadits: 1025 
100Darulquthni, Sunan al-Darulquthni, Juz. II, (Beirut: Darul Ma‟rifah, t.th), h. 66 
101Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, 
Shahih al-Bukhari, Juz. II (Semarang: Maktabaa‟ wa Matbaah, t.th), h. 14  
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keadaan yang nyata kepada yang tersembunyi atau isyarat turun hujan ke 
bumi sebagaimana keterangan Ibnu Hajar al-Asqalany di bawah ini: 
“Adapun sifat dua tangan dalam berdoa pada shalat Istisqa‟, manakala 
Imam Muslim telah meriwayatkan dari Tsabit dari Anas: “bahwa 
Rasulullah saw setelah shalat istisqa‟  maka mengisyarat dengan 
belakang dua telapak tangannya kelangit.” dan  Abu Daud dari hadis 
Anas pula: “bahwa Rasulullah shalat istisqa‟ seperti ini dan 
menengadahkan tangannya serta menjadikan bathin tangan keduanya 
menghadap bumi sehingga aku melihat putih ketiaknya”, maka berkata 
an-Nawawi: “Para ulama mengatakan: “Sunnat pada setiap doa untuk 
menghilangkan bala mengangkatkan dua tangan dengan menjadikan 
belakang dua tangan mengahadap kelangit dan apabila berdoa meminta 
dan menghasilkan sesuatu menjadikan bathin dua tangannya kelangit. 
Berkata lainnya: “Hikmah mengisyarat belakang dua tangan pada shalat 
istisqa‟ tidak pada selainnya adalah untuk tafa‟ul memalingkan keadaan 
yang nyata kepada yang tersembunyi sebagaimana dikatakan pada 
memalingkan rida‟ atau itu adalah isyarat kepada sifat yang di minta, 
yaitu turun mendung (hujan) ke bumi.”102 




Sesungguhnya Rasulullah saw. setelah shalat istisqa‟  maka 
mengisyarat dengan belakang dua telapak tangannya kelangit.(H.R. 
Muslim) 
                                                          
102Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathulbarri, Juz. II (Beirut: Fikri, Beirut, t.th),h. 517 -518 
103Imam  Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al Qusyair an Naesabury, Shahih Muslim, Juz. 2 
(Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, 1992), h. 612 
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3. Tidak memecah tulang daging aqiqah sebagai tafa‟ul terhindar sang anak 
dari segala penyakit sebagaimana perkataan al-Nawawi berikut: “Tidak 
dipecah tulang binatang aqiqah sebagai tafa‟ul untuk keselamatan anak 
dari segala penyakit.”104 
Al-Bakri al-Damyathi mengatakan:“Disunatkan tidak memecahkan 
tulang binatang aqiqah selama memungkinkan, baik oleh yang 
melakukan aqiqah maupun pemakannya sebagai tafa‟ul untuk 
keselamatan anggota tubuh anak.”105 
Perintah tidak memecah tulang daging aqiqah ini berdasarkan 
perkataan Aisyah r.a.:  
ِْلَبِْْةَّنُّسلاُْْلَضَْفأ ِْنَعِْْمَلَُغْلاِْْن َّتَاَشِْْناَن َت َئ َفاَكُمِْْنَعَوَِْْةِيرَالْْاٌْْةاَشَْْعَطَق َتًْْلِْوُدَجْ
َْلَِوْْْكَيُْرِسَْاَلَََْْمظَع106 
Artinya:  
Tetapi yang sunnah adalah sebaiknya untuk anak laki-laki dua ekor 
kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Dipotong 
anggota badannya tetapi  tidak pecahkan tulangnya. 
4.  Memasak daging aqiqah dengan sesuatu yang manis sebagai tafa‟ul baik 
akhlak sang anak sebagaimana keterangan al-Nawawi dalam Majmu‟ 
Syarah Muhazzab: “Jumhur ulama mengatakan dimasak daging aqiqah 
dengan suatu yang manis untuk tafa‟ul manis akhlak anak, berdasarkan 
hadis dalam  al-Shahih, Sesungguhnya Nabi saw senantiasa mencinta 
yang manis dan madu”107. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi saw. 
                                                          
104An-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, dicetak pada Hamisy Hasyiah Qalyubi wa Umairah, Juz. 
IV, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 256 
105Al-Bakri al-Damyathi, I‟anah al-Thalibin, Juz. II ( Semarang: Thaha Putra, t.th), h. 336 
106Al-Hakim, al-Mustadrak, Maktabah Syamilah, Juz. IV, Hal. 266, No. Hadits : 7595 




Artinya:   
Dari Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw senantiasa 
mencinta yang manis dan madu (H.R. Bukhari) 
5. Menyiram kuburan dengan air suci menyucikan dan sejuk sebagai tafa‟ul 
mudah-mudahan dapat menyejukkan orang dalam kuburan sebagaimana 
keterangan al-Bakri al-Damyathi di bawah ini:“Dan (disunnatkan) 
menyiram  kubur dengan air agar debu-debu tanah tidak ditiup angin dan 
karena Nabi saw melakukan demikian pada kubur anaknya, Ibrahim 
sebagaimana diriwayatkan oleh Syafi`i. Dan juga pada kubur Sa`ad 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Nabi saw telah 
memerintahkan dengannya  pada kubur Utsman bin Madzh`uun 
sebagaimana diriwayatkan oleh at-Turmidzi. Dan yang mustahab adalah 
air tersebut suci lagi mensucikan dan sejuk, sebagai tafa`ul  mudah-
mudahan Allah menyejukkan kubur si mati.109 
Perintah menyiram air ini berdasarkan perbuatan Nabi saw yang 
melakukan hal itu pada kubur anak beliau Ibrahim sebagaimana 
diriwayatkan oleh Imam Syafi`i dan juga pada kubur Sa`ad  sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Nabi saw juga telah 
memerintahkan menyiram air pada kubur 'Utsman bin Madzh`uun 
sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bazar.110 
                                                          
108Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. VII, Hal. 100, No. Hadits: 
5431 
109Al-Bakri al-Damyathi, I‟anah al-Thalibin, Juz. II, (Semarang: Thaha Putra, t.th), h. 119 
110Zakariya al-Anshari, Asnaa al-Mathalib, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 328 
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6.  Meniup kepada si sakit ketika dijampi dengan "mu‟awwizat" (Surat al-
Nash dan al-Falaq). Menurut Qadhi ‟Iyadh, tindakan meniup tersebut 
bisa jadi  sebagai tafa‟ul supaya penyakit hilang dari si sakit 
sebagaimana lepasnya angin dari mulut orang yang melakukan jampi-
jampi.111. Perintah meniup tersebut berdasarkan sabda Nabi saw.: 
ْْنَعَْْةَشِئاَعْْْتَلَاقَْْناَكَْْلْوُسَرِْْاللْىَّلَصُْْاللِْْوْيَلَعَْْمَّلَسَوْاَذِإَْْضَرَمَْْدَحَأْْْنِمْ
ِْوِلْىَأَْْثَف َنِْْوْيَلَعِْْتاَذْوُعَمْلِباْاَّمَل َفَْْضَرَمُْْوَضْرَمْيِذََّلاَْْتاَمِْْوْيِفْْْتَلَعَجْ
َْثَف َْنأِْْوْيَلَعُْْوَحَسَْمأَوِْْدَِيبِْْوِسْف َنْاَهَّ َنِلْْْْتَناَكَْْمَظْعَأَْْةََكر َبْْْنِمْيِدَي112 
Artinya:  
Dari Aisyah ra., beliau berkata: adalah Rasulullah saw berkata: 
“Apabila ada salah seorang anggota keluarga beliau yang sakit, 
beliau meniupkan kepadanya dengan membacakan "mu‟awwizat". 
Ketika beliau menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, aku 
juga meniupkan kepada beliau dan mengusapkan dengan tangan 
beliau sendiri. Karena tangan beliau tentu lebih besar berkahnya 
daripada tanganku”(H.R. Muslim) 
7. Rasulullah senang mengkanankan suatu perbuatan sebagai tafa‟ul 
mudah-mudahan termasuk dalam kelompok kanan. Ini telah disebut oleh 
Ibnu Bathal dalam kitabnya, Syarah Shahih Bukhari.113 
8. Tafa‟ul dengan nama yang baik sebagaimana dilakukan Rasulullah saw 
pada ketika Suhail (bermakna mudah) datang menemui beliau dengan 
mengatakan: “Sungguh semoga mudah  urusanmu”114 Peristiwa ini dapat 
disimak pada hadis Rasulullah saw. Sebagai berikut:  
                                                          
111Ibnu Hajar al-Asqalany, Fath al-Barry,  Juz. X, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), h. 197 
112Imam  Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al Qusyair an Naesabury, Shahih Muslim, Juz IV 
(Beirut: Dar Al Kutuub al Ilmiyah, 1992), h. 1723 
113Ibnu Bathal, Syarah Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. I, h. 262 





Manakala Suhail bin „Amr datang menemui Nabi saw, Nabi saw 
bersabda “Sungguh semoga mudah urusanmu” (H.R. Bukhari) 
Khuthabi mengatakan, hadis di atas menjadi dalil tafa‟ul dengan 
nama yang baik merupakan perbuatan yang dianjurkan.116 Untuk lebih 
jelasnya, berikut ini hadis-hadis Nabi saw yang menjelaskan mengenai 
tafa‟ul antara lain:  
1. Sabda Nabi saw:  
َْلَِْْعىَوْدَْْلَِوَْْةَر َيِطِْْنُبِجْع ُيَوُْْلْأَفْلاْاوُلَاقْاَمَوُْْلْأَفْلاَْْلَاقٌْْةَمِلَكٌْْةَبَِّيط117 
Artinya:  
Tidak ada penularan (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada sial dan 
yang membuatku terkagum adalah al-fa‟lu. Para Sahabat bertanya: 
“Apa itu al-fa‟lu?” Rasulullah bersabda: “al-fa‟lu yaitu kalimat yang 
baik.” (H.R. Bukhari) 
Menurut Imam an-Nawawi dalam mensyarah hadis di atas dan 
beberapa hadis riwayat muslim yang senada dengan hadis di atas, 
mengatakan bahwa termasuk dalam contoh tafa‟ul adalah tafa‟ul orang 
sakit dengan apa yang didengarnya seperti sisakit mendengar ada orang 
yang mengatakan: “Hai salim” (yang selamat) atau orang lagi 
membutuhkan sesuatu, lalu mendengar ada orang yang berkata: “Hai 
wajid” (yang mendapati kebutuhannya). Maka terbersit dalam hatinya 
mengharap kesembuhan atau mendapatkan kebutuhannya.118 
                                                          
115Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. III, h. 255 
116Al-Khuthabi, Ma‟alim al-Sunan, Maktabah Syamilah, Juz. II, h. 330 
117Imam  Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al Qusyair an Naesabury, Shahih Muslim,  Juz IV 
(Beirut: Dar Al Kutuub al Ilmiyah, 1992), h. 1747. Lihat juga Bukhari, Shahih Bukhari, Dar 
Thauq an-Najh, Juz. VII, h. 139, No. Hadits: 5776 
118An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, , Juz. XIV, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, 
t.th), h. 219 
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2. Sabda Rasulullah saw:  
ىَوْدَعَلَِْْلَِوَْْةَر َيِطْ،َلْأَفْلُابِحُأَوْاْوُلَاقَْْلْوُسََريْاللْ :؟َلْأَفلااَمَوَْْقَْلاْ :ُْةَمِلَكَْلاْ
ُْةَبِّيَّطلاْاَذَىُْْثْيِدَح َْنَسَحَْْحْيِحَص119 
Artinya:  
Tidak ada penularan (kecuali atas kehendak Allah) dan tidak ada sial 
dan aku menyukai fa‟l. Mereka bertanya: Hai Rasulullah  apa itu fa‟l. 
Rasulullah menjawab: “kalimat yang baik”. hadis ini adalah hasan 
shahih. (H.R. Turmidzi) 
Dua buah hadis di atas menjelaskan tafa‟ul dalam bentuk 
perkataan. Lalu bagaimana dengan tafa‟ul dalam bentuk perbuatan?. 
Tafa‟ul dalam bentuk perbuatan dianjurkan dengan diqiyaskan kepada 
tafa‟ul dalam bentuk perkataan. Kalau tafa‟ul dalam bentuk perkataan 
saja dianjurkan dalam Islam, tentunya tafa‟ul dalam bentuk perbuatan 
lebih patut dan lebih layak disyari‟atkan. Karena perkataan yang baik 
pada tafa‟ul dalam bentuk perkataan merupakan simbol harapan 
kebaikan, maka demikian juga perbuatan yang baik juga dapat menjadi 
simbol harapan kebaikan orang melakukan tafa‟ul. 
Pengqiyasan tersebut di atas didukung pula oleh mutlaknya maksud 
hadis Nabi saw yaitu:  
َْناََكوُْْوُبِجْع َيَْْلْأَفْلاْْْنَسَْلَْا120 
Artinya:  
Rasulullah saw  mengagumi tafa‟ul yang baik. (H.R. al-Hakim) 
Sayidina Ali dan Ibnu Mas‟ud telah menjadikan hadis ini sebagai 
dalil bahwa Rasullulah saw melakukan tayaamun (mengkanan-kanankan 
dalam perbuatannya) pada wudhu‟nya adalah atas jalan tafa‟ul dengan 
                                                          
119Imam  Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al Qusyair an Naesabury, Shahih Muslim,  Juz IV 
(Beirut: Dar Al Kutuub al Ilmiyah, 1992), h. 1747.  
120Al-Hakim, al-Mustadrak, Maktabah Syamilah, Juz. I, h. 86, No. Hadits : 89 
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ashab al-yamin (kelompok orang yang berada dipihak kanan) yaitu ahli 
syurga.121 Tayamun di sini tentunya merupakan suatu perbuatan, bukan 
perkataan. 
Berdasarkan makna tafa‟ul secara bahasa, dalil-dalil dan contoh-
contoh tafa‟ul di atas, maka tafa‟ul pada syara‟ kurang lebih adalah 
harapan akan datang kebaikan atau rahmat yang disebabkan oleh 
perkataan atau perbuatan tertentu. Namun demikian, ada juga ulama 
yang mengartikan bahwa tafa‟ul itu terbagi kepada tafa‟ul pada sesuatu 
yang menggembirakan dan tafa‟ul pada sesuatu yang tidak 
menyenangkan. Kebiasaannya, maknanya adalah pada sesuatu yang tidak 
menyenangkan.122 Berdasarkan pengertian yang kedua ini, maka tafaul 
yang dianjurkan adalah tafa‟ul pada sesuatu yang menggembirakan. 
Sedangkan tafa‟ul yang jelek dan menyedihkan tidak dibenarkan. 
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum 
dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka peneliti akan 
mencoba mengangkat pandangan Arnold M. Rose yang telah 
memperkenalkan 3 teori umum perihal terjadinya perubahan sosial 
dihubungkan dengan hukum: Pertama: Teori komulasi progresif yang 
merupakan faktor utama terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh 
karena penerimaan tersebut mempunyai daya perkembangan yang cukup 
kuat. Kedua: Teori kontak dan konflik antara kebudayaan. Para pakar 
antropologi dan sosiologi menyatakan bahwa peroses pembaharuan atau 
perubahan dapat terjadi dua kebudayaan atau lebih saling berhubungan. 
Ketiga: Teori gerakan sosial (Social movement) bahwa adanya ketidak 
puasan terhadap bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan keadaan 
                                                          
121Ibnu Bathal, Syarah Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. I, h. 262 
122Al-Nawawi, Syarah Muslim, Maktabah Syamilah, Juz. VII, h. 377 
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tidak tentram yang menyebabkan tejadinya gerakan untuk mengadakan 
perubahan-perubahan demi terwujudnya suatu keadaan hukum baru.123 
Dari ketiga teori tersebut di atas, ternyata kaidah hukum Islam lebih 
tegas dalam melihat faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan 
sosial dalam suatu komunitas. Dalam kaedah fikhiyah ditegaskan bahwa: 
ُْرُّ يَغ َتِْْماَكْحَلِْاُِّْْيَْغ َِتبِْْناَمْزَْلِا124 
Artinya: 
Berubahnya suatu hukum disebabkan dengan perubahan waktu 
(zaman) 
Hal ini sejalan dengan kaedah usul sebagai berikut: 
َُْةظَفاَحُمَْلاْىَلَعِْْْيِدَقْلاِْْحِلاَّصلاُْْذْخَلْْاَوِْْدْيِدَلِْْباِْْحَلْصَلِْا125ْ
Artinya: 
Menjaga Tradisi-tradisi terdahulu yang baik sembari menghasilkan 
tradisi-tradisi yang lebih baik (Kreatif) 
Karena Islam mengajarkan tidak perlu menunda sesuatu karena ingin 
sempuna sekali. Jika hanya bisa meraih setengahnya maka jangan ditinggalkan 
semuanya. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan bahwa: 
ُْكَرُْديَلِاَمُْْوُّلُكَْْلُِْْكَرَُديُْْوُّلُك 
Artinya:  
Sesuatu yang tidak dapat dicapai semuanya, maka jangan 
ditinggalkan semuanya. 
Dengan begitu Max Webber berpandangan bahwa perubahan-
perubahan hukum yang terjadi senantiasa bersesuaian pada sistem sosial 
dari masyarakat yang mendukung sistem hukum tersebut.126 
                                                          
123Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Cetakan XI. (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2001), h. 96 
124Tim PW LBM NU Jawa Timur, NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahtsul 
Masail PWNU Jabawa Timur), Jilid 1, (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2009), h. vii   
125A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 174.  
126
 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 90 
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Hal yang sama dapat pula dikemukakan pandangan Emile 
Durkheim yang menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari pada 
solidaritas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu Durkheim membagi 
atas dua solidaritas tersebut menurut sifatnya yaitu: Pertama, bersifat 
mekanis (Mechanical Solidarity) yakni terdapat pada lapisan masyarakat 
yang sederhana dan homogen artinya ikatan dari pada warga masyarakat 
itu didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi dengan tujuan yang 
sama. Kedua, bersifat Organis (Organic Solidarity) yakni terdapat pada 
masyarakat yang heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks. 
Artinya ikatan dari pada masyarakat lebih banyak tergantung pada 
hubunga-hubungan fungsional dalam penataan pembagian kerja.127 
Dengan demikian untuk mewujudkan suatu kehidupan sosial 
masyarakat, tentunya memerlukan tatanan kehidupan yang dapat 
mengatur dan menjamin berbagai macam hubungan sosial akan terbentuk 
sebagaimana diharapkan. Hukum itu tidak mungkin efektif kalau 
ketertiban masyarakat tidak terkontrol melalui paradigma sosial. Bahkan 
menurut Sacipto Rahardjo, bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan 
dari berbagai hubungan yang dilakukan para anggota masyarakat antara 
satu sama lain dalam usaha mewujudkan kepentingan bersama.128 
3. Pandangan Hukum Ulama Kota Parepare Mengenai Tradisi 
Masyarakat Bugis dalam Perkawinan 
Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pandangan ulama 
mengenai tradisi masyarakat bugis dalam perkawinan, penulis terlebih 
dahulu mengemukakan pengertian ulama. 
                                                          
127Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 91 
128Sucipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan V. (Bandung: PT.Citra Bakti. 2000), h. 98. 
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Kata ulama berasal dari bahasa arab “   ع  ل  م  أـ ” jamak dari mufrad (kata 
tunggal) “    ع  ل  ي  مـ “ yang berarti orang yang berilmu atau orang yang 
berpengetahuan. Kata “    مـ ي ل  ع “ adalah isin yang diserupakan dengan isim fa‟il 
“   ع  لاـ  م  “. Kata  “م لاـ ع “ adalah isim fa‟il dari fil (kata kerja) “   مــ ل  ع “ yang 
berarti ia telah berilmu atau ia telah mengetahui. Sedangkan kata “  أـ  م ل ع” 
berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.129 
Dalam alquran terdapat dua kata ulama yaitu pada QS. Fatir: 28,130 
dan surat Asy Syu‟ara:197.131 Nabi Muhammad saw memberikan rumusan 
tentang ulama itu sendiri yaitu bahwa ulama adalah hamba Allah yang 
berakhlak Qur‟ani yang menjadi “waratsatul ambiya”132, qudwah”133 
kholifah sebagai pengemban amanah Allah swt, penerang bumi, pemelihara 
kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia. 
Menurut Ensiklopedia dalam Islam sebagaimana yang dikutip 
Badaruddin Hsukby, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan 
pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki 
rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Sebagai orang yang mempunyai 
pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran 
dimasyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut 
                                                          
129Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah 
Penafsir Al-Quran, Cet. I, 1973), hal. 278 
130Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang 
ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada 
Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang 
mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. 
131Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil 
mengetahuinya? 
132
 Pewaris para Nabi 
133
 Pemimpin dan panutan masyarakat 
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dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa 
pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.134 
Allah berfirman dalam QS. Al-Fathir: 35/28 
                    
Terjemahnya: 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, 
hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun.135 
Dengan beberapa pendapat dan ayat alquran yang telah 
dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa ulama adalah orang yang 
menguasai ilmu Allah dan mendalam dan berprilaku terpuji. Mereka mapu 
menangkap makna ciptaan Allah, kemudian mengimani dan 
mengamalkannya dalam prilaku atau amalan-amalan shaleh, selalu 
menjalankan dan mejauhi larangan-Nya. Jadi karakteristik ulama adalah 
Iman, Ilmu dan amal.  
Untuk lebih jelasnya yang dimaksud ulama dalam desertasi ini 
adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk 
mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-
masalah agama maupum masalah sehari hari yang diperlukan, baik dari sisi 
keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. 
Kedudukan ulama dalam agama dan masyarakat mempunyai posisi 
yang penting, Rasulullah Saw. bersabda: 
ُْوثَّرَوَْا َّنُِإًْاَنِْرِدَْلَِوًْاراَنيِدْاُوِّثرَو ُيَْْلَِْءاَيِْبَنْلْاَّْنِإْ،ِءاَيِْبَنْلْاَُْةَثرَوَْءاَمَلُعْلاَّْنِإَْنَمَفَْمْلِعْلاْا
ٍْرِفاَوْ ٍّظَِبَِْذَخَأُْهَذَخَأ136  
                                                          
134Badaruddin Hsukby, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman (Jakarta: Gema Insani 
Press,1995), 45-56. 
135
 Depatemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 620 
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Artinya: 
Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi 
tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya 
mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah 
mengambil bagian yang banyak.  
Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa ulama merupakan 
pemegang estafet kepemimpinan para Nabi, yakni menyampaikan 
kebenaran kepada manusia sesuai dengan perintah Allah swt. bukan 
menggantikan pangkatnya sebagai Nabi atau rasul Allah. Para Nabi 
menyampaikan perkara yang hak dan mengajak kepada manusia ke jalan 
yang benar, mencegah manusia dari perbuatan yang sesat. Jadi para Nabi 
sebagai pemimpin, pembimbing dan uswatun hasanah bagi umat manusia. 
Tugas itu yang dibebankan kepada para ulama sebagai pemegang estafet 
para Nabi dan Rasul. 
Karena ulama sebagai pewaris Nabi, maka ulama merupakan 
tempat tumpuan umat yang mempunyai kewajiban untuk membina umat 
dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat bila 
dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, sehingga ulama tidak 
hanya sebagai pemimpin yang menjadi tumpuan masyarakat, akan tetapi 
ulama juga menjadi tempat bertanya, mengadu, tempat meminta nasehat 
dan memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. 
Pengaruh ulama di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam 
khususnya Kota Parepare Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada 
umumnya, dengan sendirinya masyarakat berkiblat dan tumpuan 
                                                                                                                                                               
136al-Imam at-Tirmidzi di dalam Sunan beliau no. 2681, Ahmad di dalam Musnad-nya 
(5/169), ad-Darimi di dalam Sunan-nya (1/98), Abu Dawud no. 3641, Ibnu Majah di dalam 
Muqaddimah-nya, serta dinyatakan sahih oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban. Asy-Syaikh al-Albani 
rahimahullah mengatakan, “Haditsnya shahih.” Lihat kitab Shahih Sunan Abu Dawud no. 3096, 
Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 2159, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 182, dan Shahih at-Targhib, 
1/33/68)   
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harapannya tertuju pada ulama, sehingga apa yang dikatakan ulama tanpa 
ada kesulitan mendapat sambutan yang baik dan dukungan dari masyarakat. 
Terkait dengan padangan hukum ulama terhadap adat/tradisi 
perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare berdasarkan hasil 
penelusuran peneliti di lokasi penelitian diperoleh data bahwa ulama 
berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaan tradisi dalam perkawinan. 
Sebagian ulama yang berpadangan bahwa pelaksanaan tradisi dalam 
perkawinan hukumnya haram dan sebagian yang lain mengatakan 
pelaksanaan tradisi dalam perkawinan hukumnya makruh dan bahkan ada 
yang berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi dalam perkawinan 
hukumnya mubah (boleh). Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan 
secara berturut-turut pandagan hukum ulama yang dimaksud beserta 
alasannya. 
a. Pelaksanaan tradisi dalam perkawinan hukumnya haram. 
Ulama yang berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi dalam 
perkawinan adalah haram dengan alasan bahwa; 1) mengandung unsur 
syirik, 2) mengandung unsur bid‟ah, 3) mengandung unsur permborosan, 
4) mempersulit diri dan, 5) mengandung unsur taklid buta.137 
Pertama unsur kemusyrikan yang dimaksudkan adalah kepercayaan 
dinamisme yang masih percaya terhadap roh-roh para nenek moyang 
yang akan berpengaruh pada diri dan keluarganya manakala tidak 
dilaksanakan. Tradisi yang dimaksud oleh kelompok ini seperti baca doa 
selamat dalam bahasa bugis “doang salama” yang ditujukan kepada 
                                                          
137H. Muh. Zainal Muttakin (46 tahun) Ulama Salafi, Wawancara, tangga 11 Agustus 2014 di 
Parepare 
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arwah para leluhur, dimana masyarakat Bugis Parepare masih kental 
dengan tradisi ini.  
Islam melarang penganutnya untuk mensyerikatkan Allah swt. 
Karena kemusyrikan merupakan suatu perbuatan dosa besar. Hal ini 
ditegaskan dalam QS. Lukman: 31/13:  
                        
  
Terjemahnya: 
Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar.138 
Ayat tersebut di atas dengan tegas memerintahkan agar manusia 
tidak berbuat syirik (mempersekutukan Allah), oleh karena itu segala hal 
yang dapat membawa manusia kepada kemusyrikan harus ditinggalkan 
termasuk pelaksanaan adat/tradisi dalam perkawinan.139 
Membacakan doa untuk keselamatan orang yang telah meninggal 
dunia menurut peneliti bukanlah termasuk perbuatan musyrik. Sebab, 
Setiap doa kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si 
mayit. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. Dalam QS. Al Hasyr: 
59/10. 
َْنيِذَّلاَو اََنلْْرِفْغاْاَنَّ بَرَْنوُلوُق َيْْمِىِدْع َبْْنِمْاوُءاَج َْنَوُق َبَسَْنيِذَّلاْاَِنناَوْخلإَو
ِْفْْلَعَْتَْلَِوِْنَانٔلإِبا ٌْميِحَرٌْفوُءَرَْكَّنِإْاَنَّ بَرْاوُنَمآَْنيِذَِّللْلَِغْاَِنبوُل ُق 
 
                                                          
138Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 581 




Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 
Ansar), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, 
dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami 
terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.140 
Ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang 
dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah 
meninggal dunia adalah doa karena ayat ini mencakup umum, yaitu 
orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. 
Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di mengatakan, “Doa 
dalam ayat ini mencakup semua kaum mukminin, baik para sahabat yang 
terdahulu dan orang-orang sesudah mereka. Inilah yang menunjukkan 
keutamaan iman, yaitu setiap mukmin diharapkan dapat memberi 
manfaat satu dan lainnya dan dapat saling mendoakan.”141 
Demikian juga dalam sabda Rasulullah saw, sebagai berikut: 




Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak 
mengetahuinya adalah doa yang mustajab (terkabulkan). Di sisi 
orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang 
bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya 
dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata: “Amin. Engkau 
akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi”. 
                                                          
140Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 798  
141Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di,  Taisir Karimir Rahman,Cet.I (t.tp.: Muassasah Ar 
Risalah, 1420H),   h.  851 
142Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih 
Muslim, juz. II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th), h. 481 
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Doa kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia adalah di 
antara doa kepada orang yang di kala ia tidak mengetahuinya. Disamping 
itu, mendoakan orang yang telah meninggal dunia serta bersedekah yang 
pahalanya diniatkan untuk si mayit kapan pun boleh dilakukan. Karena 
melaksanakan amal shalih semacam itu kita diberi kebebasan untuk 
memilih waktu sesuai dengan keinginan kita, karena ia hanyalah sebuah 
ibadah yang bersifat umum yang tidak terikat waktu pelaksanaannya. 
Doa   dan sadakah bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dan 
dapat bermanfaat bagi mereka. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa doa yang 
dibaca pada acara doang salama (Bugis) bersumber dari ayat-ayat 
alquran dan ditujukan kepada Allah swt. Adapaun makanan yang 
dihidang pada saat pembacaan doa selamatan diniatkan sebagai sedekah 
yang pahalanya ditujukan kepada si mayit.143 
Jadi menurut peneliti tidak boleh kita lansung menjastifikasi 
kehalalan dan keharaman suatu hal sebelum melakukan menelitian 
terlebih dahulu. Termasuk dalam hal tradisi mabbaca doang pada acara 
pernikahan masyarakat Bugis di Parepare. 
Kedua tradisi masyarakat Bugis dalam perkawinan mengandung 
usur bid'ah, karena melaksanakan pernikahan merupakan perintah agama 
sedang melaksanakan perintah merupakan ibadah. Menambahkan 
sesuatu dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi saw. merupakan 
bid‟ah dan semua bid‟ah adalah sesat. Hal ini didasarkan pada hadis 
Rasulullah saw. sebagai berikut: 
                                                          
143H. Abd. Rahim Arsyad (64 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, 
tanggal 03 Agustus 2014 di Parepare 
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ْْنَم ِْهِد ْه َي ُْالل َْلََف َِّْل ضُم ُْوَل ْْنَمَو ُْوْلِل ْضُي َْلَ َف َْيِدا َى ُْوَل َّْنِإ َْقَدْصَأ ِْثيِد َْلْا 
ُْباَت ِك ِْالل َْنَسْحَأَو ِْيْد َْلَا ُْيْد َى ٍْدَّمَُمُ ُّْرَشَو ُْلْْاِْروُم اَه ُتَثََد ُْمُ ُّْلَُكو ٍَْةثَد ُْمُ 
ٌْةَعْدِب ُّْلَُكو ٍْةَعْدِب ٌْةََللَ َض ُّْلَُكو ٍَْةَللَ َض ِْف ِْراَّن   لا .هاور يئاسنلا 
Artinya: 
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang 
dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka 
tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya sebenar-
benar perkataan adalah Kitab Allah (alquran), dan sebaik-baik 
petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw., dan seburuk-buruk 
perkara adalah muhdatsat (perkara baru yang diada-adakan), dan 
setiap yang baru diada-adakan adalah bid‟ah, setiap bid‟ah itu 
kesesatan, dan setiap kesesatan itu (tempatnya) di dalam neraka” (HR. 
Nasa‟i) 
Pada hadis di atas, ada dua hal yang disebut sebagai perkara yang 
paling buruk, yaitu: Muhdatsat dan Bid‟ah. Muhdatsah secara bahasa 
adalah perkara baru yang diada-adakan. Sedangkan bid‟ah adalah 
perkara baru yang diadakan dan belum pernah ada sebelumnya. Al-Imam 
Abu Muhammad „Izzuddin bin „Abdissalam mengemukakan bahwa 
bid‟ah  adalah:  
َْْلِْاَمُْلْعِفُْةَعْدِبَْلاَْمَّلَسَوِْوْيَلَعْاللْىَّلَصْاللِْلْوُسَرِْرَصَعِْفْْدَهْع ُيْ144 
Artinya: 
Bid‟ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal 
(dikerjakan) pada masa Rasulullah saw. 
Pemahaman kelompok ini berdasarkan hadis tersebut di atas, berarti 
seluruh perkara baru yang tidak pernah ada di masa Rasulullah saw. 
dianggap sesat dan terlarang, apakah perkara yang berbau agama maupun 
yang tidak. Sampai di sini, sepertinya tidak ada sedikitpun pengecualian, 
                                                          
144Al-Imam Abu Muhammad „Izzuddin bin „Abdissalam, Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-
Anam, Juz. 2 (t.tp), h. 172  
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karena keumuman lafaz muhdatsat atau bid‟ah secara bahasa mencakup 
segala hal yang baru, termasuk urusan duniawi.  
H. Muh. Zainal Muttakin menegaskan bahwa hadis tentang 
muhdatsah dan bid‟ah di atas sebagai dalil yang mencakup semua hal 
“berbau agama” atau “berbau ibadah” yang tidak pernah ada formatnya 
di masa Rasulullah saw. dan para Sahabat beliau termasuk di dalamnya 
adalah adat/tradisi yang dilakukan dalam perkawinan.145 
Seolah-olah hadis itu adalah hadis terakhir yang diucapkan oleh 
Rasulullah saw. setelah seluruh ajaran Islam beliau sampaikan dan 
dicontohkan sebagai rentetan aturan yang baku. Akibatnya, tidak ada 
toleransi sedikitpun bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan 
beragama melainkan harus persis sama dengan Rasulullah saw. dan para 
sahabat beliau, baik sama secara format maupun prinsipnya. Artinya, 
bagi mereka tidak boleh berbeda dari apa yang disebutkan secara 
harfiyah di dalam hadis atau sunnah; berbeda berarti perkara baru, dan 
itu berarti bid‟ah. 
Dalam khasanah literatur fikhi, bid‟ah secara garis besar 
dikelompokkan menjadi dua yaitu; bid‟ah hasanah (baik) dan bid‟ah 
sayyiah (buruk), sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi‟ih: 
ْاًعاَْجٍْاْ ْوَأْ اًرَزَأْ ْوَأْ ًةَّنُسْوَأْ ًبااَتِْك ُفِلَاُنْٓ َثَدْحَأْ اَمْ ِنَباْرَضْ ُتَثََدْحُمَْلا
َْه َفَْكِلَذْ ْنِمْ ًائْيَشْ ُفِلاَُنْٓ َلِْ ٍْيَْلْْاْ َنِمْ َثَدْحَأْ اَمَوْ ِلَلََضلاْ ُةَعْدِبْ ِهِذ
ٍْةَمْوُمْذَمَْر ْ يَغٌَْةثَدُْمُِْهِذَه َف   146 
                                                          
145H. Muh. Zainal Muttakin (46 tahun) Ulama Salafi, Wawancara, tangga 11 Agustus 2014 di 
Parepare. 
146Imam Ibn Hajar al Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, Juz. 17 (Bairut: al-
Risalah al-'Alamiyyah, 2013), h. 10 
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Artinya: 
Sesuatu yang diada-adakan itu adalah itu ada dua macam. Pertama  
sesuatu yang bari itu menyalahi alquran, sunnah Nabi saw., atsar 
sahabat atau ijma‟ ulama, hal itu disebut dengan bid‟ah dhalalah. 
Dan kedua, jika sesuatu yang baru tersebut termasuk kebajikan 
yang tidak menyalahi sedikitpun dari itu (alquran, sunnah Nabi 
saw., ijma‟ ulama), maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan 
baru yang tidak dicela. 
Bid‟ah hasanah adalah bid‟ah yang tidak dilarang dalam agama 
karena mengandung unsur kebaikan dan tidak bertentangan dengan 
ajaran agama, masuk dalam kategori ini adalah bid‟ah wajibah, bid‟ah 
mandubah dan bid‟ah mubaha, salah satu contoh dalam hal ini seperti 
perkataan Sayyidana Umar bin Khattab ra. tentang shalat tarawi 
berjamaah yang beliau lakukan:  
ِْبْلاُْةَمٍْعنِْهِذَىُْةَعْد147ْ
Artinya:  
Sebaik-baik bid‟ah adalah ini (yakni shalat tarawi dengan 
berjamaah) 
Sedangkan bid‟ah sayyi‟ah atau bid‟ah dhalalah yaitu bid‟ah 
yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma 
agama Islam. Bid‟ah yang masuk dalam kategori ini adalah bid‟ah 
muharramah, bid‟ah makruhah sebagaimana yang ditegaskan dalam 
sabda Rasulullah saw. 
ْْنَعْْنَمْ:َلاَقْمَّلسَوٍْوْيَلَعْاللْىلَصْاللَْلْوُسَرَّْنَأْاَه ْ نَعْاللْيِضَرَْةَشِئاَع
. دَرَْوُه َفَْنَُرَْمأْوْيَلَعَْسَْيل ًْلََمَعْلٍمَع 
Artinya: 
Dari Aisyah ra. ia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. 
Bersabda: Barang siapa yang melakukan perbuatan yang diada 
perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak. 
                                                          
147
 Imam Malik, Al Muwaththa, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), 218. No. Hadis 231 
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Berdasarkan dengan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami 
bahwa tidak semua bid‟ah itu dilarang dalam agama. Oleh karena itu, 
yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang dikhawatirkan 
menghancurkan sendi-sendi agama Islam, sedangkan amaliah yang akan 
menambah daya tarik agama Islam tidak dilarang bahkan untuk saat ini 
sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab berbagai 
persoalan zaman. 
Alasan ketiga mengandung unsur mubazir, karena dalam 
pelakssanaan adat dalam perkawinan itu banyak sekali perlengkapan-
perlengkapan yang dibutuhkan dan setelah selesai semua perlengkapan 
tersebut dibiarkan dan dibuang begitu saja. Misalnya pada acara 
penjemputan pengantin (maddupa botting) dan acara mappacci menabur 
beras kepada pengantin sehingga beras berserakan dimana-mana. Pada 
hal ajaran agama Islam melarang perbuatan mubazir sebagaimana 
ditegaskan dalam QS. Al-Isra‟ :17/27 
                          
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.148 
Alasan keempat unsur taqlid buta, artinya dalam pelaksanaan 
tradisi dalam perkawinan hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan 
oleh pendahulunya tanpa mengetahui makna yang terkandung di 
dalamnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa, sebagian besar orang 
yang melakukan adat dalam perkawinan saat ini tidak mengetahui secara 
                                                          
148Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 388 
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benar makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Hj. Fatimang 
menuturkan bahwa “tradisi/adat yang kami lakukan dalam pekawinan itu 
hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kami dahulu 
secara tutun temurung”.149 
Berdasarkan keternagan di atas menunjukan bahwa dalam 
pelaksanaan adat dalam perkawinan masyarakat bugis Kota Parepare 
mengandung unsur taqlid buta, sementara taqlid buta dalam Islam 
dilarang sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. al- Israa‟/17:36 
                          
     
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.150 
 
Dalam hadis Rasulullah saw. ditegaskan: 
ْْنَع ِْبَا َْةَر ْيَرُى ََّْنا َْلْوُسَر ِْالل ص َْلَاق: ُّْلُك ِْتََُّما َْنْوُلُخْدَي َْةََّنلْْا َّلِِا ْْنَم َْبَا. 
اْوُلَاق َْي َْلْوُسَر ِْالل َْو ْْنَم ؟َبَْيَ َْلَاق: ْْنَم ِْنَعَاَطا َْلَخَد َْةََّنلْْا َْو ْْنَم ِْناَصَع 
ْْدَق َف َْبَا. ْهاورىراخبلا151  
Artinya: 
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Semua 
ummatku kelak akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau". 
Para shahabat bertanya, "Ya Rasulullah siapa orang yang tidak mau 
(masuk surga) itu ?". Beliau saw bersabda, "Barangsiapa yang ta'at 
kepadaku, niscaya ia masuk surga dan barangsiapa yang 
bermakshiyat kepadaku, berarti ia tidak mau (masuk surga)". 
                                                          
149Hj. Fatimang (56 tahun), Wawancara, tangga 13 Agustus 2014 di Parepare 
150Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h.389  
151Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-
Ju‟fiy Al Bukhari, Shahih Bukhari, juz 8, (Yogyakarta, Pustaka As-Sunnah, t.th) hal. 139 
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Dari dua alasan terakhir mengenai keharaman melakukan tradisi 
perkawinan dalam masyarakat Bugis yaitu, mubazir dan taklid buta 
menurut hemat peneliti ada benarnya. Karena berdasarkan pengamatan 
peneliti diperoleh data bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahu 
makna dan esensi dari tradisi yang dilakukan, tetapi bukan berarti tradisi 
perkawinan tersebut haram dilaksanakan. 
2. Ulama yang berpendapat bahwa pelaksanaan upacara adat dalam 
perkawinan hukumnya makruh152. 
Djamaluddin M. Idris mengemukakan bahwa “upacara adat yang 
dilakukan masyarakat dalam perkawinan pada umumnya sudah tidak 
relevan lagi dengan kondisisi sosial kemasyarakatan saat ini. Disampintu 
sudah banyak yang melenceng dari makna yang sebenarnya, oleh karena 
itu perlu ditata ulang”.153 
Berdasarkan pengamatan peneliti diperoleh data bahwa 
pelaksanaan upacara adat dalam pekawinan masyakarat Bugis yang 
mendukung pendapat ini sudah banyak melakukan penyesuaian terhadap 
tradisi yang dilakukan masyarakat Bugis di Parepare, seperti tradisi 
mandi majang, khatam al-quran dan baca barazanji pada malam “tudang 
penni” (Bugis) diganti dengan kegiatan pengajian (ceramah), upacara 
“mappasikarāwa” disederhanakan dan segala hal yang dianggap 
melenceng dari akidah Islam dan dapat membawa kepada suatu 
kemudharatan ditinggalkan karena mengandung unsur syubhat. 
                                                          
152Sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu, apabila 
dikerjakan tidak apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji. 
153Djamaluddin M. Idris (56 tahun) tokoh Muhammadiyah, Wawancara, tangga 03 Juli 2014 
di Parepare. 
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Syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya, apakah halal 
atau haram. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih 
utama untuk ditinggalkan. 
Pendapat tersebut didasarkan pada sabda Nabi saw. sebagai berikut: 
ْْنَع ِْْبَأ ِْدْبَع ِْالل ِْناَمْعُّ نلا ِْنْب ِْبْْيِْش يضر الل امهنع َْلَاق: ُْتْعَِسَ َْلْوُسَر ِْالل 
ىلص الل ويلع ملسو ُْلْوُق َي: َّْنِإ َْللََلْا ٌْ ِّيْ َب َّْنِإَو َْماََرلْا ٌْ ِّيْ َب اَمُه َن ْ ي َبَو ٌْرْوُُمأ 
تاَهِبَتْشُم َْلِ َّْنُهُمَلْع َي ٌْر ْ يِثَك َْنِم ِْ،ساَّنلا ِْنَمَف ىَقَّ تا ِْتاَه ُبُّشلا ِْدَق َف َْأْبْ َتْسا ِْلِْوِْنيِد 
،وِضْرِعو ْْنَمَو َْعَقَو ِْف ِْتاَه ُبُّشلا َْعَقَو ِْف ِْماََرلْا .هاور يراخبلا ملسمو154 . 
Artinya:  
Dari Abu Abdullah An Nu‟man bin Basyir ra, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya yang halal 
adalah jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya 
terdapat perkara yang samar, kebanyakan manusia tidak 
mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindar dari yang samar 
maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan 
barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia 
telah terjatuh dalam perkara yang haram. (HR. Bukhari dan 
Muslim) 
3. Ulama yang berpandangan bahwa pelaksanaan upacara adat dalam 
perkawinan hukumnya mubah.155 
Ulama yang berpandangan bahwa mubah (boleh) hukumnya 
melaksanakan upacara adat dalam perkawina masyarakat, karena 
tradisi/adat tersebut telah disesuaikan dengan konsep dan nilai yang 
terkandung dalam ajaran Islam. Adapun landakan yang dijadikan 
pegangan sebagaimana yang dikemukakan oleh K.H. Hannake adalah156: 
                                                          
154Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-
Ju‟fiy Al Bukhari, Shahih Bukhari, juz 8, (Yogyakarta, Pustaka As-Sunnah, t.th) hal. 164. 
(Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599) 
155Bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa tidak mendapatkan pahala atau pun siksa. 
156
 K.H. Hannake (61 tahun) Ulama, Wawancara, tanggal 19 Austus 2014 di Parepare 
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a. Teori Receptie A Contrario yang menyatakan bahwa hukum adat 
berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan 
dengan agama Islam dan Hukum Islam. 
b. Kaidah ushul Al-Ashlu Fil Asyyaa-i al-Ibaahah (hukum asal dari 
segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal atau boleh) 
c. Kaidah hukum Islam  
َْمَتيَْلِاِْ ِْبْ َّلِِاَْبِجاَوْلاُّْم َْفِْو ٌْبِجاَوَْوُه157 
Artinya:  
Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu 
hukumnya wajib. 
Berdasarkan tiga teori di atas  maka sarak (syariah) dan adek 
(adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika 
kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan 
pangngaderreng (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang 
mengatur dan ditaati masyarakat Bugis. Unsur yang awalnya hanya 
terdiri atas empat yaitu; 1) warik (protokoler kerajaan), 2) adek (adat-
istiadat), 3) bicara (sistem hukum), 4) rapang (pengambilan keputusan 
berdasarkan perbandingan),  Untuk mengakomodasi diterimanya Islam 
sebagai pegangan hidup, Sistem yang saling mengukuhkan 
pangngadērreng didirikan atas 1) warik, 2) adek, 3) bicara,4) rapang, 
dan 5) sarak.158 Fragmen sejarah ini kemudian menjadi karakter penting 
bagi orang Bugis. Dalam pandangan Pelras bahwa ada dua sifat yang 
senantiasa menjadi saling berkaitan. Bukan bertentangan, tetapi saling 
                                                          
157Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zakrasyi, Al-Bahr Al-Muhith, juz 7 (Beirut: Dar 
al- Kutub al-Ilmiyyah, tt), h.358. Lihat juga Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah 
Asasi (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 20. 
158Nurhayati Rahman, Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo, (Makassar: La 
Galigo Press, 2006), h. 387. 
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melengkapi. Di satu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan 
kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang 
sama, di sisi lain bersemayam kesadaran akan masa lampau untuk selalu 
menjaga tradisi dan pesan orang tua.159 
Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk 
penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah 
wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya 
yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati 
diri asal. 
Dengan adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian 
dalam berbagai aktivitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang 
disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang diemban 
adat.  Ketika menempuh siklus kehidupan, maka sandaran utama berada 
pada dua panduan yaitu adat dan Islam. Dalam prinsip ini, semua adat 
yang bertentangan dengan syariat serta merta ditinggalkan. Hanya adat 
yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan. 
Adapun prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar dalam langgengnya 
pelaksanaan adat. 
Islam adalah satu-satunya agama yang haq; yang diakui 
keberadaan dan kebenarannya oleh Allah sebagaimana firman Allah swt. 
yang termaktub dalam QS. Ali Imran/3:19 sebagai berikut: 
                    
                       
    
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 Christian Pelras, The Bugis (Oxford: Blackwell, 1996), h. 4. 
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. 
tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali 
sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian 
(yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-
ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.160 
Islam juga merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan 
diridhai Allah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah swt dalam QS. 
al-Maidah/5:3 sebagai berikut:  
  …                                      
Terjemahnya: 
… pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam 
itu jadi agama bagimu . . .161 
Alquran sebagai sumber ajaran dasar Islam diposisikan sebagai 
hudan (petunjuk) bagi manusia; sebagai bayyinat (penjelasan) terhadap 
petunjuk; dan sebagai al-furqan (pembeda). Hal ini disebutkan dalam 
QS. al-Baqarah/2:185 yang berbunyi: 
                     
     
Terejmahnya: 
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al 
Qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang 
bathil).162 
                                                          
160Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 85 
161Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002),  h. 142 
162Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 35 
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Oleh karena kedudukan alquran sebagai petunjuk maka di 
dalamnya tentu mesti mengandung semua hal yang dapat mengarahkan 
manusia ke jalan yang lurus. Apabila alquran dipedomani secara benar, 
manusia sudah cukup mudah menjalani kehidupannya tanpa harus 
mencari dan membuat aturan dan ajaran lainnya, karena alquran 
merupakan sumber hukum yang tertinggi dalam Islam. 
Jika berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran adalah 
peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah 
laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu 
berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan 
ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang 
tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga berupa hukum 
tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. 
Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat ini adalah hukum yang 
sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia 
dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Adapun konsepsi 
hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. 
Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 
hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan 
hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya. 
Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa 
Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa Arab. Artinya norma 
atau kaidah yakni, ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan 
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untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan 
antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas 
dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, 
memang erat sekali. Setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya 
mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum 
Islam kaidah itu disebut hukum. Itulah sebabnya maka di dalam 
perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau 
perbuatan.Yang dimaksud, seperti telah disebut di atas, adalah patokan, 
tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu.163 
Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang 
dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip 
yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat 
memperhatikan adat („urf) setempat.Adat atau „urf merupakan kebiasaan 
dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit 
untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam 
pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari‟at Islam 
sangat memperhatikan adat („urf) masyarakat setempat, misalnya acara 
mappacci dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis. 
Peluang adat („urf) untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam 
menetapkan hukum, secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat 
hukum dalam alquran, antara lain firman Allah swt. dalam QS. al-
Baqarah/2: 233 
                                  
                              
                                                          
163Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  
Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 39 
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                            
                         
                             
          . 
Terjemahnya: 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.164 
Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 241 
                 
Terjemahnya; 
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah165 menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang bertakwa.166 
Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai macam, jenis atau 
bentuk, dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh 
orangtua kepada anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. 
Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, 
                                                          
164Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002),  h. 49 
165mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang 
diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. 
166Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002),  h. 47 
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dan adat („urf) masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. 
Syari‟at Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan 
hukumnya sesuai adat („urf) setempat. Oleh karena itu, ketentuan hukum 
mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orang tua yang ada 
dalam berbagai kitab fiqh (dari berbagai macam madzhab) berbeda-beda 
karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi di mana ulama tersebut 
berada.  
Berkaitan dengan itu, dalam qaidah fiqhiyah disebutkan:  “Adat 
kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”167  Qaidah yang 
lain: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar („urf), seperti 
menetapkan (hukum) dengan dasar nash”168. Dengan kaidah tersebut, 
hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi 
(adat) yang sudah berjalan. Sifat alquran dan al-Sunnah yang hanya 
memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum 
Islam (sebagaimana contoh ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini 
dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, 
qaidah fiqhiyah memberikan peluang pada kita untuk menetapkan 
ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan 
ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat („urf) 
untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan 
hukum merupakan suatu keharusan.169 Akan tetapi, tidak semua adat 
                                                          
167Ahmad bin Muhammad al-Zarqa‟, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, Cet. Viii (Beirut: al-
Qalam, 1988), h. 219. lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), al-Asybah 
wa al-Naqza‟ir (Beirut: Dar al Kutb al-Alamiah, 1985), hal. 93. Al-Suyuthi, al-Asybah, h. 63. 
168Ahmad bin Muhammad al-Zarqa‟, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, h. 241 
169Syaihabuddin Ahmad ibd Idris al-Qarrafi, al-Furuq fi Anwa‟il Buruq (Beirut: „Alam al-
Kutb. t.th.), h. 49. 
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(„urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat („urf) yang dapat 
dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
1. Tidak bertentangan dengan nash baik alquran maupun al-sunnah; 
2. Tidak menyebabkan memafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan 
dan kesulitan; 
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya 
yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja; dan 
4. Tidak berlaku di dalam masalah ibādah mahdlah.170 
Dengan persyaratan tersebut, para ulama mengklasifikasikan adat 
(„urf) ini menjadi dua macam, yaitu (1) al-„urf al-shahīh, yaitu kebiasaan 
yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam nash (alquran dan al-
Sunnah), (2) al-„urf al-fasīd, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di 
tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan 
nash atau ajaran-ajaran syari‟ah secara umum.171 
Adat („urf) yang dapat dijadikan hukum adalah al‟urf al-shahīh. 
Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan 
syari‟at Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan 
hukum.Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi 
masyarakat dapat terealisir tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip 
dasarnya. 
Oleh karena itu, syari‟at Islam dalam menetapkan hukum-
hukumnya selalu disertai penjelasan tentang „illat („illah), yaitu alasan 
                                                          
170H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, MA. Ushul Fiqhi; Metolodologi Hukum Islam, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2000), h. 187 
171Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II. Cet. I (Jakarta: Logos, 1990), h. 368. 
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yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua 
ketentuan hukum dijelaskan „illat-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam 
setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis. 
Berkaitan dengan masalah „illat ini, Syekh Abdul Fatah 
mengatakan bahwa semua tindakan kontroversial khalifah Umar bin 
Khatab, misalnya tidak memberikan zakat kepada mu‟alaf dan tidak 
menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri (yang sepintas 
melanggar ketentuan nash) karena Umar memandang bahwa hukum 
agama itu mengandung alasan-alasan tertantu („illah, rasio logis) yang 
harus diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh 
dan sempurna adalah terkait dengan kemampuan menggali dan 
menganalisis „illat.172 
„Illat sebagai motivasi hukum Islam memberikan prinsip sebagai 
berikut: “Ketetapan suatu hukum itu didasarkan atas ada atau tidak 
adanya „illat”173. “Pada dasarnya suatu ketetapan hukum dapat dihapus 
(berubah) dengan hilangnya „illat”174. “Apabila suatu hukum ditetapkan 
berdasarkan „illat, maka hukum tersebut dapat diganti (diubah) dengan 
hilangnya „illat tersebut”175. Kaidah-kaidah tersebut memberikan prinsip 
dasar bahwa dalam menerapkan atau menetapkan kebijakan hukum tidak 
boleh hanya berpegang kepada makna lahiriah atau bunyi lafadz dari 
suatu teks nash. Akan tetapi, harus dengan sungguh-sungguh 
menggunakan pemikiran dan penalaran intelektual, yaitu dengan 
                                                          
172Syekh Abdul Fatah, Tarikh al-Tasyri al-Islam (Kairo: Dar al-Ittihad al‟Arabi, 1990), h. 
175. 
173Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, Cet. I (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986) 
h. 227. 
174Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, h. 338 
175Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, h. 338 
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menggali dan mencermati „illat yang terkandung dalam suatu ketentuan 
hukum sehingga benar-benar rasional dan relevan. Oleh karena itu, suatu 
ketentuan hukum yang berbeda dan perubahan-perubahan hukum yang 
terjadi dari waktu ke waktu, tidak selalu dianggap sebagai tindakan yang 
menyimpang dari syari‟at. Akan tetapi, sebaliknya hal itu harus 
dipandang sebagai dinamika dan nilai kontekstualitas hukum Islam itu 
sendiri. 
Penetapan hukum yang didasarkan atas analisis „illat sebagaimana 
dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, yang terformulasikan dalam 3 
(tiga) kaidah di atas merupakan tahapan yang penting dalam 
pengembangan analisis sosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek 
normatif hukum Islam dan aspek sosiologis manusia (masyarakat) akan 
selalu dijumpai dalam realitas keseharian. Di saat terjadi tarik menarik 
antara pendekatan normatif dan sosiologis, khalifah Umar menjatuhkan 
pilihannya pada faktor sosiologis dengan pertimbangan rasionalistik 
kemaslahatan untuk memaknakan (hukum) Islam dalam realita 
kehidupan tanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalam teks-
teks alquran dan al-Sunnah. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk 
dipahami bahwa suatu sistem kepercayaan (agama) dalam suatu 
komunitas sosial jangan sampai ajaran-ajarannya, termasuk dalam bidang 
hukum, terjadi kehampaan nilai. Pergumulan dan perbenturan dengan 
nilai-nilai sosial selalu terjadi dan dapat mempengaruhi intensitas 
pengamalan keagamaan.Dalam keadaan yang demikian, tentunya Islam 
harus arif terhadap kondisi suatu masyarakat agar kehadirannya dapat 
bermakna dan diterima. 
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Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat 
hukum Islam dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-
mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi 
juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang 
didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam 
masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam 
waktu dan ruang tertentu. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip „illat 
(penalaran ta‟lili) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam 
menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. 
Ketidakterlepasan perhatian hukum Islam terhadap kondisi sosial 
masyarakat, sebenarnya telah tampak sejak awal proses pembentukan 
hukum Islam itu sendiri. Adanya asbāb al-nuzūl dari suatu ayat hukum 
dan asbāb al-wurūd dari suatu Hadis hukum merupakan contoh kongkrit 
bahwa ketetapan hukum dalam Islam merupakan refleksi sosial 
masyarakat yang mengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Islam 
selanjutnya, para imam mujtahid atau para imam madzhab dalam 
menetapkan suatu hukum selalu memperhatikan kondisi sosial 
masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh imam 
Syafi‟i yang memunculkan qaūl qadīm (pada waktu berada di Bagdad, 
Irak) dan qaūl jadīd (pada waktu ia berada di Kairo, Mesir) adalah 
contoh konkret bahwa ketentuan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, 
faktor kondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap 
keputusan-keputusan hukum. 
Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu, Ahmad 
Mustafa al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat 
saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu 
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ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi 
perubahan kondisi sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang 
lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada.176 Hal 
yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu 
ketetapan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, 
kondisi, dan situasi sosial masyarakat. Jika suatu ketentuan hukum itu 
tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru 
yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.177 
Berkaitan dengan hal di atas dalam penetapam hukum adanya 
keharusan memperhatikan tempat dan waktu, karena Islam memberikan 
prinsip sebagai berikut: “Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah 
disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan siatuasi (kondisi)”178. Prinsip 
ini mengharuskan seseorang mempunyai kemampuan dalam melihat 
fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan 
jaman (waktu) dan perbedaan tempat. Hal ini berarti juga menuntut 
kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum 
yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap jaman 
(waktu) dan tempat. Berlakunya suatu prinsip untuk segala jaman 
(waktu) dan tempat berarti keharusan memberi peluang pada prinsip itu 
untuk dilaksanakan secara teknis dan konkret menurut tuntutan ruang 
dan waktu. Oleh karena ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinya 
                                                          
176Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr), h. 187. 
177Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr), h. 414. Bandingkan 
dengan Rafiq al-A‟jam, Ushul Islamiyah Manhajuha wa Ab‟aduha, Cet. I (Beirut: Dar al-Ilmi, 
1983), h. 47. 
178Abdullah bin Abdul Muhsin, Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad, h. 164 
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pun berubah dan ini membawa pada perubahan hukum.179 Dengan 
demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan 
diberi beban hukum sangat penting. 
Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut: 
“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu 
(zaman)”180. Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau 
melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu 
Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan 
oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena 
perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.181 Oleh karena itu, 
ketentuan hukum sangat mungkin berubah karena pertimbangan 
lingkungan, yaitu lingkungan tempat (zharf al-makan) dan lingkungan 
waktu (zahrf al-zaman). 
Keleluasaan yang diberikan Islam untuk mengembangkan dan 
menerapkan berbagai kebijakan hukum dengan segala teknisnya sesuai 
dengan konteks yang ada juga terdapat dalam prinsip: “Segala sesuatu 
(selain ibadah) pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang 
melarangnya”182. Dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam 
dalam aktivitas kultural (selain masalah ibadah) seperti politik, 
kenegaraan, perekonomian, diberi kebebasan yang luas untuk melakukan 
                                                          
179Nurcholish Madjid, “Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam 
Pengembangan Syari‟ah”, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: 
Paramadina, 1995), h. 221 
180Ali Haidar, Darru al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam (Beirut: Maktabah al-Nahdhah, 
t.th), hal. 43. 
181Ibnu Qayyim al-Jawziyah, I‟lam al-Muwaqi‟in, jilid III (Beirut: Dal al-Jil, t.th), h. 3 
182Abu Bakar al-Ahdal al-Yamani, al-Fara‟id al-Bahiyyah (Semarang: al-Munawar, t.th), h. 
6. Lihat juga M. Adib Bisri, Risalah Qawa‟id Fiqh (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 11 
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kreativitas dan inovasi untuk mencari yang paling relevan dengan 
kondisi yang ada. 
Berkaitan dengan prinsip ini, patut diperhatikan ungkapan Ahmad 
Zaki Yamani, “Banyak orang keliru memahami syari‟ah, yaitu tidak 
dapat membedakan antara yang murni agama dan yang merupakan 
prinsip-prinsip transaksi keduniaan. Meskipun keduanya diambil dari 
sumber yang sama (alquran dan al-Sunnah), tetapi prinsip-prinsip yang 
kedua didasarkan kepada kepentingan dan manfaat umum dan karenanya 
dapat berubah-ubah (sesuai dengan konteksnya) menuju yang terbaik dan 
ideal.”183 
Ungkapan di atas memberikan pengertian tentang perlunya 
dibedakan (tetapi tidak terpisahkan karena berasal dari sumber yang 
sama) antara yang bersifat agama murni dan yang bersifat keduniaan. 
Urusan mu‟amalah boleh melakukan kreativitas dengan tetap 
mempertimbangkan kepentingan dan kebaikan umum (maslahah 
„ammah).Sementara itu, dalam urusan ibadah tidak diperbolehkan ada 
“kreativitas”. 
Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan para 
Rasul.Sebagaimana melakukan kreativitas terhadap ibadah adalah 
dilarang maka menghalangi melakukan kreativitas terhadap sesuatu yang 
dibolehkan (dalam urusan mu‟amalah) juga dilarang. 
Tiga kaidah di atas dipertegas lagi oleh kaidah sebagai berikut: 
“Pada dasarnya dalam segala bentuk transaksi dan mu‟amalah adalah 
                                                          
183Ahmad Zaki Yamanni, Islamic Law and Contemporary Issues, (Jeddah: The Saudi 
Publishing House, 1388 H), hal. 13-14 
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diperbolehkan (sah) sampai ada dalil yang melarang dan mengharam-
kan”184. 
Berbicara tentang hubungan timbal balik setidaknya terasa aneh 
jika agama dipengaruhi oleh budaya. Karena sebagai agama sudah 
menjadi harga mati yang sifatnya absolut. Sementara budaya 
merupakan ruang lingkup kebudayaan sebahagai hasil cipta karya 
manusia tentu saja sifatnya relatif. Tentu saja yang bersifat relatif 
tidak bisa mengubah yang bersifat absolut. Tetapi bagaimanapun tidak 
bisa disangkal bahwa agama dan budaya saling mempengaruhi185 
Nurchalish Madjid mengemukakan bahwa: “Agama dan kebudayaan 
tidak terpisah; namunberbeda: Agama bersifat universal dan mutlak, 
sementara kebudayaan bersifat patikular dan nisbi. Landasan agama 
adalah wahyu ilahi, landasan kebudayaan adalah akal dan pemikiran 
manusia.”186 
Pengaruh antara keduanya, secara sosiologis dapat saja melalui 
interaksi yang asosiatif dalam bentuk akulturasi. Akulturasi secara 
etimologi ialah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling 
bertemu atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu 
masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur 
kebudayaan asing itu dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu, boleh 
                                                          
184Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr), hal. 161 
185Lihat, ibid. Untuk melihat pengaruh kebudayaan terhadap agama disebut dengan 
pendekatan anatropologi yaitu pendekatan kebudayaan, baik wujud idea, maupun gagasan 
dianggap sebagai sistem norma dan nilai yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Sistem 
budaya agama itu memberikan pola kepada seluruh tingkah laku anggota masyarakat, dan 
melahiarkan hasil karya keagamaan yang berupa fisik, dari bangunan ibadah seperti masjid 
sampai alat-alat yang sangat sederhana seperti tasbih. Lihat, H. Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, 
(Cet. II; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 90 
186Abdul Halim (ed), Menebus Batas Tradisi Menuju Masa Depan Yang Membebaskan 
Refleksi Atas Pemikiran Nurchalis Majid, (Cet. II; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantaraa, 
2006), h. 95 
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jadi juga sebagai proses atau basil pertemuan kebudayaan atau 
bahasa diantara dua anggota masyarakat bahasa.187 Perwujudannya ialah 
perubahan-perubahan dalam pola adat istiadat dan interaksi sosial 
kadangkala tidak terlalu penting dan menonjol karena unsur-unsur 
kebudayaan yang diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat 
pergaulan insentif dan lama.188 
Perkembangan agama Islam di Indonesia yang berlangsung 
secara evolutif telah berhasil menanamkan akidah Islāmiah dan 
syāri'ah shalihah, memunculkan cipta rasa dan karsa oleh pemeluk-
pemeluknya.Padahal sebelum kedatangan Islam, masyarakat telah 
memeluk agama yang berkembang secara evolutif pula, baik dari 
penduduk asli (yang menagnut animismse, dinamisme, politeisme, dan 
sebagainya) maupun pengaruh dari luar (Hindu dan Budha).Yang 
menarik, unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kepatutan tersingkir dengan sendirinya, sedangkan yang baik yang 
mengandung unsur-unsur kepatutan dan kepantasan, hidup secara 
berdampingan. Hal ini merupakan perumpamaan dari QS. al-Raad/13:17: 
               
              
                                                          
187Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III (Cet. I; 
Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 24 
188Sebagai contoh; apabila suatu keluarga mengangkat seorang anak yang berasal dari 
keluarga lain yang sama kedudukan sosial dan latar belakang kebudayaannya, maka tidak 
perlu diajarkan pola-pola perilaku khusus terhadap anak itu. Akan tetapi apabila anak tersebut 
dari keluarga yang tidak mempunyai kedudukan sosial dan latar belakang kebudayaan dengan 
keluarga yang mengangkatnya, maka perlu diadakan aperubahan-perubahan yang selanjautnya 
akan menyebabkan terjadinya paerubahan-perubahan dalam polapola kebudayaannya. Lihat, 
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Ed. IV (Cet. XXX; Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 96-97. 
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              
         
Terjemahnya: 
Allah Telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah 
air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu 
membawa buih yang mengambang.dan dari apa (logam) yang 
mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, 
ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil.adapun 
buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; 
adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di 
bumi. Demikianlah Allah swt. membuat perumpamaan-
perumpamaan.189 
Pengaruh Islam terhadap kehidupan (pembinaan moral) bangsa 
Indonesia berkisar antara tiga kemungkinan. Pertama ialah ajaran 
Islam berpengaruh sangat kuat terhadap pola hidup masyarakat. 
Kedua, Islam dan budaya (moral) bangsa berimbang, sehingga 
merupakan perpaduan yang ikut menyempurnakan moral bangsa.kuat 
terhadap pola hidup masyarakat. Ketiga, Islam dan budaya (moral) 
bangsa berimbang, sehingga merupakan perpaduan yang ikut 
menyempurnakan moral bangsa. Keempat kemungkinan perpaduan itu 
dapat terjadi di komunitas-komunitas Muslim di berbagai tempat di 
Indonesia. 
Akulturasi ajaran tersebut kemudian berkembang menjadi 
                                                          
189Departemen Agama Rl, Alquran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penterjemah 
Alquran, 1997), h. 371. M.Quraish Shihab menanggapi ayat ini sebagai maksud menyatakan 
bahwa kebatilan walau tampa dengan jelas ke permukaan dan meninggi, bagaikan menguasai air 
yang mengalir, tetapi hal tersebut hanya sementara, karena beberapa saat kemudian buih itu 
luluh dan yang tetap tinggal adalah air yang bersih. Kebenaran atau haq yang penting bukanlah 
hanya ide-ide yang benar, yang berada di menara gadingatau mengawang-awang di angkasa, 
tetapi yang lebih penting adalah manfaat dan penerapan ide-ide yang benar itu dalam 
kehidupan duniawi sehingga memberi manfaat.Lebih lanjut lihat, M.Quraish Shihab, Tafsir Al-
Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur,an, Vol. VI (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 
h. 572-575. 
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kebudayaan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga: (1) Kebudayaan 
yang didominasi oleh budaya Islam yaitu akulturasi antara dua budaya 
Islam dan non-Islam, tetapi yang paling menonjol ialah budaya Islam. 
Hal ini dapat dilihat dalam ritual-ritual Islam seperti: kelembagaan 
zakat, wakaf, dan pengurusan pelaksanaan haji; (2) Kebudayaan 
yang terdiri dari percampuran antara kedua budaya seperti; bangunan 
masjid, bentuk joglo, pakaian laki-lakiataupun mahramah untuk wanita, 
lagu, kasidah, tahlil, prosesi pelaksanaan perkawinan, dan sebagainya; (3) 
Percampuran kebudayaan yang membentuk pola atau corak 
kebudayaan tersendiri ialah, sistem pemerintahan (pancasila), sistem 
permusyawaratan, dan berbagai pemikiran yang timbul dari berbagai 
macam pergaulan dan sebagainya. 
Budaya yang berkembang di Indonesia merupakan akulturasi dari 
berbagai macam budaya. Hal ini karena Indonesia merupakan lalu lintas 
perdagangan dan tempat persinggahan mereka yang melakukan 
penjelajahan, sehingga dapat dikatakan bahwa percampuran budaya di 
Indonesia itu adalah percampuran budaya yang sangat beraneka 
ragam 
Akulturasi Islam dan budaya dimungkinkan saja terwujud. 
Argumen yang dijadikan indikator adalah dengan kaedah dalam ilmu 
fikhi adat itu dihukumkan (al-ādah muhakkamah) atau lebih 
lengkapnya adat adalah syari' ah yang dihukumkan (al-ādah syari'ah 
muhakkamah). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu 
budaya, adalah sumber dalam Islam, 'urf (secara etimologis berasal 
dari akar kata yang sama dengan al-ma'ruf), al-muhāfadhah 'ala al-
qadim al-shālih wa al-akhdz bi al jadīd al-ashlah (memelihara 
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yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).190 
Akulturasi seperti ini bila dilihat lebih jauh dengan sudut pandang 
inspirasi QS. Al-Isra‟/17: 36: 
                                              
           
Terjemahnya: 
 Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya.191 
Ayat tersebut di atas, ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab sebagai 
tuntunan universal. Kendati demikian, kehati-hatian dan upaya 
pembuktian terhadap semua berita, fenomena, semua gerak, sebelum 
memutuskan itulah ajakan Alquran, serta metode yang sangat teliti 
dari ajaran Islam. Apabila akal dan hati telah konsistem menerapkan 
metode ini, maka tidak akan ada lagi tempat bagi faham dan khurafat 
dalam akidah, tidak ada juga wadah bagi dugaan dan perkiraan dalam 
bidang ketetapan hukum dan interaksi, tidak juga hipotesa atau perkiraan 
yang rapuh dalam bidang penelitian, eksperimen dan ilmu 
pengetahuan.192 Demikian pula dapat ikut melestarikan apa saja yang 
baik dan benar dari masa lampau itu dan biasa dipertahankan dalam ajaran 
                                                          
190Nurchalis Madjid, Islam Doktrirt Dan Perdadaban Sebuah Telaah Kritis Tentang 
Masalah Keimanan, Kemarnusiaara, Dan Kemodern, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 
1992), h. 550-554. Lihat juga, Ahmad Gaus AF, dkk (ed), Ensiklopedia Nurchalis Madjid 
Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban, Jilid, I (Cet.I; Jakarta: Mizan, 2006), h. 125-129. 
191Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002), h. 389 
192M. Quraish Shihab, M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian 
Al-Qur‟an, Vol. VIL (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 464-466 
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universal Islam.193 
Dengan menyimak pemaparan sebagaimana yang telah 
dikemukakan, maka dapat dipahami eksistensi tradisi perkawinan 
masyarakat Bugis Parepare menurut hukum Islam lihat dari 
kebasahannya termasuk Al-„urf al-sahīh, yaitu kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat dan tidak bertentangan dengan nāsh (ayat dan hadis), tidak 
menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi 
pelakunya. Dilihat dari kemaslahatan dalam pelaksanaannya berada pada 
tataran tahsīniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi 
tidak mengancam eksistensi salah satu maqāshid al Syariyyah (tujuan 
hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis Parepare dari setiap 
tahap pelaksanaannya terdapa tujuh bentuk tradisi yang masih tetap 
dilaksanakan meskipun pada beberapa hal telah mengalami perubahan. 
Bentuk-bentuk tradisi yang dimaksud adalah; tradisi penyerahan 
pattenre’ āda, massarāpo, cemme passīling (mandi majang), 
tudangmpenni (Mappacci), madduppa botting, mappasikarāwa, dan 
penyerahan penne anreang. 
2. filosofi yang terkandung pada simbol-simbol adat Perkawinan 
Masyarakat Bugis Parepare pada umumnya sejalan dengan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu 
masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti 1) berlomba 
berdiri dan menginjak sesaat setelah acara mappasikarāwa, dengan 
maksud siapa yang menginjak duluan dialah yang berkuasa. Hal ini tidak 
sejalan dengan esensi dari tujuan perkawinan. 2) menabur beras pada 
tradisi maddupa bottong dan tradisi mappacc, hal ini mengandung unsur 
mubazir.  
3. Pandangan hukum ulama Kota Parepare mengenai Adat masyarakat 








haram dengan alasan; (a) Mengandung unsur kemusyrikan, (b) 
Mengandung unsur bid’ah, (c) Mengandung unsur permborosan, (d) 
Mempersulit diri dan, (e) mengandung unsur taklid buta. 2) makruh 
dengan alasan bahwa upacara adat yang dilakukan masyarakat dalam 
perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisisi sosial 
kemasyarakatan saat ini, disamping itu sudah banyak yang melenceng 
dari makna yang sebenarnya, oleh karena itu sebaiknya perlu ditata 
ulang. 3) mubah dengan alasan bahwa upacara adat yang dilaksanakan 
dalam perkawina masyarakat telah disesuaikan dengan konsep dan nilai 
yang terkandung dalam ajaran Islam dan termasuk Al-‘urf al-sahīh, yaitu 
kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan 
nāsh (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak 
membawa mudarat bagi pelakunya. Dilihat dari kemaslahatan berada 
pada tataran tahsīniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu maqāshid al Syariyyah 
(tujuan hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan konstribusi 
pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kota Parepare bahwa 
tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam 
kehidupan masyarakat Bugis dalam menghadapi realitas budaya yang 
beragam. Karena tradisi/adat dalam perkawinan dianggap sebagai 
simbol harga diri dan keluarga. 
2. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat 






dalam kehidupan masyarakat Bugis memiliki nilai dan ajaran luhur 
yang sejalan dengan nilai dan ajaran Islam.  
3. Hasil penelitian ini memperjelas eksistensi tradisi/adat dalam 
perkawinan masyarakat Bugis. Karena tradisi/adat dalam perkawinan 
masyarakat Bugis sesungguhnya kedudukannya hanya sebatas 
pelengkap dan berfungsi sebagai tafa’ul atau assennū-sennūreng 
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I.  Identitas Informan: 
Nama lengkap : ………………………………………………………… 
Pekerjaan                    : ………………………………………………………… 
Pendidikan terakhir    : …………………………………………………………. 
II. Judul Penelitian 
 Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program 
doktor pada konsentrasi Syari’ah dan Hukum Islam  Program Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar, maka saya berkewajiban mengadakan penelitian. Adapun 
judul penelitian ini adalah: “Eksistensi Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis 
Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam)” 
Pedoman wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan 
langsung dengan fokus penelitian. Informasi yang jelas dari informan merupakan 
penghargaan bagi peneliti. Kegiatan ini murni kegiatan ilmiah yang tidak ada 
kaitannya dengan karier informan juga jawaban tidak dimaksudkan untuk menguji 
informan. 
III. Fokus Penelitian dan Daftar Pertanyaan 
A. Gambaran Bentuk-bentuk Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare 
1. Bagaimana gambaran Prosesi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare? 
2. Bagaimana bentuk-bentuk tradisi yang dilakukan pada setiap prosesi 
Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare? 
3. Bagaimana bentuk dan Prosesi Pelaksanaan tradisi Perkawinan 
Masyarakat Bugis Parepare? 
4. Berapa banyak orang yang terlibat dalam prosesi setiap tradisi perkawinan 
yang dilaksanakan? 




5. Apakah orang-orang yang terlibat dalam prosesi pelaksanaan tradisi 
perkawinan masyarakat Bugis Parepare merupakan orang-orang khusus 
(pilihan)? 
6. Apakah orang-orang yang dipilih tersebut memiliki hubungan kekerabatan 
dengan penganting? 
7. Bagaimana bentuk-bentuk beralatan yang digunakan dalam pelaksanaan 
Tradisi Perkawinan masyarakat Bugis Parepare? 
8. Apaklah beralatan yang dipergunakan dalam prosesi pelaksanaan Tradisi 
Perkawinan Masyarakat Bugis memiliki perbedaan antara suku-suku Bugis 
di Parepare? 
9. Apakah peralatan yang dipergunakan dalam prosesi pelaksanaan Tradisi 
Perkawinan Masyarakat Bugis memberikan gambaran tingkat strata sosial? 
10. Apa keterkaitan dari setiap tradisi tersebut dengan perkawinan masyarakat 
Bugis Parepare? 
11. Sejak kapan tradisi-tradisi perkawinan masyarakat Bugis Parepare tersebut 
dilaksanakan? 
B.  Nilai Filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat Perkawinan 
Masyarakat Bugis Parepare? 
12. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak pada acara mapettu ada 
dalam prosesi Perkawina masyarakat Bugis Parepare pihak laki 
menyerahkan beberapa benda kepada pihak perempuan seperti; Satu 
lembar waju tokko, Satu lembar sarung sutera atau lipa’ sabbé, satu buah 
cincin emas, Satu piring besar nasi ketan (sokko), Satu mangkok besar 
palopo’ (air gula merah yang dimasak dengan santan dan diberi telur ayam 
secukupnya), dan Dua sisir pisang raja, dan dibalas oleh pihak perempuan 




13. Pada prosesi menjelang perkawinan masyarakat Bugis Parepare, terdapat 
tradisi mandi majang. Bahan dan alat yang disediakan, yaitu (1) kendi, (2) 
bunga pinang atau semacamnya, (3) kain putih satu meter, (4) air, (5) bambu 
tiga batang yang panjangnya kurang lebih tiga meter, (6) jala, (7) lakka, 
(terbuat dari kuningan), (8) pisang, kelapa, pinang, daun sirih, pesse 
pelleng, betas, bakul berbulu, dan daun lontar. Apa Filosofi yang 
terkandung pada tradisi tersebut dan apa hubungannya dengan calon 
pengantin? 
14. Pada Acara tudang penni terdapat tradisi Mappacci. Bahan yang 
dipergunakan seperti; daun Pacci, bantal,daun pisang, sarung sutera tujuh 
lembar, daun nangka, taibani atau lilin, rekko ota, benno ase (padi yang mekar) 
atau beras, Bekkeng, pinang di atas kappara, atau baki ditempatkan tempat 
cuci tangan, tempat serbet dan adakalnya juga ditaruh rokok sebanyak orang 
yang akan mappacci. Apa Filosofi yang terkandung pada tradisi tersebut 
dan apa hubungannya dengan calon pengantin? 
15. Pada hari pernikahan terdapat tradisi membawa ulusompa dengan 
Peralatan: kompu-kompu yang terbuat dari tembaga tau perak yang diisi dengan 
beras 4 liter (1 gantang), pala, kayu manis kemiri, gula merah, jarum beserta 
benangnya, boneka satu pasang, dan mas kawin yang telah disepakati dan 
dibingkus dengan kain putih. Apa Filosofi yang terkandung pada tradisi 
tersebut dan apa hubungannya dengan calon pengantin? 
16. Pada hari pernikahan juga terdapat tradisi membawa seserahan 
perlengkapan sehari-hari yang lebih populer dengan sebutan erang-erang. 
Apa makna filosofi benda bawaan tersebut? 
17. Pada hari pernikahan juga barang bawaan berupa anyaman bambu 




18. Setelah akad nikah dilaksanakan tradisi yang dilakukan adalah 
mappasikarawa atau mappalettu nikkah. Pada tradisi tersebut ada bagian-
bagian tubuh pengantin perempuan yang disentuh seperti; Ubun-ubun, 
Bagian atas dada, Jabat tangan atau ibu jari, Ada yang memegang telinga, 
Adapula yang langsung mencium isteri. Apa filosofi tradisi tersebut? 
19. Pada acara mappasikarawa/ mapplettu nikkah ada tradisi lomba berdiri 
antara pengantin laki-laki dan pengantin perempua. Apa makna 
filosofiyang terkandung pada tradisi tersebut dan apa keterkaitan dengan 
kedua mempelai? 
C. Pandangan ulama Kota Parepare mengenai Adat masyarakat Bugis 
dalam perkawinan  
20. Bagaimana pandangan bapak/ust. Tentang Eksistensi Tradisi  dalam 
perkawinan masyarakat Bugis Parepare? 
21. Adakah pengaruh Tradisi  dalam perkawinan masyarakat Bugis Parepare 
dengan orang yang dinikahkan? 
22. Bagaimana keterkaitan Tradisi  dalam perkawinan masyarakat Bugis 
Parepare dengan hukum Islam? 
23. Bagaimana Kesesuaian antara Tradisi perkawinan masyarakat Bugis 
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